BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam

Mengingat

: 1.

Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah dan berdasarkan hasil
evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan
Meranti sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan
perkembangan hukum, sehinga perlu diganti;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang sistem dan prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang
Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di
Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4968);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang



Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008
tentang Pedoman Pelaksanaan Review Atas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN
PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

Daerah.

6. Sekretariat Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Kepulauan Meranti.

7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam

rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai
dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan
milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah
tersebut.
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Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari
DPRD, Bupati/Wakil Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan
Keuangan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya
disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah
Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang
ditetapkan dengan Perda.

Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah
Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan barang milik daerah.

Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan sebagian tugas BUD.

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
yang berkenaan.

Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN
kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan
Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi.

Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam
APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai
kegiatan khusus, baik fisik maupun non fisik yang merupakan
urusanDaerah.

Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang
bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan
kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu
dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan
antara Pemerintah Pusat danDaerah.

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana
yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan
tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk
mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi.

Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana
yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada
Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai
Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang
diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode
tahun anggaran yang berkenaan.
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Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu
atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna
anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib
menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan
untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun
anggaran berikutnya.

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan
Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang
bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah dibebani kewajiban
untuk membayar kembali.

Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang
yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban
Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan
peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan
sebab lainnya yang sah.

Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah
Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya,
Badan Layanan Umum Daerah milik Pemerintah Daerah lainnya,
Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi,
dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian
pokok pinjaman.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai
kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang
tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahunanggaran.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai
kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi
aset atau timbulnya kewajiban.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut
Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat
RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1
(satu) tahun.

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja,
dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1
(satu) tahun.

Prakiraan MAJU (Forward estimate) adalah perhitungan
kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun
yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program
dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan
anggaran tahun berikutnya.
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Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya
disingkat PPAS adalah Program prioritas dan batas maksimal
anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap
Program dan Kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Penganggaran Terpadu (unified budgeting) adalah penyusunan
rencana keuanga tahunan yang dilakukan secara terintegrasi
untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan
pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi
alokasi dana.

Fungsi dalah perwujudan tugas kepemerintahan dibidang tertentu
yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan
daerah, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah,
yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang
memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen
yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan
SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang
digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan
penganggaran berdasarkan kebijakan dengan pengambilan
keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam
perspektif lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan
mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang
bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam
prakiraan maju.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu)
atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja
Perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh
Pemerintah Daerah wuntuk mencapai sasaran dan tujuan
Pembangunan Daerah.

Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1
(satu) atau beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai
bagian dari pencapaian Sasaran terukur pada suatu Program dan
terdiri dari sekumpulan Tindakan pengerahan sumber daya baik
yang berupa personal atau sumber daya manusia, barang modal
termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari
beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai
masukan untuk menghasilkan Keluaran dalam bentuk
barang/jasa.

Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan
dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang
pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.

Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan
yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Sasarandan
tujuan Program dan kebijakan.

Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya
Keluaran dari Kegiatan dalam 1 (satu) Program.

Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari suatu Program
atauKeluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan.

Kinerja adalah Keluaran/Hasil dari Program/Kegiatan yang akan
atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran
dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
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Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah
yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh
Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.
Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat
penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk
menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh
Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat
penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk
menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh
Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang
memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang
memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang
melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan
sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah
dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar
penerbitan Surat Permintaan Pembayaran atas pelaksanaan
APBD.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP
adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan
pembayaran.

Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka
kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara
Pengeluaran untuk membiayai Kegiatan operasional pada Satuan
Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah
dan/atau untukmembiayai pengeluaran yang menurut sifat dan
tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme
Pembayaran Langsung.

Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah
Pembayaran Langsung kepada Bendahara Pengeluaran/penerima
hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau
surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan Surat Perintah
Membayar Langsung.

Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah
tambahan wuang muka yang diberikan kepada Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu untuk membiayai
pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai
dari uang persediaan dengan batas waktu dalam 1 (satu)bulan.
Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah
dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah
Pencairan Dana atas Beban pengeluaran DPASKPD.

Surat Perintah Membayar UP yang selanjutnya disingkat SPM-UP
adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah
Pencairan Dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang
dipergunakan sebagai UP untuk mendanai Kegiatan.

Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya
disingkat SPM-GU adalah dokumen yang digunakan untuk
penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas Beban
pengeluaran DPA SKPD yang dananya dipergunakan untuk
mengganti UP yang telah dibelanjakan.



61.

62.

67.

69.

70.

71.

2.

73.

74.
75.

Surat Perintah Membayar TU yang selanjutnya disingkat SPM-TU
adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah
Pencairan Dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD, karena
kebutuhan dananya tidak dapat menggunakan Pembayaran
Langsung dan Uang Persediaan.

Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut
SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat
Perintah Pencairan Dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD
kepada pihak ketiga.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D
adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana
atas Beban APBD.

Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah
semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban APBD atau
berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA
adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran
anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Surplus Anggaran Daerah selisih lebih antara pendapatan daerah
dan belanja daerah.

Surplus Anggaran Daerah selisih lebih antara pendapatan daerah
dan belanja daerah.

Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan
daerah dan belanja daerah.

Inventasi adalah penggunaan asset untuk memperoleh manfaat
ekonomis seperti bunga, deviden, royalty, manfaat social dan/
atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan
pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran PPKD yang
selanjutnya disingkat DPPA-PPKD Adalah dokumen yang memuat
perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan
sebagai dasar pelaksanaan perubahan Anggaranoleh PPKD.
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang
selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat
perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang
bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluaruntuk
mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai
pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada
Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat
dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau
akibat lainnya yang sah.

Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda
KabupatenKepulauan Meranti.

Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kepulauan Meranti.
Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan
oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah
untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan
menyejahterakan Masyarakat.
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Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang
wajib diselenggarakan oleh Daerah.

Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang
wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang
dimiliki Daerah.

Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi
kebutuhan dasar warga negara.

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan
mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan
Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD
adalah sistem yang diterapkan oleh Satuan Kerja Perangkat
Daerah atau Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Satuan
Kerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan
keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan
Keuangan Daerah pada umumnya.

Nota Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat NPD adalah
dokumen yang digunakan oleh PPTK dalam rangka melakukan
permintaan Pembayaran Uang Muka kerja atau panjar atas
pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawab PPTK yang
pengajuannya berdasarkan rencana kebutuhan dana kegiatan.
Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD
adalah sistem yang diterapkan oleh Satuan Kerja Perangkat
Daerah atau Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Satuan
Kerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan
keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan
Keuangan Daerah pada umumnya.

Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan
barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan
lawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang
melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.

Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran,
pengklasifikasian, pengikhitisaran transaksi dan kejadian
keuangan, penginterprestasian atas hasilnya, serta penyajian
laporan.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan
pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan
Keuangan Daerah.

Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau
beberapa Program.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah
pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk
melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
Transaksi Adalah setiap kejadian yang megubah posisi keuangan
pemerintah  daerah baik berupa penambahan maupun
pengurangan.

Buku Jurnal adalah catatan akuntansi pertama yang digunakan
untuk mencatat dan mengklasifikasikan data transaksi keuangan
yang berfungsi sebagai arsip transaksi.
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Dokumen sumber adalah tanda bukti transaksi baik penerimaan
maupun pengeluaran yang dijadikan dasar penjurnalan.

Buku Besar adalah buku yang digunakan untuk mengelompokkan
(Posting) data transaksi keuangan dari buku jurnal yang berfungsi
sebagai arsip permanent.

Buku besar pembantu adalah buku yang merinci data keuangan
yang tercantum dalam rekening tertentu dari buku besar.

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang meyajikan
informasi realisasi pendapatan, belanja transfer, surplus/deficit
dan pembiyaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan
anggarannya dalam satu periode,

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang
menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran
lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Neraca adalah laporan keuangan yang mengambarkan posisi
keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban dan
ekuitas pada tanggal tertentu.

Laporan Operasional Adalah laporan yang memberikan informasi
tentang kegiatan operasional keuangan yang tercermin dalam
pendapatan laporan operasional, beban dan surplus/devisit
operasional dari suatu entitas pelaporan.

Laporan Arus Kas adalah laporan yang memberikan informasi
mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas
selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas
pada tanggal pelaporan.

Laporan Perubahan ekuitas adalah laporan yang menyajikan
informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan
dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Catatan atas Laporan Keuangan adalah Laporan Yang disusun
untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan dan
penyediaan pemahaman yang lebih bai katas informasi keuangan
pemerintah.

Laporan Keuangan Pengguna Anggaran adalah Laporan Keuangan
yang menggambarkan pencapaian kinerja program dan kegiatan,
kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan realisasi
penyerapan belanja dan realisasi pembiayaan yang dibuat secara
periodik.

Prognosis adalah Perkiraan Penerimaan dan pengeluaran kas
SKPD untuk priode enam bulan kedepan.

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada
daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban
melaporkan dan mempertanggunjawabkan pelaksanaannya
kepada yang menugaskan.

Dana Tugas Peamabntu adalah dana yang berasal dari anggaran
pendapatan dan belanja negara.

Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang
diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat
TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan
kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
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Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum
Daerah.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah
PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.

Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan tugas BUD.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat
PPTK adalah pejabat pada SKPD atau Unit SKPD yang
melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program
sesuai dengan bidang tugasnya.

pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah
yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang
melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.

Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam
rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam
rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah
dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai
ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan
perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian
dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau
diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD
adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya
dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber
dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur
ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD
dalam setiap periode.

Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP
adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam
menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip,
dasar- dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-
praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai
pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan
Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna
laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan
laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun
antar entitas.



120. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat
SAPD adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara,
peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi
sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di
lingkungan organisasi Pemerintahan Daerah.

121. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah
daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang
disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan
anggaran dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.

122. Hari adalah hari kerja.

BAB II
SISTEM DAN PROSEDUR
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

(1) Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah disusun

dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH;

BABII AZAS UMUM DAN STRUKTUR APBD;

BAB Il ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH;

BAB VI PENYUSUNAN RANCANGAN APBD;

BABV PENETAPAN APBD;

BAB VI PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN;

BAB VII LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN
PERUBAHAN APBD

BAB VIII AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH

BAB IX KEKAYAAN DAERAH DAN UTANG DAERAH;

BAB X BADAN LAYANAN UMUM DAERAH;

BAB XI PENYELESAIAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAH;

BAB XII INFORMASI KEUANGAN DAERAH; DAN

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN.

(2) Sistem dan Prosdur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(3) Sistem dan Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 3

(1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan
perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan
bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan,
dan manfaat untuk masyarakat.

(2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa
keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang
didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat
dipertanggungjawabkan.
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Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus
berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian
hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara
membandingkan keluaran dengan hasil.

Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian
keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau
penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada
tingkat harga yang terendah.

Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip
keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui
dan mendapatkan akses informasi seluas-Iuasnya tentang keuangan
daerah.

Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan
pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan
kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian
tujuan yang telah ditetapkan.

Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keseimbangan
distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan
distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang
obyektif.

Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan
atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan

kebutuhan masyarakat.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 11
Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Kepulauan Meranti (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan
Meranti Tahun 2017 Nomor )dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 5
Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 26 januari 2024

P1t. BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ttd

ASMAR

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 26 januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,
ttd
BAMBANG SUPRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2024
NOMOR



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN

MERANTI

NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR
PENGELOLAAN KEUANGAN

DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN

MERANTI

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
BAB I
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pengelola keuangan
daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
Pelaksanaan tugas dan wewenang Pengelola Keuangan Daerah dapat
melibatkan informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian
dokumen yang dilakukan secara elektronik. Dokumen dalam
Peraturan Bupati Kepulauan Meranti, disajikan dalam bentuk
ilustrasi dokumen berupa contoh yang menggambarkan kebutuhan
informasi yang bersifat dinamis dalam setiap tahapan pengelolaan
keuangan daerah.

Pengelola Keuangan Daerah terbagi berdasarkan peran dan fungsinya
masing- masing sebagai berikut:
A. PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGANDAERAH
1. Bupati Selaku Bupati adalah pemegang kekuasaan
pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah
daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yangdipisahkan
2. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah
mempunyai kewenangan:

a. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan
Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda
tentang pertanggungjawaban pelaksanaanAPBD;

b. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan
Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda
tentang pertanggungiawaban pelaksanaan APBD kepada
DPRD untuk dibahasbersama;

c. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda
tentang perubahan APBD, dan rancangan
Perdatentangpertanggungjawaban pelaksanaan APBD
yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;

d. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan

KeuanganDaerah;

e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak
terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat
dibutuhkan oleh Daerah dan/ataumasyarakat;

f. menetapkan kebijakan pengelolaanAPBD;

menetapkanKPA;

50

Pengeluaran;

menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara



i. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan
pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;

j. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan
pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;

k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian
atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

.  menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan
Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

m. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan
ketentuan peraturanperundang-undangan.

Selain kewenangan di atas, terdapat kewenangan lain yaitu
paling sedikit menetapkan bendahara penerimaan pembantu,
bendahara pengeluaran pembantu, bendahara bantuan
operasional sekolah, bendahara BLUD, bendahara wunit
organisasi bersifat khusus dan/atau bendahara khusus
lainnya yang diamanatkan peraturanperundang-undangan.
Dalam melaksanakan kekuasaan Bupati melimpahkan
sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan
Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah dengan
memperhatikan sistem pengendalian internal yang didasarkan
pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang
memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan
uang. Pelimpahan kekuasaan ditetapkan dengan keputusan
Bupati.

Pejabat Perangkat Daerah terdiriatas:

a. sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan
keuangan daerah;

b. kepala SKPKD selaku PPKD;dan

c. kepala SKPD selakuPA

B. KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1.

Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan

daerah mempunyai tugas:

a. koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah;

b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD,

rancangan perubahan APBD, dan rancangan

pertanggungjawaban pelaksanaanAPBD;

koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaanAPBD;

memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD;

e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang
pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan; dan

f. memimpin TAPD.

Koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah paling sedikit

meliputi:

a. koordinasi dalam penyusunan sistem dan prosedur
pengelolaan keuangan daerah;

b. koordinasi dalampenyusunan kebijakan akuntansi
pemerintah daerah;

c. koordinasi dalam penyusunan laporan keuangan
pemerintah daerah.

e



Koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam
pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.
Koordinator dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan
terkait dengan peran dan fungsi sekretaris daerah membantu
Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah termasuk
Pengelolaan Keuangan Daerah.

C. PEJABAT PENGELOLA KEUANGANDAERAH

1.

Kepala SKPKD selaku PPKD adalah Kepala SKPD yang
melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada
pemerintah  daerah yang melaksanakan pengelolaan
keuangan daerah. Kepala SKPKD selaku PPKD
mempunyaitugas:

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan
keuangan daerah;

b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan
Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda
tentang pertanggungjawaban pelaksanaanAPBD;

c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang
telah diatur dalamPerda;

d. melaksanakan fungsi BUD; dan

e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:

menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaanAPBD;

mengesahkan DPA-SKPD;

melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem

penerimaan dan pengeluaran kas daerah;

melaksanakan pemungutan pajak daerah;

menetapkan anggaran kas dan SPD;

menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian

jaminan atas nama pemerintahdaerah;

melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan

keuangandaerah;

menyajikan informasi keuangan daerah; dan

melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal

penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan

ketentuan  peraturan perundang-undangan, tidak
dilakukan melalui RKUD.

Selain kewenangan tersebut, terdapat kewenangan lain,yaitu:

mengelola investasi;

menetapkan anggaran kas;

melakukan pembayaran melalui penerbitanSP2D;

membuka rekening Kas umum daerah;

membuka rekeningpenerimaan;

membuka rekening pengeluaran; dan

g. menyusun laporan keuangan yang
merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan

dari kewenangan SKPKD, SKPD sesuai dengan ketentuan

peraturan  perundang-undangan dapat melaksanakan
pemungutan pajak daerah.
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Pengelolaan investasi memperhatikan perolehan manfaat
ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya sebagai akibat
langsung dari investasi tersebut.

Dalam hal kewenangan mengelola investasi dipisahkan dari
kewenangan SKPKD, SKPD sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan dapat melaksanakan
pengelolaaninvestasi.

D. KUASA BUD

1.

2.
3.

PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan
SKPKD kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD.
Kuasa BUD ditetapkan dengan keputusan Bupati.
Kuasa BUD mempunyai tugas:
menyiapkan anggaran kas;
menyiapkan SPD;
menerbitkan SP2D;
memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran
APBD oleh bank dan/ atau lembaga keuangan lain yang
telah ditunjuk;
e. mengusahakan dan mengatur dana yang
diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
f. menyimpan uang daerah;
melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola
/menatausahakan investasi;
h. melakukan pembayaran berdasarkan perintah PA/KPA
atas Beban APBD;
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i. melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama
pemerintah daerah;
j.  melakukan pengelolaan utang dan piutang daerahdan;

k. melakukan penagihan piutangdaerah.

Dalam pengelolaan kas, Kuasa BUD mempunyaitugas:

a. menyiapkan anggaran  kas dilakukan dengan
menghimpun dan menguji anggaran kas yang disusun
Kepala SKPD untuk ditetapkan oleh BUD;

b. melakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalam
mengelola piutang menatausahakan penyisihan dana
bergulir yang tidak tertagih atasinvestasi;

c. menyiapkan dokumen pengesahan dan pencatatan
penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui RKUD.

Kuasa BUD bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD

Bupati atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu)

Kuasa BUD di lingkungan SKPKD dengan pertimbangan

besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi,

dan/atau rentang kendali.

Kuasa BUD pada SKPKD dijabat oleh Pejabat Administrator.

Apabila ditetapkan lebih dari 1 (satu) Kuasa BUD, maka

Kuasa BUD berikutnya dapat dijabat oleh Pejabat Pengawas

di lingkungan SKPKD.

E. PENGGUNAANGGARAN

1.

Kepala SKPD selaku PA mempunyaitugas:
a. menyusunRKA-SKPD;
b. menyusunDPA-SKPD;



a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
atas beban anggaran belanja dan/atau
pengeluaranpembiayaan;

b. melaksanakan anggaran SKPD yangdipimpinnya;

c. melakukan pengujian atas tagihan dan
memerintahkan pembayaran;

d. melaksanakan pemungutan retribusidaerah,;

e. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak
lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

f. menandatanganiSPM;

g. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi

tanggung jawab SKPD yangdipimpinnya;

h. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD
yang dipimpinnya,;
mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yangdipimpinnya;

j.  menetapkan PPTK danPPK-SKPD;

k. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang
dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan
daerah;dan

.  melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas

lainnya, meliputi:

a. menyusun anggaran kasSKPD;

b. melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan
aslidaerah;
C. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah

Daerah(NPHD);

d. menyusun dokumen Pemberian BantuanSosial;

€. menyusun dokumen permintaan pengesahan
pendapatan dan belanja atas penerimaan dan
pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan tidakdilakukanmelalui Rekening
Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan
pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah
tersebut; dan

f. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD
yang dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD.

Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) mempunyai

wewenang, meliputi:

a. menandatangani dokumen permintaan pengesahan
pendapatan dan belanja atas penerimaan dan
pengeluaran daerah sesuai ketentuan
peraturanperundang-undangan.

b. Menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah

Daerah (NPHD);

Menandatangani dokumen Pemberian Bantuan Sosial;

menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang

dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan
daerah; dan

e. menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan,
Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu
Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai ketentuan
peraturanperundang-undangan;
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5. Dalam hal dibentuk SKPD tersendiri yang melaksanakan
wewenang melaksanakan pemungutan pajak daerah PA
melaksanakan pemungutan pajak daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung
jawab SKPD yang dipimpinnya merupakan akibat yang
ditimbulkan dari pelaksanaan DPA-SKPD.

7. Mengelola utang yang menjadi kewajiban kepada pihak lain
sebagai akibat:

a. pekerjaanyangtelahselesaipadatahunanggaransebelumnya;

b. hasil pekerjaan akibat pemberian kesempatan kepada
penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga
melampaui tahun anggaran sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan;

c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap;dan

d. kewajiban lainnya yang menjadi beban SKPD yang harus
dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai
denganselesainya kewajiban tersebut sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. DMengelola piutang daerah yang menjadi hak daerah sebagai
akibat:

a. perjanjian atauperikatan;

b. berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan,;

c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap;dan

d. piutang lainnya yang menjadi hak SKPD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan
jasa, PA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai
dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

10. PA yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen dapat
dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai
dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen
pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. PA Dbertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan
wewenangnya kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

12. Berdasarkan pertimbangan beban kerja, Sekretaris Daerah
selaku Pengguna Anggaran dapat melimpahkan sebagian
kewenangannya kepada Kepala Bagian selaku KPA untuk
melakukan pengelolaan keuangan.

F. KUASA PENGGUNAANGGARAN

1. PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada
Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala Unit SKPD selaku Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA).

2. Pelimpahan kewenangan berdasarkan pertimbangan besaran
anggaran  kegiatan/sub  kegiatan, lokasi, dan/atau
rentangkendali.

3. Pertimbangan lokasi dan/atau rentang kendali dilakukan
terhadap SKPD yang membentuk Unit Pelaksana Teknis
Daerah/Unit Pelaksana Teknis, dan/atau kelurahan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.



10.

11.

Pelimpahan sebagian kewenangan ditetapkan oleh Bupati
atas usul kepala SKPD.
Pelimpahan sebagian kewenangan meliputi:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
atas beban anggaranbelanja;
b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yangdipimpinnya;

c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan

pembayaran;

d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak

lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi
tanggung jawabnya; dan

g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertanggung jawab

kepada PA.

Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan

dari kewenangan SKPKD, PA dapat melimpahkan

kewenangannya memungut pajak daerah kepada KPA.

Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada

Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala Unit SKPD selaku KPA, KPA

menandatangani SPM-TU dan SPM-LS.

Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan

jasa, KPA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komit

mendapat dibantu oleh pegawai negeri sipil yang memiliki

kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat
komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa.

Dalam hal terdapat unit organisasi bersifat khusus, KPA

mempunyai tugas:

a. menyusun RKA-Unit Organisasi Bersifat Khusus;

b. menyusun DPA-Unit Organisasi Bersifat Khusus;

c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
atas beban anggaran belanja dan/atau
pengeluaranpembiayaan;

d. melaksanakan anggaran pada unit organisasi bersifat

khusus yang dipimpinnya;

melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan

pembayaran;

melaksanakan pemungutan retribusidaerah;

mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak

lain dalam batas anggaran yang telahditetapkan;
menandatangani SPM;

mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi

tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;

j.  menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit
organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;

k. mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit organisasi
bersifat khusus yang dipimpinnya;
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.  menetapkan PPTK dan PPK-UnitSKPD;

m. menetapkan pejabat lainnya dalam wunit organisasi
bersifat khusus yang dipimpinnya dalam rangka
pengelolaan keuangan daerah; dan

n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

12. Dalam hal KPA berhalangan tetap atau sementara sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan, PA bertugas
untuk mengambil alih pelimpahan sebagian tugasnya yang
telah diserahkan kepada Sekretaris/Kepala Bidang/kepala
Unit SKPD selakuKPA.

. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

1. PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan dibantu
oleh pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK.

2. PPTK dalam rangka bertugas membantu tugas dan
wewenangPA /KPA, ditetapkan oleh PA.

3. Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/

KPAmeliputi:

a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan
pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan
SKPD/UnitSKPD;

b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan
anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan
Kegiatan/Sub Kegiatan;dan

c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada
Kegiatan/Sub  kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai
ketentuan peraturan perundang- undangan yang
mengatur mengenai pengadaanbarang/jasa.

4. Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis
Kegiatan/Sub kegiatanmeliputi:

a. menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;

b. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub
kegiatan; dan

c. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub
kegiatan kepada PA/KPA.

5. Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan
anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub
kegiatan meliputi:

a. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub
kegiatan,;

b. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai
dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan
perundang- undangan; dan

c. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen
pelaksanaan kegiatan.

6. Dalam membantu tugas, PPTK pada SKPD bertanggung jawab
kepada PA.

7. Dalam membantu tugas, PPTK pada Unit SKPD bertanggung
jawab kepada KPA.

8. Dalam hal PPTK berhalangan sementara sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan, PA/KPA mengambil alih
mandat yang dilaksanakan oleh PPTK.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

1.

2.

PA/KPA dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) PPTK di

lingkungan SKPD/Unit SKPD.

Pertimbangan penetapan PPTK didasarkan atas pelaksanaan

tugas dan fungsi.

PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan

struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya.

PPTK adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan

struktural merupakan pejabat satu tingkat di bawah kepala

SKPD selaku PA dan/atau memiliki kemampuan manajerial

dan berintegritas.

Dalam hal PA melimpahkan sebagian tugas dan wewenangnya

kepada KPA, PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki

jabatan struktural satu tingkat di bawah KPA dan/atau

memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.

Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki

jabatan struktural, PA dapat menetapkan pejabat fungsional

selaku PPTK dengan kriteria meliputi :

a. minimal pejabat fungsional umum dan/atau fungsional
ahli muda;

b. minimal pangkat golongan III/b; dan

c. memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.

PPTK tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang

bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi

daerah, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran,

Bendahara Penerimaan Pembantu/Bendahara Pengeluaran

Pembantu, dan/atau PPK SKPD.

. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD

Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK SKPD untuk

melaksanakan fungsi tata usaha keuangan padaSKPD.

PPK SKPD merupakan PNS yang menduduki sebagai pejabat

struktural yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan

pada SKPD.

Dalam hal tidak terdapat pejabat struktural sebagai mana

dimaksud pada angka 2, PPK SKPD adalah pejabat fungsional

yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.

Pada SKPKD, PPK SKPD melaksanakan fungsi tata usaha

keuangan sesuairuanglingkuptugasdanwewenangdiSKPKD.

Pada pola pengelolaan keuangan BLUD, PPK SKPD

melaksanakan fungsi tata usaha keuangan sesuai ruang

lingkup tugas dan wewenang BLUD.

PPK SKPD tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang

bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retibusi

daerah, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan

Pembantu, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran

Pembantu/Bendahara Khusus, dan/atau PPTK.

PPK SKPD mempunyai tugas dan wewenang:

a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-
LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh
Bendahara Pengeluaran;

b. menyiapkan SPM;

c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban
Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara
Pengeluaran;



d. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD;dan

e. menyusun laporan keuangan SKPD.

8. Verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti
kelengkapannya oleh PPK SKPD dilakukan dengan tujuan
untuk meneliti kelengkapan dankeabsahandokumen dalam
rangka penerbitan SPM.

9. Selain melaksanakan tugas dan wewenang pada angka 5, PPK
SKPD melaksanakan tugas dan wewenang lainnyayaitu:

a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-
LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh
Bendahara lainnya;

b. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas
pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari
bendahara penerimaan;dan

c. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan
dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS
beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar
penyiapanSPM.

10. Kepala SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas
membantu PPK-SKPD untuk meningkatkan efektivitas
penatausahaan keuangan SKPD.

PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN UNIT SKPD

1. Dalam hal PA melimpahkan sebagian tugasnya kepada KPA,
PA menetapkan PPK Unit SKPD untuk melaksanakan fungsi
tata usaha keuangan pada Unit SKPD.

2. Penetapan PPK Unit SKPD didasarkan ataspertimbangan:

a. Besaran anggaran yang Dberlaku pada bagian
dilingkungan Sekretariat Daerah;

b. rentang kendali dan/ataulokasi;

c. dibentuknya wunit organisasi bersifat khusus yang
memberikan layanan secara profesional melalui
pemberian otonomi dalam pengelolaan keuangan dan
barang milik daerah serta bidang kepegawaian sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

3. PPK Unit SKPD mempunyai tugas dan wewenang:

a. melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti
kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara
Pengeluaran pembantu;

b. menyiapkanSPM-TUdanSPM-LS,berdasarkanSPP-TU dan
SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu;
dan

c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban
Bendahara Penerimaan pembantu dan Bendahara
Pengeluaran pembantu.

4. \Verifikasi dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan
keabsahan SPP- TU dan SPP-LS yang diajukan oleh
Bendahara Pengeluaran Pembantu.

5. Verifikasi dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan

keabsahan laporan pertanggungjawaban Bendahara
Penerimaan Pembantu dan Bendahara  Pengeluaran
Pembantu.

6. Selain melaksanakan tugas pada angka 3, PPK Unit SKPD
melaksanakan tugas lainnyameliputi:



a. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas
pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari
bendahara penerimaan pembantu/Bendahara
lainnya;dan

b. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan
dan keabsahan SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti
kelengkapannya sebagai dasar penyiapanSPM.

7. PPK wunit SKPD pada wunit organisasi bersifat khusus
mempunyai tugas meliputi:

a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-
LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh
Bendahara  Pengeluaran, Bendahara  Pengeluaran
Pembantu dan Bendahara lainnya;

b. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan
dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS
beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar
penyiapanSPM;
menyiapkanSPM;
melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban
Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan
Bendaharalainnya;

e. melaksanakan fungsi akuntansi pada unit SKPD

khusus;dan

f. menyusun laporan keuangan unit SKPD khusus.

8. PPK Unit SKPD merupakan PNS yang menduduki jabatan
struktural untuk menjalankan fungsi penatausahaan
keuangan unit SKPD.

9. Kepala Unit SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas
membantu PPK Unit SKPD.
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J. BENDAHARA
1. BendaharaPenerimaan

a. Bupati menetapkan Bendahara Penerimaan untuk
melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka
pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD dan
SKPKD atas usul PPKD selakuBUD

b. PNS yang akan ditetapkan menjadi Bendahara
Penerimaan diusulkan oleh Kepala SKPD yang bertugas
mengelola pendapatan.

c. Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang
menerima, menyimpan, menyetorkan ke rekening kas

umum daerah, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang
diterimanya.

d. Selain tugas dan wewenang tersebut, Bendahara
Penerimaan memiliki tugas dan wewenang lainnya paling
sedikityaitu:

1) meminta bukti transaksi atas pendapatan yang
diterima langsung melalui RKUD;

2) melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank
yang ditetapkan oleh Bupati;

3) meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang
diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;



4) menatausahakan dan mempertanggungjawabkan
pendapatan daerah yang diterimanya; dan

5) menyiapkan dokumen pembayaran atas
pengembalian kelebihan pendapatan daerah.

Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya

kepadaKPA, Bupati dapat menetapkan Bendahara

Penerimaan Pembantu pada Unit SKPD yang

bersangkutan.

Bendahara Penerimaan Pembantu pada wunit SKPD

diusulkan oleh kepala SKPD kepada Bupati melalui

PPKD.

Bendahara Penerimaan Pembantu memiliki tugas dan

wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang

ditetapkan Bupati.

Tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan

paling sedikit meliputi:

1) menerima, menyimpan dan menyetorkan sejumlah
uang dalam rangka pelaksanaan anggaran
pendapatan daerah pada SKPD, kecuali untuk
transaksi secaraelektronik;

2) meminta bukti transaksi atas pendapatan yang
diterima langsung melalui RKUD;

3) melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank
yang ditetapkan oleh Bupati;

4) meneliti kesesuaian antara jumlah wuang yang
diterima dengan jumlah yang telahditetapkan;

5) menatausahakan dan mempertanggungjawabkan
pendapatan daerah yang diterimanya;dan

6) menyiapkan dokumen pembayaran atas
pengembalian kelebihan pendapatan daerah.

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan

Pembantu bertanggung jawab secara administratif dan

fungsional.

Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara

administratif dengan membuat laporan

pertanggungjawaban secara administratif atas
penerimaan pada SKPD dan disampaikan kepada PA.

Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab

secara  administratif dengan membuat laporan

pertanggungjawaban secara administratif atas
penerimaan pada unit SKPD dan disampaikan kepada

KPA.

Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara

fungsional dengan membuat laporan

pertanggungjawaban secara fungsional atas penerimaan
pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD selakuBUD.

Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab

secara fungsional dengan membuat laporan

pertanggungjawaban secara fungsional atas penerimaan
pada unit SKPD dan disampaikan kepada Bendahara

Penerimaan.

Kepala SKPD atas usul Bendahara Penerimaan dapat
menetapkan pegawai yang bertugas membantu



q.

Bendahara Penerimaan untuk meningkatkan efektivitas
pengelolaan pendapatan daerah.

Pegawai  yang  bertugas membantu  Bendahara
Penerimaan melaksanakan tugas dan wewenang sesuai
dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepalaSKPD.
Pegawai  yang  bertugas membantu  Bendahara
Penerimaan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung
jawab kepada Bendahara Penerimaan.

Pegawai yang  bertugas membantu  Bendahara
Penerimaan disebut Pembantu BendaharaPenerimaan.

Bendahara Pengeluaran

a.

b.

Kepala SKPD mengusulkan PNS di lingkungan SKPD

kepada PPKD selaku BUD.

dalam hal terdapat kondisi kekurangan PNS di

lingkungan SKPD maka dapat diperbantukan dari

perangkat daerah lain.

PPKD selaku BUD mengusulkan bendahara pengeluaran

kepada Bupati.

Bupati menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk

melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka

pelaksanaan anggaran belanja dan/atau pengeluaran
pembiayaan pada SKPD dan SKPKD.

Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang:

1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan
SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPPLS;

2) menerima dan menyimpan UP, GU, danTU;

3) melaksanakan pembayaran dari UP, GU dan TU
yang dikelolanya:

4) menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai
dengan ketentuan peraturanperundang-undangan;

5) meneliti kelengkapan dokumenpembayaran;

6) membuat laporan pertanggungjawaban secara
administratif kepada PA dan laporan
pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD
secara periodik;dan

7)  memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan
ketentuan peraturanperundang-undangan.

Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada

huruf d, Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas

dan wewenang lainnyameliputi:

1) melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang
ditetapkan Bupati;

2) memeriksa kas secaraperiodik;

3) menerima dokumen bukti transaksi secara
elektronik atau dokumen fisik daribank;

4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian
belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal
daneksternal;

5) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas
pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil
pemeriksaan internal dan eksternal;dan

6) pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan
pada SKPD yang melaksanakan fungsiBUD.



Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada
KPA, Bupati atas usul PPKD menetapkan Bendahara
Pengeluaran Pembantu.

Penetapan Bendahara pengeluaran pembantu

didasarkan atas pertimbangan:

1) Besaran anggaran,;

2) rentang kendali dan/atau lokasi;dan

Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan

wewenang meliputi:

1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan
SPP TU dan SPPLS;

2) menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari
Bendahara Pengeluaran;

3) menerima dan menyimpan TU dariBUD;

4) melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan
TU yang dikelolanya;

5) menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;

7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

8) membuat laporan pertanggungjawaban secara
administratif kepada KPA dan laporan
pertanggungjawaban secara fungsional kepada
Bendahara Pengeluaran secara periodik.

Selain tugas dan wewenang pada huruf i, Bendahara

Pengeluaran pembantu memiliki tugas dan wewenang

lainnyameliputi:

1) melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang
ditetapkan oleh Bupati;

2) memeriksa kas secara periodik;

3) menerima dokumen bukti transaksi secara
elektronik atau dokumen fisik dari bank;

4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian
belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal
dan eksternal pada tahun berjalan; dan

5) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas
pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil
pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun
berjalan.

Dalam hal terdapat pembentukan unit organisasi bersifat
khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, Bupati menetapkan bendahara unit
organisasi bersifat khusus.

Bendahara unit organisasi bersifat khusus memiliki
tugas dan wewenang setara dengan Bendahara
Pengeluaran.

Bendahara Pengeluaran Pembantu secara administratif
bertanggung jawab atas pelaksanaantugasnya kepada
KPA.

Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu dan bertanggung jawab secara administratif



dan fungsional.

o. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara
administratif dengan membuat laporan
pertanggungjawaban secara administratif atas
pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PA.

p- Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab
secara  administratif dengan membuat laporan

pertanggungjawaban secara administratif atas
pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada
nKPA.

q. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara
fungsional dengan membuat laporan pertanggung
jawaban secara fungsiona latas pengeluaran pada SKPD
dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD.

r. Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab
secara fungsional dengan membuat laporan
pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran
pada unit SKPD dan disampaikan kepada Bendahara
Pengeluaran.

s. Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat
menetapkan pegawai yang Dbertugas membantu
Bendahara Pengeluaran untuk meningkatkan efektivitas
pengelolaan belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan.

t. Pegawai yang bertugas membantu  Bendahara
Pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang sesuai
dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepalaSKPD.

u. Pegawai yang membantu Bendahara Pengeluaran
bertanggung jawab kepada BendaharaPengeluaran.

v. Bendahara Penerimaan dan Bendahara
Pengeluarandilarang:

1) melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan
pemborongan, dan penjualan jasa;

2) Dbertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan
dan/atau penjualan jasa;

3) menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga
keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara
langsung maupun tidak langsung; dan

4) larangan Dberlaku juga terhadap Bendahara
Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran
Pembantu dan Bendahara Khusus.

w. Larangan bagi Bendahara Penerimaan, Bendahara
Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan
Bendahara Pengeluaran Pembantu dilakukan terhadap
kegiatan, sub kegiatan, tindakan, dan/atau aktivitas
lainnya yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan
APBD.

K. TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)
1. Dalam proses penyusunan APBD, Bupati dibantu oleh TAPD
yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
2. TAPD beranggotakan terdiri atas pejabat perencana daerah,
PPKD, dan pejabat pada SKPD lain sesuai dengankebutuhan.
3. TAPD mempunyai tugas:
a. membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah;



b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan
perubahan KUA,;

c. Menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan
perubahan PPAS;

d. melakukan verifikasi RKA-SKPD;

e. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan
APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;

f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan
pertanggungjawaban APBD;

g. melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan
rancangan perubahan DPA-SKPD;

h. menyiapkan Surat Edaran Bupati tentang pedoman
penyusunan RKA; dan

i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

4. Dalam melaksanakan tugasnya, TAPD dapat melibatkan
instansi sesuai dengan kebutuhan.

BAB II
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

A. UMUM

Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban
Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang
dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan
kewajiban Daerah tersebut. Ruang lingkup Keuangan daerah
meliputi:

1. hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi
daerah serta melakukan pinjaman;

2. kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan urusan
pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak lain;

3. penerimaan Daerah;

4. pengeluaran Daerah;

5. kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain
berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain
yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah
yang dipisahkan; dan/atau

6. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah
dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah
dan/atau kepentingan umum.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang
ditetapkan dengan Perda.

Berdasarkan Pasal 23 sampai dengan Pasal 24 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan terkait APBD adalah
sebagai berikut:

1. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan
Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah.

2. APBD disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang
didasarkan pada RKPD.



10.

11.

APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan,
pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

APBD, perubahan  APBD, dan  pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam
bentuk uang dianggarkan dalamAPBD.

Penerimaan Daerah terdiri atas:

a. pendapatan daerah; dan

b. penerimaan pembiayaandaerah.

Pengeluaran Daerah terdiri atas:

a. belanja daerah; dan

b. pengeluaran pembiayaan daerah.

Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD
merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara
rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan
Daerah dan Dberdasarkan pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD
merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan
kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam
jumlah yang cukup.

Setiap Pengeluaran Daerah harus memiliki dasar hukum
yang melandasinya.

Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah
dianggarkan secara bruto dalam APBD.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur

beberapa ketentuan sebagai berikut:

1.

Selain didasarkan pada RKPD, APBD juga didasarkan pada
pedoman penyusunan APBD yang diatur oleh Peraturan
Bupati.

APBD mempunyai fungsi:

a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah
menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun
berkenaan.

b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah
menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan
kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.

c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa
anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai
kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan
daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran
daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan
kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan
sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas
perekonomian.

e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan
anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan
dan kepatutan.

f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran
pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan



3-

mengupayakan keseimbangan fundamental
perekonomian Daerah.

APBD dalam satu tahun anggaranmeliputi:

a. hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah
nilai kekayaan bersih;

b. kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih; dan

c. penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, pada tahun
anggaran yang bersangkutan atau pada tahun anggaran
berikutnya.

B. STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Berdasarkan Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019, APBD merupakan satu kesatuan yang disusun
dalam struktur tertentu. Beberapa ketentuan terkait struktur
APBD adalah sebagai berikut:

1.

APBD merupakan satu kesatuan yang terdiriatas:

a. Pendapatan Daerah;

b. Belanja Daerah; dan

c. Pembiayaan daerah.

APBD diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan daerah
dan organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Klasifikasi APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah dan
organisasi disesuaikan dengan kebutuhan daerah
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui
Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar
Kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui
sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah
dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening
Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima Kembali oleh
Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai
pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam
1 (satu) tahun anggaran.

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada
tahun anggaran berikutnya.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati mengatur

beberapa ketentuan sebagai berikut:

1.

Klasifikasi APBD dalam rancangan Perda tentang APBD
dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan,
organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok,
dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Klasifikasi APBD dalam rancangan Perkada tentang
penjabaran APBD dirinci menurut urusan pemerintahan



daerah, bidang urusan, organisasi, program, kegiatan, sub
kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub
rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

3. Dalam hal penganggaran pendapatan daerah yang memiliki
karakteristik khusus antara lain Bantuan Operasional
Sekolah (BOS), Dana Desa, Dana Kapitasi, bantuan
pemerintah dari ke Bupati/Lembaga dan pendapatan lainnya,
yang penerimaan pendapatannya tidak melalui RKUD,
penerimaan pendapatannya dilakukan berdasarkan notifikasi
atau pengesahan pendapatan atau mekanisme lainnya sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pengelolaan pendapatan daerah yang tidak melalui RKUD
dapat berupa mekanisme intersep, pemotongan langsung
atau mekanisme lainnya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

5. Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek,
rincian objek, sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan
pembiayaan dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan
keuangan pada SKPD dan SKPKD.

6. Klasifikasi APBD mengacu pada ketentuan peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah serta pemutakhirannya.

C. PENDAPATANDAERAH
1. Ketentuan Umum

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang
diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode
tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dirinci
menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun,
kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian
objek pendapatan daerah.
Pendapatan Daerah terdiriatas:
a. Pendapatan Asli Daerah;
b. Pendapatan Transfer; dan
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

2. Ketentuan Terkait Pendapatan AsliDaerah

Mengacu pada Pasal 30 sampai dengan Pasal 33
Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan
terkait Pendapatan Asli Daerah diatur sebagai berikut:
a. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:

1) pajak daerah;

2) retribusi daerah;

3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;

dan
4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

b. Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek,
rincian objek,sub rincian objek pendapatan asli daerah



dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan
pada SKPD dan SKPKD, meliputi :

Jenis Pendapatan Kewenangan Pengelolaan
Pajak Daerah SKPKD atau SKPD yang memiliki
tugas dan wewenang pengelolaan
pajak
Retribusi Daerah SKPD

Hasil Pengelolaan Kekayaan | SKPKD
Daerah Yang Dipisahkan

Lain-lain PendapatanAsli | SKPKD kecuali

Daerah yangSah 1. Hal-hal terkait pajak dan
retribusi tetap dikelola oleh
Bendahara Penerimaan di
SKPD terkait.

2. Pendapatan BLUD dikelola
oleh BLUD terkait.

3. Pendapatan Hibah, Dana
BOS, Dana kapitasi, dan
pendapatan lainnya yang
dikelola  oleh = Bendahara
Penerimaan Khusus.

Pajak daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan
sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai pajak
daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada
undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi
daerah.

Retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek
dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai
retribusi daerah diatur dengan Perda yang berpedoman
pada undang-undang mengenai pajak daerah dan
retribusi daerah.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian
objek. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil
penyertaan modal daerah.

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan
penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah,
dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
yang dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub
rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Lain-lain pendapatan asli daerah
yang sah dapat dikelola di SKPKD maupun SKPD. Lain-
lain Pendapatan Asli Daerah yang sah terdiri atas:

1) hasil penjualan BMD yang tidakdipisahkan;

2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;

3) hasil kerja sama daerah;



4) jasa giro;

5) hasil pengelolaan dana bergulir;

6) pendapatan bunga;

7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan
Daerah;

8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain
sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah,
asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa
termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai
akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan
dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari
kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;

9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar
rupiah terhadap mata uang asing;

10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan
pekerjaan;

11) pendapatan denda pajak daerah,;

12) pendapatan denda retribusi daerah;

13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;

14) pendapatan dari pengembalian;

15) pendapatan dari BLUD; dan

16) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

g. Pemerintah Daerah dilarang:

1) melakukan pungutan atau yang disebut nama
lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di
luar yang diatur dalam undang-undang; dan

2) melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi
biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu
lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan
ekspor/impor yang merupakan program strategis
nasional

h. Bupati yang melakukan pungutan atau yang disebut
nama lainnya dikenai sanksi administrative tidak
dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam
ketentuan peraturan perundang- undangan selama 6
(enam) bulan.

i. Bupati yang melakukan pungutan dikenai sanksi
administratif sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan.

j- Hasil pungutan atau yang disebut nama lainnya wajib
disetorkan seluruhnya ke kas negara.

Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer

Mengacu pada Pasal 34 sampai dengan Pasal 45

Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan

terkait Pendapatan Transfer meliputi:

a. Pendapatan transfer terdiri atas:

1) transfer Pemerintah Pusat; dan

2) transfer antar daerah.

b. Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek,
rincian objek, sub rincian objek pendapatan transfer



dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan
pada SKPKD.

Bagian 1: Transfer Pemerintah Pusat

a.

Transfer = Pemerintah  Pusat terdiri atas Dana
Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi
Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa.
Pengalokasian transfer Pemerintah Pusat dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana

Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. DBH dan DAU

merupakan kategori dari Dana Transfer Umum,

sedangkan DAK merupakan kategori dari Dana Transfer

Khusus.

1) DBH terdiri atas Bagi hasil Pajak dan Bagi Hasil
Sumber Daya Alam;

2) DAU yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan dengan tujuan pemerataan
kemampuan keuangan antar daerah untuk
mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka
pelaksanaan Desentralisasi;

3) DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada
Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang
merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah yang  ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas
Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi
Khusus Non Fisik.

Dana Insentif Daerah (DID) bersumber dari APBN yang

dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan

kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan
penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian

Kinerjatertentu.

Dana otonomi khusus dialokasikan kepada Daerah yang

memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan

peraturan undang- undangan.

Dana keistimewaan dialokasikan kepada Daerah

istimewa sesuai dengan ketentuan peraturanundang-

undangan.

Dana desa diatur sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang- undangan.

Bagian 2: Transfer Antar-Daerah

a.

b.

Transfer Antar-Daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil
dan Bantuan Keuangan.

Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber
dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada
Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari
daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah,



pemerataan  peningkatan kemampuan = keuangan,

dan/atau tujuan tertentu lainnya. Bantuan Keuangan

terdiri atas:

1) bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan

2) bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota

Bantuan keuangan yang berasal dari provinsi dan/atau

kabupaten/kota, terdiri atas:

1) Bantuan keuangan umum yang merupakan dana
yang diterima dari daerah lainnya dalam rangka
kerjasama daerah atau pemerataan peningkatan
kemampuan keuangan.

2) Bantuan keuangan khusus yang merupakan dana
yang diterima dari daerah lainnya untuk tujuan
tertentu.

Ketentuan Terkait Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Mengacu pada Pasal 46 sampai dengan Pasal 48

Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan

terkait Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah diatur sebagai

berikut:

a. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas:

1) Hibabh;

2) Dana Darurat; dan/atau

3) Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan

b. Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek,
rincian objek, sub rincian objek pendapatan asli daerah
dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan
pada SKPD dan SKPKD.

c. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang,
dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha
dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk
menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak
mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan
tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau
pengurangan kewajiban kepada penerima maupun
pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

e. Hibah dari badan wusaha luar negeri merupakan
penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

f. Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN
yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca
bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang
diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu
ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber
APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

g. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan antara lain Pendapatan



Hibah Dana BOS, dan Pendapatan Pengembalian Hibah
tahun sebelumnya.

D. BELANJADAERAH
Ketentuan Umum

1.

Berdasarkan Pasal 49 sampai dengan Pasal 54

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, belanja daerah sebagai
berikut:

a.

b.

Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan
Pemerintahan  Pillhan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan
Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan
Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan
Dasar.

Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi
yang dimiliki Daerah.

Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan
pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib  terkait
Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar
Pelayanan Minimal.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan
Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar
dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan
Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan
potensi yang dimiliki Daerah.

Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai
Urusan Pemerintahan daerah yang besarannya telah
ditetapkan sesuai dengan ketentuan = peraturan
perundang-undangan antara lain besaran alokasi belanja
untuk fungsi pendidikan, anggaran kesehatan, dan
insfrastruktur.

Dalam hal Daerah tidak memenuhi alokasi belanja,
Bupati yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau
pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum, setelah
berkoordinasi dengan Bupati dan Bupati teknis terkait.
Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan
regional, analisis standar belanja, dan/atau standar
teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perurndang-
undangan.

Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan
regional, analisis standar belanja, dan/atau standar
teknis sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-
undangan.

Standar harga satuan regional ditetapkan dengan
Peraturan Presiden.

Standar harga satuan regional digunakan sebagai
pedoman dalam menyusun standar harga satuan



padamasing-masing Daerah.

Penetapan standar harga satuan pada masing-masing
Daerah dengan memperhatikan tingkat kemahalan yang
berlaku di suatu Daerah.

Analisis standar belanja dan standar teknis dan standar
harga satuan ditetapkan dengan Perkada.

Analisis standar belanja, standar harga satuan,
dan/atau standar teknis digunakan untuk menyusun
rencana Kkerja dan anggaran dalam penyusunan
rancangan Perda tentang APBD.

Belanja daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan
daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan,
jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek belanja
daerah.

Urusan Pemerintahan daerah diselaraskan dan
dipadukan dengan belanja negara yang diklasifikasikan
menurut fungsi.

Belanja Daerah menurut organisasi disesuaikan dengan
susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Daerah menurut program, kegiatan, dan sub
kegiatan disesuaikan dengan Urusan Pemerintahan
provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan ketentuan
peraturan perundang- undangan.

Berdasarkan Pasal 55 Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,
klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

a.

Belanjaoperasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran
untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang
memberi manfaat jangka pendek.
Belanjamodal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran
untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang
memberi dari 1 (satu) periode akuntansi.
Belanja tidak terduga;dan

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran
anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat
termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat
diprediksi sebelumnya.
Belanja transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari
Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya
dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah
desa.

Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis,
objek, rincian objek, sub rincian objek Belanja daerah
dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan
pada SKPD dan SKPKD, meliputi:

Jenis Belanja Kewenangan Pengelolaan

BELANJA OPERASI

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa

SKPKD, SKPD dan BLUD
SKPKD, SKPD dan BLUD




Belanja Bunga SKPKD dan BLUD
Belanja Subsidi SKPKD dan/atau SKPD
Belanja Hibah SKPKD dan/atau SKPD
Belanja Bantuan Sosial SKPKD dan/atau SKPD
BELANJA MODAL SKPKD, SKPD dan BLUD
BELANJA TIDAK TERDUGA SKPKD

BELANJA TRANSFER SKPKD

Ketentuan Terkait BelanjaOperasi
Berdasarkan Pasal 56 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019,
Belanja operasi dirinci atas jenis:
Belanja Pegawai;
Belanja Barang danJasa;
Belanja Bunga;
Belanja Subsidi;
Belanja Hibah; dan
Belanja Bantuan Sosial.

oo T

Mengacu pada Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan terkait Belanja
Operasi diatur sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

1) Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan
kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturanperundang-undangan.

2) Kompensasi diberikan kepada Bupati/wakil Bupati,
pimpinan/ anggota DPRD, dan Pegawai ASN,
dengan ketentuan sebagai berikut :

a) Belanja Pegawai bagi Bupati dan wakil Bupati
dianggarkan pada belanja SKPD sekretariat
daerah.

b) Belanja Pegawai bagi Pimpinan dan Anggota
DPRD dianggarkan pada belanja SKPD
Sekretariat DPRD.

¢) Belanja Pegawai ASN dianggarkan pada belanja
SKPD bersangkutan.

3) Belanja pegawai paling sedikit berupa gaji/uang
representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan
Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan
dan anggota DPRD sertaBupati, wakil Bupati,
honorarium, insentif pemungutan pajak daerah dan
retribusi daerah/Jasa layanan lainnya dan
honorarium yang selanjutnya terkait belanja
pegawai diuraikan dalam peraturanperundang-
undangan.

4) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan
penghasilan kepada  Pegawai ASN dengan
memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan
memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan
ketentuan peraturanperundang-undangan.




5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

Pegawai ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil
dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja
yang bekerja pada intansi pemerintah.

Persetujuan DPRD dilakukan bersamaan dengan

pembahasan KUA.

Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan

pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi

kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau
pertimbangan objektif lainnya, diuraikan
sebagaiberikut:

a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban
kerja diberikan kepada pegawai ASN yang
dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas
yang dinilai melampaui beban kerja normal;

b. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat
bertugas diberikan kepada pegawai ASN yang
dalam melaksanakan tugasnya berada di
daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan
daerahterpencil;

c. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi
kerja diberikan kepada pegawai ASNyang
dalammelaksanakan tugasnya berada pada
lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi;

d. Tambahan penghasilan berdasarkan
kelangkaan profesi diberikan kepada pegawai
ASN yang dalam mengemban tugas memiliki
keterampilan khusus dan langka;

e. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi
kerja diberikan kepada pegawai ASN yang
memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau
inovasi; dan

f. Tambahan penghasilan berdasarkan
pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada
pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh
peraturan perundang-undangan.

Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai

ASN daerah ditetapkan dengan Perkada dengan

berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah,

Bupati dapat memberikan tambahan penghasilan

bagi Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan

Bupati.

Persetujuan Bupati ditetapkan setelah memperoleh

pertimbangan Bupati yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Dalam hal Bupati menetapkan pemberian tambahan

penghasilan bagi Pegawai ASN tidak sesuai dengan

ketentuan, Bupati yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan melakukan
penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer

Umum atas usulan Bupati.

Belanja Barang dan Jasa



1)

3)

4)

5)

6)

Belanja barang dan jasa digunakan untuk
menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai
manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan,
termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau
dijual kepada masyarakat/pihak lain.

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka

melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan

Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran

prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek

belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan,

belanja perjalanan dinas, dan Belanja Uang
dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak

Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

Penggunaan dan penganggaran objek dari jenis

Belanja barang dan jasa diuraikan sebagai berikut:

a) Belanja Barang digunakan untuk
menganggarkan pengadaan barang berupa
barang pakai habis, barang tak habis pakai,
dan barang bekas dipakai;

b) Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan
pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang
dari 12 bulan antara lain berupa jasa kantor,
asuransi, sewa rumah/gedung/gudang/parkir,
sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa
perlengkapan dan peralatan kantor,
konsultansi, ketersediaan layanan (availibility
payment), beasiswa pendidikan PNS, kursus,
pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis
PNS/PPPK, insentif pemungutan pajak daerah
bagi pegawai non ASN, dan insentif
pemungutan retribusi daerah bagi pegawai non
ASN;

c¢) Belanja Pemeliharaan digunakan untuk
menganggarkan Digunakan untuk mencatat
belanja pemeliharaan tanah, belanja
pemeliharaan peralataan dan mesin, belanja
pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja
pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi,
belanja pemeliharaan aset tetap lainnya, dan
belanja perawatan kendaraan bermotor.

d) Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk
menganggarkan Dbelanja perjalanan dinas
dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar
negeri; dan

e) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan
kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
digunakan untuk menganggarkan Uang
dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak
Ketiga/PihakLain/Masyarakat.

Pemerintah daerah menganggarkan belanja barang

dan jasa dalam APBD tahun anggaran berkenaan

pada SKPD terkait.

Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang



yang diberikan kepada masyarakat/Pihak Lain

dianggarkan untuk pemberian uang kepada ASN

dan NonASN, Masyarakat dalam rangka mendukung
pencapaian target kinerja Kegiatan dan Sasaran

Program yang tercantum dalam RPJMD dengan

memperhatikan kepatutan, kewajaran, rasionalitas

dan efektifitas.

7) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang
yang diberikan kepada masyarakat/Pihak Lain
diberikan dalam bentuk:

a) pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;

b) penghargaan atas suatuprestasi;

c) pemberian beasiswa kepada masyarakat;

d) penanganan dampak sosial kemasyarakatan
akibat penggunaan tanah milik pemerintah
daerah untuk pelaksanaan pembangunan
proyek strategis nasional dan non proyek
strategis nasional sesuai dengan ketentuan
peraturanperundang-undangan;

e) Transfer Ke Daerah dan Dana Desa yang
penggunaannya sudah ditentukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

f) Bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian;
dan/atau

g) Belanja barang dan jasa berupa pemberian
uang lainnya yang diamanatkan oleh peraturan
perundang-undangan.

Belanja Bunga

1) Belanja bunga berupa belanja bunga utang
pinjaman dan belanja bunga utang obligasi.
Pemerintah daerah yang memiliki kewajiban

pembayaran bunga utang dianggarkan
pembayarannya dalam APBD tahun anggaran
berkenaan.

2) Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan
pembayaran bunga utang yang tidak berasal
pembayaran atas kewajiban pokok wutang, yang
dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun
anggaran berkenaan.

3) Pembayaran dianggarkan pada SKPD/unit SKPD
yang melaksanakan PPK BLUD dan SKPD yang
melaksanakan fungsi PPKD/SKPKDterkait.

4) Belanja bunga diuraikan menurut objek, rincian
objek dan sub rincian objek.

BelanjaSubsidi

1) Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan
belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa
yangdihasilkanoleh badan wusaha milik negara,
BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan,
sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

2) Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan



3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

usaha milik swasta merupakan badan yang
menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar
masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan
publik antara lain dalam bentuk penugasan
pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (public
service obligation).

Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan
usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan sebagai penerima
subsidi, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan
dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Dalam hal tidak terdapat kantor akuntan publik,
pemeriksaan dengan tujuan tertentu dapat
dilaksanakan oleh lembaga lain yang independen
dan ditetapkan oleh Bupati.

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu merupakan
pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan
kesimpulan atas kelayakan penganggaran
pemberian subsidi.

Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu menjadi
dasar perencanaan dan bahan pertimbangan untuk
memberikan subsidi tahun anggaran berikutnya.
Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan
bertanggung jawab secara formal dan material atas
penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib
menyampaikan laporan pertanggungjawaban
kepada Bupati.

Pemerintah daerah menganggarkan belanja subsidi
dalam APBD tahun anggaran berkenaan pada
SKPDterkait.

Untuk  pemberian subsidi  kepada  BUMD
penyelenggara sistem penyediaan air minum
mengacu pada Peraturan Bupati.

Pemberian subsidi berupa bunga atau bagi hasil
kepada usaha mikro kecil dan menengah pada
perorangan tidak perlu dilakukan pemeriksaan
dengan tujuan tertentu.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pemberian dan pertanggungjawaban subsidi diatur
dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Belanja Hibah

1)

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah lainnya, badan wusaha milik
negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta
organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum
Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan
peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak
mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap
tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai
dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.



2)

3)

4)

Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat
dianggarkan  dalam = APBD sesuai  dengan
kemampuan keuangan daerah setelah
memprioritaskan pemenuhan belanja urusan
pemerintahan  wajib dan belanja  urusan
pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pemberian hibah ditujukan wuntuk menunjang
pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub
kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan
Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan
dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan,
rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada
SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian
objek, dan sub rincian objek pada program,
kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan
fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja
hibah yang bukan merupakan urusan dan
kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran
program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah
daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang
melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



5)

Belanja hibah diberikan kepada:

a)

b)

c)

d)

Pemerintah pusat

(1) Hibah kepada pemerintah pusat diberikan
kepada satuan kerja dari
kementerian/lembaga pemerintah non-
kementerian yang wilayah kerjanya berada
dalam daerah yang bersangkutan.

(2) Hibah dari pemerintah daerah dilarang
tumpang tindih pendanaannya dengan
anggaran pendapatan dan belanja negara
sesuai dengan ketentuan = peraturan
perundang-undangan.

(3) Unit kerja pada Kementrian Dalam Negeri
yang membidangi urusan pemerintahan di
bidang Administrasi Kependudukan dapat
memperoleh Hibah dari pemerintah daerah
untuk penyediaan blanko kartu tanda
penduduk elektronik.

(4) Penyediaan setiap keping blangko kartu
tanda penduduk elektronik tidak didanai
dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah
APBD maupun anggaran pendapatan dan
belanja negara.

(5) Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud
hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam
tahun berkenaan.

pemerintah daerah lainnya

Hibah kepada pemerintah daerah lainnya

diberikan kepada daerah otonom baru hasil

pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan.

BUMN

Hibah kepada badan wusaha milik negara

diberikan untuk meningkatkan pelayanan

kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan

BUMD;

Hibah kepada badan wusaha milik daerah

diberikan dalam rangka untuk meneruskan

hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari

Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Hibah kepada

BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk

barang kecuali uang atau jasa.

Badan dan Lembaga, serta Organisasi

Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum

Indonesia

(1) Hibah kepada badan dan lembaga
diberikan kepada badan danlembaga:

(a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan
sosial yang dibentuk berdasarkan



peraturan perundang- undangan;

(b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan
sosial yang telah memiliki surat
keterangan terdaftar yang diterbitkan
oleh Bupati; atau

(c) yang bersifat nirlaba, sukarela
bersifat sosial kemasyarakatan
berupa kelompok
masyarakat/kesatuan hukum adat
sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat,
dan keberadaannya diakui oleh
pemerintah pusat dan/atau
pemerintah daerah melalui
pengesahan atau penetapan dari
pimpinan instansi vertikal atau
kepala satuan kerja perangkat daerah
terkait sesuai kewenangannya.

(d) Koperasi yang didirikan berdasarkan
ketentuan  peraturan  perundang-
undangan dan memenuhi kriteria
yang ditetapkan oleh pemerintah
daerah sesuai dengan
kewenangannya.

(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan
yang berbadan hukum Indonesia diberikan
kepada organisasi kemasyarakatan yang
berbadan hukum, yayasan atau organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum
perkumpulan, yang telah mendapatkan
pengesahan badan hukum dari
kementerian yang membidangi urusan
hukum dan hak asasi manusia sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Hibah kepada badan dan lembaga dapat
diberikan dengan persyaratan paling

sedikit:
(a) memiliki kepengurusan di daerah
domisili;

(b) memiliki keterangan domisili dari
lurah/kepala desa setempat atau
sebutan lainnya; dan

(¢) berkedudukan dalam wilayah
administrasi Pemerintah Daerah
dan/atau badan dan Lembaga yang
berkedudukan di luar wilayah
administrasi Pemerintah Daerah
untuk menunjang pencapaian
sasaran program, kegiatan dan sub
kegiatan pemerintah daerah pemberi
hibah.



6)

7)

8)

9)

(4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan
dapat diberikan dengan persyaratan
palingsedikit:

(a) telah terdaftar pada keBupatian yang
membidangi urusan hukum dan hak
asasi manusia;

(b) berkedudukan dalam wilayah
administrasi Pemerintah Daerah yang
bersangkutan;dan

(c) memiliki sekretariat tetap di daerah
yang bersangkutan.

f)  PartaiPolitik

Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan

keuangan kepada  partai politik yang

mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan

DPRD kabupaten/kota sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran  penganggaran belanja  bantuan

keuangan kepada partai politik dimaksud

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;

c) tidak terus menerus setiap tahun anggaran,

kecuali:
(1) kepada pemerintah pusat dalam rangka
mendukung penyelenggaraan

pemerintahan daerah sepanjang tidak
tumpang tindih pendanaannya dengan
APBN sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan;

(2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh
pemerintah atau pemerintah daerah sesuai
dengan  kewenangannya  berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-
undangan;

(3) partai politikdan/atau

(4) ditentukan lain oleh peraturan perundang-
undangan;

d) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah
daerah dalam mendukung terselenggaranya
fungsi pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan.

e) memenuhi persyaratan penerimahibah.

Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis

yang disampaikan kepada Bupati.

Penerima hibah bertanggungjawab secara formal

dan material atas penggunaan hibah

yangditerimanya.

Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan

penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban

serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih
lanjut dengan peraturan Bupati.



Belanja BantuanSosial

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Belanja  bantuan  sosial digunakan  untuk
menganggarkan pemberian bantuan berupa uang
dan/atau barang kepada individu, keluarga,
kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak
secara terus menerus dan selektif yang bertujuan
untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya
risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat
berkelanjutan.
Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang
merupakan dampak dari krisis sosial, krisis
ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau
bencana alam yang jika tidak diberikan belanja
bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak
dapat hidup dalam kondisiwajar.
Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan
bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun
anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari
resikososial.
Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD
sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah
setelah  memprioritaskan pemenuhan belanja
Urusan  Pemerintahan  Wajib dan  Urusan
Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Anggota/kelompok Masyarakat meliputi:
a) individu, keluarga, kelompok dan/atau
masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan,
keagamaan, dan bidang lain yang berperan
untuk melindungi individu, kelompok,
dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan
yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
Bantuan sosial berupa uang kepada individu,
keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri
atas bantuan sosial kepada individu, keluarga,
kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan
dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang
diberikan secara langsung kepada penerima seperti
beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim
piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut wusia,
terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan
putra putri pahlawan yang tidak mampu.
Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang
diberikan secara langsung kepada penerima seperti
bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar
biasa swasta dan masyarakat tidak mampu,
bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan
makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial,
ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.



9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan
kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau
masyarakat yang sudah jelas nama, alamat
penerima dan besarannya pada saat penyusunan
APBD.
Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan
usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan
kepala SKPD.
Penganggaran belanja bantuan sosial yang
direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan
dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub
rincian objek pada program, kegiatan, dan sub
kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat
daerah terkait.
Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat
risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada
saat penyusunan APBD yang apabila ditunda
penanganannya akan menimbulkan risiko sosial
yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga
yang bersangkutan.

Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat

direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu

alokasi anggaran yang direncanakan.

Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat

direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam

Belanja Tidak Terduga.

Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak

dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh

SKPD terkait.

Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:

a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya
diberikan kepada calon penerima yang
ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan
risiko sosial;

b) memenuhi persyaratan penerima bantuan
diartikan memiliki identitas kependudukan
sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

¢) Dbersifat sementara dan tidak terus menerus,
kecuali dalam keadaan tertentu dapat
berkelanjutan diartikan bahwa pemberian
bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus
diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan
tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa
bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun
anggaran sampai penerima bantuan telah lepas
dari risiko sosial; dan

d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa
tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:

(1) rehabilitasi sosial
ditujukan  untuk  memulihkan dan
mengembangkan kemampuan seseorang
yang mengalami disfungsi sosial agar



dapat melaksanakan fungsi sosialnya
secara wajar.

(2) perlindungan sosial
ditujukan untuk mencegah dan
menangani resiko dari guncangan dan
kerentanan sosial seseorang, keluarga,
kelompok masyarakat agar kelangsungan
hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan
kebutuhan dasar minimal.

(3) pemberdayaan sosial
ditujukan untuk menjadikan seseorang

atau kelompok masyarakat yang
mengalami masalah sosial mempunyai
daya, sehingga mampu  memenuhi
kebutuhandasarnya.

(4) jaminan sosial
merupakan skema yang melembaga untuk
menjamin penerima bantuan agar dapat
memenuhi kebutuhan dasar hidupnya
yang layak.

(5) penanggulangan kemiskinan.
merupakan kebijakan, program, kegiatan
dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap
orang, keluarga, kelompok masyarakat
yang tidak mempunyai atau mempunyai
sumber mata pencaharian dan tidak dapat
memenuhi kebutuhan yang layak bagi
kemanusiaan.

(6) penanggulangan bencana
merupakan serangkaian upaya yang
ditujukan untuk rehabilitasi.

17) Anggota/kelompok  masyarakat —menyampaikan
usulan tertulis atas bantuan sosial yang
direncanakan kepada Bupati melalui SKPD sesuai
dengan urusan dan kewenangannya.

18) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara
formal dan material atas penggunaan bantuan
sosial yang diterimanya.

19) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan
penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban
serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur
lebih lanjut dengan peraturan Bupati tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber Dari APBD.

Ketentuan Terkait Belanja Modal

Mengacu pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor

12 Tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Modal diatur

sebagai berikut:

a. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan
pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan
aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap
memenuhi kriteria:

1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas)
bulan;



2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan

3) Dbatas minimal kapitalisasiaset.

Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:

1) berwujud;

2) biaya perolehan asset tetap dapat diukur secara andal,

3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
dan

4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk
digunakan.

Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal

kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang

dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur
dalam Perkada.

Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga

perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau

bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait
dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap
digunakan.

Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:

1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan
tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai
dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan
dalam kondisi siap dipakai

2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk
menganggarkan peralatan dan mesin mencakup
mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik,
inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang
nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari
12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk
menganggarkan gedung dan bangunan mencakup
seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh
dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan
operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi
siap dipakai.

4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan
untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan
mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun
oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau
dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi
siapdipakai.

5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk
menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset
tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam
kelompok aset tetap, yang diperoleh dan
dimanfaatkan untuk kegiatan operasional
Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siapdipakai.

6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk
menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan
untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah,
tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus
disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai
tercatatnya.



e. Belanja modal aset lainnya digunakan untuk
menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria
aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai
dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak
berwujud dengankriteria:

1) dapatdiidentifikasi;

2) tidak mempunyai wujudfisik;

3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan
barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan
lainnya termasuk hak atas kekayaanintelektual;

4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan

5) memiliki manfaat ekonomi masa depan.

Ketentuan Terkait Belanja TidakTerduga

Mengacu pada Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan terkait Belanja

Tidak Terduga diatur sebagai berikut:

a. Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan
pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan
mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan
pengembalian atas kelebihan pembayaran atas
penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta
untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya.

b. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik
masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Keadaan darurat meliputi:

1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial
dan/atau kejadian luar biasa;

2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
dan/atau

3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat
mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang
belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih
dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan
tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau
kejadian luar biasa. Belanja untuk kebutuhan tanggap
darurat bencana, konflik sosial, dan/atau
kejadianluarbiasa digunakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan.
Pengunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan
tanggap darurat bencana meliputi pencarian dan
penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat,
evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan
sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan
penampungan serta tempat hunian sementara.

Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah

waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai

saat tanggap darurat ditetapkan oleh Bupati sampai
ketetapan tahap tanggap darurat selesai.



d.

Keperluan mendesak meliputi:

1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar
masyarakat yang anggarannya belum tersedia
dalam tahun anggaran berjalan;

2) Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja
yang bersifat wajib;

a) Belanja daerah yang Dbersifat mengikat
merupakan belanja yang dibutuhkan secara
terus menerus dan harus dialokasikan oleh
pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup
untuk keperluan setiap bulan dalam tahun
anggaran berkenaan, seperti:

(1) Dbelanja pegawai antara lain untuk
pembayaran kekurangan gaji,
tunjangan;dan

(2) Dbelanja barang dan jasa antara lain untuk
pembayaran telepon, air, listrik dan
internet

b) Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan
belanja untuk terjaminnya kelangsungan
pemenuhan pendanaan pelayanan dasar
masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan,
melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga,
kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga
pinjaman yang telah jatuh tempo, dan
kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan.

3) Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali
Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan
sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-
undangan; dan/atau

4) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda
akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi
Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

5) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak
yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak
cukup tersedia anggarannya, diformulasikan
terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau
Perubahan DPA SKPD.

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak

ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD

tahunberkenaan.

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas

penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk

menganggarkan pengembalian atas kelebihan
pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak
berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan

sebelumnya diusulkan oleh SKPD terkait dengan tata

cara sebagai berikut:

1) kepala SKPD mengajukan Rencana Kebutuhan
Belanja (RKB) paling lama 1 (satu) hari kepada
pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) selaku
bendahara umum daerah (BUD);



2) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan
mencairkan BTT kepada Kepala SKPD paling lama 1
(satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB.

Belanja tidak terduga diuraikan menurut jenis, objek,

rincian objek, dan sub rincian objek dengan nama

Belanja Tidak Terduga.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk

mendanai keadaan darurat, pemerintah daerah

menggunakan:

1) dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program,
kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta
pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran
berjalan; dan/atau

2) memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub

kegiatan  diformulasikan terlebih dahulu dalam

Perubahan DPASKPD.

Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk

mendanai keadaan darurat dilakukan dengan tahapan:

1) Bupati menetapkan status tanggap darurat untuk
bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial
termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

2) Dberdasarkan penetapan status Bupati dan/atau
dokumen lain sesuai ketentuan  peraturan
perundang-undangan, Kepala SKPD yang
membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi
mengajukan rencana kebutuhan belanja kepada
PPKD selaku BUD.

3) berdasarkan rencana kebutuhan belanja, PPKD
selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja
kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai
dengan tugas dan fungsinya paling lambat 1 (satu)
hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana
kebutuhan belanja.

Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk

mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui

pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada
belanja SKPD /Unit SKPD yang membidangi,
dengantahapan:

1) dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan
belanja tidak terduga terlebih dahulu
diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi
keuangan daerah;

2) dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan
belanja tidak terduga terlebih dahulu
diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan

3) RKA-SKPD dan/atau Perubahan  DPA-SKPD
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b
menjadi dasar dalam melakukan perubahan
Perkada  tentang Penjabaran APBD  untuk
selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam
Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah



5.

yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah
melakukan perubahan APBD.

Tata cara penggunaan belanja tidak terduga yang

digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
diluar keadaan darurat dan keperluan mendesak
dilakukan dengan tahapan:

1) dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan
belanja tidak terduga terlebih dahulu
diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi
keuangandaerah;

2) dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan
belanja tidak terduga terlebih dahulu
diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan

3) RKA-SKPD dan/atau  Perubahan  DPA-SKPD
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b
menjadi dasar dalam melakukan perubahan
Perkada  tentang Penjabaran APBD  untuk
selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam
Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah
yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah
melakukan perubahan APBD.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran,

pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban

dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja
tidak terduga ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Ketentuan Terkait Belanja Transfer

Berdasarkan Pasal 56 ayat (4) Peraturan Pemerintah

Nomor 12 tahun 2019, kelompok belanja transfer dirinci atas
jenis:

a.
b.

Belanja Bagi Hasil; dan
Belanja Bantuan Keuangan
Mengacu pada Pasal 66 dan Pasal 67 Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan terkait Belanja
Transfer diatur sebagaiberikut:

a.

b.

C.

Belanja transfer diuraikan menurut jenis, objek, rincian

objek, dan sub rincianobjek.

Belanja transfer dianggarkan oleh SKPD yang

membidangi keuangan daerah.

Belanja Bagi Hasil

1) Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan
bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi
kepada kabupaten/kota atau pendapatan
kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau
pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada
pemerintah  daerah lainnya sesuai dengan
ketentuanperundang-undangan.

2) Belanja bagi hasil dianggarkan dalam APBD sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja BantuanKeuangan

1) Belanja bantuan keuangan diberikan kepada
Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah,
pemerataan peningkatan kemampuan keuangan,



3)

4)

5)

6)

dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Belanja bantuan keuangan dalam rangka tujuan
tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi
pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.
Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai
kemampuan Keuangan Daerah setelah
memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan
Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan
Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh
peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan
lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bantuan keuangan terdiri atas:

a) bantuan keuangan antar-Daerah provinsi;

b) bantuan keuangan antar-Daerah

kabupaten/kota;

c¢) bantuan keuangan Daerah provinsi ke Daerah
kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau
Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;

d) bantuan keuangan Daerah kabupaten/kota ke
Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi
lainnya; dan/atau

e) bantuan keuangan Daerah provinsiatau
kabupaten/kota kepada desa.

Bantuan keuangan bersifat umum ataukhusus.

a) Bantuan keuangan bersifat umum peruntukan
dan  pengelolaannya  diserahkan  kepada
pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa
penerima bantuan.

b) Bantuan keuangan bersifat khusus
peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah
daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya
diserahkan sepenuhnya kepada penerima
bantuan.

c) Dalam hal pemerintah daerah dan/atau
pemerintah desa sebagai penerima bantuan
keuangan khusus tidak menggunakan sesuai
peruntukan yang ditetapkan oleh pemerintah
daerah selaku pemberi bantuan keuangan,
pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa
sebagai penerima bantuan keuangan khusus
wajib mengembalikan kepada pemerintah
daerah pemberi keuangan khusus.

d) Pemerintah daerah pemberi bantuan keuangan
bersifat khusus dapat mensyaratkan
penyediaan dana pendamping dalam APBD
atau anggaran pendapatan dan belanja desa
penerima bantuan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara

penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan,

pertanggungjawaban dan pelaporan serta
monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.



E. PEMBIAYAANDAERAH
1. KetentuanUmum
Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada
tahun-tahun anggaran berikutnya.
Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan

Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan dalam

pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

a. Pembiayaan daerah terdiriatas:

1) penerimaan pembiayaan; dan
2) pengeluaran pembiayaan.

b. Pembiayaan daerah dirinci menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, jenis, objek, dan
rincian objek pembiayaan daerah.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini
mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

a. Pembiayaan daerah dirinci menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis,
objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan
daerah;

b. Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek,
rincian objek, sub rincian objek Pembiayaan daerah
dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan
SKPKD dan BLUD; dan

c. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan
surplus anggaran atau menutup defisit anggaran.

2. Ketentuan Terkait Penerimaan Pembiayaan
Berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Pemerintah

Nomor 12 tahun 2019, Penerimaan Pembiayaan Daerah

bersumber dari:

SiLPA;

pencairan DanaCadangan;

hasil penjualan kekayaan daerah yangdipisahkan,;

penerimaan PinjamanDaerah;

penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah;dan/atau

penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan

ketentuan peraturanperundang-undangan.
Mengacu pada Pasal 71 sampai dengan Pasal 76

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan

Bupati ini membuat ketentuan terkait Penerimaan

Pembiayaan sebagai berikut:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) bersumber dari
pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan
pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain
Pendapatan Daerah yang sah, pelampauan penerimaan
Pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada
pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum
terselesaikan dan/atau sisa dana akibat tidak
tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana
pengeluaran Pembiayaan.

e o T



Pencairan Dana Cadangan

1)

3)

4)

5)

6)

7)

Pencairan Dana Cadangan digunakan untuk
menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari
rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum
Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

Jumlah Dana Cadangan sesuai dengan jumlah yang
telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang
pembentukan Dana Cadangan bersangkutan.
Pencairan Dana Cadangan dalam 1 (satu) tahun
anggaran menjadi penerimaan Pembiayaan APBD
dalam tahun anggaran berkenaan.

Dalam hal Dana Cadangan belum digunakan sesuai
dengan peruntukannya, dana tersebut dapat
ditempatkan dalam portofolio yang memberikan
hasil tetap dengan risiko rendah.

Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan
pertanggungjawaban APBD.

Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan
dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas
Umum Daerah dianggarkan dalam SKPD pengguna
Dana Cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan
lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Penerimaan hasil bunga/jasa giro
/imbal hasil/dividen/keuntungan (capital gain) atas
rekening dana cadangan dan/atau penempatan
dalam portofolio dicantumkan sebagai lain-lain
pendapatan asli daerah yang sah.

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yangDipisahkan

1)

2)

3)

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturanperundang-undangan.

Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah
dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah.
Bukti penerimaan antara lain seperti dokumen
lelang, akta jual beli, nota kredit, dan dokumen
sejenis lainnya.

Penerimaan Pinjaman Daerah;

1)

2)

3)

Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada
jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun
anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan
dalam perjanjian pinjaman bersangkutan.
Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk
menganggarkan penerimaan pinjaman daerah
termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi
daerah yang akan diterima pada tahun anggaran
berkenaan.

Penerimaan pinjaman daerah bersumberdari:

a) Pemerintah pusat;

b) pemerintah daerah lain;

¢) lembaga keuangan bank;

d) lembaga keuangan bukan bank; dan/atau

e) masyarakat.



4) Penerimaan pinjaman daerah dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah;

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali
pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima
pinjaman  sesuai dengan = ketentuan = peraturan
perundang-undangan.

f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturanperundang-undangan Penerimaan
pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan
penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Terkait Pengeluaran Pembiayaan

Berdasarkan Pasal 70 ayat (4) Peraturan Pemerintah

Nomor 12 Tahun 2019, Pengeluaran Pembiayaan dapat

digunakan untuk:

pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuhtempo;

penyertaan modal daerah;

pembentukan Dana Cadangan;

Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau

pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

o po T

Mengacu pada Pasal 77 sampai dengan Pasal 82
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan
Bupati ini membuat ketentuan terkait Pengeluaran
Pembiayaan sebagai berikut:

a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
digunakan untuk menganggarkan pembayaran
pokok utang.

2) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan
sesuai dengan perjanjian pinjaman dan
pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari
seluruh kewajiban pemerintah daerah yang harus
diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan
berdasarkan perjanjian pinjaman.

3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
merupakan pembayaran pokok pinjaman, bunga,
dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

4) Pemerintah daerah wajib membayar cicilan pokok
utang dan dianggarkan dalam APBD setiap tahun
sampai dengan berakhirnya kewajibandimaksud.

5) Dalam hal anggaran yang tersedia dalam APBD
tidak mencukupi untuk pembayaran cicilan pokok
utang, Bupati dapat melakukan pelampauan
pembayaran mendahului perubahan atau setelah
perubahan APBD.



Penyertaan Modal Daerah

1) Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan
modal pada badan usaha milik daerah dan/atau
badan usaha milik negara, badan usaha swasta
dan/ataukoperasi.

2) Penyertaan modal daerah Dbertujuan untuk
meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan
perkembangan perekonomian daerah dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3) Penyertaan modal daerah untuk memperoleh
manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaatlainnya.

4) Manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat
lainnyameliputi:

a) bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan
usaha yang mendapatkan penyertaan
modaldaerah;

b) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka
waktu tertentu berupa deviden, bunga dan
pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang
mendapatkan penyertaan modal daerah;

¢) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi
hasil penyertaan modal sejumlah tertentu
dalam jangka waktu tertentu;

d) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka
waktu tertentu sebagai akibat langsung dari
penyertaan modal daerah;

e) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka
waktu tertentu berupa deviden, bunga dan
pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang
mendapatkan penyertaan modal daerah;

f) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah
tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai
akibat langsung dari penyertaan modal daerah;

g) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai
akibat dari penyertaan modal daerah.

5) Bentuk penyertaan modal daerah meliputi
penyertaan modal berupa investasi surat berharga
dan/atau penyertaan modal berupa investasi
langsung.

6) Penyertaan modal berupa investasi surat berharga
dilakukan dengan cara pembelian saham dan atau
pembelian surat utang.

7) Penyertaan modal berupa investasi langsung
dilakukan dengan cara penyertaan modal daerah
dan/atau pemberian pinjaman.

8) Penyertaan modal berupa investasi langsung dalam
pemberian pinjaman kepada masyarakat (dana
bergulir), penyalurannya dilakukan melalui lembaga
keuangan bank atau lembaga keuangan bukan
bank.

9) Penyertaan modal berupa investasi surat berharga
dan investasi langsung dilaksanakan berdasarkan
hasil analisis oleh penasehat investasi untuk
mendapatkan nilai wajar.



10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

Penyertaan modal pemerintah daerah dapat
dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan
dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan
dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan
modal daerah bersangkutan.

Penyertaan modal dapat dilakukan pemerintah
daerah walaupun APBD tidak surplus sepanjang
diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan,
dalam hal ini antara lain telah ada Peraturan
Daerah mengenai penyertaan modal
daerahbersangkutan

Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal
ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara
Bupati dan DPRD atas rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD.

Penyertaan modal dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengelolaan penyertaan modal daerah meliputi
perencanaan investasi pelaksanaan investasi,
penganggaran, pelaksanaan anggaran,
penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban
penyertaan modal pemerintah daerah, divestasi,
serta pembinaan dan pengawasan.

Pengelolaan penyertaan modal daerah sejalan
dengan kebijakan pengelolaan penyertaan
modal/investasi secara nasional.

Pemenuhan penyertaan modal pada tahun
sebelumnya tidak diterbitkan Peraturan Daerah
tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan
modal tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan
modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan
Daerah mengenai penyertaan modalbersangkutan.
Penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan
dengan berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur tentang surat
berharga dan investasi langsung.

Dalam rangka penyertaan modal, PPKD selaku
pengelola investasi menyiapkan dokumen rencana
kegiatan investasi yang memuat perencaan investasi
pemerintah daerah untuk disetujui oleh Bupati.
Berdasarkan dokumen rencana kegiatan investasi,
pemerintah daerah menyusun analisis penyertaan
modal/investasi  pemerintah daerah  sebelum
melakukan penyertaan modal.

20) Analisis penyertaan modal/investasi pemerintah

21)

22)

daerah dilakukan oleh penasehat investasi
pemerintah daerah.

Penasihat investasi pemerintah daerah ditetapkan
oleh Bupati.

Hasil analisis penyertaan modal/investasi
pemerintah daerah berupa hasil analisis penilaian
kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko.



Pembentukan Dana Cadangan

1)

3)

4)

5)

Dana cadangan penggunaannya diprioritaskan

untuk  mendanai  kebutuhan pembangunan

prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat

dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Dana cadangan dapat digunakan untuk mendanai

kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang- undangan.

Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas

penerimaan daerah kecuali dari:

a) DAK;

b) pinjaman daerah; dan

c) penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi
untuk pengeluaran tertentu berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan

Dana cadangan ditempatkan dalam rekening

tersendiri dan dikelola oleh PPKD selaku BUD.

Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam

Peraturan Daerah tentang pembentukan dana

cadangan.



6) Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada
pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran
yangberkenaan.

7) Peraturan Daerah tentang pembentukan dana
cadangan sekurang-kurangnya penetapan tujuan
pembentukan dana cadangan, program, kegiatan,
dan sub kegiatan yang akan dibiayai dari dana
cadangan, besaran dan rincian tahunan dana
cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke
rekening dana cadangan, sumber dana cadangan,
dan tahun anggaran pelaksanaan danacadangan.

8) Peraturan Daerah tentang pembentukan dana
cadangan ditetapkan sebelum persetujuan bersama
antara Bupati dan DPRD atas rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD.

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1) Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk
menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang
diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah
daerah lainnya, BUMD, badan usaha milik
negara,koperasi,dan/atau masyarakat.

2) Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan setelah
mendapat persetujuan DPRD.

3) Persetujuan DPRD menjadi bagian yang disepakati
dalam KUA dan PPAS.

4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian pinjaman
daerah diatur dalam Perkada sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturanperundang-undangan.

Pengeluaran pembiayaan lainnya digunakan untuk
menganggarkan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Terkait Pembiayaan Neto

Berdasarkan Pasal 70 ayat (5) dan (6) Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pembiayaan neto:

a. merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap
pengeluaran pembiayaan.
b. digunakan untuk menutup deficit anggaran.



BAB III
PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

A. KUA DANPPAS

1.

Ketentuan Umum KUA danPPAS

Penyusunan Rancangan APBD didasarkan prinsip:

a. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan
kemampuan pendapatan daerah;

b. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan
peraturan perundang-undangan yang lebihtinggi;

c. berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS;

d. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang
telah  ditetapkan dalam  peraturan perundang-
undangan;

e. dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif,
transparan, dan bertanggung jawab dengan

memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat
untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

f.  APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk
melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang
memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan
pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode
1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program,
kegiatan dan sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan
rencana kerja dana nggaran satuan kerja perangkat daerah.

Mengacu pada Pasal 89 sampai dengan Pasal 92
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan
Bupati membuat ketentuan terkait KUA dan PPAS sebagai
berikut:

a. Bupati menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS
berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman
penyusunan APBD.

b. Rancangan KUA memuat:

1) kondisi ekonomi makro daerah;

2) asumsi penyusunan APBD;

3) kebijakan Pendapatan Daerah;

4) kebijakan Belanja Daerah,;

5) kebijakan Pembiayaan Daerah; dan

6) strategi pencapaian, yang memuat langkah-
langkah konkrit dalam mencapai target kondisi
ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan
APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan
belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan



daerah.

Rancangan PPAS disusun dengan tahapan:

1) menentukan skala prioritas pembangunandaerah;

2) menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub
kegiatan untuk masing-masing urusan yang
disinkronkan dengan prioritas dan program
nasional yang tercantum dalam rencana kerja
pemerintah pusat setiap tahun untuk pemerintah
provinsi;

3) menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub
kegiatan untuk masing-masing urusan yang
disinkronkan dengan prioritas dan program
nasional yang tercantum dalam rencana kerja
pemerintah pusat dan prioritas serta program
provinsi yang tercantum dalam rencana Kkerja
pemerintah  provinsi setiap tahun  untuk
pemerintah kabupaten/kota; dan

4) menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon
anggaran  sementara untuk masing-masing
program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Sub kegiatan dapat dianggarkan:

1) untuk 1 (satu) tahun anggaran; atau

2) lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk sub
kegiatan tahun jamak.

sub kegiatan tahun jamak mengacu pada program yang

tercantum dalam RPJMD, yang memuat paling sedikit :

1) pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan sub
kegiatan yang secara teknis merupakan satu
kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) keluaran
yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12
(dua belas) bulan dalam tahun anggaran
berkenaan;

2) pekerjaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang
menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada
pergantian tahun anggaran; dan

3) pekerjaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang
menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada
pergantian tahun anggaran, antara lain
penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan
perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah
sakit, pelayanan pembuangan sampah, dan
pengadaan jasa pelayanan kebersihan (cleaning
service).

Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak berdasarkan atas

persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD, yang

ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan

KUA dan PPAS. Jangka waktu penganggaran

pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak tidak melampaui

akhir tahun masa jabatan Bupati berakhir, kecuali

Kegiatan Tahun Jamak dimaksud merupakan prioritas

nasional dan/atau kepentingan strategis nasional

sesuai dengan  ketentuan = peraturanperundang-
undangan.



Penyusunan rancangan KUA dan PPAS menggunakan
klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah dan
pemutakhirannya.

Proses penyusunan rancangan KUA dan PPAS memuat
informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian
dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Ketentuan Terkait Kesepakatan KUA dan PPAS

Mengacu pada Pasal 90 sampai dengan Pasal 92

Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Peraturan Bupati ini
membuat ketentuan terkait KUA dan PPAS sebagai berikut:

a.

Bupati menyampaikan rancangan KUA dan rancangan

PPAS kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan

Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara

Bupati dan DPRD.

Bupati dapat mengajukan usulan penambahan

kegiatan/sub kegiatan baru dalam rancangan KUA dan

rancangan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD

untuk disepakati bersama dengan DPRD dalam

pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS.

Penambahan kegiatan/sub kegiatan baru tersebut

sepanjang memenuhi kriteria darurat atau mendesak

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan

PPAS ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan DPRD

paling lambat minggu kedua bulanAgustus.

KUA dan PPAS yang telah disepakati Bupati bersama

DPRD menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam

menyusun RKASKPD.

Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan

PPAS dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang- undangan.

Persetujuan bersama paling sedikit memuat:

1) Nama Kegiatan;

2) jangka waktu pelaksanaan Kegiatan;

3) jumlah anggaran; dan

4) alokasi anggaran pertahun.

Dalam hal Bupati berhalangan tetap atau berhalangan

sementara, Wakil Bupati bertugas untuk:

1) menyampaikan rancangan KUA dan rancangan
PPAS kepada DPRD; dan

2) menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota
kesepakatan PPAS

Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan tetap

atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan

oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/penjabat

sementara/pelaksana tugas Bupati bertugas untuk:



1) menyampaikan rancangan KUA dan rancangan
PPAS kepada DPRD; dan
2) menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota
kesepakatan PPAS
Dalam hal seluruh pimpinan DPRD berhalangan tetap
atau sementara dalam waktu yang bersamaan,
pelaksana tugas pimpinan DPRD bertugas untuk
menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS.
Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menyepakati
bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS, paling
lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan
rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Bupati
menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan
KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Bupati, untuk
dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan
DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

3. Ketentuan Pelaksanaan

a.

Bupati menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS
berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman
penyusunan APBD diuraikan sebagaiberikut:

1) TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan KUA
menggunakan data dan informasi terkait kebijakan
anggaran yang terdapat dalam RKPD;

2) TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan PPAS
menggunakan data dan informasi terkait program
prioritas beserta indikator kinerja dan indikasi
pendanaan yang bersumber dari RKPD.

Bupati menyampaikan rancangan KUA dan rancangan

PPAS kepada DPRD.

Bupati dan DPRD melakukan pembahasan rancangan

KUA dan rancangan PPAS. Pembahasan tersebut

mengacu pada muatan rancangan KUA dan rancangan

PPAS.

Bupati dan DPRD melakukan kesepakatan bersama

berdasarkan hasil pembahasan rancangan KUA dan

rancangan PPAS.

Kesepakatan terhadap rancangan rancangan KUA dan

rancangan PPAS dituangkan dalam nota kesepakatan

KUA dan nota kesepakatan PPAS yang ditandatangani

bersama antara Bupati dengan pimpinan DPRD.

4. Dokumen Terkait

[lustrasi dokumen pada tahapan penyusunan KUA

dan PPAS menyajikan informasi yang bersifat dinamis sesuai
dengan kebutuhan yang disajikan setiap tahun dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
pedoman penyusunan APBD.



[lustrasi dokumen pada tahapan penyusunan KUA

dan PPAS antara lain sebagai berikut:

a. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (KUA);

b. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);

c. Nota Kesepakatan KUA;

d. Nota Kesepakatan PPAS;

e. Nota Kesepakatan Tahun Jamak;

f. Berita Acara Kesepakatan Penambahan Kegiatan/Sub
Kegiatan.

a. [ustrasi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (KUA)

I1.

IIL

Iv.

VIL

VIIL.

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.......
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUA)
TAHUN ANGGARAN ...

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang penvusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)
1.2, Tujuan penyusunan KUA

1.3. Dasar (hukum) penyusunan KUA

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
2.1. Arah kebijakan ekonomi daerah
2.2, Arah kebijakan keuangan daerah

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN
3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun

4.2. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan
Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

. KEBLJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja
5.2. Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga

. KEBLJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan penerimaan pembiayaan
6.2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan

STRATEGI PENCAPAIAN
Pada bab ini memuat langkah konkret dalam mencapai target.

PENUTUP

Pada bab ini juga dapat berisi tentang hal-hal lain yang disepakati DPRD dan Kepala
Daerah dan perlu dimasukkan dalam Kebijakan Umum APBD

Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam
penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran berkenaan

ceceeeeeeeTanggal oo
Pimpinan DPRD Gubernur/Bupati/Walikota.....

% 5

Nama Nama




L.

IIL.

VL

[lustrasi Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.......
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
TAHUN ANGGARAN ...

. PENDAHULUAN

RENCANA PENERIMAAN DAERAH

PRIORITAS BELANJA DAERAH

. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN

PROGRAM/KEGIATAN

. RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

PENUTUP

Demikianlah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD TA .... dibuat
untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan
APBD TA ..... Pada Bab ini juga berisikan kesepakatan-kesepakatan lain antara
Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap PPAS

Pimpinan DPRD Gubernur/Bupati/Walikota.....
alde

Nama Nama




EENCANA PENERIMAAN DAERAH
Tahun Anggaran ....

ALOKASI DASAR
KODE PENERIMAAN DAERAH ANGGARAN | HUKUM
1 2 3 4
4. PENDAPATAN DAERAH
4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH
4.1.01. |Pajak Daerah
4.1.02. |Retribusi Daerah
4.1.03 Ha=il Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
777 |Dipisahkan
4.1.04. |Lain-Lain PAD Yang Sah
4.2, PENDAPATAN TRANSFER
4.2.01. |Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
4.2.02. |Pendapatan Transfer Antar Daerah
4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
4.3.01. |Pendapatan Hibah
4.3.02. |Dana Darurat
Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan
4.3.03.
Eetentuan Peraturan Perundang-Undangan
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
B.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN
6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
| Sebelumnya
6.1.02. |Pencairan Dana Cadangan
6.1.03 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah vyang
" |Dipisahkan
£.1.04. |Penerimaan Pinjaman Daerah
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
B6.1.05.
Daerah
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai
6.1.06. |dengan Ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN

JUMLAH PENERIMAAN DAERAH
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TABEL 3.1
SINERGITAS PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNANNASIONAL

No Prioritas Pembangunan Nasional Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Keterangan
1 2 3 4 5 6
TABEL 3.2
SINKRONISASI KEBIUAKANPEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
DENGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI
No Prioritas Pembangunan Provinsi Program IndikatorKinerja | SKPD Pelaksana Keterangan
1 2 3 4 5 6
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“"TABEL 3.3

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN PRIORITAS DAERAH

Prioritas Pembangunan Indikator Jumlah
No Prov/Kab/Kota Sasaran Prioritas Program Kinerja SKPD Pelaksana (Rp) Keterangan
1 2 3 4 S 6 7 8
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TABEL 3.4
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN PLAFON
ANGGARAN PRAKIRAAN MAJU
No. Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi SEMENTARA KET
Program - Kegiatan Sub Kegiatan Sub
Hasil Target Keluaran Target Keluaran Sub | Target , (Rp)
: ) : , : Kegiatan N+1 N+2
Program | Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
1. 1. Urusan
wajib yang
berkaitan
dengan
pelayanan
dasar
1.01
Pendidikan
MK
Program ...
W00 00 K NN
) BN KL N0 N )
. Kegiatan Sub Kegiatan ... Tinggi
K'H'F'Kn BN 00 N
. Kegiatan Sub Kegiatan ... Menengah
1.03
Pekerjaan
Umum dan
Penataan
Ruang
MK
Program ...
L0000 KKK
. Kegiatan R Tinggi
& Sub Kegiatan ... e

Dast



PLAFON ANGGARAN SEMENTAR A BER DASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM / KEGIATAN
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TAREL 4.1

LURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

PLAFON ANGGARAN |
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SURB KEGIATAN SEMENTARA [Rpi
1 1 2 3 4
: RUSAN PEMERINTAHAN WAJIE YANG BERKAITAN
' ENG AN PELAY ANAN DASAR

Ll

1.00). -3 33 MK KK

1LO) - -0 NN NN NN

L0 ] -3 303 X

102

102 300 0000 3000 30 K
102 -3 33 NN, NN NN K NN,
102 %% X-X. %

L.0O3

103 a0 3000 300 O

103 w3 -3 XK, NN KN

103 w5 03 X~

L4

104 -3 -3 XK KK

104, 53303 XK. KK KX
104 - 300 NN, NN NN NN,
IR S e

1.05.

ETENTERAMAN DAN KETERTIRAN UMUK SERTA

105, a0 3000 300 O,

ELNDURNG AN MASYARAKAT

1005 a3 3030 3000, 0 0N NN,
105 w-5. %3 %~

106

1. 33 3030 3N WK

1.0 - 33 NN KO KK

106 a5 X3 K-

RUSAN PEMERINTAHAN WAITIR YANG TIDAK
ERKAMTAN DENGAN PELAYANAN DASAR

[2.07.

207 %K. 5N 5K XX,

MAGA KER.JA
inas ...

207 -5 N3 N3N NK.
207 %X NN N3 NN NN KKK

209, PANGAN
R % MM N N M i cas

L R e Progmm
2 J0EH, 3000, 3000 000, B O N M, e i ant iry

ub Kegiatan
LN MK BN M
[ist
210, [PERTANAAN
[ L 3o 30 30 -3 M

3L e, N N NN M,
L e,
R
e 3o 30 3 30 00

211,

T 1L e, N NN N,

3L M MR NN ML N,

218N 5N X
e300 M. N KX KK,

.12,

DMINIETRAS] KEFENDUDUK AN DAN PENCATATAN
IPIL

T 1 e N KK,

Clinas ...
=

-
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KE KK KKK KK,

20, TATISTIK

2D, KK KR KK

3 3 KN NN L

20, KK KK KKK K KK

2.0, KR EE XK
M. M KK,

2.2 %K XK K
i K LKL KK

2 A KK KRR XK

AR TR

R TR R

KE KK KKK KK,

23 KK KKK KK

33 K K KK KK KK

23 KK KKK KK KKK KK

HE KKK KK KK,

3 o il AAF TRPAA ST AT A TE AR THT TFE LA
3.27. FPERTAMIAN

P R [irsas ...

3 AT 30 MM NN, 3 M Program . ..

32T 30 3N NN, 30 MK, M, Kegiatan .

3,07 aem -3 3

Sub Kegiatamn ...
MM K N
Dist ...
3.28. HEH U'TA NAN

2 R MR NN N [dimsas ...

|:'I.1H-.1|: R e Program ...

T H 30 300 00 -0, MO ML N M Hegiatan ...

i T T Sub Kegiatan ...

2000 MK K
Diat ...

3.2%. ENER{G] DAN SUMBER DaAYA MINERAL

00 - MM NN 3 [himsas ...

|.'I..!‘:u: PR Program ...

300 - MM N, 30 MK B Kegiatan ...

i T T

Sub Kegiatamn ...
e
Diat ...
3,3, PER DA AN G N
B0 - X 3N, 30 [imas ...
T AU Y BN NN WY EE Preoram
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5 {¥2, KELANGAN
R Dinas) Badan/ Kantar ...
|5 0D 5 36 - 36 - B K Progmm ...
5 3K K KK KK KK K K Kegiatan ...
AL B Sub Kegiatan ..
2o . kM0
Dat ..
5 3. KEFEGAWALWN

|5.'.':'.'I-.:u L

Dinas/ Baclan) Kantar ...

S0 260 6 - 6K KK K Progmm ...
B0 XX XN XK XXX X XK, |Kegiatan .
AL B Sub Kegiatan ..
2 36 2

Dst ..

5 A, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
RS Dinas) Bacdan/ Kantar ...
[Eed - e -3 - B Progmam ...
B K K K N K K K Kegiatan ..
A B XX Sub Kegiatan ..
e 33 . e 3

st ...
|505. PENELITIAN DA N PENG EM BAN A N
R R Dinas) Badan/ Kantar ...
ERLER Progrmm ..
5 KK K KK KN KKK KK Kegiatan ...

Sub Kegiatan ..

Cist ...

FENGH UBLUNG

5 b,
ERL R Dinas) Bacdan/ Kantar ...
[ e 2 606 L Progrmam ...
ER R R Kegatan ...
A - Sub Kegiatan ..
P20 . L M0
List ...

PENGELOLAAN PERBATAS AN

Diinas ) Badany Kantar ...

Progrmm ..

Kegiatan ...

Sub Kegiatan ..

st .

UNSUE PENGAWAS

UNSUR PENGAWAS

LRSS SR I mspe ktormt
AL 0 K Progrm ..
AL KKK KX KKK KK Kegiatan ..
A X Sub Kegiatan ..
LXK K K KKK

[T 03, KARLUPATEN ADMINSTRAS]
T AT 33, 3, B N Kabupaten ..
T AT, 000, 8-, M L 30 M Progrmem ...
T AT 33, 3 e . 30, O, B jatarn ...
T O3 03 M- .
[ Sub Kegiatan ...

URLUISAN PEMERINTAHAN LIMLIM

Eo

KESATUAN BANGSA DAN POLITIE

AL 3030 303, e X, 3

Hesatuan Bangsa Dan Palitik

N R e Progrem ...
L2 L1

AL 30230 303, e B B0, BN jatan ...
LTI T .

Sub Kegiatan ...
300 XN N, KK KN,

Cist ...

-~ !

URLUSAN KEKHLUSLISAN

0l

PAN [RADYA KAISTIMEWAN

:

L3030 33, e XL 3,

Panimdya Kaistimewan ...

AN 3000, =3, e B B, B

Pragmm ...

AL 3030 303, e B B0 30K B0

Hegiatan .

LTI T
(00 NN M M,

Sub Kegiatan ...

Dist ..




TABEL 4.2

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja

MO

LIRALAN

PLAFON ANGGARAN

(Hp.]

ks

| |Belanja Operasi
a. Belanja Pegawai

b. Belanjn Barang dan Jasa
. Belanja Bunga

f.

d. Belanja Subsidi
¢. Belanja Hibah

Be lanja Bantuan Sosial

£

2 |Belanja Modal
. Belanja Modal Tanah

b

. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

L

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan [rigasi;
. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

f. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;
3 |Belanja Tidak Terduga
4 _|Belanja Tranafer

a. Belanja Bagi Hasil
b,

Be lanja Bantuan Kevuangan

TOTAL

TABEL 5.1

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK PEM BIAYAAN

Ketentuan Peraturan Perunda ng-Undangan

PLAFON ANOOARAN
MO, URAIAN SEMEMTARM
[Fp

FEMBIAYAAN DAERAH
i 1. Penerimaan Pemblayaan
B.1.01. |Siea Lebil Perhitungan Angearan Tahun Angearan
B.1.02, |Pencairan Dana Cadangan
i3, 1.0, |Hasil Pe alan K aan Daerah yang Dipaahilkan
B.1.04, |Penerimaan Pinjaman Daerah
5,105 [Penerimaan Kemball Pemberian Pinjaman Daerah

Penerimaan Pemblayaan Lainmya Sesual dengan
L. 06 Ketentuan Peraturan Perunda ng-Undangan

Jumlah Penerimann Pe mbayaan

.2 Pengeluaran Pemblayaan
B2 01, [Pembentulkan Dana Cadangan
6.2.02, |Penyertaan Modal Daerah
6.2 03, |Pem aran Cicllan Pokolk Utang yang Jatub Tem
6,204, |Pemberian Pinjaman Daerah
6.3, O5. Pengeluaran Pemblayaan Lalnnya Sesual dengan

Jumlah Pengeluaran pe mbayaan

Pembayaan Neto




c. Ilustrasi Nota Kesepakatan KUA

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINS f KABLUPATENKOTA. ...
DVEM AN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSD  KABUPATEN/KOTA. ...

TENTANCG
KEBLJAKAN UMLIM
ANGOARAN PENDAPATAN DAN BELANIA DAERAH
TAHUN ANGOARAN ...

Yang hertanda tangan di bawah ini

1. Mama T T
Jabatan H ﬂuhernur.ﬂﬂupnrl.ﬂﬁ'ﬂll L
Alarmal Kantar HR R
b rtindale selaku d-ﬁl"l d o T ptl"l‘ii:l"“"ll‘ﬂh Prroaine / thup-nr:n.n'ﬁmn STIILILL]
2o, MARME e e
Jabatan H Hl!l‘l..lﬂ LRI L PPrrovined / Kabupaten JEsta,, a0,
Alarmil BRI L o e
I, Mama HR R
Jabatan fWaledl Ketus DPFRD Provinal f Kabupaten JEata. ..,
Alarmil BRI L o e
e Mama HR R
Jabatan fWaledl Ketus DPFRD Provinal f Kabupaten JEata. ..,
Alarmil BRI | o e
a, Dt

achagal Pimpinan PG bertindak selalkis dan ates nama Dewan Perwakilan Ralyvar
PDaerah (DFRLD Provins Rabupaten/ Kota®).....

Bengan ind menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanjs Daerah |APRE) diperlikan Kebljakan Umiim APBD vang disepaleat] Peraama antara
BPFRD dengan Pemerintah Doaerah untuk selanjutnys dijadilan sebagal dasar penyuminan
prierites dan plaien anggaran sementara APRD TA ..,

Berdasarkan hal eraebit di atas, pars plhalk sepakat wrhadap kebljalkan umim APRLD
yvang meliput asumsi-asumel dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan
dan Helanja Dasrah [RAPHE) Tahun Anggaran ..., Kebljakan pendapatan, belanja dan
pemblavaan dasrah, vang menjadl dasar dalam penyusunan Priorias dan Plafsn Angga ran

Becara lenglkap Kebijakan Umim APRD TA . disusun dalam Lamplran yvang menjadi sai
leena tuan yang Hdak terplasahlan dengan Mota Kesspakatan ind,

HOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVING] fKABUPATEN FKOTA.......
CVEN Gl N
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSGL /KABUPATEN f KOTA. ...,

MOMOR. ...
TANGGAL. ...

TENTAMC
PRIORITAS DAN PLAFON ANGOARAN SEMENTARA
TAHUM ANGGARAN ...,

Yang hertanda tangan m bawah ini;

L
Jabatan ] ﬂuhﬂrnur.ﬂ Fupa /Wall Kata, .00
Alamai Kantar S ————————
bertindalk selalu dan atas nama pemerintah Provinal / Kabupaten/Ksta™ ...,
2 o, Mama T
Jabatan D Ketua DPRD Provinsl/Kabupaten JKata,,., 000,
Abn et KA o
b, Mama R
Jabatan D Walkll Ketua DPFEED Provinsl/ Kabupaten JBota ...
Abn et KA o
¢, Nama T
Jabatan D Walkll Ketua DPFEED Provinsl/ Kabupaten JBota ...
Abn et KA o

sehagal Mmplnan DPFRD bertindak selaku dan ales nama Devan Perwakilan Ralkyat
Crasrah |FPRE) Provinal/ Kabupaten/ Keta®), ...,

Pengan inl menyatakan bahwa dalam rangka penyusinan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dasrah  |APHAD perlu disusun Prieciias dan Plafon Anggaran Sementara  [PPAS) yvang

MHMasmalatl EBeraamsen amtaes ST deanann Beamsessrlimtal Maaseabl smmile aslamhitsmse Al le o8 e ams
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[lustrasi Nota Kesepakatan TahunJamak

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
GUBERNUR/BUPATI/ WALl KOTA. .....
DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVIN S KABUPATEN/KOTA.......

TENTANG
PELAKSANAAN SUB KEGIATAN TAHUN JAMAK
[NAMA PEKERJAAN)
PROVINSI/ KABUPATEN,/KOTA........

Yang bertanda tangan i bawah ind;
1, Marma A,
Ja b L Guburnur_n'ﬁunull_n"'ﬁ'u]l S|
Alamal Kan bor et e
bertindak selaku dan atas nama pemerintah Provinel) Kabupaten (Kota™®
selanjunva disebut uuhuj.iul FlHAE KESATL,
T & T
S b Ly Helu..u DPRD Provins Kabupaten JKota,. ...,
B T L
b, Marma e e
Ja b Lan "i'l'.ukllKel.uu DFRD Proviog ) Kabupaten SR, ...
B o T
o, Marma b L
Ja b tan Wukll[v:eluu BPREO Provins / Kabupaten /Kota..............

d, D&at,.......0000
sebhagal Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Bakyat
Daverah DRI Provios  Kabupaten ) Kota®....... selanjutnva disebul sebagal PIHA K

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakal untuk melaksanakan kegiatan Tahun
Jamak di Provins f Kabupaten ) Kota®) .., Tahun ..., Tahun .., dan [Tahun Seterusnya) vang

BAB [
DASAR HUKUM

Paszal 1
[Berigikan entang Peraturan Perondane-Undanean atau Dasar Hokom vane e landasi
BAB 1L
KEGIATAN /SUB KEGIATAN TAHUN JAMAK

Fasal 3
:}dapun kegiatan/aub kegiatan Tahun Jamak .. [Nama Kegiatan /Sub Kegiatan], vang
.ll] hiaya pekerjaan ... dengan pagu senilal Rp... fterbilang);
Jﬂ] hiaya pekerjaan ... dengan pagu senilal Rp... fterbilang);
[4)] Dvat,

Fasal 4
ITI] Dana anggaran kegiatan/sub kegiatan Tahun Jamak bersumber dari Anggaran
Fendapatan dan Belanja Daerah Provinsi/ Kabupaten / Kota®) ...,
r|2] Jurmlah anggaran kegiatan/sub keglatan Tahun Jamak untuk membiayal keglatan faub
kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 seluruhnya berjumlah Rp... [terhilang).
'|r3'| Rinclan anegaran kegiatan/sub kegiatan sebacaimana dimaksud dalam Pasal 3
a, hiaya pekerjaan ... dengan perincan per tahun sebagai berikut:
1]. Tahun ... senilai Bp... ferbilang);
2). Tahun ... senilai Rp... fterbilang];
3). Dat.
b biaya pekerjaan ... dengan perincan per tahun sebagai berikut:
1]. Tahun .., senilai Rp... fterbilang);
2). Tahun ... senilai Bp... ferbilang],
3). Dat.
¢, Dat,
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BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pazal 9

Hal-hal wang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini  sepanjang mengenad
pelaksanasnnya, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan (Keputusan PITHAK

Demikian Mota Kesepakatan ini dibuat rangkap 2 [dua) bermaterai cukup, masing-masing
mempunyai kekuatan hulum yang sama.

............. Tanggal,................
: : Pimpinan DPRD
Gubernur (Bupati/ Waliketa..... Provinsi/kabupaten [Kota. ...
Selaleu, Selalu,
PIHAK PERTAMA FIHAK EEDUA
Mama Mama
KETUA
)
B
Mama
WAKTL KETUA
Mama
WAKIL KETUA
BERITA ACARA KESEPAKATAN
ANTARA
GUBERNUR /BUPATI /WALI KOTA. ...
DEMGAN
KETUA DPRD PEOVINSI KABUPATEN,/KOTA.......
MOMOR..........
TANGGAL. ...
TENTANG

PENAMBAHAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN BARU
FADA KUA DAN PPAS YANG TIDAK TERDAPAT DALAM REKPD

TAHIIN AMNGGIARAN






LAMPIRAN

Berita Acara Kesepakatan Nomor.................. Tanggal

_93_

............

.....

PROGRAM

KEGIATAN

SUB KEGIATAN

No.

Kode /

Indikator Kinerja

Urusan/Sub
Urusan/f
Organisasi/

Target
Capaian

Hasil
Program

Indikator Kinerja |

Kegiatan

Keluaran
Kegiatan

Target
Capaian

Indikator

Kinerja

Sub Kegiatan

Kehliaran
Sub
Kegiatan

Target
Capaian

Lokasi
Sub
Kegiatan

PLAFON

PRAKIRAAN
MAJU

ANGGARAN
SEMENTARA
Rp)

N+1

N+2

Ket

- |1. Urusan wajib

lyang berkaitan
engan
elayanan dasar

1.0]1 Pendidikan

. 30 XL

M0 XXX X0
Kegiatan ...

3300 00X X0 XK
Sub Kegiatan

M0 XXX X0
Kegiatan ...

3300 00X X0 XK
Sub Kegiatan

1.03 Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang

NNXXL

Program ...
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B. RKASKPD
1. Ketentuan Umum RKASKPD

Mengacu pada Pasal 93 sampai dengan Pasal 97 Pemerintah

Nomor 12 tahun 2019, Peraturan Bupati ini membuat

ketentuan terkait RKA- SKPD sebagai berikut:

a. Surat Edaran Bupati perihal Pedoman Penyusunan
RKA- SKPD diterbitkan paling lambat 1 (satu) minggu
setelah rancangan KUA dan rancangan
PPASdisepakati.

b. Surat Edaran Bupati paling sedikitmemuat:

1) prioritas pembangunan daerah, program, kegiatan
dan sub kegiatan yangterkait;

2) alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap
program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD berikut
rencana pendapatan dan penerimaanpembiayaan;

3) Dbatas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada
PPKD;dan

4) dokumen lain sebagai lampiran meliputi KUA,
PPAS, kode rekening APBD, format RKA-SKPD,
analisis standar belanja, standar satuan harga,
RKBMD dan kebijakan penyusunan APBD.

c. Rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan
yaitu hubungan anggaran belanja dengan sumber
pendanaan pendapatan dan penerimaan
pembiayaannya, antaralain:

1) Dbelanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan
program, kegiatan, dan sub kegiatan terkait
layanan retribusi sumber pendanaannya berasal
dari pendapatanretribusi;

2) Dbelanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan
program, kegiatan, dan sub kegiatan terkait dana
transfer khusus sumber pendanaannya berasal
dari pendapatan transfer khususberkenaan;

3) Dbelanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan
program, kegiatan, dan sub kegiatan terkait

sarana dan prasarana jalan sumber
pendanaannya berasal dari pendapatan pajak
kendaraan bermotor/pendapatan bagi
hasilberkenaan.

4) belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan
program, kegiatan, dan sub kegiatan terkait
penunjang urusan pemerintah daerah sumber
pendanaannya berasal dari pendapatan dana
alokasiumum.

d. KepalaSKPDmenyusunRKA-
SKPDberdasarkanKUAdanPPAS, serta mengacu pada
Surat Edaran Bupati tentang Pedoman
PenyusunanRKA-SKPD.

e. Untuk kesinambungan penyusunan RKA SKPD, kepala
SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan program,
kegiatan, dan sub kegiatan 2 (dua) tahun anggaran
sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun
anggaranberjalan.

f.  Proses penyusunan RKA-SKPD mengandung informasi,
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aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen

yang dilakukan secaraelektronik.

RKA-SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan

penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang

APBD sesuai dengan jadwal dan tahapan yang diatur

dalam Peraturan Bupati tentang pedoman penyusunan

APBD yang ditetapkan setiap tahun.

RKA-SKPD sebagaimana disusun dengan

menggunakan pendekatan:

1) Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah
dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju
secara bertahap disesuaikan dengan kebutuhan.
Prakiraan maju berisi perkiraan kebutuhan
anggaran untuk program, kegiatan dan sub
kegiatan yang direncanakan dalam tahun
anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang
direncanakan.

2) Penganggaran  Terpadu  dilakukan  dengan
memadukan seluruh proses perencanaan dan
penganggaran di lingkungan SKPD untuk

menghasilkan dokumen rencana kerja
dananggaran.
3) Penganggaran berdasarkan kinerja

denganmemperhatikan:

a) Keterkaitan antara pendanaan dengan
keluaran yang diharapkan dari subkegiatan;

b) Hasil dan manfaat yang diharapkan;dan

c) Efisiensi dalam pencapaian Hasil danKeluaran.

Penyusunan RKA-SKPD dengan menggunakan

pendekatan  penganggaran  berdasarkan  kinerja

berpedomanpada:

1) Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan
yang akan dicapai dari program, kegiatan dan sub
kegiatan yang direncanakan meliputi masukan,
keluaran, danhasil;

2) Tolok ukur kinerja merupakan ukuran prestasi
kerja yang akan dicapai dari keadaan semula
dengan mempertimbangkan faktor kualitas,
kuantitas, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan
dari setiap program, kegiatan dan subkegiatan;

3) Sasaran kinerja merupakan hasil yang diharapkan
dari suatu kegiatan atau keluaran yang
diharapkan dari suatu sub kegiatan yang akan
atau telah  dicapai sehubungan  dengan
penggunaan anggaran dengan kuantitas dan
kualitas yangterukur;

4) Analisis standar belanja merupakan penilaian
kewajaran atas beban kerja dan biaya yang
digunakan untuk melaksanakan suatu
subkegiatan;

5) Standar harga satuan merupakan harga satuan
barang dan jasa yang ditetapkan dengan
keputusan Bupati dengan mempertimbangkan
standar harga satuanregional;
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6) RKBMD merupakan dokumen perencanaan
kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1
(satu) tahun yang paling kurang berisi informasi
mengenai kebutuhan pengadaan BMD dan
pemeliharaan BMD;dan

7) Standar Pelayanan Minimal merupakan tolok
ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan
mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan
pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap
warga negara secaraminimal.

Untuk terlaksananya penyusunan RKA-SKPD
berdasarkan pendekatan kerangka pengeluaran jangka
menengah daerah, penganggaran terpadu dan
penganggaran berdasarkan kinerja serta terciptanya
kesinambungan RKA-SKPD, Kepala SKPD
mengevaluasi hasil pelaksanaan program, kegiatan,
dan sub kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya
sampai dengan semester pertama tahun
anggaranberjalan.

Evaluasi bertujuan untuk menilai program, kegiatan

dan sub kegiatan yang belum dapat dilaksanakan atau

belum
diselesaikantahunsebelumnyauntukdilaksanakanatau
diselesaikanpadatahunyangdirencanakanataul(satu)ta
hun berikutnya dari tahun yangdirencanakan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan

RKA- SKPD diatur dalam Peraturan Daerah mengenai

Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditetapkan sesuai

dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja

subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja

modal, dianggarkan dalam RKA-SKPD sesuai dengan
tugas dan fungsi pada masing-masingSKPD.

Belanja bunga, belanja tidak terduga dan belanja

transfer dianggarkan dalam RKA-SKPD padaSKPKD.

Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan

daerah dianggarkan dalam RKA-SKPDpada:

1) SKPKD;

2) SKPD/Unit SKPD terkait yang melaksanakan pola
pengelolaan keuanganBLUD;

Ketentuan Dokumen RKASKPD
Mengacu pada Pasal 98 dan Pasal 99 Pemerintah Nomor 12

tahun 2019, Peraturan Bupati membuat ketentuan terkait
dokumen RKA-SKPD sebagai berikut:

a.

Proses penyusunan RKA-SKPD mengandung informasi,
aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen
yang dilakukan secaraelektronik.

RKA-SKPD memuat rencana pendapatan, belanja, dan
pembiayaan untuk tahun yang direncanakan serta
prakiraan maju untuk tahunberikutnya.

Rencana pendapatan memuat urusan pemerintahan
daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek,
rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan
daerah. Rencana pendapatan diterima oleh SKPD
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sesuai dengan tugas dan fungsinya serta ditetapkan

sesuai dengan ketentuan = peraturanperundang-

undangan.
d. Rencana belanja memuat informasimengenai:

1) urusan pemerintahan daerah memuat urusan
pemerintahan
daerahyangdikelolasesuaidengantugasdanfungsiSK
PD.

2) organisasi memuat nama SKPD selakuPA,

3) standar hargasatuan,

4) RKBMD,

5) kinerja yang hendak dicapai terdiri dari indikator
kinerja, tolok ukur kinerja, dan sasaran kinerja
yang akan dicapai dari program, kegiatan dan

subkegiatan.

6) Program memuat nama program yang akan
dilaksanakan SKPD dalam tahun
anggaranberkenaan.

7) Kegiatan memuat nama kegiatan yang akan
dilaksanakan SKPD dalam tahun
anggaranberkenaan.

8) Sub kegiatan memuat nama sub kegiatan yang
akan dilaksanakan SKPD dalam tahun
anggaranberkenaan.

9) Akun, kelompok belanja yang masing-masing
diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek
belanja, dan sub rincian objek.

e. Rencana Pembiayaan memuatkelompok:

1) Penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan
untuk menutup defisit APBD, yang masing-masing
diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan
sub rincian objek penerimaanpembiayaan.

2) Pengeluaran pembiayaan yang dapat digunakan
untuk memanfaatkan surplus APBD, yang
masing-masing diuraikan menurut jenis, objek,
rincian  objek, dan sub rincian  objek
pengeluaranpembiayaan.

Ketentuan Lain Terkait RKASKPD

Mengacu pada Pasal 93 sampai dengan Pasal 100

PemerintahNomor12 tahun 2019, Peraturan Bupati membuat

ketentuan lainnya terkait RKA-SKPD sebagai berikut:

a. Dalam hal terdapat penambahan  kebutuhan
pengeluaran akibat keadaan darurat termasuk belanja
untuk keperluan mendesak, kepala SKPD dapat
menyusun RKA-SKPD di luar KUA dan PPAS yang telah
disepakati Bupati bersamaDPRD.

b. Dalam hal program, kegiatan, dan sub kegiatan
merupakan tahun terakhir untuk pencapaian prestasi
kerja yang ditetapkan, kebutuhan dananya harus
dianggarkan pada tahun yang direncanakan.

c. Dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi dan
tata kerja (SOTK), dalam masa transisi penyusunan
RKA-SKPD disusun oleh TAPD atau TAPD menunjuk
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SKPDterkait.

Dalam hal penyusunan RKA-SKPD, bagi SKPD/Unit
SKPD yang melaksanakan pola keuangan BLUD,
menggunakan kode rekeningAPBD.

KetentuanPelaksanaan

a.

b.

TAPD menyusun rancangan Surat Edaran tentang
Pedoman PenyusunanRKA-SKPD.

TAPD menyerahkan rancangan Surat Edaran tentang
Pedoman Penyusunan RKA-SKPD ke Bupati
untukdiotorisasi.

Bupati menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman
Penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan Kepala SKPD
dalam menyusunRKA-SKPD.

Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD berdasarkan KUA
dan PPAS serta SE KDH tentang Pedoman Penyusunan
RKA-SKPD mengikuti ketentuan umum RKA-SKPD dan
Ketentuan terkait Dokumen RKA-SKPD diatas.

Kepala SKPD menyampaikan RKA-SKPD kepada PPKD
sebagai
bahanpenyusunanrancanganPeraturanDaerahtentangA
PBD.

DokumenTerkait

[lustrasi dokumen pada tahapan penyusunan RKA-

SKPD menyajikan informasi yang bersifat dinamis sesuai
dengan kebutuhan yang disajikan setiap tahun dalam
ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai
pedoman penyusunan APBD.

[lustrasi dokumen pada tahapan penyusunan RKA-

SKPD disajikan sebagai berikut:

PROVINSI/ KABUPATEN /KOTA ...

RENCANA KERJA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGEAT DAERAH
(RKA-SKPD)
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Halaman ............
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGEAT DAER AH RKA -
Provinsi/Kabupaten/ Kota... SKPD
Tahun Anggaran...
Organisasi PRI e
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah
Satuan Kerja Perangkat Dacrah
Kode Jumlah
Rekening Uraiarn (Rp)
1 2 3

Pendapatan Daeral

FcndaEtan Asli Daerah

Pajak Daerah

Retribugi Daerah

Hasil pen,chiaan kekaynan daerah yvang
di pianhkan

Lain-lain pendapatan asli daerah yang

Pendapatan Transfer

Transfer Pemerintah Pusat

Transafer Antar Dacrah

Lain-lain Pendapatan dacrah yang sah

Hibah

Dana darurat

Lain-lain pendapatan sesun dengan

ketentuan perundang-undangan

Bﬂlanja Daerah

Belanja Operasi

Belanja pegowai

Bﬂlan.'la baranﬁ dan jasn

Belanja bunga

Belanja subsidi

Bﬂlan]a hibakh

Belanja bantuan sosial

Bf:lan.'!a Muodal

Belania modal tanah

Pembiayaan Daerah

Penerumann Pembayanan

S11FA

Pencairan dana cadangan

Hasil penjualan kekayaan daerah vang
dipisahlan

Penerimaan pinjaman daerah

Penerimaan kembali pemberian pinjaman
daerah

Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan

Pengeluaran Pembiayaan

Pembentukan dana cadangan

Penvertaan modal daerah

Pembayaran cicilan pokok utang vang
jatuh tempo

Pemberian pi.nji mian daerah

Pengeluaran pembiayaan lainnya sesun
dengan ketentuan perundang-undangan

Pembiayaan Neto
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Rincian Perhitingan

Halaman. ...........
REMCANA KERIA DAN ANGOG AR AN Formulir
SATUAN KERJA FERANGEAT DAERAH FRA-
Provinsi/Kabupaten /Kota ... PEMNDAPATAN
Tahun Anggaran ... SKPD
(Organi sas s
Rincian Angparan Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Dacrah

Kode Rekening Uraian Volume / Tarif/ shamia
, Satuan [Ep]
Eorefisicn Harga
Jumlah
......... Jangeal.........
Kepala SKPD
5
o]
Nama
[ | o
Pembahasan
Tanggal ...
Catatem  iiiiisiiies
1.
2,
Drst
Tim Angearan Pemerintah Daerah:
Mo Nama NP Jabatan Tanda tangan
1
| 2
st




-102 -



-103 -

Halaman...........
RENCANA KER.JA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGEKAT DAERAH REKAPITULASI
Provinsi/Kabupaten/Kota... RKA-BELANJA
Tahun Anggaran... SKPD
Organisasi o
Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode Jumlah
- - Sumber Tahun n
E 2 E E ‘E - ‘E Uraian Dana Lokasi Tahun-1 |Belanja|Belanja B,;lgﬂa Belanja Jumlah Tahun+1
g @ E ?gn @ L] Eﬂ Operasi| Modal ' Transfer S
= = - P it Terduga
Urusan ...
Bidang Urusan ...
Program ...
Kegiatan ...
Sub Kegiatan ....
dst ...
Kegiatan ...
dst ...
Urusamn ...
Bidang Urusan ...
Program ...
Kegiatan ...
Sub Kegiatan ....
dst ...
Kegiatan ...
dsi ...
Jumlah
erereeeiBngeal.........
Disiapkan oleh,
Kepala SKPD
(ox9)
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Halam an.
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
KA BELARIA
Provinsif Kabupaten f Kota ...
Tahun Anggaran... il
Hincian Anggaran Belang Menons Program dan Kegatan

LI P e e e . x

F R R N T TR ey
F R N T T T ATy
B R e e b
F R R N T T e ey
F R N T T T ATy
BR o lierbilang)
BB s [i=rbilang)
BB o [terbilang)
I I Ki Kegiata
Tl il B Tok k Ukur Kerja Target Kinerja
md TS I
] LN 1 - 1 1 ] X 1 L T
a5 i 1 1 1 AT 1 1 1 i 1
o HY 1 1 -
Meiers n I
| Bincian Perhifungn
Kode Helke il g Ui radar o fs e nsi Ba Hn,rp - J.:$h
J Walume — Hafuarn

| Hinc lan Pe hih.lr_bﬂ
Kode Heke ning Uraban o s be ni s': : Harg p— J.::;-h
f Wl A Hatuan
Tl wn Suby Keglatan
......... Jdangeml.o
Kepala SKPD
LT T
Halaman,.....
RENRCANA KERJA DAN ANGOGARAN Formubr
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA
Provinu / Kabupaten [ Kota PEMBIAYAAN
Tahun Anggaran SKFD
| O mamss RN K

Kincian Anggaran Pem by san Daerah

Kode Rekening Urmsan l‘l:ld‘

Jum lah Penenmann Pembiayasn

Jumlah Pen e ke
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RANCANGAN PERDAAPBD

1.

KetentuanUmum
Mengacu pada Pasal 101 sampai dengan Pasal 103

Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Peraturan Bupati

membuat ketentuan terkait penyiapan Raperda tentang

APBD sebagai berikut:

a. RKA SKPD yang telah disusun oleh Kepala SKPD
disampaikan kepada TAPD melalui PPKD
untukdiverifikasi.

b. Verifikasi dilakukan oleh TAPD untuk menelaah
kesesuaian antara RKA SKPDdengan
1) KUA danPPAS;

2) Prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumr

3) dokumen perencanaanlainnya;

4) capaianKinerja;

5) indikatorKinerja;

6) analisis standarbelanja;

7) standar hargasatuan;

8) perencanaan kebutuhanBMD;

9) Standar PelayananMinimal,

10) proyeksi perkiraan maju untuk tahun anggaran
berikutnya; dan

11) program, Kkegiatan, dan sub kegiatan antar

RKASKPD.
c. Dalam hal  hasil verifikasi TAPD  terdapat
ketidaksesuaian, Kepala SKPD

melakukanpenyempurnaan.

d. Selain diverifikasi TAPD, RKA-SKPD juga direviu oleh
Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah sesuai
dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

e. PPKD menyusun rancangan Perda tentang APBD dan
dokumen pendukung berdasarkan RKA SKPD yang
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telah disempurnakan oleh kepalaSKPD.

f. Rancangan Perda tentang APBD yang telah disusun
oleh PPKD disampaikan kepada Bupati.

g. Proses penyiapan Raperda tentang APBD
mengandunginformasi, aliran data, serta penggunaan
dan penyajian dokumen yang dilakukan
secaraelektronik.

Ketentuan Terkait Dokumen Rancangan PerdaAPBD

Mengacu Pasal 101 sampai dengan Pasal 103 Pemerintah

Nomor 12 tahun 2019, Peraturan Bupati membuat

ketentuan terkait dokumen Raperda tentang APBD

sebagaiberikut:

a. Rancangan Perda tentang APBD memuat lampiran
sebagai berikut:

1) ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut
kelompok dan jenis pendapatan, belanja,
danpembiayaan;

2) ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut
urusan pemerintahan daerah danorganisasi;

3) rincian APBD menurut urusan pemerintahan
daerah, organisasi, program, kegiatan, sub
kegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan,
belanja, danpembiayaan.

4) Rekapitulasi dan sinkronisasi Perda APBD yang
disajikan berdasarkan kebutuhan informasi
antaralain:

a) rekapitulasi belanja dan = kesesuaian
menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, program beserta hasil, kegiatan
beserta keluaran, dan sub kegiatan
besertakeluaran;

b) rekapitulasi belanja daerah untuk
keselarasan dan keterpaduan urusan
pemerintahan daerah dan fungsi dalam
kerangka pengelolaan keuangannegara;

¢) Rekapitulasi Belanja Untuk PemenuhanSPM,;

d) Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan
Rancangan APBD;

e) Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub
Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan
RancanganAPBD;

f)  Sinkronisasi Program Prioritas
Nasional dengan Program
PrioritasDaerah.

5) Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan
informasi pada Perda APBD antaralain:

a) daftar jumlah pegawai per golongan dan
perjabatan;

b) daftar piutangdaerah;

c¢) daftar penyertaan modal daerah dan
investasi daerah lainnya;

d) daftar perkiraan penambahan dan
pengurangan aset tetap daerah dan
asetlain-lain;
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e) daftar sub kegiatan tahun jamak (multiYears);
f)  daftar danacadangan;
g) daftar pinjamandaerah.

b. Dokumen pendukung rancangan Perda tentang APBD
terdiri atas nota keuangan dan rancangan Perkada
tentang penjabaran APBD.

c. Rancangan Perda tentang APBD memuat informasi
kinerja berdasarkan sasaran capaian kinerja dan
indikator kinerja masing-masing program, kegiatan,
dan subkegiatan.

KetentuanPelaksanaan

a. PPKD melakukan verifikasi atas RKA-SKPD yang telah
disusun oleh KepalaSKPD.

b. Jika terdapat ketidaksesuaian, TAPD meminta Kepala
SKPD untuk melakukanpenyempurnaan.

c. PPKD menyusun rancangan Perda tentang APBD dan
dokumen pendukung berdasarkan RKA SKPD yang
telah disempurnakan oleh kepalaSKPD.

d. PPKD menyampaikan rancangan Perda tentang APBD
yang telah disusun kepada Bupati.

DokumenTerkait
[lustrasi dokumen lampiran Peraturan Daerah tentang

APBD menyajikan informasi yang bersifat dinamis sesuai

dengan kebutuhan yang disajikan setiap tahun dalam

ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai
pedoman penyusunan APBD
[lustrasi dokumen lampiran Peraturan Daerah tentang

APBD pada tahapan rancangan Peraturan Daerah tentang

APBD disajikan sebagai berikut:

a. ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok
dan jenis pendapatan, belanja, danpembiayaan;

b. ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan
pemerintahan daerah danorganisasi,

c. rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun,
kelompok, jenis pendapatan, belanja, danpembiayaan;

d. Rekapitulasi dan sinkronisasi Perda APBD yang
disajikan berdasarkan kebutuhan informasi (jumlah
dan jenis dokumen rekapitulasi dan sinkronisasi
dapat disesuaikan dan/atau ditambahkan
berdasarkan informasi yang dibutuhkan);dan

e. Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan
informasi pada Perda APBD (jumlah dan jenis
dokumen rekapitulasi dan sinkronisasi dapat
disesuaikan dan/atau ditambahkan berdasarkan
informasi yangdibutuhkan).
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a. Ilustrasi Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok
dan jenis pendapatan, belanja, danpembiayaan

KABUPATEN .......
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN

Jumlak

Kode Uraian
IRp)

Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah

Pajak Daerah

Retribusi Daerah

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
dllipviza bl sin

Lain-lain PAD yvang sah

Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusal

Pendapatan Transfer Antar Dasrah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan Hibakh

Dana Damurat

Lain-lain Pendapatan Sesusi dengsn Ketenniamn
Peraturan Perundang-Undsngan

Jumlah Pendapatan

Belanja

Belanja Operasi

Belanja pegawai

Belanja barang dan jasa

Belanja bunga

Belanja subsidi

Belanja hibah

Belanja bantuan sosial

Belanja Modal

Belanja modal tanakh

Belanja modal peralatan dan mesin

Belanja modal gedung dan bangunan

Belanja modal jalan_ jaringsn dan irigssi

Belanja modal aset tetap lainnys

Belanja modal aset tidak berwujud

Belanja Tidak Terduga

|F~: mbiayvaan Daerah

Pencairan dana cadangan

Haszil penjualan kekayaan dasrah yang dipisahkan

|Ftn:rims:an pinjaman daerah

Penerimaan kembali pemberian pinjaman dasrah

Penerimaan pembiaysan lainnya sesuai dengan
ke e itz pe rundame -umndsngsmn

Lumlah Penerimaan Pembiayaan

Pengeluaran Pem biayvaan
Pembentukan dana cadangan

Ipul- e TP TRCaes [ L | [PR——
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b. IlustrasiRingkasanAPBDyangdiklasifikasimenuruturusanpemerintahandaerahdanorganisasi
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KABUPATEN ........
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Urusan Pemerintah Daerah

Pendapatan

Belanja

Operasi

Modal

Tidak
Terduga

Transfer

Jumlah
Belanja

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

PENDIDIKAN

1 |01

X-N.X-X.X-
XXX

Dinas...

N-M.X-M_X-
O

D=t ...

1 |02

KESEHATAN

1 |02

X-X.X-X.X-
NN

Dinas/Badan/Kantor/ Rumah Saldit ...

N-N.X-X.X-
XXX

Dst ...

1 103

PEKER.JAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

X-N.X-X.X-
MO0

Dinas...

N-M.X-M_X-
e

D=t ...

PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

X-N.X-X.X-
XXX

Dinas...

N-M.X-M_X-
O

D=t ...
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05

KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA
PELINDUNGAN MASYARAKAT

05

N-XN-M.X-
XXX

Dinas...

05

XX XK. X~
XN

06

06

M- N-MN.X-
X3

06

X-XX-X.X-
XX

Dast ...

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

TENAGA KERJA

LO7

o7

M- N-M.X-
X3

Dinas...

o7

X-XX-X.X-
X3

Dat ...

o8

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

OR

M- N-MN.X-
X300

Dinas...

o8

M= M=-X.X=-
X MK

Dast ...
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05

KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA
PELINDUNGAN MASYARAKAT

a5

X-MN.X-X.X-
L

Dinas...

a5

N-M.X-M.X-

Dst ...

06

SOSIAL

06

X-MN.X-X.X=-
I

Dinas...

06

X-N.X-X.X-
XX

Dst ...

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

o7

TENAGA KER.JA

o7

X-N.X-X.X-

Dinas...

o7

X-N.X-X.X-
LN

Dst ...

08

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
FPERLIND UNGAN ANAK

o8

X-N.X-X.X-

Dinas...

08

X-N.X-X.X=-
XX

Dst ...

09

PANGAN

o9

X-MN.X-X.X=-
LI

Dinas...

a9

N-M.X-M.X-

Dst ...
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10

PERTANAHAN

10

X-X.X-X.X-

Dinas...

10

N-M.M-MX.X-
b & e 4

Dst ...

11

LING KUNGAN HIDUP

11

X-X.X-X.X-
Y

Dinas...

11

X-X.X-X.X-

Dst ...

12

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

12

Dinas...

12

Dst ...

13

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

13

N-M.X-X.NX-

Dinas...

13

X-X.X-X.X-
X

Dst ...

14

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

14

X=-N.X-X.X-

Dinas...

14

X-X.X-X.X-
K

Dst ...
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XXX

(2 [15 [PERHUBUNGAN
2 |15 *****|pinas...
XXX
2 |15 [****|pst ...
XXX
2 [16 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 |16 *** ™% |Dinas...
XXX
2 |16 [ %% pst ...
XXX
(2 [17 KOPERASL USAHA KECIL. DAN MENENGAH
2 |17 **** |pinas...
XXX
2 |17 "% |Dst ...
XXX
(2 |18 |PENANAMAN MODAL
2 |18 *****|pinas...
X. XX
2 |18 [ pst ..
XXX
2 19 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2 lg M=-M.X-X.X- D‘iﬂﬂl
XXX
2 |19 [ ne
XXX
2 |20 STATISTIK
2 |20 ***** |pinas...
XXX
2 |zo0 | |Dst ...
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21

PERSANDIAN

21

X-X.X-X.X-
X.NX

Dinas...

21

X-X.X-X.X-
X.NX

Dst _..

22

KEBEUDAYAAN

22

M-X . N-X._X-
X. XX

Dinas

16

MN-X . N-X._X-
X MM

D=t ...

23

PERPUSTAKAAN

23

X-X . MN-X_X-
MMM

Dinas...

23

M= .M-X_X=
X. XX

Dst ...

24

KEARSIPAN

24

X-X.X-X.X-
X.NX

Dinas...

24

X-X . MN-X_X-
XXX

Dst _..

URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

KELAUTAN DAN PERIKANAN

25

X-X.X-X.X-
X.NX

Dinas...

25

X-X.X-X.X-
XXX

Dst _..

26

PARIWISATA

26

M-X . N-X._X-
X. XX

Dinas...

26

MN-X . N-X._X-
b

D=t ...
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27

PERTANIAN

27

X-X.X-X.X~
X 30X

Dinas...

27

X-X.X-X.X~
X 30X

Dat ...

28

KEHUTANAN

28

X-X.X-X.X-
X3

Dinas...

28

X-X .X-X.X-
X 30X

Dst ...

29

ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

29

Dinas...

29

Dst ...

30

PERDAGANGAN

30

X-X.X-X.X-
XXX

Dinas...

30

X-X.X-X.X~
XXX

Dat ...

31

PERINDUSTRIAN

31

X-X.X-X.X~
X 30X

Dinas...

31

M=3.NM-M._N-

Dat ...

32

TRANSMIGRASI

32

X-X .X-X.X-
X 30X

Dinas...

32

X-X.X-X.X-
XXX

Dst ...
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UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

01

SEKRETARIAT DAERAH

01

MM . X-M. X~
x.%x

Sekretariat Daerah

01

MM . X-M. X~
x.%x

Paniradya Kaistimewan ...

02

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH

02

MM . X-M. X~
x.x%

Sekretariat DPRD

UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

01

PERENCANAAN

01

MM MM X~
MM

01

M=M . M=M.N-
x.%x

Dst ...

KEUANGAN

02

M=M . M=M.N-
X.Xx

02

M=M . M=M.N-
X.Xx

Dst ...

03

KEPEGAWAIAN

03

M=M . M=M.N=
X.Xx

03

M=M . M=M.N=
X.Xx

Dst ...

04

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

04

M=M . M=M.N=
X.Xx

04

M=M. X=X . X~
.M

Dst ...
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05

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

05

=M. N-X.X=-
XXX

Badan...

03

X-X.X-X.X-
XXX

Dast ...

06

PENGHUBUNG

06

=M. N-X.N=-
3 MK

Badan ...

06

=M. N-X.N=-
X. XX

Dst ...

o7

PENGELOLAAN PERBATASAN DAERAH

o7

X-M.M-X.N-
XXX

Badan /Kantor ...

o7

X-X.X-X.X~-
XXX

Dst ...

UNSUR PENGAWAS

01

PENGAWAS

01

=M. N-X.N=-
X. XX

Inspektorat

UNSUR KEWILAYAHAN

01

KECAMATAN

01

X-X.X-X.X~-
MMM

Kecamatan ...

01

=M. N-X.N=-
X.NX

Dst ..

o2

KOTA ADMINSTRASI

02

X-M.M-X.N-
XXX

Kota ...

02

X-X.X-X.X-
XXX

Dst ...
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03 KABUPATEN ADMINISTRASI
03 | F XX Ik abupaten ...
XXX
03 | * XX Ingt
XXX
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
fo1 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
01 “";":"" Kesatuan Bangsa Dan Plitik
URUSAN KEKHUSUSAN
fo1 SYARIAT ISLAM ACEH
01 ¥ X Ininas Syariat Islam Aceh
XXX
'02 SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN
I ULAMA [MPU)
X-X.X-X.X- |Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
02
xxx_|(MPU) ...
03 SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH
03 "";":’" Sekretariat Baitul Mal Aceh ...
[04 SEKRETARIAT BADAN REINTEGRASI ACEH
04 "";":’" Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh ...
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9 {05 SEKRETARIAT LEMBAHA WALI NANGGROE

- |x-x.x-x.x-|Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga
9 105 .
xxx |Wali Nanggroe

Jumlah

SURPLUS / (DEFISIT)

Nama

c. Ilustrasi Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun,
kelompok, jenis pendapatan, belanja, danpembiayaan
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KABUPATEN........

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB

KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

MATTTTNT ANTAAMNATANT

PENDAPATAN DAERAH

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
4.X.XX Pendapatan
4.3x.xx% Pendapatan Asli Daerah
4.3x.xx% Pajak Daerah
4.x.xx Retribusi Daerah
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
4 x.xx .
Dipisahkan
4.X.Xx¢ Lain-lain PAD Yang Sah
4. x.xx Pendapatan Transfer
4.x.Xx Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
4.x.xx Pendapatan Transfer Antar Daerah
4.x.xx Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
4.X.XX Pendapatan Hibah
4.x.x%x¢ Dana Darurat
PR Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan

Peraturan Perundang-Undangan
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BELANJA DAERAH

Urusan Pemerintahan |: x

Bidang Urusan DKM XX
Organisasi XXX
Unit Organisasi DMK XX
Program D XXX.XX

Indikator Hasil

---------

Kegiatan... 1)

Indikator Keluaran

.........

Sub Kegiatan ...1)

Indikator Keluaran

.........

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5.X. X% Belanja
5.3%.xx Belanja Operasi
S5.x.xx Belanja Pegawai
5.x.Xxx Belanja Barang dan Jasa
S.X. XX Belanja Bunga
5% XX Belanja Subsidi
5.X. XX Belanja Hibah
5.3 Belanja Bantuan Sosial
5.3%xx Belanja Modal
5.x.xx Belanja Modal Tanah
5.X%.Xx Belanja Modal Peralatan dan Mesin
S.X. XX Belanja Modal Bangunan dan Gedung
5.%.x% Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi
5.X. XX Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
5.3 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
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SN Belanja Tidak Terduga
3.XXX Belanja Tidak Terduga
DOM.XX Belanja Transfer

ST 5. 4 Belanja Bagl Hasil

DOM.XX Belanja Bantuan Keuangan

Sub Kegiatan ...2) DOMLMMLMX
Indikator Keluaran
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

SoxX Belanja
SLMLNN Belanja Operasi
SN Belanja Pegawail
SLMLNN Belanja Barang dan Jasa
SN Belanja Bunga
D.XXX Belanja Subsidi
SN Belanja Hibah
S.oMNx Belanja Bantuan Sosial
S.oxNx Belanja Modal
SOMNLNX Belanja Modal Tanah
S.oMNx Belanja Modal Peralatan dan Mesin
SOMN.NX Belanja Modal Banpunan dan Gedung
S.oMNN Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi
SOMN.NX Belanja Modal Aset Tetap Lainnva
S.XX Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
S.XX Belanja Tidak Terduga
D.MXX Belanja Tidak Terduga
SoMLNX Belanja Transfer
So.NX Belanja Bagl Hasil
SLoMNX Belanja Bantuan Keuangan




-128 -

Kegiatan....2) X.XN.XX

Indikator Keluaran  |:........ .

Sub Kegiatan...1) X. XX XX

Indikator Keluaran  [:........ .

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

S.X.XX Belanja
5. Belanja Operasi
S5 .X.XX Belanja Pegawai
S.X.XX Belanja Barang dan Jasa
Sax.a Belanja Bunga
S5.x.xX Belanja Subsidi
S.X.EX Belanja Hibah
5. Belanja Bantuan Sosial
S Belanja Modal
Sax.a Belanja Modal Tanah
5.M.XX Belanja Modal Peralatan dan Mesin
S5.X.XX Belanja Modal Bangunan dan Gedung
S.X.XX Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi
5.ONL.NX Belanja Modal Aset Tetap Lainnva
S Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
S.X.XX Belanja Tidak Terduga
S5.X.XX Belanja Tidak Terduga
5.N.NX Belanja Transfer
S.X.XX Belanja Bagi Hasil
Sox.oa Belanja Bantuan Keuangan
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Sub Kegiatan...2] DML OMLMNX
Indikator Keluaran e iiiaas
KODE REKENING URAIAN SJUMLAH DASAR HUKUM

S.x.xx Belanja
5.3 %% Belanja Operasi
5. xx Belanja Pegawai
S5.x.xx Belanja Barang dan Jasa
5.%.xx Belanja Bunga
5.3 xx Belanja Subsidi
5.%.xx Belanja Hibah
5.3 xx Belanja Bantuan Sosial
5.x.Mx Belanja Modal
5.%.%xx Belanja Modal Tanah
5.x.%xx Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.x.Mx Belanja Modal Bangunan dan Gedung
5.3 xx Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi
5.3 xx Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
5.x.xx Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
5.3 %% Belanja Tidalk Terduga
5.x.xx Belanja Tidak Terduga
5.x. %% Belanja Transfer
5.3 %% Belanja Bagi Hasil
2. 3. XX Belanja Bantuan Keuangan

Nama
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D. RANCANGAN PERKADA PENJABARANAPBD

KetentuanUmum

Mengacu pada Pasal 106 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019,
Peraturan Bupati membuat ketentuan terkait penyiapan
Raperda tentang APBD sebagai berikut:

1.

a.

Berdasarkan persetujuan bersama terhadap rancangan
Perda tentang APBD, Bupati menyiapkan rancangan
Perkada tentang PenjabaranAPBD.

Proses penyiapan Raperkada tentang Penjabaran APBD
mengandung informasi, aliran data, serta penggunaan
dan penyajian dokumen yang dilakukan
secaraelektronik.

Ketentuan Terkait Dokumen Rancangan Perkada Penjabaran
APBD Mengacu Pasal 102 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019,
Peraturan Bupati membuat ketentuan terkait dokumen
Raperda tentang APBD sebagaiberikut:

a.

Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD memuat

lampiran sebagaiberikut:

1) ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi
menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek,
dan sub rincian objek, pendapatan, belanja,
danpembiayaan;

2) penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan
daerah, organisasi, program, kegiatan, sub
kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian
objek, dan sub rincian objek pendapatan,
belanja, danpembiayaan;

3) rekapitulasi dan sinkronisasi perkada penjabaran
APBD yang disajikan berdasarkan kebutuhan
informasi antara lain:

a) daftar nama penerima, alamat penerima, dan
besaran hibah;

b) daftar nama penerima, alamat penerima, dan
besaran bantuansosial;

¢) daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan
Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum
dan bersifatkhusus;

d) Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan
Besaran belanja bagihasil;

e) Rincian dana otonomi khusus menurut

f) Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak
Bumi dan Pertambangan Gas
Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi
menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan,
kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan
sub rincian objek pendapatan, belanja
danpembiayaan;

g) Sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi/
kabupaten/kota pada daerah perbatasan
dalam rancangan Perda tentang APBD dan
rancangan Perkada tentang penjabaran APBD
dengan program prioritas perbatasanNegara.

4) Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan

urusan pemerin
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informasi pada Perkada penjabaranAPBD.

b. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan
dalam
rancanganPerkadatentangpenjabaranAPBDdisertaipenje
lasan, yaitu:

1) Penganggaran pendapatan disertai penjelasan
mengenai dasar hukumpendapatan.

2) Penganggaran belanja disertai penjelasan
mengenai dasar hukum, lokasi sub kegiatan dan
belanja yang Dbersifat khusus dan/atau sudah
diarahkan penggunaannya, dan sumber
pendanaan subkegiatan.

3) Penganggaran pembiayaan disertai penjelasan
mengenai dasar hukum, sumber penerimaan
pembiayaan untuk kelompok penerimaan
pembiayaan, dan tujuan pengeluaran pembiayaan
untuk kelompok pengeluaranpembiayaan.

DokumenTerkait
[lustrasi dokumen lampiran Peraturan Bupati

penjabaran APBD menyajikan informasi yang bersifat

dinamis sesuai dengan kebutuhan yang disajikan setiap
tahun dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai pedoman penyusunan APBD.

[lustrasi dokumen lampiran Peraturan Bupati
penjabaran APBD pada tahapan Penetapan APBD disajikan
sebagai berikut:

a. ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut
kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub
rincian objek, pendapatan, belanja, danpembiayaan;

b. penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan
daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan,
kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian
objek pendapatan, belanja, danpembiayaan;

c. rekapitulasi dan sinkronisasi perkada penjabaran APBD
yang disajikan berdasarkan kebutuhan informasi
(jumlah dan jenis dokumen rekapitulasi dan
sinkronisasi dapat disesuaikan dan/atau ditambahkan
berdasarkan informasi yang dibutuhkan); dan

d. Informasilainnya yang menunjang kebutuhan informasi
pada Perkada penjabaran APBD (jumlah dan jenis
dokumen  rekapitulasi dan  sinkronisasi dapat
disesuaikan dan/atau ditambahkan berdasarkan
informasi yangdibutuhkan).
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a. ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut
kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian
objek, pendapatan, belanja, danpembiayaan;

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN
MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

KABUPATEN..........

Kode Uraian Jumlah (Rp)
4 Pendapatan
4.1 Pendapatan Asli Daerah
4.1.01 Pajak Daerah
4.1.01.01 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
4.1.01.01.01 |PKB-Mobil Penumpang-Sedan
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
41.01.01 3 undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
o Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
4.1.01 3¢ undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
o Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
4.1.02 Retribusi Daerah
4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum
4.1.02.01.01 _ |Retribusi Pelayanan Kesehatan
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
4.1.02.01 3 undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
o Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
4.1.02 3% undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
o Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
4.1.03.01 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah
T [Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
4.1.03.01 10x undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
4.1.0% 3% undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
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4,1.04 Lain-lain PAD Yang Sah
4.1.04.01 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
4.1.04.01.01 |Hasil Penjualan Tanah
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
4.1.04.01 xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
T Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah,
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
4.1.04 undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
1.04 .xx
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
4.2 Pendapatan Transfer
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
4.2.01.01 Dana Perimbangan
4,2,01.01.01 |Dana Transter Umum-Dana Bagi Hasil [DEH|
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
42.01.01 undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
2.01.01 xx
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
4.2.01 xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah
4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil
4.2,02.01.01 |Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
4.2.02.01 undangan  mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan
2.02.01 xx
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek  selanjutnya Sesuai  peraturan  perundang-
4.2.00 xx undangan mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan
R Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
4.3.01 Pendapatan Hibah
4.3.01.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
4.3.01.01.01 [Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
4.3.01.01 xx undangan mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan
e Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah,
Objek  selanjuinya Sesuai  peraturan  perundang-
4.3.01 xx undangan mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
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4,3.02 Dana Darrat
4,3.02.01 Dana Darrat
4.3.02.01.01 |Dana Darurat
Rincian Objek selanjutnya Sesual peraturan perundang-
4.3.02.01 xx undangan  mengenal  Klasifikasi, Kodefikasi  dan
Momenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah,
Objel  selanjulnya  Sesuai peraluran  perundang-
4.3.00 xx undangan  mengenal  Klasifikasi, Kodefikasi  dan
Momenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah,
4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan
Peramiran Perundang-Undangan
4.3.03.01 Lain-lain Perndapatan
4.3.03.01.01 |Pendapatan Hibah Dana BOS
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
4.3.03.01 xx undangan  mengenal  Klasifikasi, Kodefikasi  dan
Momenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah,
Objek  selanjutnys  Sesuai peraturan perundang-
4.3.03 xx undangan  mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi  dan
Momenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah,
3 Belanja
5.1 Belanja Operas
5.1.01 Belanja Pegawal
5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
5.1.01.01.01 |Belanja Gaji Polak ASN
Rincian Objek selanjutnya Sesual peraturan perundarng-
5 1.01.01 xx undangan  mengenal  Klasifikasi, Kodefikasi  dan
Momenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah,
Objek  selanjutnys  Sesuai peraturan perundang-
5 1.01 xx undangan  mengenal  Klasifikasi, Kodefikasi  dan
Momenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah,
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.1.02.01 Belanjan Barang
5.1.02.01.01 [Belanja Bahan Pakai Habis
Rincian Objek selanjutnya Sesual peraturan perundang-
& 1 0201 xx undangan  mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi  dan
T Momenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah,
Objek  selanjutnys  Sesual  peraturan  perundang-
& 1.02 xx undangan  mengenal  Klasifikasi, Kodefikasi  dan

Momenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah,
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5.1.03 Belanja Bunga
Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah
2.1.03.01
Pusat
Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah
5.1.03.01.01 [Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka
Menengah
Rincian Objek selanjutnya Sesual peraturan perundang-
undangan mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan
2.1.03.01 xx
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek  selanjutnya  Sesuai  peraturan  perundang-
5.1.0% 5x undangan  mengenal  Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah,
a.1.04 Belanja Subsidi
a.1.04.01 Belanja Subsidi kepada BUMN
5.1.04.01.01 [Belanja Subsidi kepada BUMN
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
510401 |WRdangan  mengenal Klagifkasi, Kodefikasi dan
S Nomenlklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah,
Objek  selanjutnya  Sesual  peraturan  perundang-
5.1 .04 xx undangan mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah,
a.1.05 Belanja Hibah
5.1.05.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat
5.1.05.01.01 |Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
510500 |Wndangan  mengenal Klasifkasi, Kodeflikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah,
Objek selanjutnya  Sesuai  peraturan  perundang-
5.1 .05 xx undangan mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah,
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial
5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu
5.1.06.01.01 Beh.arya Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada
[t ividu
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
510601 |Whdangan  mengenal Klagifkasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah,
Objek  selanjutnya  Sesual  peraturan  perundang-
5.1 .06 1 undangan mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah,
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5.2 Belanja Modal
5.2.01 Belanja Modal Tanah
5.2.01.01 Belanja Modal Tanah
5.2.01.01.01 |Belanja Modal Tanah Persil
Rincian Objek selanjutnya Sesual peraturan perundang-
&2 01.01 xx undangan  mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan
R Momenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek  selanjutnya  Sesual  peraturan perundang-
undangan mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan
2.2.01 xx
Momenklatr Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah,
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar
0.2.02.01.01 |Belanja Modal Alat Besar Darat
Rincian Objek selanjutnya Sesual peraturan perundang-
57 02 01 undangan  mengenai  Klasifikasi, Kodefikagi dan
Momenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objele  selanjutnya  Sesuai  peramran  perundang-
undangan  mengenai  Klazifikazi, Kodefikagi dan
52.02.x% Momenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
8.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung
5.2.03.01.01  |Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja
Rincian Objek selanjumya Sesuai peraturan perundang-
undangan  mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan
520301 xx Momenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek  selanjutnya  Sesuai  peraturan  perundang-
5203 undangan  mengenai  Klasifikasi, Kodefikagi dan
Momenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah,
5.2.04 Belanja Modal - Jalan, [rigasi, dan Jaringan
0.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan
5.2.04.01.01 [Belanja Modal Jalan
Rincian Objek selanjumya Sesuai peraturan perundang-
57 04 01 undangan  mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan
Momenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah,
Objek  selanjutnya  Sesuai peraturan  perundang-
undangan mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan
5.2.04 xx

Momenllatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
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5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan
52.05.01.01 |Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak
Rincian Objele selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
5.2.05.01xtx undangan  mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenlklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek  selanjutnya  Sesuai  peraturan  perundang-
52 05.xx undangan mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
5.2.06 Belanja Modal ...
5.2.06.01 Belanja Modal ...
5.2.06.01.01 [Belanja Modal ...
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai  Klasifikasi, Kodeflkasi dan
2.2.06.01.xx
Nomenlklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objele  selanjutnya  Sesuai  peraturan  perundang-
52 06xx undangan  mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan
o Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
5.3 Belanja Tidak Terduga
5.3.01 Belanja Tidak Terduga
53.01.01 Belanja Tidak Terduga
53.01.01.01 |Belanja Tidak Terduga
5.4 Belanja Transfer
5.4.01 Belanja Bagi Hasil
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
SADLIL Kabupaten/Kota dan Desa
54010101 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Kabupaten/Kota dan Desa
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
5.4.01.0xx undangan mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek  selanjutnya  Sesuai  peraturan  perundang-
5.4.01xx undangan mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenlklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
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5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan
5.4.02.01 Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi
5.4.02.01.01 Belalnja. Bantuan Keuangan Umum antar Daerah
Provinsi
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan
2.4,02.01 xx
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah,
Objek  selanjuinya Sesuai  peraturan  perundang-
8.4 02 xx undangan mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah,
Jumlah Belanja
Surplus / [Defisit]
b Pembiayaan
B.1 Penerimaan Pembiayaan
6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
B.1.01.01 Pelampauan Penerimaan PAD
6.1.01.01.01 [Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
6.1.01.01 undangan mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan
1.01.01 xx
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah,
Objek  selanjuinya Sesuai  peraturan  perundang-
undangan mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan
6.1.01 .xx
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah,
f.1.02 Pencairan Dana Cadangan
6.1.02.01 Pencairan Dana Cadangan
6.1.02.01.01 |Pencairan Dana Cadangan
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
6.1.02.01 undangan mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan
1.02.01 xx
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah,
Objek  selanjumya Sesual  peraturan  perundang-
6100 xx undangan mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah,
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6.1.03

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahlan

6.1.03.01

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahlan
pada Badan Usaha Milik Negara [BUMN)

6.1.03.01.01

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahlan
pada BUMN

6.1.03.01 xx

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

6.1.03.xx

Objeke  selanjutnya Sesuai  peraturan  perundang-
undangan mengenai  Klasifilkasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

6.1.04

Penerimaan Pinjaman Daerah

6.1.04.01

Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat

6.1.04.01.01

Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat Penerusan
Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah

6.1.04.01 xx

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

6.1.04.xx

Objele  selanjutnya Sesuai  peraturan  perundang-
undangan mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

6.1.05

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

6.1.05.01

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
kepada Pemerintah Pusat

6.1.05.01.01

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
kepada Pemerintah Pusat

6.1.05.01 xx

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

6.1.05.xx

Objek  selanjutnya Sesuai  peraturan  perundang-
undangan mengenai  Klasifilkasi, Kodefikasi dan
Nomenlklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
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6.1.06

Penerimaan  Pembiayaan  lainnya  sesusi dengan

leetentuan peraturan perundang-undangan

6. 1.06, 01

Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD

6,106, 01,01

Penerimaan Kembali Finjaman BLUD Jangka Pendek

6.1.06.01.xx

Rincian Objek selanjutnya Sesual peraturan perund ang-
undangan mengena Klasifikasi, Kodefikasi dan
Momenklatur Perencanaan Pembanpunan dan Keuangan
Dacrah,

6.1 .06,

Objek  selanjuinya  Sesuai  peraturan perundang-
undangan  menpgena  Klasifikasi, Kodefikasi dan
Momenklatur Perencanaan Pembanpgunan dan Keuangan
Daerak,

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

6.2

Pengeluaran Pembiayaan

6.2.01]

Pembentukan Dana Cadangan

6.2.01.01

Pembentulkan Dana Cadangan

6,.2.01.01.01

Pembentulan Dana Cad angan

6.2.01,01 xx

Rincian Objelk selanjutnya Sesual peraturan perund ang-
undangan mengena Klasifikasi, Kodefikasi dan
Momenklatur Perencanasn Pembanpgunan dan Keuangan
Daerah,

6.2.01 xx

Objek  selanjuinya Sesuai  peraturan perundang-
undangan menpgena Klasifikasi, Kodefikasi dan
Momenklatur Perencanasan Pembanpunan dan Keuangan
Daerah,

62,02

Pemyertaan Modal Daerah

6.2.02,01

Pemyertaan Modal Daerah pads Baden Usahe Milik
MNegara [BUMN)

6,2.02,01,01

Peryertaan Modal Daerah pada BUMN

6.2.02,01 xx

Rincian Objek selanjutnya Sesual peraturan perund ang-
undangan mengena Klasifikasi, Kodefikasi dan
Momenklatur Perencanasn Pembanpunan dan Keuangan
Dacrah,

6.2.02 =

Objek  selanjuinya  Sesuai  peraturan perundang-
undangan  menpgena  Klasifikasi, Kodefikasi dan
Momenklatur Perencanaan Pembanpgunan dan Keuangan
Daerak,

6.2 03
6.2.03.01

Pembayaran cicilan poleok Utang Yang Jatuh Tempao

Pembayaran Pinjaman Daerah dar Pemerintah Pusat

6.2.03.01.01

Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-
Penerusan Pinjaman Dalam Meperi-Jangka Menengah

6.2.03,0] xx

Rincian Objek selanjutnya Sesual peraturan perund ang-
undangan mengena Klasifikasi, Kodefikasi dan
Momenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah,

6.2.03,

Objek  selanjuinya  Sesuai peraturan perundang-
undangan menpgena Klasifikasi, Kodefikasi dan
Momenklatur Perencanasn Pembanpunan dan Keuangan
Daerah,




- 141 -

6.2.04

Pemberan Pinjaman Daerah

6.2.04,01

Pemberan Pinjaman Dacrah kepada Pemernntah Pusat

6.2.04.01.01

Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat

6,204, 01 .5xx

Fincian Objek selanjuinys Sesua peraturan perundang-
undangan mengenal  Klasifikasi,  Kodefikast  dan
Momenklatur Perencansan Pembangunan dan Keusangan
Daerakh,

6,204, 0

Objek  selanjutnys  Sesual peraturan perundang-
undangan mengenal Klasifikasi, Kodefikasi  dan
Momenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah,

6.2.05

pengeluaran Pembiayvaan  lainnyva  sesual dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan

£.2.05.01

Pinjaman BLUD

6.2.05.01.01

Pinjaman BLUD-Jangka Pendek

6.2.05.01 xx

Rincian Objek selanjutnya Sesual peraturan perundang -
undangan  mengenal Klasifilkas, Kodefikasi  dan
Momenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerakh,

6.2.05. xx

Objek  selanjutnya  Sesual peraturan perundang-
undangan mengenal  Klasifikasi,  Kodefikast  dan
Momenklatur Perencansan Pembangunan dan Keusngan
Daerakh,

Jumlah Pengeluaran pembiayaan

Pembiayvaan Neto

6.3

Sisa lebih  pembisyasn anggaran tahun berkenssn

(SILEA]

.....

Nama

b. penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah,

organisasi,
jenis,

program, kegiatan,

objek, dan

sub kegiatan, kelompok,

rincian

objek,dansubrincianobjekpendapatan,belanja,danpembiayaa

n.
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KABUPATEN........

PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB

KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DANPEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN ...

PENDAPATAN DAERAH

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
4 .. 300 Pendapatan
4 3.3 Pendapatan Asli Daerah
43530 Pajak Daerah
4 .33 Retribusi Daerah
Hasil Pengelolaan Kekayvaan Daerah Yang
d H.Nx .-
Dipisahkan
43300 Lain-lain PAD Yang Sah
4. K. K% Pendapatan Transfer
4.5 K% Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
4 3% 300 Pendapatan Transfer Antar Daerah
4.3 K% Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
43300 Pendapatan Hibah
4330 Dana Darurat
4 3 305 Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan

Peraturan Perundang-Undangan
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BELANJA DAERAH

Urusan Pemerintahan |: x

Bidang Unusan . o, 0.4, 4

Drganisasi D ONLUNNLKX

Unit Organisasi ELNNLXX

Program DOHLNNLXX

Indikator Hasil

Kegiatan...1}) XXX

Indikator Keluaran

Sub Kegiatan ... 1) HOHH.KX

Indikator Keluaran

KODE REEKENING UEAIAN JUMLAH DASAR HUKUNM

5.M.X% Belanja
5.M.X% Belanja Operasi
S.x.xx Belanja Pegawai
S.x.xx Belanja Barang dan Jasa
5.X.Xx Belanja Bunga
5.%.%x Belanja Subsidi
S.x.xx Belanja Hibah
S.x.xx Belanja Bantuan Sosial
5 .%.xx Belanja Modal
S.x.xx Belanja Modal Tanah
5.X.XX Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5 .H.xx Belanja Modal Bangunan dan Gedung
5.%.Xx% Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi
5.H.KX Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
5.X.XX Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
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SoM.xK Belanja Tidak Terduga
Sox.x Belanja Tidak Terduga
5.K.KX Belanja Transfer

S Belanja Bagi Hasil

LKL KK Belanja Bantuan Keuangan

Bub Kepiatan ...2) MMM
Indikator Keluaran  J:.........
KODE REKENING URALAN JUMLAH DASAR HUKLM

53K Belanja
S5.x.xx Belanja Operasi
5oxoMx Belanja Pepawai
S50 Belanja Barang dan Jasa
Sox.xx Belanja Bunga
S5.xonx Belanja Subsidi
5. KK Belanja Hibah
S.x.nx Belanja Bantuan Sosial
5.3 wx Belanja Modal
S.xomx Belanja Modal Tanah
S Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.om.oxx Belanja Modal Banpgunan dan Gedung
SoM.xK Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi
S5.NH.KEX Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
S50 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
S.oxomx Belanja Tidak Terduga
S50 Belanja Tidak Terduga
5.ox.xx Belanja Transfer
5.om.oxx Belanja Bagi Hasil
UK KX Belanja Bantuan Keuangan
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Kegiatan....2) KKK KX

Indikator Keluaran  [:.........

Sub Kegiatan...1) KKK XX

Indikator Keluaran  |:.........

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

S.x.xx Belanja
5.KX Belanja Operasi
50X Belanja Pegawai
S.ox.Mx Belanja Barang dan Jasa
S.K.xx Belanja Bunga
5.0KX Belanja Subsidi
S.X.xx Belanja Hibah
S.K.xx Belanja Bantuan Sosial
S.x.xx Belanja Modal
S.ox.xx Belanja Modal Tanah
5.KX Belanja Modal Peralatan dan Mesin
S.X.Xx Belanja Modal Bangunan dan Gedung
S.ox.xx Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi
5.KX Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
S.ox.Mx Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
5.KX Belanja Tidak Terduga
5.0KxX Belanja Tidak Terduga
5.KX Belanja Transfer
5.KX Belanja Bagi Hasil

5.%.Mx

Belanja Bantuan Keuangan




Sub Kegiatan.. 2} H.HH. KX
Indikator Keluaran  |:.........
KODE REKENING UEALAN JUMLAH DASAR HUKLUM

5K KK Belanja
5.x.0% Belanja Operasi
5.K.KX Belanja Pegawai
5K KK Belanja Barang dan Jasa
5K KK Belanja Bunga
5K KK Belanja Subsidi
5K KK Belanja Hibah
5K KK Belanja Bantuan Sosial
5.x. %% Belanja Modal
5. KK Belanja Modal Tanah
5. KK Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5. KK Belanja Modal Banpunan dan Gedung
5K KK Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi
5. KK Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
5. KK Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
5. KK Belanja Tidak Terdupga
T Belanja Tidak Terdupga
5.x.%% Belanja Transasfer
8K KK Belanja Bagi Hagil
8K KK Belanja Bantuan Keuangan

SLALLZEAL e

Bupati

2R

Nama
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BAB IV

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

A. PENYAMPAIAN DAN PEMBAHASAN RANCANGANAPBD

1.

KetentuanUmum

APBD ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah

(Perda), yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penyusunan APBD

dilakukan dengan Dberpedoman pada Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan

pelayanan kepada masyarakat demi tercapainya tujuan

bernegara.

Berdasarkan Pasal 104 dan Pasal 105 Pemerintah Nomor 12

tahun 2019, ketentuan umum terkait penyampaian dan

pembahasan Rancangan Perda tentang APBD adalah
sebagaiberikut:

a. BupatiwajibmengajukanrancanganPerdatentangAPBD
disertaipenjelasandandokumenpendukungkepadaDPRDp
aling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan
tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan
bersama antara Bupati danDPRD.

b. Bupati yang tidak mengajukan rancangan Perda tentang
APBD sesuai ketentuan, dikenai sanksi administratif
sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-
undangan.

c. Pembahasan rancangan Perda tentang APBD
dilaksanakan oleh Bupati dan DPRD setelah Bupati
menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta
penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

d. Pembahasan rancangan Perda tentang APBD
berpedoman pada RKPD, KUA, danPPAS.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur

beberapa ketentuan sebagai berikut:

a. Proses penyampaian dan pembahasan rancangan Perda
tentang APBD dapat mengandung informasi, aliran data,
serta penggunaan dan penyajian dokumen yang
dilakukan secaraelektronik.

b. Penjelasan dan dokumen pendukung antara lain nota
keuangan, RKPD, KUA, danPPAS.

c. Dalam pembahasan rancangan Perda tentang APBD,
DPRD dapat meminta RKA-SKPD sesuai kebutuhan
dalam pembahasan yang disajikan secara elektronik
melalui Sistem InformasiPemerintahan Daerah.

d. Dalam pembahasan rancangan Perda tentang APBD,
Bupati dan/atau DPRD dapat mengajukan usulan
penambahan/perubahan kegiatan/sub kegiatan dalam
rancangan Perda tentang APBD yang terdapat/tidak
terdapat dalam KUA dan PPAS untuk disetujui bersama.
Penambahan atau perubahan kegiatan/sub kegiatan
dapat dilakukan berdasarkan kriteria
keperluanmendesak.



2.
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DalamhalketerlambatanpersetujuanAPBDkarenaBupati
terlambat menyampaikan rancangan Perda tentang
APBD kepada DPRD dari jadwal, sanksi tidak dapat
dikenakan kepada anggota DPRD.

KetentuanPelaksanaan

a.

Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang APBD
beserta penjelasan dan dokumen pendukung
kepadaDPRD.

Bupati dan DPRD melakukan pembahasan rancangan
Perda tentang APBD dengan berpedoman kepada RKPD,
KUA, dan PPAS.

Hasil pembahasan rancangan Perda tentang APBD
dituangkan dalam persetujuan bersama  yang
ditandatangani oleh Bupati dan pimpinanDPRD.

B. PERSETUJUAN RANCANGANAPBD

KetentuanUmum

Persetujuan rancangan Perda tentang APBD dicapai setelah
melalui pembahasan bersama antara Bupati dan DPRD.
Persetujuan tersebut diwujudkan melalui penandatanganan
dokumen persetujuan bersama antara Bupati danDPRD.
Berdasarkan Pasal 106 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019,
ketentuan umum terkait persetujuan Rancangan Perda
tentang APBD adalah sebagai berikut:

1.

a.

Bupati dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan
Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan
sebelum dimulainya tahun anggaran setiaptahun.
Berdasarkan persetujuan bersama, Bupati menyiapkan
rancangan Perkada tentang penjabaranAPBD.

DPRD dan Bupati yang tidak menyetujui
bersamarancangan Perda tentang APBD dalam 1 (satu)
bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun,
dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan.

Dalam hal keterlambatan penetapan APBD karena Bupati
terlambat menyampaikan rancangan Perda tentang APBD
kepada DPRD dari jadwal, sanksi sebagaimana dimaksud
tidak dapat dikenakan kepada anggotaDPRD.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur
beberapa ketentuan sebagai berikut:

a.

Persetujuan bersama rancangan Perda tentang APBD
tersebutharus dicapai paling lambat 1 (satu) bulan
sebelum dimulainya tahun anggaranberikutnya.
Berdasarkan persetujuan bersama, Bupati menyiapkan
rancangan Perkada tentang penjabaranAPBD.
Dalam hal Bupati dan DPRD tidak mengambil
persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari
sejak disampaikan rancangan Perda tentang APBD oleh
Bupati kepada DPRD, Bupati menyusun rancangan
Perkada tentangAPBD.
Dalam hal Bupati berhalangan tetap, wakil Bupati
bertugas:
1) mengajukan rancangan peraturan daerah tentang
APBD kepada DPRD;dan
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2) menandatangani persetujuan bersama terhadap
rancangan peraturan daerah tentangAPBD.

e. Dalam hal Bupati berhalangan sementara, Bupati
mendelegasikan kepada wakil Bupatiuntuk:

1) mengajukan rancangan peraturan daerah tentang
APBD kepada DPRD;dan

2) menandatangani persetujuan bersama terhadap
rancangan peraturan daerah tentangAPBD.

f. Dalam hal Bupati dan wakil Bupati berhalangan tetap
atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan
oleh pejabat yang berwenang
selakupejabat/pejabatsementara/pelaksana tugas Bupati
menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang
APBD kepada DPRD, sedangkan penandatanganan
persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan
daerah tentang APBD dilakukan oleh pejabat yang
ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang,
selaku pelaksana tugas/ penjabat/penjabat sementara
Bupati.

g. Dalam hal seluruh pimpinan DPRD berhalangan tetap
atau sementara dalam waktu yang bersamaan, pelaksana
tugas pimpinan DPRD menandatangani persetujuan
bersama terhadap rancangan  peraturan daerah
tentangAPBD.

KetentuanPelaksanaan

a. Kepala Daerah dan DPRD melakukan persetujuan
Bersama berdasarkan hasil pembahasan rancangan
Perda tentangAPBD.

b. Berdasarkan persetujuan bersama yang telah dilakukan,
Bupati menyiapkan rancangan Perkada tentang

penjabaranAPBD.

c. Dokumen persetujuan bersama beserta rancangan Perda
tentang APBD.

DokumenTerkait

[lustrasi dokumen persetujuan rancangan APBD
menyajikan informasi yang bersifat dinamis sesuai dengan
kebutuhan yang disajikan setiap tahun dalam ketentuan
peraturan perundang- undangan mengenai pedoman
penyusunanAPBD.

[ustrasi dokumen pada persetujuan rancangan APBD
disajikan sebagai berikut:

a. Susunan Nota Keuangan RancanganAPBD
b. Nota Persetujuan Bersama atas RancanganAPBD
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[lustrasi Susunan Nota Keuangan Rancangan APBD

SUSUNAN NOTA KEUANGAN
ANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH

BAB 1. Pendahuluan
1.1. Umum;
1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Nota Keuangan;
1.3. Landasan hukum Penyusunan Nota Keuangan;

1.4, Sistematika Penulisan Nota Keuangan;

BAB II. Kondisi dan Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah
2.1. Kondisi Umum Pendapatan Daerah;
2.2. Permasalahan Utama Pendapatan Daerah;
2.3. Estimasi Pendapatan Daerah;
2.4, Kebijakan Umum Pendapatan Daerah;

BAB Ill. Kondisi dan Kebijakan Anggaran Belanja Daerah
3.1. Kondisi Umum Belanja Daerah;
3.2. Permasalahan Utama Belanja Daerah;
3.3. Kebijakan Umum Belanja Daerah;
3.4, Prioritas dan Plafon Angparan Belanja Daerah;

BAB IV. Kondisi dan Kebijakan Anggaran Pembiayaan
4.1, Kondisi Umum Pembiayaan;
4.2. Permasalahan Utama Pembiayaan,
4.3. Kebijakan Umum Pembiayaan;

BAB V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH
Memuat penjelasan ruang lingkup target dan sasaran program dan
kegiatan APBD menurut penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah

BAB VI. PENUTUP
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Nama
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a. Ilustrasi Nota Persetujuan Bersama atas RancanganAPBD

BERITA ACARA

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN DPRD
PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA.......

TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN ....

Pada hari ... tanggal ... bulan ... tahun ..., kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama » Gubernur /Bupati/Wali Kuta ........
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah
Provinsi/Bupati/Wali Kota ... yang beralamat di .., selanjutnya disebut
sebagai PIHAK PERTAMA

2, Nama » Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten [Kota.............

3. Nama : Wakil Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten [Kota,............

4. Nama » Wakil Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten [Kota,............
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, .., selanjutnya disebut sebagai PIHAK
KEDUA

Menyatakan bahwa;

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran ... yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA,

dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir
Berita Acara ini

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap
2 [dua) untuk dapat dipergunakan sebagnimana mestinys

............. Tanggal,........ocoeenn
Gubernur f Bupati /Walikota Pimpinan DPED
..... Provinsi f kabupaten /Kota......
Selaku, Selaku,
PIHAK PERTAMA FIHAK KEDUA

Mama
KETUA

Mama
WAKIL KETUA

ey
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C. EVALUASI RANCANGANAPBD

1. Evaluasi Rancangan APBDKabupaten/Kota

a.

KetentuanUmum
Evaluasi terhadap rancangan Perda kabupaten/kota
tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota
tentang penjabaran APBD dilakukan oleh gubernur
sebagai wakil pemerintah pusat. Evaluasi bertujuan
untuk mencapai keserasian antara kebijakan daerah dan
kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik
dengan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh
mana APBD kabupaten/kota tidak bertentangan dengan
kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau
peraturan daerah lainnya yang ditetapkan oleh
kabupaten/kota  bersangkutan. Untuk  efektivitas
pelaksanaan evaluasi, gubernur dapat mengundang
pejabat pemerintah daerah kabupaten/kota yang terkait.

Berdasarkan Pasal 112 sampai dengan Pasal 116

PemerintahNomor 12 tahun 2019, ketentuan umum

terkait evaluasi Raperda APBD dan Raperkada tentang

evaluasi Raperda APBD dan Perkada tentang APBD
adalah sebagaiberikut:

1) Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD
yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada
tentang penjabaran APBD disampaikan kepada
gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling
lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan
rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD
untukdievaluasisebelumditetapkanolehbupati/waliko
ta.

2) Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan
rancangan Perkada tentang penjabaran APBD
disertai dengan RKPD, KUA, dan PPAS yang
disepakati antara Bupati danDPRD.

3) Surat pengantar untuk menyampaikan rancangan
Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan
Perkada tentang Penjabaran APBD ditembuskan ke
Bupati tanpa disertailampiran.

4) Dalam melakukan evaluasi rancangan Perda
kabupaten/kota tentang APBD, gubernur sebagai
wakil pemerintahpusatberkonsultasi dengan Bupati
dan selanjutnya Bupati berkoordinasi dengan Bupati
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang keuangan.

5) Dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
tidak melaksanakan evaluasi, Bupati mengambil alih
pelaksanaan evaluasi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan.

6) Dalam rangka melaksanakan evaluasi tersebut,
Bupati  berkoordinasi dengan  Bupati yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidangkeuangan.
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7) Evaluasi dilakukan untuk menguji kesesuaian
rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan
rancangan Perkada tentang penjabaran
APBDdengan:

1) ketentuan peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi;

2) kepentinganumum;

3) RKPD, KUA, dan PPAS;dan

4) RPJMD.

8) Menguji kesesuaian dalam proses evaluasi adalah
untuk menilai kesesuaian program dalam rancangan
Perda tentang APBD dengan Perda tentang RPJMD
dan menilai pertimbangan yang digunakan dalam
menentukan sub kegiatan-sub kegiatan yang ada
dalam RKPD, KUA dan PPAS, serta menilai
konsistensi antara rancangan Perda tentang APBD
dengan KUA danPPAS.

9) Pengujian kesesuaian rancangan Perda
kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan
Perkada provinsi tentang penjabaran APBD dengan
kepentingan umum dilakukan untuk menghindari
hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan
umummeliputi:

1) terganggunya kerukunan antarwargamasyarakat;

2) terganggunya akses terhadap pelayanan publik;

3) terganggunya ketentraman dan ketertibanumum;

4) terganggunya kegiatan ekonomi untuk
meningkatkan kesejahteraan
masyarakat;dan/atau

5) diskriminasi terhadap suku, agama dan
kepercayaan, ras, antar-golongan, dangender.

10) Hasil evaluasi ditetapkan dengan keputusangubernur.

11) Gubernur sebagai wakil pemerintah  pusat
menyampaikan hasil evaluasi rancangan Perda
kabupaten/kota tentang APBD dan Perkada tentang
penjabaran APBD kepada Bupati dan Bupati yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan paling lambat 3 (tiga) hari sejak
ditetapkannya keputusan gubernur tentang hasil
evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang
APBD dan Perkada tentang penjabaranAPBD.

12) Keputusan gubernur disampaikan oleh gubernur
sebagai wakil pemerintah pusat kepada
bupati/walikota palinglambat
15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan Perda
kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan
Perkada tentang penjabaran APBD diterima.

13) Dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda
kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan
Perkada tentang penjabaran APBD sesuai dengan
ketentuan  peraturan  perundang-  undangan,
kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD,
bupati/wali kota menetapkan rancangan Perda
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kabupaten/kota tentang APBD menjadi Perda dan
rancangan Perkada tentang penjabaran APBD
menjadi Perkada sesuai dengan  ketentuan
peraturanperundang-undangan.

14) Dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda
kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan
Perkada tentang penjabaran APBD tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan,
kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD,
bupati/walikota bersama DPRD melakukan
penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak
hasil evaluasi diterima.

15) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh
bupati/wali kota dan DPRD, dan bupati/walikota
menetapkan rancangan Perda kabupaten/kota
tentang APBD menjadi Perda dan rancangan Perkada
tentang penjabaran APBD menjadi Perkada,
gubernur mengusulkan kepada Bupati, selanjutnya
Bupati mengusulkan kepada Bupati
yangmenyelenggarakanurusan  pemerintahan  di
bidang keuangan untuk melakukan penundaan
dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

16) Penyempurnaan hasil evaluasi dilakukan Bupati
melaluiTAPDbersamadenganDPRDmelaluibadanangg
aran.

17) Hasil penyempurnaan ditetapkan dengan keputusan
pimpinan DPRD.

18) Keputusan pimpinan DPRD dijadikan dasar
penetapan Perda tentang APBD.

19) Keputusan pimpinan DPRD dilaporkan pada sidang
paripurna berikutnya.

20) Keputusan pimpinan DPRD disampaikan kepada
gubernur untuk paling lambat 3 (tiga) hari setelah
keputusan tersebut ditetapkan.

21) Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap atau
sementara dalam waktu yang bersamaan, yang
melaksanakan tugas sebagai pimpinan sementara
DPRD menandatangani keputusan pimpinan DPRD
mengenai hasil penyempurnaan.

22) Dalam hal keputusan pimpinan DPRD mengenai
hasil penyempurnaan tidak diterbitkan sampai
dengan 7 (tujuh) hari sejak diterima hasil evaluasi
dari Bupati/gubernur, Bupati menetapkan Perda
APBD berdasarkan hasil penyempurnaan.

23) Perda APBD harus terlebih dahulu mendapat nomor
registrasi dariGubernur.

24) Proses evaluasi terhadap rancangan Perda
kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan
peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD
memuat informasi, aliran data, penggunaan dan
penyajian dokumen yang dilakukan secara
elektronik.
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25) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi

rancangan Perda tentang APBD dan rancangan
Perkada tentang penjabaran APBD diatur dengan
Peraturan Bupati.

KetentuanPelaksanaan

1)

3)

4)

5)

6)

7)

Paling lambat 3 (hari) setelah persetujuan bersama,
Bupati mengirimkan rancangan Perda
kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui
bersama antara Kepala Daerah dan DPRD beserta
rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD,
RKPD, KUA, dan PPAS kepada gubernur sebagai
wakil pemerintah pusat.
Gubernur sebagai wakil pemerintah  pusat
melakukan evaluasi, berkonsultasi dengan Bupati
dan selanjutnya Bupati berkoordinasi
Gubernur sebagai wakil pemerintah  pusat
mengeluarkan surat keputusan mengenai hasil
rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan
rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD.
Gubernur sebagai wakil pemerintah  pusat
menyampaikan hasil evaluasi rancangan Perda
kabupaten/kota tentang APBD dan Perkada tentang
penjabaran APBD kepada Bupati dan Bupati yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan paling lambat 3 (tiga) hari sejak
ditetapkannya keputusan gubernur tentang hasil
evaluasi rancangan.
Gubernur sebagai wakil pemerintah  pusat
menyampaikan keputusan mengenai hasil evaluasi
kepada bupati/walikota paling lambat 15 (lima belas)
hari terhitung sejak rancangan Perda
kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan
Perkada tentang Penjabaran APBD diterima.
Dalam hal keputusan gubernur sebagai wakil
pemerintah pusat menyatakan hasil evaluasi sesuai,
maka Bupati menetapkan rancangan Perda
kabupaten/kota tentang APBD menjadi Perda dan
rancangan Perkada tentang penjabaran APBD
menjadi Perkada sesuai dengan = ketentuan
peraturanperundang-undangan.
Dalam hal surat keputusan gubernur sebagai wakil
pemerintah pusat menyatakan hasil evaluasi tidak
sesuai, bupati/walikota bersama DPRD melakukan
penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung
sejak hasil evaluasi diterima dengan langkah-
langkah sebagaiberikut:

a) Bupati melalui TAPD bersama dengan DPRD
melalui badan anggaran melakukan
penyempurnaan hasilevaluasi.

b) Pimpinan DPRD menetapkan surat keputusan
mengenai hasil penyempurnaan untuk
kemudian dilaporkan pada sidang
paripurnaberikutnya.

c) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan

dengan Bur
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mengenai  hasil penyempurnaan  kepada
Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
paling lambat 3 (hari) setelah ditetapkan.

d) Berdasarkan keputusan pimpinan DPRD
mengenai hasil penyempurnaan, Bupati
melakukan penetapan Perda tentangAPBD.

e) Dalam hal keputusan pimpinan DPRD
mengenai hasil penyempurnaan tidak
diterbitkan sampai dengan 7 (tujuh) hari sejak
diterima hasil evaluasi dari Gubernur, Bupati
menetapkan Perda APBD berdasarkan
hasilpenyempurnaan.

f) Perda APBD harus terlebih dahulu mendapat
nomor registrasi dariGubernur.

8) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh
bupati/walikota dan DPRD, dan bupati/walikota
menetapkan rancangan Perda provinsi tentang APBD
menjadi Perda dan rancangan Perkada tentang
penjabaran APBD menjadi Perkada, Gubernur
mengusulkan kepada Bupati, selanjutnya Bupati
mengusulkan kepada Bupati yangmenyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk
melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana
Transfer @ Umum  sesuai dengan  ketentuan
peraturanperundang-undangan.

D. PENETAPAN PERDA APBD DAN PERKADA PENJABARANAPBD

1.

Ketentuan Umum

Penetapan rancangan Perda APBD menjadi Perda dan

rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD menjadi

Perkada tentang Penjabaran APBD merupakan tahap akhir

dalam proses penetapan APBD setelah melalui tahapan

penyusunan oleh pemerintah daerah, pembahasan bersama
oleh DPRD dengan pemerintah daerah, persetujuan DPRD
hingga evaluasi.

Penetapan rancangan Perda APBD menjadi Perda dan

rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD menjadi

Perkada tentang Penjabaran APBD ditandai dengan

penomoran, penandatanganan, dan pengundangan ke dalam

lembaran daerah.

Berdasarkan Pasal 117 Pemerintah Nomor 12 tahun 20109,

ketentuan umum terkait penetapan Perda APBD dan Perkada

Penjabaran APBD adalah sebagai berikut:

a. Rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada
tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi
ditetapkan oleh Bupati menjadi Perda tentang APBD dan
Perkada tentang penjabaran APBD.

b. Penetapan rancangan Perda tentang APBD dan

rancangan Perkada tentang penjabaran APBD dilakukan
paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.

c. Bupati menyampaikan Perda tentang APBD dan Perkada
tentang penjabaran APBD kepada Bupati bagi Daerah
provinsi dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
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bagi Daerah kabupaten/kota paling lambat 7 (tujuh) hari

setelah Perda dan Perkadaditetapkan.

d. Dalam hal Bupati berhalangan, pejabat yang berwenang
menetapkan Perda tentang APBD dan Perkada tentang
penjabaran APBD.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Bupati menerima surat keputusan sebagai dasar
penetapan rancangan Perda APBD menjadi Perda dan
rancangan Perkada tentang penjabaran APBD menjadi
Raperda yang berupa:

1) Surat Keputusan Bupati bagi daerah provinsi atau
Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam
evaluasi menunjukkan hasil sesuai.

2) Surat Keputusan Pimpinan DPRD dalam hal
dilakukan penyempurnaan terhadap hasil evaluasi
yang tidak sesuai.

b. Bupati harus mendapat nomor registrasi atas Perda
APBD provinsi dari Bupati dan Perda APBD
Kabupaten/Kota dari gubernur.

c. upati Dbeserta Sekretaris Daerah menyusun dan
menandatangani:

1) penetapan rancangan Perda APBD menjadi Perda; serta

2) penetapan rancangan Perkada APBD menjadi Perkada

d. Bupati menyampaikan perda tentang APBD dan perkada
tentang penjabaran APBD kepada Mendagri bagi daerah
provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota selambat-
lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

e. Bupati wajib menginformasikan substansi Perda APBD
yang telah dituangkan dalam lembaran daerah kepada
masyarakat.

E. PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RANCANGAN PERKADA APBD
DALAM HAL TIDAK TERCAPAI PERSETUJUAN BERSAMA
1. Ketentuan Umum

Dalam hal tidak tercapai persetujuan bersama antara Bupati

dan DPRD terhadap rancangan Perda tentang APBD dalam

jangka waktu yang ditetapkan, maka Bupati menyusun
rancangan Perkada tentang APBD untuk kemudian dilakukan
penetapan setelah memperoleh pengesahan dari Bupati (bagi

Daerah provinsi) atau dari Gubernur sebagai wakil pemerintah

pusat (bagi Daerah kabupaten/kota).

Mengacu pada Pasal 107 sampai dengan Pasal 110 Peraturan

Pemerintah Nomorl2 tahun 2019, peraturan Bupati ini

membuat ketentuan terkait penyusunan dan persetujuan

Rancangan Perkada tentang APBD dalam hal tidak tercapai

persetujuan bersama adalah sebagai berikut:

a. Dalam hal Bupati dan DPRD tidak mengambil
persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari
sejak disampaikan rancangan Perda tentang APBD oleh
Bupati kepada DPRD, Bupati menyusun rancangan
Perkada tentang APBD dengan berpedoman kepada
RPJMD, RKPD dan KUA serta PPAS.

b. Rancangan Perkada tentang APBD paling tinggi sebesar
angka APBD tahun anggaransebelumnya.
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Angka APBD tahun anggaran sebelumnya merupakan
angka pengeluaran APBD yang ditetapkan dalam APBD
tahun sebelumnya.
Dalam hal pemerintah daerah melakukan perubahan
APBD maka Angka APBD tahun anggaran sebelumnya
adalah angka pengeluaran APBD yang ditetapkan dalam
perubahan APBD tahun sebelumnya.
Rancangan Perkada tentang APBD diprioritaskan untuk
belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat
wajib.
Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang
dibutuhkan secara terus menerus dan harus
dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah
yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun
anggaran yang berkenaan, seperti belanja pegawali,
belanja barang dan jasa.
Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk
terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan
pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan,
kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak
ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga
pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya
sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-
undangan.
Angka APBD tahun anggaran sebelumnya dapat
dilampaui apabila terdapat:
1) kebijakan pemerintah pusat yang mengakibatkan
tambahan pembebanan pada APBD; dan/atau
2) keadaan darurat termasuk keperluan mendesak
sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-
undangan.
Rancangan Perkada ditetapkan menjadi Perkada setelah
memperoleh pengesahan dari Bupati (bagi Daerah
provinsi) dan dari gubernur sebagai wakil pemerintah
pusat (bagi Daerah kabupaten/kota).
Untuk memperoleh pengesahan, rancangan Perkada
tentang APBD beserta lampirannya disampaikan paling
lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak DPRD tidak
mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap
rancangan Perda tentang APBD.
Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari Bupati
atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak
mengesahkan rancangan Perkada, Bupati menetapkan
rancangan Perkada menjadiPerkada.
Dalam hal Bupati dan DPRD belum menyetujui bersama
rancangan Perda tentang APBD atau menetapkan
rancangan Perda tentang APBD menjadi perda tentang
APBD setelah dimulainya tahun anggaran setiap tahun,
Bupati menetapkan Perkada mengenai dasar
pengeluaran setiap bulan yang paling tinggi sebesar
seperdua belas jumlah pengeluaran APBD tahun
anggaran sebelumnya.
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m. Pengeluaran setiap bulan dibatasi hanya untuk
mendanai keperluan mendesak termasuk belanja yang
bersifat tetap seperti belanja pegawai, layanan jasa dan
keperluan kantor sehari-hari.

n. Proses penyusunan dan penetapan rancangan Perkada
tentang APBD dapat mengandung informasi, aliran data,
serta penggunaan dan penyajian dokumen yang
dilakukan secara elektronik.

Ketentuan Pelaksanaan

a. TAPD berkomunikasi dengan Pengguna Anggaran dari
masing- masing SKPD untuk mengumpulkan data
tentang belanja wajib dan belanja mengikat.

b. TAPD menyusun rancangan Perkada tentang APBD.

c. TAPD menyerahkan rancangan Perkada tentang APBD ke
Bupati melalui Sekda untuk diotorisasi.

d. Bupati menyerahkan kepada Bupati (bagi Daerah
Provinsi) atau kepada Gubernur sebagai wakil
pemerintah pusat (bagi Daerah Kabupaten/Kota) untuk
mendapatkan pengesahan.

e. Bupati (bagi Daerah provinsi) atau gubernur sebagai
wakil pemerintah pusat (bagi Daerah kabupaten/kota)
mengesahkan Rancangan Perkada menjadi Perkada.

Dokumen Terkait
[lustrasi dokumen Rancangan Perkada tentang APBD

menyajikan informasi yang bersifat dinamis sesuai dengan

kebutuhan yang disajikan setiap tahun dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai pedoman
penyusunan APBD.

[lustrasi dokumen Rancangan Perkada tentang APBD

memuat lampiran sebagai berikut:

a. Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut akun,
kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian
objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

b. Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan
pemerintahan daerah dan organisasi;

c. incian APBD menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun,
kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian
objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

d. Rekapitulasi Perkada APBD yang disajikan berdasarkan
kebutuhan informasi antara lain:

1) Rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut
urusan pemerintahan daerah, organisasi, program,
kegiatan, dan sub kegiatan beserta target dan
indikator;

2) Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan
keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan
fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan
negara;

3) Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan Standar
Pelayanan Minimal;

4) Sinkronisasi program pada RPJMD dengan rancangan
APBD;
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6)
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Sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan
pada RKPD dan PPAS dengan rancangan APBD;
Sinkronisasi program prioritas nasional dengan
program prioritas daerah;

e. Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi
pada Perkada APBD antara lain:

1)
2)
3)

4)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

Daftar jumlah pegawai per golongan dan perjabatan:
Daftar piutang daerah;

Daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah
lainnya;

Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan
aset tetap daerah dan aset lainnya;

Daftar subkegiatan tahun jamak (multiYears);

Daftar dana cadangan daerah;

Daftar pinjaman daerah;

Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran
hibah;

Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran
bantuan sosial,

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan
Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan
bersifat khusus;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan
Besaran belanja bagi hasil;

Rincian dana otonomi khusus menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan,
sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, rincian
objek, sub rincian objek pendapatan, belanja dan
pembiayaan;

Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan
Pertambangan Gas Alam/ tambahan DBH-Minyak
dan Gas Bumi menurut urusan pemerintahan
daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan,
akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub
rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
Rincian dana tambahan infrastruktur menurut
urusan pemerintahan daerah, organisasi, program,
kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis,
objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan,
belanja dan pembiayaan;

Sinkronisasi  kebijakan  pemerintah  provinsi/
kabupaten/kota pada daerah perbatasan dalam
rancangan Perda tentang APBD dan rancangan
Perkada tentang penjabaran APBD dengan program
prioritas perbatasan negara;

a. Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut akun, kelompok,
jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek pendapatan,
belanja,dan pembiayaan;
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KABUPATEN ........

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN

PEMBIAYAAN
Kode Uraian Jumlah [Rpl
4 Pendapatan
4.1 Pendapatan Asli Daerah
4.1.01 Pajak Daerah
4.1.01.01 Pajak Kendaraan Bermotor [PKB|
41.01.01.01 [PKB-Mobil Penumpang-Sedan
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
410101 s undangan mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek  selanjutnya Sesual  peraturan  perundang-
4101wt undangan  mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan
e Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah,
4.1.02 Retribusi Daerah
4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum
41020101 [Retribusi Pelayanan Kesehatan
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
4.1.00.01 5 undangan mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
4100 xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
o Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah,
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
410301 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah
S [Dividen| atas Penyertaan Modal pada BUMN
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
41.03.01 xx undangan  mengenai  Klasifilkasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objel  selanjutnya  Sesual  peraturan  perundang-
4103 xx undangan mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
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4.1.04 Lain-lain PAD Yang Sah
4,1.04.01 Hasgil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
4.1.04.01.01 |Hasil Penjualan Tanah
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
4.1.04.01 xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
T Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
4.1.04 xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah,
4.2 Pendapatan Transfer
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
4.2.01.01 Dana Perimbangan
4.2.01.01.01 |Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil [DBH|
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
4.2.01.01 xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
S Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah,
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
4201 xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
o Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah,
4.2.02 Pendapatan Transter Antar Daerah
4.2.02.01 Pendapatan Bagl Hasil
42020101 |Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Rincian Objek selanjutmya Sesuai peraturan perundang-
4.2.00.01 xx undangan mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan
ST Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah,
Objek  selanjutnya  Sesuai  peraturan  perundang-
4.2.02 3% undangan mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan
o Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
4.3.01 Pendapatan Hibah
4.3.01.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
4.3.01.01.01 |Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
Rincian Objek selanjutmya Sesuai peraturan perundang-
4.3.01.01 xx undangan mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah,
Objek  selanjutnya  Sesuai  peraturan  perundang-
4.3.01 xx undangan mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
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4.3.02.01 Dana Darurat
4.3.02.01.01 |Dana Darurat
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
4.3.00.01 undangan mengenai  Klasifikazi, Kodefikasi dan
Nomenlklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah,
Objek  selanjutnya Sesuai  peraturan  perundang-
undangan mengenai  Klasifikasi, Kodefikagi dan
%302 xx Nomenlklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah,
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan
4.3.03
Peraturan Perundang-Undangan
4.3.03.01 Lain-lain Pendapatan
4.3.03.01.01 [Pendapatan Hibah Dana BOS
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai  Klasifikasi, Kodefikagi dan
4.3.03.01 xx Nomenlklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah,
Objek  selanjutnya Sesuai  peraturan  perundang-
4.3.03 undangan mengenai  Klasifikazi, Kodefikasi dan
Nomenlklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah,
3 Belanja
a1 Belanja Operasi
3.1.01 Belanja Pegawai
3,1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
5.1.01.01.01 |Belanja Gaji Polok ASN
Rincian Objek selanjumya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai  Klasifikasi, Kodefikagi dan
5.1.01.01 xx
Nomenlklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah,
Objek  selanjutnya Sesuai  peraturan  perundang-
5101 xx undangan mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan
o Nomenlklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah,
2.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.1.02.01 Belanja Barang
5.1.02.01.01 |Belanja Bahan Pakai Habis
Rincian Objek selanjumya Sesuai peraturan perundang-
510201 undangan mengenai  Klasifikasi, Kodefikagi dan
Nomenlklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah,
Objek  selanjutnya Sesuai  peraturan  perundang-
5 107 xx undangan mengenai  Klasifikasi, Kodefikagi dan

Nomenklatr Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
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5.1.03 Belanja Bunga
5.1.03.01 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah
Pusat
Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah
51.03.01.01 [Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka
Menengah
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
5.1.09.01 undangan mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan
.1.03.01 xx
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah,
Objek  selanjutnya  Sesual  peraturan  perundang-
5.1.09 undangan mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan
1,03 xx
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah,
o.1.04 Belanja Subsidi
5.1.04.01 Belanja Subsidi kepada BUMN
5.1.04.01.01 |Belanja Subsidi kepada BUMN
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
5.1.04.01 undangan  mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan
1.04,01 xx
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah,
Objek  selanjutnya  Sesuai  peraturan  perundang-
51 04 xx undangan  mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan
o Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah,
a.1.05 Belanja Hibah
5.1.05.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat
5.1.05.01.01 |Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
5.1.05.01 xx undangan  mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah,
Objek  selanjutnya  Sesual  peraturan  perundang-
5.1.05 xx undangan mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan
o Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah,
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial
5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu
5.1.06.01 .01 E!'-eh.atya Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada
[ndividu
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
5. 1.06.01 xx undangan  mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah,
Objek  selanjutnya  Sesual  peraturan  perundang-
5 1 .06 3% undangan  mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
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5.2 Belanja Modal
2.2.01 Belanja Modal Tanah
3.2.01.01 Belanja Modal Tanah
3.2.01.01.01 |Belanja Modal Tanah Persil
Rincian Objek selanjumya Sesuai peraturan perundang-
&3 01 01 xx undangan mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan
T Nomenklatr Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek  selanjutnya Sesuai  peraturan  perundang-
undangan mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan
52,01 xx Nomenlklatir Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah,
2,2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar
3.2.02.01.01 |Belanja Modal Alat Besar Darat
Rincian Objek selanjumya Sesuai peraturan perundang-
570201 undangan  mengenai  Klasifikasi, Kodefikagi dan
2.02.01 xx
Nomenlklatir Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah,
Objek  selanjutnya Sesuai  peraturan  perundang-
5.7 07 xx undangan mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenlklatir Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
3,.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung
2.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja
Rincian Objek selanjumya Sesuai peraturan perundang-
5.7 03.01 undangan  mengenai  Klasifikasi, Kodefikagi dan
2.03.01 xx
Nomenlklatir Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah,
Objek  selanjutnya Sesuai  peraturan  perundang-
5.7 09 ¢ undangan mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenlklatir Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
5.2.04 Belanja Modal - Jalan, [riE.a,sl, dan Jarinﬂan
5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan
5.2.04,01.01 |Belanja Modal Jalan
Rincian Objek selanjumya Sesuai peraturan perundang-
&3 04 D1 xx undangan mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan
T Nomenlklatir Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek  selanjutnya Sesuai  peraturan  perundang-
5.7 04 xx undangan mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatr Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
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5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustalaan
5.2.05.01.01 |Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan
2.2.05.0]1 x
Nomenllatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek  selanjutnya  Sesuai  peraturan  perundang
5.2 05 xx undangan mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
2.2.06 Belanja Modal ...
2.2.06.01 Belanja Modal ...
5.2.06.01.01 |Belanja Modal ...
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan
2.2.06.0]1 xx
Nomenllatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek  selanjutnya  Sesuai  peraturan  perundang
5.2 06 xx undangan mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan
T Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
5.3 Belanja Tidak Terduga
5.3.01 Belanja Tidak Terduga
2.4.01.01 Belanja Tidak Terduga
5.3.01.01.01 |Belanja Tidak Terduga
5.4 Belanja Transfer
5.4.01 Belanja Bagi Hasil
5.4.01.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Kabupaten /Kota dan Desa
5.4.01.01.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Kabupaten /Kota dan Desa
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
54 01,01 xx undangan mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek  selanjutnya  Sesuai  peraturan  perundang
54,01 xx undangan mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
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5.4 .02 Belanja Bantuan Keuangan
5.4.02.01 Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi
54020101 B:-La.n_m. Bantuan Keuangan Umum antar Daerah
Provinsai
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
54 02 01 undangan  mengenal Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Eeuangan
Diaerals,
Objek  selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
54 07 o undangan  mengenal Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Eeuangan
Diaeral,
Jumlah Belanja
Surplus / [Defisit)
E] Fembiayaan
6,1 Penerimaan Pembiayasan
6.1.01 Siza Lebih Perhitungan Angearan Tahun Sebelumnya
61,001,001 Pelampauan Penerimaan PAD
6,1.01.01.01 |Pelampavan Penerimaan PAD-Pajak Daerah
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan  mengenai Klasifikasi, Kodefikazsi dan
5.1.01.01.xx Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Eeuangan
Diaeral.,
Objek  selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
65.1.01 % undangan  mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Eeuangan
Diaerals.
6,1.02 Fencairan Dana Cadangan
61,02 01 Pencairan Dana Cadangan
6,1,0201,01 Pencairan Dana Cadangan
FRincian Objek selanjumya Sesuai peraturan perund ang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
5.1.02.01.xx Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Eeuangan
Diaeral,
Objek  selanjutnya  Sesuai peraturan perundang-
6 1.02. %x undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
T Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Eeuangan
Diaerals,
61,03 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahlan
5.1.03.01 Hasgil Penjualan Kekayaan Daerah yvang Dipisahkan
aila Badan Usaha Milik Negara [BUM
5.1.03.01.01 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yvang Dipisahkan
pada BUMN
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
5.1.03.01 % undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Momenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Diaeral,
Objek  selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
6 1.03. %x undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan

MNomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah.
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6,202

Penyertaan Modal Daerah

6.2.02.01

Penyertaan Modal Daerah pada Badan
Megara [HUMN]

Ueaha Mililk

6,2.02.01.01

Penyertaan Modal Daerah pada BUMN

62,0201, xx

Rincian Objek selanjumya Sesuai peraturan perund ang-
undangan  mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembanpunan dan Keuangan
Craeral,

6,202, xx

Objek  selanjutnya  Sesual peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikaszi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembanpunan dan Keuangan
Draeral,

6.2.03

6.2.03.01

6.2.03.01.01

Pembayaran cicilan pokok Utang Yang Jatub Tempo

Pembayaran Pinjaman Dacrah dari Pemerintab Pusat

Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintab Pusat-

Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah

6,2.03.01.xx

Rincian Objek selanjumya Sesuai peraturan perund ang-
undangan  mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembanpunan dan Keuangan
Craerals.

6.2.03, xx

Objek  selanjutnya  Sesual peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikaszi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembanpunan dan Keuangan
Craerals.

6,204

Pemberian Finjaman Daerah

6.2.04.01

6.2.04.01.01

6.2.04,0]1, xx

Pemberian Pinjaman Dacrah kepada Pemerintab Pusat

Pemberian Pinjaman Dacrah kepada Pemerintab Pusat

Rincian Objek selanjumya Sesuai peraturan perund ang-
undangan mengenai Klasifikaszi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembanpunan dan Keuangan
Craeral,

6,204, xx

Objek  selanjutnya  Sesual peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikaszi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembanpunan dan Keuangan
Craerals.,

6.2.05

pengeluaran Pembiayaan  lainnya  sesuai
ketentuan peratiran perundang-undangan

dengan

6,2.05801

Pinjaman BLUD

6,2,0501.01

Finjaman BLUD-Jangka Pendek

6.2,05 0], xx

Rincian Objek selanjumya Sesuai peraturan perund ang-
undangan  mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembanpunan dan Keuangan
Diaeraly,

6,205, xx

Objek  selanjutnya  Sesual peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikaszi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembanpunan dan Keuangan
Craeral,

Jumlah Pengeluaran pembiayaan
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Pembiavaan Neto
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peim biay aan
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Bupati,

Nama
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KABUPATEN ........
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Kode

Unusan Pemerintah Daerah

Pendapatan

Belanja

Operasi

Madal

Tidak
Terduga

Transfer

Jumlah
Belarja

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG
BEEKAITAN DENGAN PELAY ANAN DASAR

01

PENDIDIKAN

01

KX XK. X~
X. XX

Dinas...

01

KX XK. X~
X. XX

Dst ...

02

KESEHATAN

o2

KX XK. X~
X. XX

Dinas/Badan/Kantor/ Rumah Sakit ...

02

X-X.X-X.X-
X. XX

Dst ...

03

PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

03

KX X=X X~
X. XX

Dinas...

03

X-X.X-X.X-
X. XX

Dst ..

04

PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

04

X-X.X-X.X-
X. XX

Dinas...

04

KX XK. X~
X. XX

Dt ...
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05

KETENTEAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA
PELINDUNGAN MASYARAKAT

05

X-X.X-X.X-
K.XX

Dinas...

05

KX X-K.X-
X.XX

Dst ...

06

S0OSI1AL

06

X-X.X-X.X-
K.XX

Dinas...

06

KX K-K. X~
X.XX

Dst ...

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN PELAY ANAN DASAR

o7

TENAGA KER.JA

o7

X-X.X-X.X-
K.XX

Dinas...

o7

KX X-K.X-
X.XX

Dst ...

08

PEMBEEDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

08

KX KK X~
XK. XX

Dinas...

08

X-X.X-X.X-
K.XX

Dst ...
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05

KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA
PELINDUNGAN MASYARAKAT

05

K-H.X-XK.X~-
X. XX

Dinas...

05

KR XK. XK~
X. XX

Dst ...

06

SO51AL

06

X=-X.X-X.X~-
X. XX

Dinas...

06

KR XK. XK~
X XX

Dst ...

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

07

TENAGA KERJA

07

X=-X.X-X.X~-
K. XX

Dinas...

07

K-H.X-XK.X~-
X. XX

Dst ...

08

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERELINDUNGAN ANAK

0&

KR XK. XK~
X. XX

Dinas. ..

08

X=-X.X-X.X~-
K. XX

Dst ...

oo

PANGAN

o9

KR XK. XK~
K. XX

Dinas...

oo

KR XK. XK~
K. XX

Dst ...
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10

PERTANAHAN

10

K-H.X-XK.X-
H. XX

Dinas...

10

K-H.X-K.X-
H.XX

Dist ...

11

LINGEUNGAN HIDUP

11

K-H.X-XK.X-
XXX

Dinas...

11

K-H.X-K.X-
XXX

D=t ...

12

ADMINISTRAS] KEPENDUDURAN DAN
PEMCATATAN SIPIL

12

K-H.X-K.X-
H.XX

Dinas...

12

K-H.X-XK.X-
H. XX

D=t ...

13

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

13

XK=X.X-X.X=-
H.XX

Dinas...

13

XK=X.X-X.X=-
MK

I F=

14

PENGENDALIAN PENDUDURK DAN KELUARGA
BERENCANA

14

K-H.X-K.X-
MK

Dinas...

14

K-H.X-K.X-
H.XX

| IE=
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XXX

2 |15 PERHUBUNGAN
2 |15 [F**** |Dinas...
H.KX
2 |15 5% |pst ...
M. XX
2 |16 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 |16 ¥ * % Dinas...
H.XX
2 |16 [ pet
M. XK
2 |17 KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
2 |17 % * |Dinas...
MoK
2 |17 "% |Dst ...
H.XX
2 |18 PENANAMAN MODAL
2 |18 ¥ % % ninas...
H.XX
2 |18 [P pet
H.XX
2 |19 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2 |19 [ |pinas
M. XX
2 |19 [ |pst ...
H.XX
2 |20 STATISTIK
2 |20 F** %X ninas...
M. XX
2 |20 [P pet
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21

PERSANDIAN

21

X=K_X=-X.X=
K. XX

Dinas...

21

H-X.X-X.X-
XXX

D=t ...

22

KEBUDAY AAN

22

H-X.X-X.X-
H.XX

Dinas

16

H=H._X=-H.X=-
MK

Dst ...

PERPUSTAKAAN

X=-X.X-X.X=
MK

Dinas. ..

23

X=K_X=-X.X=
K. XX

Dst ...

24

KEARSIPAN

24

H=H_X=-H.X=-
MK

Dinas. ..

24

H-X.X-X.X-
KX

Dat ...

URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

KELAUTAN DAN PERIKANAN

H-X.X-X.X-
MK

Dinas. ..

25

X=K_X=-X.X=
K. XX

Dst ...

26

PARIWISATA

26

H=H_X=-H.X=-
MK

Dinas. ..

26

H-X.X-X.X-
H.XX

Dat ...
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27

PERTANIAN

27

XK-X.X-X.X-
X. XX

Dinas...

27

K-X.X-X.X-
XXX

Dat ...

28

KEHUTANAN

28

XK-X.X-X.X-
X. XX

Dinas...

25

XK-X.X-X.X-
X. XX

Dst ...

29

ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

29

X=-X.X=-X.X=-
X. XX

Dinas...

29

K-X.X-X.X-
XXX

Dat ...

30

PERDAGANGAN

30

XK-X.X-X.X-
X. XX

Dinas...

30

XK-X.X-X.X-
X. XX

Dst ...

31

PERINDUSTRIAN

31

X=-X.X=-X.X=-
X. XX

Dinas...

31

K-X.X-X.X-
KN

Dst ...

32

TRANSMIGRASI

32

XK-X.X-X.X-
XXX

Dinas...

32

XK-X.X-X.X-
X. XX

Dst ...
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UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

01

SEKRETARIAT DAERAH

a1l

K=K _MH-A_X-
X. XX

Sekretariat Daerah

a1l

K=K _MH-A_X-
X. XX

Paniradya Kaistimewan ...

0z

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH

o2

K=K _MH-A_X-

Sekretariat DPRD

UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

a1l

PER ENCANAAN

o1

X-X.XK-X._X-
X. XX

Badan. ..

o1

H-K.XK-X.X-
X. XX

Dst ...

02

KEUANGAN

oz

XK. K-K._X-

Badan. ..

oz

XK. K-K._X-
X. XX

Dt ...

03

KEPEGAWAILAN

03

K=K _MH-A_X-
K. XX

Badan...

03

K=K _MH-A_X-
K. XX

Dist ...

04

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

04

Badan...

04

Dt ...
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a5

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

05

X-H.X-K.X-
X. XX

Badan...

05

X-H.X-K.X-
K. XK

Dst ...

06

PENGHUBUNG

06

X-X.X-X.X-
KXN

Badan ...

06

KX X=X.X-
K. XK

Dst ...

ay

PENGELOLAAN PERBATASAN DAERAH

o7

X=X X=X.X-
X XK

Badan/Kantor ...

av

KX X=X.X-
XXX

Dst ..

UNSUR PENGAWAS

01

PENGAWAS

o1

K-X.X-X.X-
X. XX

Inspektorat

UNSUR KEWILAYAHAN

o1

KECAMATAN

01

K-X.X-X.X-
X. XX

Kecamatan ...

01

K-X.X-X.X-
XXX

Dst ...

KOTA ADMINSTRASI

02

X-H.X-K.X-
K. XK

Kota ...

02

X-H.X-K.X-
XXX

Dst ...
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03 EABUPATEN ADMINISTRASI
X-X.X-X.X-
03 | e |Kebupaten ..
X-X.X-X.X-
03 X5 Dat ...
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
o1 [FFF XX esatuan Bangsa Dan Politik
X. XX
URUSAN KEKHUSUSAN
01 SYARIAT ISLAM ACEH
o1 [XX XX ninas Syariat Islam Aceh
X. 30
02 SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN
ULAMA (MPL)
o [XXx-xx- Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
xxx |(MPU) ...
03 SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH
03 ¥ ¥ sekretariat Baitul Mal Aceh ...
XXX
04 SEKRETARIAT BADAN REINTEGRASI ACEH
04 | F* % sekretariat Badan Reintegrasi Aceh ...

X.XX
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05

SEKRETARIAT LEMBAHA WALI NANGGROE

05

XK. X-X.X-
XXX

Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga
Wali Nanggroe

Jumlah

SURPLUS/ (DEFISIT)

.........

.........
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c. Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis,
objek, rincian objek dan subrincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ........
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB
KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN ...

PENDAPATAN DAERAH
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
4. XX Pendapatan
4.x.xx Pendapatan Asli Daerah
4% XX Pajak Daerah
4.%.Xx Hetribusi Daerah
4 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
JKUXX .

Dipisahkan
4.x.xx Lain-lain PAD Yang Sah
4. XXX Pendapatan Transfer
4. XXX Pendapatan Transler Pemerintah Pusat
4. XXX Pendapatan Transler Antar Daerah
4. XXX Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
.30 Pendapatan Hibah
4.x.:4x Diana Darurat

Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan
Foxxx Peraturan Perundang-Undangan




_197_

BELANJA DAERAH

Urusan Pemerintahan |: x

Bidang Urusan KKK KX

Organisasi XXX XX

Unit Organisasi X XK. XX

Program X XK. XX

Indikator Hasil

Kegiatan...1) HE 5.+, % +,4

Indikator Keluaran

Sub Kegiatan ...1) KKK KX

Indikator Keluaran

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5.x.xx Belanja
5.%.xx Belanja Operasi
5.X.XX Belanja Pegawai
5.%.xx Belanja Barang dan Jasa
5.%.xx Belanja Bunga
5.X.XX Belanja Subsidi
5.%.xx Belanja Hibah
5.%.Xx Belanja Bantuan Sosial
5.X.XX Belanja Modal
5.%.Xx Belanja Modal Tanah
5.x.xx Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.X.xx Belanja Modal Bangunan dan Gedung
5.X.XX Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi
5.x.xx Belanja Modal Aset Tetap Lainnva
5.%.xx Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
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5.XXX Belanja Tidak Terduga
5.xxx Belanja Tidak Terduga
S5.xxx Belanja Transfer
5.XX Belanja Bagi Hasil
S.XXX Belanja Bantuan Keuangan

Sub Kegiatan ...2) CORLUERLEX

Indikator Keluaran

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

S5.xxx Belanja
S5.XXX Belanja Operasi
5.XXX Belanja Pegawai
5.xxx Belanja Barang dan Jasa
5.xxx Belanja Bunga
5.XXX Belanja Subsidi
S.XXX Belanja Hibah
S.XXX Belanja Bantuan Sosial
5.xxx Belanja Modal
5.X.XX Belanja Modal Tanah
S5.XXX Belanja Modal Peralatan dan Mesin
D.K.NX Belanja Modal Bangunan dan Gedung
5.xxx Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi
5.xxx Belanja Modal Aset Tetap Lainnva
5.xxx Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
S5.XXX Belanja Tidak Terduga
S5.xxx Belanja Tidak Terduga
5.xxx Belanja Transler
S5.XXX Belanja Bagi Hasil
S5.XXX Belanja Bantuan Keuangan
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Kegiatan....2) KKK

Indikator Keluaran

Sub Kegiatan...1) XX

Indikator Keluaran

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5.x.xx% Belanja
5.3 Belanja Operasi
5.3 Belanja Pegawai
5.xxx Belanja Barang dan Jasa
5.x.xx Belanja Bunga
5.%.xx% Belanja Subsidi
5.3 Belanja Hibah
5.3 Belanja Bantuan Sosial
5.xxx Belanja Modal
5.x.xx Belanja Modal Tanah
5.x.xx Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.x.xx Belanja Modal Bangunan dan Gedung
5.%x.%xx% Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi
5.x.xx Belanja Modal Aset Tetap Lainnva
5.x.xx Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
5.x.xx Belanja Tidak Terduga
5.%X.%x% Belanja Tidak Terduga
5.x.xx Belanja Transfer
5.x.xx Belanja Bagi Hasil
5.x.xx Belanja Bantuan Keuangan
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Sub Kegiatan...2)

Indikator Keluaran

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
S5.xmx Belanja
DLMLEX Belanja Operasi
S.xmx Belanja Pegawal
DLMLKX Belanja Barang dan Jasa
S5.xmx Belanja Bunga
SLMLXX Belanja Subsidi
S.MLKEX Belanja Hibah
SLMLKX Belanja Bantuan Sosial
5.xmx Belanja Modal
SN Belanja Modal Tanah
S5.xmx Belanja Modal Peralatan dan Mesin
DLMLKX Belanja Modal Bangunan dan Gedung
S5.xxx Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi
DLMLKX Belanja Modal Aset Tetap Lainnva
S5.xxx Belanja Modal Aset Tidalk Berwuijud
SLOMLNX Belanja Tidalk Terduga
S5.xmx Belanja Tidalk Terduga
S5.xmx Belanja Transfer
DLMLEX Belanja Bagi Hasil
S.xmx Belanja Bantuan Keuangan
......... ,tanggal.........
Bupati

B

Nama
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PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

A. KERANGKAPENGATURAN
Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah yang dilakukan secara
tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan,
efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung
jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan,
dan manfaat untuk masyarakat.
Proses pengelolaan keuangan daerah dimulai dari
penganggaran yang ditandai dengan ditetapkannya APBD,
pelaksanaan dan penatausahaan atas APBD, serta
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
Pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah
mencakup proses- proses sebagaiberikut:
Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas UmumDaerah.
Pelaksanaan dan Penatausahaan KasTransitoris.
Penyiapan DPA-SKPD.
Anggaran Kas danSPD.
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah.
Pelaksanaan dan Penatausahaan BelanjaDaerah.
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pembiayaan Daerah.

NOGhWhE

Berdasarkan Pasal 120 sampai dengan Pasal 125
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, kerangka pengaturan
dalam pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah
adalah sebagai berikut:

1. Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah
dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui
Rekening Kas Umum Daerah yang dikelola oleh BUD.
Dalam hal Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah
sesuai dengan ketentuan = peraturan = perundang-
undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas
Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan
pengesahan Penerimaan Daerah dan Pengeluaran
Daerahtersebut.

2. PA/KPA, Bendahara Penerimaan/Bendahara
Pengeluaran, dan orang atau badan yang menerima
atau menguasai uang/kekayaan daerah wajib
menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan
dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang
menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas
pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap
kebenaran material dan akibat yang timbul dari
penggunaan surat bukti dimaksud. Kebenaran material
merupakan kebenaran atas penggunaan anggaran dan
hasil yang dicapai atas Beban APBD sesuai dengan
kewenangan pejabat yang bersangkutan.
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4. Bupati dan perangkat daerah dilarang melakukan
pungutan selain dari yang diatur dalam Peraturan
Daerah, kecuali ditentukan lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Penerimaan perangkat daerah yang merupakan
Penerimaan Daerah tidak dapat dipergunakan langsung
untuk pengeluaran, kecuali ditentukan lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

6. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang
berakibat pengeluaran atas Beban APBD apabila
anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak
tersedia atau tidak cukup tersedia. Setiap pengeluaran
atas Beban APBD didasarkan atas DPA dan SPD atau
dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

7. Bupati dan perangkat daerah dilarang melakukan
pengeluaran atas Beban APBD untuk tujuan lain dari
yang telah ditetapkan dalam APBD.

8. Untuk pelaksanaan APBD, Bupati menetapkan:

Pejabat yang diberi wewenang menandatanganiSPD;

Pejabat yang diberi wewenang menandatanganiSPM;

Pejabat yang diberi wewenang

mengesahkan surat pertanggungiawaban,;

Pejabat yang diberi wewenang menandatanganiSP2D;

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;

Bendahara Penerimaan pembantu dan Bendahara

Pengeluaran pembantu;

g. Bendahara Khusus; dan
h. Pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaanAPBD.

9. Keputusan Bupati tentang penetapan pejabat untuk
pelaksanaan APBD dilakukan sebelum dimulainya
tahun anggaran berkenaan dan tidak memuat tahun
anggaran.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur

beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam hal Penerimaan Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan tidak
dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah,
pencatatan Penerimaan Daerah dilaksanakan setelah
adanya pengesahan BUD atas laporan penerimaan
dariPA.

2. Dalam hal Pengeluaran Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan tidak
dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah,
pencatatan Pengeluaran Daerah dilaksanakan setelah
adanya pengesahan BUD atas laporan pengeluaran dari
PA.

3. Pengesahan dokumen yang berkaitan dengan surat
bukti yang menjadi dasar penerimaan atau
pengeluaran atas pelaksanaan APBD, dilakukan
melalui penelitian kelengkapan dokumen laporan
sesuai dengan = ketentuan = peraturanperundang-
undangan.

o

oo
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B. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN KAS UMUM DAERAH

1.

Ketentuan Umum
PPKD selaku BUD wajib menyelenggarakan
penatausahaan setiap uang/kekayaan daerah yang
diterima dan/atau dalam penguasaannya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan
Pasall126 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,
dalam rangka pengelolaan uang daerah PPKD selaku
BUD membuka Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)
pada bank umum yang sehat.
Penatausahaan Kas Umum Daerah dilaksanakan oleh
BUD dan pihak terkait lainnya khususnya Bendahara
Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu,
Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran
Pembantu, dan Bendahara Khusus Lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pelaksanaan penatausahaan ini meliputi:
PembukaanRKUD
Pembukaan RekeningOperasional
Pembukaan RekeningSKPD
Penempatan Kas dalam Investasi JangkaPendek
Penatausahaan oleh Bendahara Umum Daerah
Pelaporan oleh Bendahara Umum Daerah
Ketentuan Pelaksanaan
Mengacu pada Pasal 127 sampai dengan Pasal 129
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,
Peraturan Bupati ini membuat ketentuan pelaksanaan
terkait penatausahaan Kas Umum Daerahadalah
sebagai berikut:
a. Pembukaan RKUD
Bupati dalam pengelolaan keuangan daerah
menunjuk bank umum yang sehat sebagai
penampung RKUD. Bank umum yang sehat
adalah bank umum di Indonesia yang aman/sehat
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam menunjuk bank yang akan digunakan
untuk menyimpan Kas Umum Daerah, Bupati juga
harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
1) Reputasi Bank
Bank yang dipilih harus memiliki rekam jejak
yang baik. Misalnya, bank tidak pernah terlibat
kasus penipuan nasabah atau kasus-kasus
lain yang merugikan nasabah.
2) PelayananBank
Bank yang dipilih juga harus memiliki
pelayanan yang baik dan memadai. Terlebih
lagi di masa sekarang dibutuhkan kecepatan
dan ketepatan dalam melakukan transaksi.
Khusus untuk Pemerintah Daerah, bank juga
harus dapat melakukan pelayanan-pelayanan
khusus seperti pemotongan dan penyetoran
pajak, dan lain-lain.
3) Manfaat memberikan manfaat ekonomi, sosial,
peningkatan pendapatan daerah dan/atau

e o T
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peningkatan kesejahteraan dan/atau
pelayanan masyarakat.
Penunjukkan Bank Umum sebagai penampung
RKUD ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja
Sama (PKS) antara PPKD selaku BUD dengan
pejabat bank umum yang bersangkutan. PKS
paling sedikit memuat:
1) jenis pelayanan yangditerima;
2) mekanisme pengeluaran dan penyalurandana;
3) pelimpahan penerimaan dan saldorekening;
4) penerimaan bunga/jasa giro/bagihasil;
5) pembayaran imbalan atas jasapelayanan;
6) sanksiataspelayananyangtidaksesuaidenganperjanjia
n;
7) kewajiban menyampaikan laporan;dan
8) tata cara penyelesaianperselisihan.

Pemerintah Daerah berhak memperoleh bunga
dan/atau jasa giro/imbalan hasil lainnya yang
sejenis atas dana yang disimpan pada bank
berdasarkan tingkat suku bunga dan/atau jasa
giro yang berlaku. Bunga dan/atau jasa
giro/imbalan hasil lainnya yang sejenis yang
diperoleh Pemerintah Daerah merupakan lain- lain
Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Sedangkan
biaya sehubungan dengan pelayanan yang
diberikan oleh bank didasarkan pada ketentuan
yang berlaku pada bank yang
bersangkutan.Biayatersebutdibebankanpadabelanj
adaerah.

Pembukaan RekeningOperasional

Bendahara Umum Daerah dapat membuka

rekening penerimaan dan rekening pengeluaran

untuk mendukung kelancaranpelaksanaan
operasional penerimaan dan pengeluaran daerah
pada Bank yang sama dengan Bank penampung

RKUD yang ditetapkan oleh Bupati.

1) BUD dapat membuka beberapa rekening
operasional  penerimaan sesuai dengan
kebutuhan untuk mempermudah mekanisme
penerimaan pendapatandaerah.

2) BUD membuka rekening operasionalpengeluaran.

Dalam hal penyaluran penerimaan daerah
mensyaratkan ke rekening Bank Umum tertentu,
Bendahara Umum Daerah dapat membuka
rekening penerimaan daerah pada Bank dimaksud
setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan
dan/atau rekening pengeluaran pada Bank Umum
ke Rekening Kas Umum Daerah atau sebaliknya,
dilakukan atas perintah Bendahara Umum
Daerah. Perintah pemindahbukuan oleh
Bendahara Umum Daerah dimaksud dituangkan
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dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BUD

dengan pejabat penanggungjawab pada Bank yang

terkait.

Selanjutnya, ketentuan pelaksanaan terkait

rekening operasional penerimaan adalah sebagai

berikut:

1) Rekening operasional penerimaan
dioperasikan untuk menerima  setoran
langsung penerimaan daerah yang tidak
melalui bendahara penerimaan dan/atau

menerima setoran pendapatan yang
dilakukan oleh bendahara penerimaan.
2) Rekening operasional penerimaan

dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil
yang seluruh penerimaannya harus disetor ke
Rekening Kas Umum Daerah sekurang-
kurangnya sekali sehari pada akhir hari kerja
sesuai dengan yang ditetapkan dalam PKS
antara Bendahara Umum Daerah dengan
Bank Umum bersangkutan.

Ketentuan pelaksanaan terkait rekening
pengeluaran operasional adalah sebagai berikut:
1) Rekening operasional pengeluaran

dioperasikan sebagai rekening yang digunakan
untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah
sesuai rencana pengeluaran.

2) Rekening operasional pengeluaran ini
dioperasikan untuk pelaksanaan belanja yang
dibayarkan secara langsung kepada pihak
ketiga melalui mekanisme LS dan juga untuk
pemberian UP, penggantian Uang Persediaan
(GU) kepada bendahara pengeluaran serta
pemberian TU kepada bendahara pengeluaran
dan bendahara pengeluaran pembantu.

Pembukaan Rekening SKPD

Ketentuan pelaksanaan terkait rekening SKPD

adalah sebagai berikut:

1) Untuk mendekatkan pelayanan pelaksanaan
penerimaan dan pengeluaran kas pada tingkat
SKPD, BUD membuka rekening bank atas
nama  Bendahara  Penerimaan/Bendahara
Penerimaan  Pembantu dan  Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu SKPD pada bank yang sama dengan
RKUD sesuai dengan kebutuhan untuk
mempermudah mekanisme penerimaan
pendapatan daerah dan belanja daerah.

Dalam hal penyaluran penerimaan daerah
mensyaratkan ke rekening Bank Umum
tertentu, Bendahara Umum Daerah dapat
membuka rekening Bendahara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
SKPD pada Bank dimaksud setelah mendapat



- 206

persetujuan Bupati.

2) Rekening penerimaan SKPD digunakan untuk
menampung penerimaan daerah yang menjadi
kewenangan SKPD bersangkutan. Pada akhir
hari kerja, saldo yang ada di rekening
penerimaan SKPD tersebut wajib disetorkan
seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah
oleh  bendahara  penerimaan. Rekening
penerimaan SKPD dibuka atas nama SKPD
atau bendahara penerimaan SKPD.

3) Rekening pengeluaran SKPD digunakan untuk
pengelolaan wuang yang akan digunakan
sebagai belanja-belanja SKPD, seperti uang
persediaan dan tambahan wuang persediaan
yang dikelola oleh bendahara pengeluaran
SKPD. Rekening pengeluaran SKPD dibuka
atas nama SKPD/bendahara pengeluaran
SKPD atau bendahara pengeluaran pembantu
SKPD.

Penempatan Kas dalam Investasi Jangka Pendek

Dalam pengelolaan kas, uang daerah yang belum

digunakan dapat dioptimalkan dan dialokasikan

untuk investasi jangka pendek. Investasi jangka
pendek merupakan investasi yang dapat segera
diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam
rangka pengelolaan kas dengan risiko rendah serta
dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Termasuk dalam investasi jangka pendek adalah

deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai

dengan 12 (dua Dbelas) bulan yang dapat
diperpanjang secara otomatis, pembelian Surat

Utang Negara (SUN) jangka pendek dan Sertifikat

Bank Indonesia (SBI).

Seperti dinyatakan di atas bahwa investasi jangka

pendek bisa dilakukan melalui tiga cara yaitu

melalui Deposito, Surat Utang Negara dan

Sertifikat Bank Indonesia.

1) Deposito
Deposito adalah sejenis jasa tabungan yang
biasa  ditawarkan oleh bank  kepada
masyarakat. Deposito juga memiliki
persyaratan tertentu salah satunya memiliki
jangka waktu tertentu dimana wuang di
dalamnya tidak boleh ditarik nasabah.
Sementara itu, imbal jasa dari deposito adalah
bunga deposito yang biasanya lebih tinggi dari
tabungan biasa. Pemerintah Daerah
melakukan penempatan kas daerah dalam
bentuk deposito pada Bank yang ditunjuk
sebagai penempatan RKUD yang menjadi Bank
Persepsi atau Bank Pembangunan Daerah.
Dalam rangka menjamin likuiditas keuangan
daerah, Deposito Pemerintah Daerah harus
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dapat ditarik sebagian atau seluruhnya ke
Rekening Kas Umum Daerah oleh BUD setiap
saat diperlukan.

2) Surat Utang Negara
Surat Utang Negara (SUN) adalah surat
berharga yang berupa surat pengakuan utang
yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya
oleh negara RI sesuai masa berlakunya. SUN
digunakan oleh pemerintah pusat antara lain
untuk membiayai defisit APBN serta menutup
kekurangan kas jangka pendek dalam satu
tahun anggaran.

Surat Utang Negara terdiri atas:

a) Surat Perbendaharaan Negara

b) Surat Perbendaharaan Negara berjangka
waktu sampai dengan 12 bulan dengan
pembayaran bunga secara diskonto.

3) Obligasi Negara
Obligasi Negara berjangka waktu lebih dari 12
(dua belas) bulan dengan kupon dan/atau
dengan pembayaran bunga secara diskonto.
Jadi SUN yang bisa dipilih dalam melakukan
investasi jangka pendek adalah SUN dalam
bentuk Surat Perbendaharaan Negara karena
berjangka waktu dibawah 12 bulan. Tata cara
investasi dalam bentuk SUN mengikuti
peraturan perundang- undangan tentang SUN.

4) Sertifikat Bank Indonesia
Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah surat
berharga yang dikeluarkan oleh Bank
Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka
waktu pendek 1(satu) sampai dengan 3 (tiga)
bulan dengan sistem diskonto/bunga. Tingkat
suku bunga yang berlaku pada setiap
penjualan SBI ditentukan oleh mekanisme
pasar berdasarkan system lelang.

Proses penempatan kas dalam investasi jangka

pendek dilakukan melalui langkah-langkah

sebagai berikut:

1) Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi
jangka pendek sepanjang tidak mengganggu
likuiditas Keuangan Daerah, tugas daerah, dan
kualitas pelayanan publik.

2) Sebelum mengalokasikan kas umum daerah ke
dalam investasi jangka pendek, BUD harus
meyakini dulu bahwa dana yang digunakan
adalah dana yang benar-benar belum akan
digunakan dalam waktu dekat (idlecash).

3) BUD menyiapkan rencana penempatan dana
pada investasi jangka pendek kepada Bupati.
Rencana ini mencakup jumlah dana yang akan
diinvestasikan dan pilihan investasi beserta
alasan dan hasil analisa pemilihan investasi.

4) Berdasarkan rencana penempatan dana yang


http://id.wikipedia.org/wiki/APBN
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Surat_berharga&action=edit&redlink=1
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diajukan BUD atas rencana investasi jangka
pendek, Bupati menetapkan jenis investasi
jangka pendek  yang dipilih dengan
menerbitkan Surat Keputusan Bupati.

5) Investasi jangka pendek harus disetor kembali
ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat
per 31 Desember.

Penatausahaan oleh Bendahara UmumDaerah

PPKD selaku BUD melakukan penatausahaan atas

semua penerimaan daerah dan pengeluaran

daerah dari RKUD. Proses penatausahaan oleh

Bendahara Umum Daerah memuat informasi,

aliran data, serta penggunaan dan penyajian

dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Bagian 1: Penerimaan RKUD

1) Berdasarkan Nota kredit atau Bukti
Penerimaan Lain yang sah, BUD mencatat pada
Buku Kas Umum pada sisi penerimaan pada
kolom tanggal dan kolom nomor bukti.

2) BUD mengidentifikasi jenis dan kode rekening
pendapatan.

3) BUD mencatat nilai transaksi pada kolom
jumlah pada Buku Kas Umum.

Bagian 2: Pengeluaran RKUD

1) Kuasa BUD menerbitkan dokumen SP2D atas
setiap  pengeluaran uang dari RKUD.
Penerbitan SP2D didasarkan pada dokumen
surat perintah membayar yang diterbitkan oleh
PA/KPA.

2) Setiap pengeluaran dari RKUD, BUD mencatat
pada Buku Kas Umum pada sisi kolom
pengeluaran, kolom tanggal dan kolom nomor
bukti.

Pelaporan oleh Bendahara Umum Daerah

1) Proses pelaporan oleh Bendahara Umum
Daerah memuat informasi, aliran data, serta
penggunaan dan penyajian dokumen yang
dilakukan secara elektronik.

2) Bendahara Umum Daerah membuat laporan
atas kas umum daerah yang berada dalam
pengelolaannya. Bendahara Umum Daerah
menyampaikan laporan tersebut kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah. Dokumen-dokumen
yang dihasilkan oleh penatausahaan dan bukti-
bukti transaksipadakas umum daerah akan
dijadikan dasar dalam membuat laporan BUD.

3) Laporan Bendahara Umum Daerah disusun
dalambentuk:

a) Laporan Posisi Kas Harian (LPKH); dan

b) Rekonsiliasi Bank atas posisi kas harian.
Laporan tersebut dibuat setiap hari dan
diserahkan setiap hari kerja pertama setiap
minggunya kepada Bupati atau dapat
diserahkan sesuai kebutuhan.
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4) Di samping laporan-laporan di atas, Bendahara
Umum Daerah membuat Register SP2D yang
telah diterbitkan. Register SP2D secara
otomatis diperoleh dari sistem aplikasi
pengelolaan keuangan daerah yangterintegrasi.

3. Dokumen Terkait

[lustrasi dokumen penatausahaan kas umum
daerah antara lain sebagai berikut:
a. Buku Kas Umum BUD

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .......
BENDAHARA UMUM DAERAH
TAHUN ANGGARAN............

BUKU KAS UMUM
Periode: . vee e

No.

Tanggal | No. Bukti Uraian Penerimaan |Pengeluaran Saldo

Disiapkan oleh,
BUD/Kuasa BUD

!
£

=]

Nama
NIP: ... ......
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b. Laporan Posisi Kas Harian
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ......
LAPORAN PO5ISI KAS HARIAN

Tahun Anggaran.......
Hari D G
Tanggal S e
Periode -——
No. & z[l:lu. Buk:T;ransaE:n_lain Uraian Penerimaan | Pengeluaran
Jumiah

Rekapitulasi Posisi Kas di BUD:
SaldoBank1 :Rp
SaldoBank2 :Rp
dst. :Rp
Total Saldo Ka*: Rp

Perubahan Posisi Kos hariini
Posisi Kos (H-1)
Posisi Kas (H)

*Total Saido Kas harus sama dengan Posisi Kas (H)

Disiapkan oleh,
BUD/Kuasa BUD

&
]

Nama
NIP: ....cce.
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c. RekonsiliasiBank

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .......

REKOMNSILIASI BANK
Tahun Anggaran........

Periode i v :

1. saldo Kas Umum Daerah menurut Buku
2. Saldo Kas Umum Daerah menurut Bank

Selisih

Keterangan Selisih

. Penerimaan yang telah dicatat oleh Buku,
belum dicatat oleh Bank

a. 5T3 No.....

b. Bukt lain yang sah

Pengeluaran yang telah dicatat oleh Buku,
belum dicatat oleh Bank

& SP2ZDNo...

b. Bukfi Lain yangsah

. Penerimaan yang telah dicatat oleh Bank,
belum dicatat oleh Buku

a. Nota Kredit Mo.....

b. Pendapatan Bunga

«. Pendapatan lasa Giro

d. Bukti lain yang sah

. Pengeluaran yang telah dicatat oleh Bank,
belum dicatat oleh Buku

a. MotaDebit No.....

b. Biaya Administrasi Bank

€. Bukti Lain yang sah

d. Dst.....

g R b el

5 ——

B Bhucecommnisaminissuusass L P
S e

5 I——

L —————

RPssn s R¥¥ oot nannndien
B

i R — ”

£t O R .

o P R P 3

L I .

|1 4 . 51
5 —

) I R .

1 4 .

s R——— 4

Bendahara Umum Daerah

B
A
L@

Nama

NIP: ..........
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C. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN KAS TRANSITORIS
1. Ketentuan Umum

Pengelolaan kas transitoris adalah pengelolaan atas kas

non anggaran yang diterima (bersifat transit) untuk

disetorkan pada rekening pihak ketiga yang telah
ditentukan.

Beberapa ketentuan umum terkait penatausahaan kas

transitoris adalah sebagai berikut:

a. Jenis-jenis kas transitoris, antara lain:

1) Pajak Pusat yang dipungut oleh bendahara
pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu
dan/atau bendahara khusus lainnya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan dari setiap
transaksi pemerintah daerah dengan pihak ketiga
seperti PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23d
an/atau PPN;

2) Potongan gaji pegawai seperti iuran wajib Pegawai
Penerima Upah antara lain Bupati, DPRD, ASN,
Kepala Desa/Perangkat Desa dan Pegawai Lainnya,
simpanan peserta Tapera, PPh Pasal 21, Taspen,
iuran jaminan  kesehatan, iuran jaminan
kecelakaan kerja dan jaminan kematian;

3) Uang jaminan dan/atau Titipan Uang Muka yang
diberikan oleh pihak ketiga kepada pemerintah
daerah dalam melakukan suatu pekerjaan yang
memiliki risiko kegagalan dalam pelaksanaannya
atau jaminan lainnya sesuai ketentuan peraturan
perundang- undangan. Sebagai contoh uang
jaminan dimaksud antara lain uang jaminan
pekerjaan, uang jaminan pemeliharaan, uang
jaminan bongkar reklame, dan jaminan lainnya;
sehingga apabila ada kegagalan dalam pekerjaan
atau penyebab lain yang mengakibatkan pekerjaan
tidak dapat dilaksanakan maka uang jaminan ini
menjadi milik pihak pemberi pekerjaan, dalam hal
ini pemerintah daerah.

4) Jenis kas transitoris lainnya sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

b. Pengelolaan kas transitoris dilakukan sebagai bagian
dari transaksi belanja daerah dan/atau pendapatan
daerah sehingga dasar pencatatannya menggunakan
dokumen yang tidak terpisahkan dari dokumen
kelengkapan transaksi.

c. Penerimaan kas transitoris diperlakukan sebagai
hutang pada akun perhitungan fihak ketiga (PFK).
Pengeluaran kas transitoris dilakukan sebagai
pembayaran hutang pada akun perhitungan fihak
ketiga (PFK). Transaksi ini tidak mempengaruhi SILPA
sehingga tidak dilaporkan dalam laporan realisasi
anggaran namun informasinya disajikan dalam neraca
sebagai utang PFK dan dilaporan arus kas dibagian
aktivitas transitoris sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan.
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d. Penerimaan kas transitoris, meskipun menambah Kas
Daerah, tidak boleh digunakan untuk operasional
belanja karena dalam jangka waktu tertentu harus
dibayarkan ke pihak ketiga.

e. Terkait kas transitoris berupa jaminan, terdapat
beberapa ketentuan sebagai berikut:

1) Dalam hal pihak ketiga tidak melaksanakan
kewajibannya sesuai kontrak, Pemerintah Daerah
dapat mengeksekusi dan mengakui uang jaminan
sebagai Pendapatan Daerah berupa Lain-lain
Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

2) Pendapatan daerah yang bersumber dari uang
jaminan pihak ketiga yang tidak melaksanakan
kewajibannya sesuai kontrak, digunakan untuk
mendanai pekerjaan yang menjadi kewajiban pihak
ketiga tersebut dalam mencapai target kinerja sub
kegiatan SKPD yang ditetapkan.

f. Pelaksanaan pengelolaan penerimaan kas transitoris
dan pengeluaran kas transitoris dilaksanakan oleh
BUD, Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara
Pengeluaran Pembantu.

g. Proses penatausahaan kas transitoris memuat
informasi, aliran data, serta penggunaan dan
penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Pengelolaan Kas Transitoris di Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
1) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran

Pembantu/Bendahara Khusus Lainnya sesuai
peraturan perundang-undangan sebagai wajib
pungut pajak sesuai peraturan perundang-
undangan, wajib memungut pajak  atas
pembayaran belanja melalui UP/GU/TU/LS.

2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu/Bendahara Khusus Lainnya sebagai
wajib pungut pajak sesuai peraturan perundang-
undangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan
pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara.

3) Atas pemungutan dan penyetoran pajak tersebut,
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu/Bendahara Khusus Lainnya sebagai
wajib pungut pajak sesuai peraturan perundang-
undangan melakukan pencatatan pada buku
terkait.

b. Pengelolaan Kas Transitoris di Kuasa BUD
1) Kas Transitoris yang melekat pada transaksi

penyetoran kas transitoris atas potongan pajak dan
potongan- potongan lainnya dari belanja yang
menggunakan mekanisme LS dilakukan langsung
oleh bank.

2) Pada saat pemindahbukuan belanja kepada
rekening pihak ketiga atau rekening penerima
lainnya, bank juga melakukan pemindahbukuan
kas transitoris dari RKUD ke rekening tujuan yang
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telah ditentukan.
3) Jaminan

Bagian 1: Pengembalian Uang Jaminan

a) Uang Jaminan disetorkan oleh pihak ketiga
yaitu penyedia barang/jasa ke rekeningRKUD.

b) Uang jaminan wajib dikembalikan kepada
penyedia barang/jasa setelah menyelesaikan
seluruh kewajibannya kepada pemerintah
daerah.

¢) Pencairan uang jaminan dilakukan dengan
Surat Perintah BUD yang berisi:

(1) Perintah Pencairan Uang;

(2) besaran Uang Jaminan yang akandicairkan,;

(3) pihak penerima dan nomor rekening yang dituju;

(4) dilampiri oleh Surat Keterangan yang
menyatakan bahwa penyedia barang/jasa
sudah menyelesaikan kewajibannya

Bagian 2: Uang Jaminan yang tidak dikembalikan

a) Dalam hal pihak ketiga tidak melaksanakan
kewajibannya sesuai kontrak, uang jaminan
tidak dikembalikan kepada pihakketiga.

b) Pemerintah Daerah mendanai kewajiban pihak
ketiga dengan menggunakan uang jaminan
yang diformulasikan dalam program, kegiatan,
dan sub kegiatan SKPD yang bersangkutan.

¢) PPKD melakukan reklasifikasi menjadi Lain-
lain Pendapatan Asli Daerah yang sah atas
uang jaminan tersebut yang sebelumnya
tercatat sebagai hutang pihak ketiga.
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D. PENYIAPAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD (DPA-
SKPD)
1. Ketentuan Umum

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat

Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah

dokumen yang memuat rencana pendapatan, rencana

belanja, dan rencana pembiayaan yang terinci sampai
sub rincian objek disertai rencana realisasinya yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

Penyusunan DPA-SKPD memuat informasi, aliran data,

serta penggunaan dan penyajian dokumen yang

dilakukan secara elektronik.
2. Ketentuan Pelaksanaan

Mengacu pada Pasal 132 dan Pasal 133 Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, penyusunan DPA-

SKPD diatur sebagai berikut:

Bagian 1: Pemberitahuan Penyusunan Rancangan DPA-SKPD

a. Setelah penetapan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran APBD, PPKD menyampaikan surat
pemberitahuan kepada Kepala SKPD untuk
menyusun dan menyampaikan rancangan DPA-
SKPD. Surat pemberitahuan disampaikan kepada
Kepala SKPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah
Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD
ditetapkan.

b. Surat pemberitahuan dimaksud sekurang-kurangnya
memuat hal- hal yang perlu diperhatikan oleh setiap
kepala SKPD dalam menyusun Rancangan DPA-SKPD
meliputi:

1) Pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran
oleh PA;

2) Rencana pendapatan yang akan dipungut dan
diterima oleh SKPD dalam tahun anggaran yang
direncanakan;

3) Sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program,
kegiatan, sub kegiatan, dan anggaran belanja
yang disediakan,;

4) Rencana penerimaan dan pengeluaran pembiayaan;

5) Rencana penarikan dana setiap SKPD;

6) Batas akhir penyerahan Rancangan DPA-SKPD
kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari kerja
sejak diterbitkannya surat pemberitahuan, untuk
diverifikasi oleh TAPD;

7) Batas akhir penetapan Rancangan DPA-SKPD.

Bagian 2: Penyusunan Rancangan DPA-SKPD

Kepala SKPD menyusun rancangan DPA-SKPD
berdasarkan  surat pemberitahuan Bupati dan
menyerahkan rancangan DPA-SKPD yang telah disusun
kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari setelah surat
pemberitahuan diterima.

Rancangan DPA-SKPD mencakup:

a. Rancangan Ringkasan DPA-SKPD
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Formulir yang digunakan untuk menyusun ringkasan
DPA-SKPD yang datanya bersumber dari akumulasi
jumlah pendapatan menurut akun, kelompok dan
jenis yang diisi dalam DPA-Pendapatan SKPD,
akumulasi jumlah belanja menurut akun, kelompok,
dan jenis belanja yang diisi dalam DPA-Belanja SKPD
dan akumulasi jumlah penerimaan dan pengeluaran
Pembiayaan yang diisi dalam DPA Pembiayaan.

b. Rancangan DPA-Pendapatan SKPD
Formulir yang digunakan untuk menyusun DPA-
Pendapatan SKPD dalam tahun anggaran yang
direncanakan yang dirinci menurut kelompok, jenis,
objek, rincian objek dan sub rincian objek
pendapatan.

c. Rancangan DPA-Belanja SKPD
Formulir yang digunakan untuk menyusun DPA-
Belanja SKPD dalam tahun anggaran yang
direncanakan, yang memuat jumlah Belanja menurut
kelompok dan jenis belanja dari setiap program,
kegiatan dan sub kegiatan SKPD yang dikutip dari
setiap DPA-Rincian Belanja SKPD.

d. Rancangan DPA-Rincian Belanja SKPD
Formulir yang digunakan untuk menyusun DPA-
Rincian Belanja SKPD dalam tahun anggaran yang
direncanakan, yang memuat jumlah Belanja menurut
kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian
objek dari setiap program, kegiatan dan sub kegiatan
SKPD.

e. Rancangan DPA-Pembiayaan SKPD
Formulir yang digunakan untuk menyusun DPA
penerimaan Pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan
SKPD dalam tahun anggaran yang direncanakan,
yang memuat jumlah penerimaan Pembiayaan dan
pengeluaran Pembiayaan menurut kelompok, jenis,
objek, rincian objek dan sub rincian objek penerimaan
Pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan.

Bagian 3: Penyampaian Rancangan DPA-SKPD dan

Verifikasi DPA-SKPD

a. Setelah menerima rancangan DPA-SKPD, PPKD
menyampaikan rancangan DPA-SKPD kepada TAPD
untuk dilakukan verifikasi.

b. TAPD melakukan verifikasi atas rancangan DPA-SKPD
paling lambat 6 (enam) hari sejak diterimanya
Rancangan DPA-SKPD. Verifikasi rancangan DPA-
SKPD dengan menggunakan instrumen verifikasi
antara lain:

1) standar harga satuan yang ditetapkan Bupati
dengan berpedoman pada peraturanperundang-
undangan;

2) analisis standarbelanja;

3) Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD);

4) standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan; dan/atau
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5) Petunjuk teknis untuk dana transfer pusat
dan/atau dana otonomi khusus.
c. Berdasarkan hasil verifikasi TAPD atas rancangan
DPA-SKPD, SKPD melakukan penyempurnaan dan
menyampaikan hasil penyempurnaan kepada TAPD.

Bagian 4: Persetujuan dan Pengesahan DPA-SKPD

PPKD melakukan pengesahan DPA-SKPD atas rancangan
DPA-SKPD yang telah mendapatkan persetujuan
Sekretaris Daerah.

3. DokumenTerkait
[ustrasi dokumen DPA SKPD antara lain sebagai berikut:
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Format Persetujuan Rekapitulasi DPA-SKPD :

LOGO
PEMERINTAH
DAERAH

PROVINSI/KABUPATEN fKOTA.............

PERSETUJUAN REKAPITULASI

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA-SKPD)

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh
dokumen pelaksanaan anggaran saman kerja perangkat daerah:

a Nama = @ .eciieeee.
b. NIP F
c. Jabatan F
menyvemjui untuk diakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran

satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi/KabupatenfKota ....... sebagai
dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran .......

Kode Nama Formulir
DPA-SKPD Ringkasan DPA SKPD
DPA-PENDAPATAN SKPD Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD Rincian Anggaran Belanja SKPD
DPA-PEMBIAYAAN SKPD Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

A ALIIIMAGALL VAL AL P GALIIAL L VLD VAL UL S UALICUAALL WU R S AL LI L

mestinya.
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Disetuj Tanggal...

ui oleh, ..

Disahkan
oleh,



- 221 -

SekretarisDaerah
T T
A A
o} O]
PPKD
Nama Nama
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FormatDPA-SKPD :

LOGO
PEMERINTAH
DAERAH

PROVINSI/KABUPATEN /KOTA..........c...

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN...........
URUSAN PEMERINTAHAN DX .
BIDANG URUSAN D OXXX .
ORGANISASI DN XN.XX .
Pengguna Anggaran:
a. Nama H
b. NIP :
c. Jabatan :

Kode Nama Formulir
DPA-PENDAPATAN SKPD Rindan Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD Rincdan Anggaran Belanja SKPD
DPA-PEMBIAYAAN SKPD Rincdan Anggaran Pembiayaan Daerah SKFD




Disahka
n oleh,
PPKD

----------
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PenggunaA
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Ringkasan DPA-SKPD :

Halaman ............
COKUMEN PELAK SANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGEKAT DAERAH ,
Provinsi /Kabupaten / Kota *) Fermulir
PAtEn /RO Teereee DPA/SKPD
Tahun Anpparan......
Oir panisasi DOMLMMLMML 0 ceeeeeeeeresseses

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Jumla h
Urai
Re kening raan 2451
1 2 3
Pendapatan
Belanja
Surplus/|Defiait)
Penerimaan Pembiavaan
Pengeluaran Pembiayaan
Pembiayaan Neto
Rencana Realisasi Rencana Penarikan
Penerimaan per Bulan *) Dana per Bulan *}) | ......... Jangeal.........
Januari RPsssssansans Januari Rp.....cco..... Pengguna Anggaran
Februari S Februari Rp.....ocoou....
Mare t Rp............ Maret Rp.............. ‘Eﬁ
April Rp............ April Rp.............. o]
Mei B sasinsnns Mei BE..oirirnenns
Jumni s s ssssnssans Juni Rp.............. Nama
Juli Rp............. Juli Fp.....ocoou.... NIP: ..cooveees
Apustus RP s sssssnsnis Apustus Rp......co.....
September Rp........... September Rp.............. Mengesahkan,
Oktober o Oktober Fp..ooovveen.. PPED
MNovember Bp....c....... Movember Bp..oooovveenn.
Dese mber 5+ « I Desember Rp......cc...... Flu
Jumlah o o e Jumlah Bp..ooovovvenn.. o]
Nama.
NIP: ..........
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:
No. Nama NIP Jabatan | Tanda Tangan
1
2
dat

*) Sesuai dengan periodisasi SFD
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Format DPA Pendapatan SKPD :



- 2926 -

Halamarn.............

DOELMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA-

Provinsi /Kabupaten/ Kota........ FEN:;&::;T&N
Tahun Angegaran......
OIEamens [ XX XK ...o.....oo.oo.....
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
HKode . Rincian Perhitungan Jumlah
Rekening Erain Volume Satuan E]m?;m 1345]
Jumlah
FEencana Bealisasi Pendapatan per Bulan®|
Januari RD ot vereneeen tanggal. .
Februar 3= P Pengguna Anggaran
Maret o = P e
April o o P
Met R i Nama
Juni o s PP NI ..........
Juli o o P
Agustus 4 S PP Mengesahkan,
September o s P PPKD
Oktober T )
Nowember BE oo
Desember Rp. Nama_
Jumlah o o PO NIF: ..........
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:
Na. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1
2
dst

*] Sesual periodisasi SPD
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Format DPA-Belanja SKPD :

Halaman.........

DOKUMEN PELAKSARNAAN ARGGARAN
SATUAN KER A PERANRGEAT DAERAH

Provinsi fKatupaten Kota ........

Tahun Anggaran...

Oirgamisasi ; X KK KX

Farmmalir
DPA-BELAMIA
SKPD

Fe kapitulasi Dokumen

Felaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Begiatan dan Sub Kegiatan

K=

Urusan
Bidang

Urusan

Prmgram

&| Kegiatan

Sub
Kegiatan

Ursian

Lokasi

Jumlah

Tahum-1

Tahun n

B i 1
e sl

Bl o

B e
Tidhk
Terdhigs

B i
[T ok i e 1

Jumbah

Lrusan ..

Bidang Unisam ...

Program ...

Kegiatan ...

SubKegiatan ....

dst ...

Kegiatan ...

&iul:-HeE'man ..

dst ...

Belanja Permanjang Urusan

dst ...

Urusan ..

Bidang Unisan ...

F‘ru:zrﬂ ..

Kegiatan ...

SubKegiatan ...

dst ...

Kegiatan ...

dat ...

Bela n'|;| P g n'|.1.n:: Uruasan

dst ...

Urusan ...

BH.‘:E Urasam ...

Program ...

Kegiatan ...

SubKegiatan ...

dst ...

Kegiatan ...

dst ...

Belanja Peranjang Urusan

dst ...

dst ...

dst ...

Jumlah

Rencana Pemarikan Dana per Bulan®j

Januan

F=bruari

Maret

April

le=i

Jund

Juli

A stus

S phe mbeer

Cikctbesr

Mo miber

[ie memibeer

Jumilah

Disetujui oleh,

o hamggal...

Disiapkan oleh,
PPED

] Sesuai dengan periodisasi SPD

Tahium+ 1

|1 13 i3 4




- 228



- 220 -

Format  DPA-Rincian  Belanja
SKPD
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Hala s, e

Formulir DA
RIMNCLAN
BELANJA SKPD

DOKUMEN PELAEKSANAAN ANGOAR AN
SATUAN KERJA PERANGEAT DAERAH
Provosl f Kabupsten/ Kot .......
Tanhuva s Ay ar s, .....

Momar DPA
Lhusan Pemerintahan  : x
Briclanig Lhrissan HEE. 75 =, ST
F'rogram -, ST PRT PR PTrpperppy
Koo giatar HEE. 75 =, ST
D an | sasi . A, - T PT PR  PT P T PTrTTrT
Alolkkasi Tabuam -1 R [terbdleing]
Aloleasi Tabhaan B [terbdlang]
Alolkasi Tahoan + 1 R [terbdleing)
Indileator dam Tolalk Ulkur Binera Kegiatan
Irvchi lea tor Tolal Uiur Kerja Target Kimerja
Pl s lea
B lua e
Hasil

Ko lompole Sasoran Kegioton:

Sub Kegiatarny .=, 9. =, 1
Sumber Pe ncanaan
Laals mmi L P ond e sd nmE ll'.ﬁ:nm-nl:anl HnbuEtenI! Koaota I-I.ITLE' Uenaﬂelurnhun|

Keluaran Sub Kegiatan  : [Kuantites, deogen soatuen o seaoe oo obe ogg o s b loe gt )
Waalcha Pe laksa naan s BAvalad, .. St o

Ko te i gz an H
Kode Rimcian Perhitungan Jdumlab

e loe nd g Uradan Koe fladen f
So e

St uan Hiarga PPN [H )

Jumleh Anggaran Sub Begioaton

Sub Kegiatary .=, ¥, =, 1
Sumber Pe ncanaan
Laals mmi Provinsl sampal kecamatan, Kab/Kota sampal Desa) Kelura ban
Keluaran Sub Kegiatan  [Kuantitas, dengan satuan disamealcan de ngan S sub loe gatan
Waalcha Pe laksa naan s BAvalad, .. St o
B bt Dy iy j
Kode Rimcian Perhitungan Jdumlab
Reloening i MHH:TL:I;::H'F Satuan Hiarga FPPM [H )
Jdumleh Anggaran Sub Begioaton
REencana Peonarilean Dana per B lan®)
Jmnuaard [ TP RPN, - &y T~ - 1 1 A
Fe by ruaiard 4 TP T T T Irrorn Penggura A garan
[ Maret Ep
Spril [ T T
Pl | [ P L Taat
ol Beaiaisaicannanea ooz MIP: covcaneas
WJuali o T
| Agpustas [ T benjge sahloan,
S epbem ber o T FPK
Ciletabeer [ P |J
Moy beer [ T TR -
L mae bt A T (K Taat
JJumlah B eainaisainasnassaizanss o || PPy
Tim _Anggaran Pemerintah Daerah:
qu M AT N[_i-‘ o ket sy Tl T [Ty
1
2
dat

*] Sesual dengan periodisasi SPD
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Format DPA-Pembiayaan
SKPD
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Halaman

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Foarmulir DPA-
PEMBIAYAAN

Provinsi/Kabupaten/Kota
Tahun Anggaran

SKPD

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Pengeluaran Pembiayaan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

Organisasi % - PO PP PP PP PPPPPPPPPPPPPPPrr
Kode . Jumlah
u
Rekening raan (Rp

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

pumlah Pengeluaran Pembiayaan

Jumlah
Rencana Realisasi Pe ndapatan per
Bulan*)
Januari Rp..ooovviiiccc, tanggal.........
Februari Iﬂp .......................... Pengguna Anggaran
Maret D sesensnnnnnnsmninnrnnnnss E
April IRp..ooooviiiin
Mei & P Nama
Juni RP....ccocvviiiiiinnninnes NIF: ..........
| Juli
Agustus BP.ciiiiiiiiiiiinininnes Mengesahkan,
September IRp.....ooovoviiiii. PPKD
Oktober IRp.....ooovvviiiiinn E|
November e :
Desember IRp....oovoviviiin Nama
Jumlah|Rp..........coovvveennnnnn., NIP: ..........
Tim Anggaran Peme rintah Daerah:
No. Nama NIP Jabatan [Tanda Tangan
1
2
dst

*) Sesuai dengan periodisasi SPD
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E. PENYIAPAN ANGGARAN KAS PEMERINTAHDAERAH
1. KetentuanUmum

Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang

bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas

keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup
guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.

Berdasarkan Pasal 134 Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2019 menegaskan bahwa penyusunan anggaran

kas dilakukan sebagai berikut:

a. PPKD selaku BUD menyusun Anggaran Kas
Pemerintah Daerah untuk mengatur ketersediaan
dana dalam mendanai pengeluaran sesuai dengan
rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA
SKPD.

b. Anggaran kas pemerintah daerah berisi perkiraan
realisasi penerimaan daerah dan rencana pengeluaran
daerah setiap bulannya yang datanya bersumber dari
kompilasi dan sinkronisasi anggaran kasSKPD.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini

mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

a. Penyusunan perkiraan arus kas masuk pada
anggaran kas pemerintah  daerah, dihitung
berdasarkan rencana penerimaan sub rincian objek
pendapatan dan rencana penerimaan pembiayaan
untuk setiap bulannya berdasarkan waktu estimasi
realisasi penerimaan kas dalam DPA-SKPD dan
anggaran kas SKPD.

b. Hasil perhitungan rencana penerimaan per sub
rincian objek  pendapatan dan penerimaan
pembiayaan, dicatat ke dalam dokumen anggaran kas
masuk yang memuat jumlah anggaran pendapatan
dan penerimaan pembiayaan selama satu tahun dan
rencana penerimaan setiapbulan.

c. Penyusunan perkiraan arus kas keluar pada anggaran
kas pemerintah daerah, dihitung berdasarkan
rencana belanja per sub rincian objek setiap bulannya
berdasarkan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam
DPA-SKPD dan anggaran kas SKPD serta mekanisme
pembayaran atas belanja sub kegiatan serta rencana
pengeluaran pembiayaan untuk setiap bulannya
berdasarkan anggaran pengeluaran yang telah
ditetapkan.

d. Hasil perhitungan rencana pengeluaran per sub
rincian objek belanja dan pengeluaran pembiayaan
dicatat ke dalam dokumen anggaran kas keluar yang
memuat jumlah anggaran belanja dan pengeluaran
pembiayaan selama satu tahun dan rencana
pengeluaran setiap bulan.

e. Anggaran kas yang telah disahkan oleh PPKD
digunakan sebagai dasar penyusunanSPD.

f. Penyusunan anggaran kas memuat informasi, aliran
data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang
dilakukan secara elektronik.
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2. KetentuanPelaksanaan

a. Kepala SKPD menyusun anggaran kas SKPD
berdasarkan DPA-SKPD dan jadwal .

b. Kepala SKPD menyampaikan anggaran kas SKPD
kepada Kuasa BUD paling lambat 3 (tiga) hari sejak
DPA-SKPD disahkan.

c. Kuasa BUD melakukan verifikasi atas anggaran kas
SKPD paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya
Anggaran Kas dari SKPD.

d. Kuasa BUD dalam melakukan verifikasi Anggaran Kas
SKPD dengan menggunakan instrumen verifikasi
antara lain:

1) sinkronisasi perkiraan Penerimaan dalam DPA-SKPD;
2) sinkronisasi jadwal pelaksanaan dan alokasi
rencana penarikan dana dalamDPA-SKPD.

e. Kuasa BUD berdasarkan Anggaran Kas SKPD yang
telah diverifikasi, menyusun rancangan anggaran kas
pemerintahdaerah.

f. Kuasa BUD menyampaikan rancangan anggaran kas
pemerintah daerah kepada PPKD selakuBUD.

g. PPKD selaku BUD mengesahkan rancangan anggaran
kas pemerintah daerah yang disampaikan Kuasa BUD
paling lambat 1 (satu) hari sejak dokumen rancang
ananggaran kas pemerintah daerah diterima.
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3. Dokumen Terkait
[lustrasi dokumen anggaran kas antara lain sebagai berikut:
Format Anggaran Kas Pemerintah Daerah

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA e

ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN.c..coass
Halaman.........
Anggaran Triwuan| Triwulan |l Triwulan Il Triwuan IV
Kode Rekening Ureian Tahun i (ko) (Re) (Re) (Re)

(Rp) Jan Feb Mar | Apr | Mei | Ju | Jul Ags | Sep | Okt | MNov | Des

Saldo Aal Kas

Pandapatan Asli Dagrah

-Pajak Dazah

- Retribusi daeran

- D5t

Pendapatan Transfer

- Transfer Pemeriniah Pusat

- Dt

Panerimaan Pembiayaan

Fanggunaan SiIPA...

Jumlan Pendapatan dan Penzrimaan Pambiayaan

Jumlan Alokast 25 yang Tersadia untuk Pangeluaran ‘ |

Mlokasi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan

Balanja Operasi

- Belanja Fegawai

- Biaya Barang dan Jasa

Belanja Moda

- Balanja Modal Tanah

Belanja Tidak Terduga

Belanja Transfar

Pangzluaran Pembiayaan

- Pembayaran Cicilan Pokok Utang

Jumlah Mlokasi Belanja dan Pengeluaran Pambiayaan per Bulan

Jumlah Alokasi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan per Triwulan

Sisa Kas [jumlah alokasi kas yang tersadia untuk pengeluaran setelah dikurangi
Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan per Triwulan]

Disiapkan oleh,
BUD,KUASA BUD

Narma.
NP: ..o
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Format Anggaran Kas SKPD

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.........
SKPDs
ANGGARAN KAS SKPD
TAHUN ANGGARAN..c.uv

Kode Rekening

Jumiah Triwulanl Triwulanl Trwulan Il Triwulan IV e/
Anggaran | Jan Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des | GU

Uraian

Rekapan Rencana Pendapatzn dan/atau Penerimaan
Pembiayaan

Jumlzh Rencana Pendapatan dan/atau Penerimaan
Pembiayaan Per Bulan

Jumlah Rencana Pendapatan dan/atau Penerimazn
Pembiayaan Per Triwulan

Rekapan Rencana Belanja dan/atau Pengeluaran
Pembiayaan Per DPA-SKPD

No. DPA-SKPD Sub Kegiatan

Jumlzh Rencana Belanja dan/atzu Pengeluaran
Pembizyaan Per Bulzn

Jumlah Rencana Belanja dan/atau Pengeluaran
Pembiayaan Per Triwulan

o BNGEE......

Disiapkan oleh,
Kepala SkPD

i
A

g

Nara
NP

F. SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD)

1.

Ketentuan Umum

Surat Penyediaan Dana (SPD) adalah dokumen yang
menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan
Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atas pelaksanaan
APBD.

Berdasarkan Pasal 135 Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 menegaskan bahwa dalam rangka
manajemen, PPKD menerbitkan SPD dengan
mempertimbangkan:

a. Anggaran Kas Pemerintah Daerah;

b. Ketersediaan dana di Kas Umum Daerah; dan
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c. Penjadwalan pembayaran pelaksanaan anggaran yang
tercantum dalam DPASKPD.

SPD dimaksud disiapkan oleh Kuasa BUD dan

disampaikan kepada PPKD untuk ditandatangani.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini

mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

a. SPD sebagai dasar permintaan pembayaran sesuai
kebutuhan SKPD atau unit SKPD setiapperiodik.

b. Untuk pembayaran pengeluaran kebutuhan tanggap
darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian
luar biasa, PPKD selaku BUD dapat melakukan
perubahan SPD atau dokumen yang dipersamakan
yang bersumber dari anggaran yang ditetapkan pada
DPA-SKPD yang menyelenggarakan fungsi SKPKD.

c. PPKD selaku BUD dapat melakukan perubahan SPD
apabila terdapat kondisi sebagai berikut:

1) Ketersediaan dana pada RKUD yang tidak sesuai
perkiraan penerimaan dalam anggaran kas; atau

2) Perubahan jadwal pelaksanaan sub kegiatan akibat
keadaan darurat termasuk keperluanmendesak.

3) Perubahan SPDmenjadidasarpermintaan
pembayaran berikutnya.

d. Penyusunan dan penerbitan SPD memuat informasi,
aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen
yang dilakukan secara elektronik.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Kuasa BUD menyiapkan rancangan SPD berdasarkan
anggaran kas pemerintahdaerah.

b. Kuasa BUD menyampaikan rancangan SPD kepada
PPKD selaku BUD untuk disahkan.

c. Kuasa BUD menyampaikan SPD yang telah disahkan
kepada Kepala SKPD.

3. DokumenTerkait
[lustrasi dokumen SPD sebagai berikut:
Format SPD
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH

TENTANG
SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN BELANIJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN

PPKD SELAKU BUD

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan anggaran belanjasub kegiatan tahun anggaran ...
DPA SKPD/Perubshan DPA-5KPD dan anggaren kasyang teleh ditetapkan, perlu disiapkan

nendanaan densan menerhitkan Surat Penvediaan Nana (SPN-

berdasarkan

Mengingat : 1. PeraturanDaergh.......... tentang penetapan APBD/PAPBD Provinsi/Kabupaten/

2. Peraturan KepalaDeersh Nomor.......... Tahun......... tentang Penjabaren APBD

Provinsi/Kabupaten/Kota ......... Tahun AnEEErEn.....w....... ;

3. DPA-SKPD/Perubahan DPA-SKPD*) Provinsi/Kebupaten,/Kota.. . Tahun ... ;

MEMUTU SKAN:

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota........... L Tanggal ... Bulan.........

Tahun

........ tentang Anggaran Pendapatan dan Be lanja Daerah ProvinsifKabupaten/ Kota Tahun Anggaran

.. Menetapkan/menyediakan kredit anggaran sebagai berikut:

1 Dasar Penyediaan Dana:
DPA-5KPD/Perubahan DPA-SKPD

2 Ditunjukan kepada SKPD

3 Kepala SKPD

4 Ju

=L 1o e J
5 Untuk Kebutuhan H: 11 -1 WU ; IR
6 lkhtisar Penyedisan Dana:
g. lumlah Dana DPA-SKPDY PErubahan R e cov s s e seis sssses s semses e
DPA-SKPD L= 1]y e )
b. Akumulasi SPDSebelumnya H 1 TSR
L1 11 L J
€. SisaDana yang be lum di SPD-kan R creren wen e s ven wem wrm s s wemere s vnern ven
L=y o] L S J
d. lumlah Danayang di SPO-kan 533t iNi tRP. e cov e v e sesss srmses s srmses e
=L 1o e J
e. Sisalumlah Dana DPA- H 1 TSR
SKPD/Perubahan DPA-SKPD yang (TERDNGNG e )
belum di SPD-kan
Ketentuan-ketentuan lain
Ditetapkandi.........
Pada Tanggal:.........

mlzh Penyedizzn Dana i1 J—

PPKD SELAKU BUD

3
&
Tembusan disampaikan kepada:
1. Inspekiur Mama

MNIP: ..........
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Lampiran Surat Penyediaan Dana

Lampiran : Surat Penyediaan Dana (SPD)

Nomor 5PD

Tanggal

SKPD

Periode

Tahun Anggaran

Nomor dan Tanggal DPA-
SKPD/Perubahan DPA-SKPD

Progam, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akumulasi |Jumlah SPD|  Sisa
No An
Kode Nama B4R | spp | periodeini| Anggaran
Jumlah
Jumlah Penyediaan dana 7
s T R )
Ditetapkan dizi e
PadaTanggal ...

PPKD SELAKU BUD

A

]

i

Nama
| —
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G. PENERIMAAN DAN PENYETORAN PENDAPATAN
1. Ketentuan Umum
Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang
diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam
periode tahun anggaran berkenaan. Untuk melakukan
pengakuan atas pendapatan daerah  dimaksud
diperlukan pelaksanaan dan penatausahaan pendapatan

daerah.
Pelaksanaan dan penatausahaan pendapatan daerah
dimaksud meliputi penatausahaan penetapan,

penerimaan pendapatan dari pihak ketiga, penyetoran

pendapatan ke RKUD, pengendalian melalui buku-buku

bendahara penerimaan, pertanggungjawaban bendahara
penerimaan/bendahara penerimaan pembantu.

Semua tahapan penatausahaan pendapatan tersebut

memuat informasi, aliran data, dan penggunaan

dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Berdasarkan Pasal 120, Pasal 137, Pasal 138, dan Pasal

140 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,bahwa

penatausahaan pendapatan pada tahap penetapan,

penerimaan pendapatan, hingga penyetoran pendapatan,
adalah sebagai berikut:

a. Semua Penerimaan Daerah dianggarkan dalam APBD
dan penyetorannya melalui Rekening Kas Umum
Daerah (RKUD).

b. Dalam hal Penerimaan Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan tidak
dilakukan melalui RKUD, BUD melakukan
pengesahan dan pencatatan Penerimaan
Daerahtersebut.

c. Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh
penerimaannya ke Rekening Kas Umum Daerah
paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari. Dalam hal
kondisi geografis Daerah sulit dijangkau dengan
komunikasi, transportasi, dan keterbatasan
pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif
lainnya, penyetoran penerimaan dapat melebihi 1
(satu) hari yang diatur dalam Peraturan Bupati.

d. Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang
lengkap dan sah atas setoran. Bukti penerimaan
dapat meliputi dokumen elektronik.

e. Penyetoran penerimaan pendapatan dilakukan secara
tunai dan/atau nontunai. Penyetoran penerimaan
pendapatan menggunakan surat tanda setoran (STS).
Penyetoran dianggap sah setelah Kuasa BUD
menerima nota kredit atau dokumen lain yang
dipersamakan.

f. Bendahara Penerimaan dilarang menyimpan uang,
cek, atau surat berharga yang dalam penguasaannya:
1) Lebih dari 1 (satu) hari, kecuali dalam hal kondisi

geografis daerah  sulit dijangkau dengan
komunikasi, transportasi, dan keterbatasan
pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif
lainnya, penyetoran penerimaan dapat melebihi 1
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(satu) hari yang diatur dalam Peraturan Bupati,
dan/atau
2) atas nama pribadi.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini

mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah dalam APBD diklasifikasikan
menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek
dan sub rincian objek. Pendapatan daerah
berdasarkan kelompok meliputi Pendapatan Asli
Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain
Pendapatan Daerah yang Sah. Berdasarkan sifat dan
prosedur pemungutan/pembayaran pendapatan
daerah, dapat dibedakan:

1) Pendapatan yang dipungut berdasarkan
penetapan Bupati; dan/atau

2) Pendapatan yang dibayar sendiri oleh wajib pajak
(tanpa ada penetapan).

b. Berdasarkan sifat dan prosedur
pemungutan/pembayaran pendapatan daerah,
penatausahaan pendapatan daerah  dilaksanakan
sebagai berikut:

1) Penatausahaan pendapatan yang dipungut setelah
penetapan oleh Bupati, didasarkan pada dokumen
Surat Ketetapan sesuai dengan jenis pendapatan
yang diatur dalam = peraturan perundang-
undangan.

2) Penatausahaan pendapatan yang dibayar sendiri
oleh wajib pajak (tanpa ada penetapan) didasarkan
pada dokumen/bukti penerimaan sesuai dengan
jenis pendapatan yang diatur dalam
peraturanperundang-undangan.

3) Penatausahaan pendapatan daerah, didasarkan
pada dokumen/buktimeliputi:

a) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D);

b) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-D);

¢) Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);

d) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD);

e) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
(SKPDKB);

f) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan (SKPDKBT);

g) Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar
(SKPDLB);

h) Surat Tanda Bukti Pembayaran (STBP);

i) Surat Tanda Setoran (STS);

j) Nota Kredit dari Bank;

k) Surat Perjanjian;

1) Dokumen penetapan lainnya yang sah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangan-
undangan;

m) Hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap;
dan/atau
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n) Bukti lainnya yang sah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan-undangan.

4) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan

5)

Pembantu dalam melakukan penyetoran
penerimaan pendapatan dapat dilakukan secara
tunai dan non tunai, dengan cara:

a) Penyetoran penerimaan pendapatan secara
tunai dibuktikan dengan penerbitan surat
tanda setoran (STS) atau bukti lain yang sah.
Daftar STS yang dibuat oleh Bendahara
Penerimaan didokumentasikan dalam Register
STS.

b) Penyetoran penerimaan pendapatan secara
non tunai  dibuktikan dengan  bukti
notifikasi/nota kredit/media elektronik
lainnya.

Penyetoran penerimaan pendapatan daerah dari

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan

Pembantu, dianggap sah setelah Kuasa BUD

menerima notifikasi/nota kredit/media elektronik

lainnya.

. Ruang lingkup jenis pendapatan yang dikelola oleh
Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu disesuaikan dengan wewenang Bendahara
Penerimaan dan tugas/fungsi SKPD dan SKPKD,
sebagai berikut:

Jenis Pendapatan Bendahara Penerimaan

Pajak Daerah Bendahara Penerimaan
tugas dan
wewenang pengelolaan pajak

SKPDyang memiliki

Retribusi Daerah

yang memiliki

HasilPengelolaanKekayaan
Daerah yang dipisahkan yang

Lain-Lain Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah

Transfer Penerimaan Pusat

Bendahara Penerimaan di SKPD

wewenang pengelolaan retribusi

Bendahara Penerimaan SKPD
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Daerah yang Dipisahkan

Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah yang Sah

melaksanakan fungsi BUD, kecuali:
1.Hal-hal terkait pajak dan
retribusi tetap dikelola oleh
Bendahara Penerimaan di SKPD

terkait

Transfer Pemerintah Pusat

2. Pendapatan
oleh BLUD terkait

Transfer Pemerintah Daerah

Hibah

lainnya yang

Dana Darurat

Bendahara Khusus.

Lain-lain Pendapatan Sesuai
dengan Ketentuan Perundang-
undangan

2. Ketentuan Pelaksanaan
a. Tahap Penetapan dan Penagihan
Bagian 1 — Penetapan Pendapatan

1)

2)

3)

4)

5)

Dalam rangka pemungutan pendapatan daerah,

Bupati atau pejabat yang diberi kewenangan

menerbitkan dokumen penetapan pendapatan

daerah.

Penetapan pendapatan dapat berupa:

a) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D);

b) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-D);

¢) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD);

d) Surat Ketetapan
(SKPDKB);

e) Dokumen penetapan lainnya yang sah sesuai
dengan  ketentuan peraturan perundangan-
undangan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar

(SKPDKB) adalah surat ketetapan pajak yang

menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah

kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran
pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan
jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pendapatan disampaikan kepada

wajib  pajak/wajib  retribusi sebagai dasar

pembayaran dan kepada bendahara
penerimaan/bendahara penerimaan pembantu
sebagai dasar penagihan.

Penagihan pendapatan daerah dapat dilakukan

oleh petugas pemungut yang ditunjuk oleh

PA/KPA.

BLUD dikelola

3. Pendapatan Hibah Dana BOS,
Dana kapitasi dan pendapatan
dikelola

Pajak Daerah Kurang Bayar
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6) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu melakukan validasi dan verifikasi atas
penerimaan pendapatan berdasarkan dokumen
penetapan.

Bagian 2 — Penagihan

Penagihan atas pendapatan daerah dilakukan dengan

cara manual, surat elektronik, notifikasi sistem secara

digital dan/atau media elektronik lainnya. Adapun
langkah-langkah penagihan piutang sebagai berikut:

1) Petugas pemungut berdasarkan dokumen
penetapan pendapatan dan surat tagihan
melakukan penagihan kepihak ketiga.

2) Penagihan kepada pihak ketiga dilakukan sesuai
dengan jadwal yang tercantum dalam dokumen
penetapan pendapatan.

3) Pihak ketiga adalah wajib pajak, wajib retribusi,
dan pihak-pihak yang melakukan pembayaran
pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan kepada Pemerintah Daerah.

4) Proses penagihan secara manual dilakukan dengan
cara:

a) Petugas pemungut menyampaikan dokumen
penetapan pendapatan dan surat tagih kepada
pihak ketiga;

b) Dokumen  penetapan  pendapatan  yang
disampaikan kepada pihak ketiga dibuktikan
dengan tanda terima yang ditandatangani oleh

pihak ketiga;
c) Petugas pemungut menyampaikan tanda
terima dokumen kepada Bendahara

Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
dan PPK-SKPD.

5) Proses penagihan melalui surat elektronik
dilakukan dengan cara:

a) Petugas pemungut mengirim surat elektronik
penagihan pendapatan kepada pihak ketiga;

b) Petugas pemungut memberitahukan kepada
PPK-SKPD dan Bendahara Penerimaan atas
pengiriman  surat elektronik  penagihan
pendapatan.

6) Proses penagihan melalui sistem digital dilakukan
secara otomatis sesuai dengan jadwal dengan
mengirimkan notifikasi atau media lain secara
elektronik kepada pihak ketiga yang memiliki
kewajiban untuk membayar pendapatan daerah.

b. Tahap Penerimaan Pendapatan

1) Penerimaan pendapatan melalui Bendahara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
secara tunai, dilakukan sebagai berikut:

a) Berdasarkan dokumen penetapan pendapatan
dan/atau surat tagih, pihak ketiga menyetorkan
kewajibannya kepada Bendahara
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Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu.

b) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu melakukan validasi dengan meneliti
kesesuaian antara jumlah uang yang diterima
dengan jumlah yang telah ditetapkan pada
dokumenpenetapan.

c) Atas penerimaan pendapatan tersebut,
Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan

Pembantu menerbitkan Tanda Bukti
Penerimaan dan menyerahkan kepada pihak
ketiga.

2) Penerimaan pendapatan melalui rekening
Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu secara non tunai, dilakukan
sebagaiberikut:

a) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu menerima nota kredit/notifikasi
perbankan atas penerimaan pendapatan.

b) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu melakukan validasi bukti penerimaan
sebagaiberikut:

(1) Meneliti nota kredit/notifikasiperbankan;

(2) Melakukan verifikasi untuk mengetahui
kesesuaian antara jumlah wuang yang
diterima dengan jumlah yang telah
ditetapkan pada dokumen penetapan.

3) Penerimaan daerah melalui rekening Bendahara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
secara non tunai dianggap sah setelah Bendahara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
melakukan validasi.

4) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu memberikan tanda bukti penerimaan
kepada pihak ketiga yang telah melakukan
pembayaran.

5) Penerimaan pendapatan ke RKUD secara non tunai,
dilakukan dengan cara:

a) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu menerima nota kredit/notifikasi
perbankan dari RKUD atas penerimaan
pendapatan SKPD; dan

b) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu melakukan validasi sebagai berikut.

6) Mencermati nota kredit atau notifikasi perbankan
atas penerimaan pendapatan yang diterima
langsung RKUD.

7) Dalam hal penerimaan pemberitahuan/notifikasi
tidak diinformasikan secara otomatis, maka
Bendahara Penerimaan wajib meminta bukti
transaksi atas penerimaan pendapatan yang
diterima langsung RKUD;

8) Melakukan verifikasi untuk menguji kesesuaian
antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah
yang telah ditetapkan.
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9) Penerimaan pendapatan daerah ke RKUD secara
non tunai dianggap sah setelah Bendahara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
melakukan validasi.

a) Penerimaan pendapatan secara non tunai dapat
dilakukan melalui transfer dari rekening pihak
ketiga dan/atau melalui kanal pembayaran
secara online yang disediakan oleh penyedia jasa
pembayaran (PJP) dari lembaga keuangan bank
dan non bank.

b) Pembayaran secara online berupa mekanisme
Electronic Transaction Process (ETP) antara lain:
agen banking, mobile/phone banking, car
banking, Anjungan Tunai Mandiri (ATM),
internet banking, QRIS/Barcode, tapping,
Electronic @ Data  Capture (EDC), Cash
Management System (CMS) dan transaksi
berbasis elektronik lainnya.

c¢) Dalam rangka  akuntabilitas penerimaan
pendapatan, Bendahara Penerimaan/Bendahara
Penerimaan Pembantu melakukan rekonsiliasi
secara periodik dengan Bank.

c. Tahap Penyetoran Pendapatan

1) Dalam hal pendapatan diterima secara tunai,
Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu wajib menyetorkan penerimaan tunai
tersebut ke RKUD palinglambat dalam waktu 1
hari, kecuali kondisi geografis daerah sulit
dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan
keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta
kondisi objektif lainnya yang diatur dalam
Peraturan Bupati.

2) Dalam hal penerimaan pendapatan masuk melalui
rekening Bendahara Penerimaan/Bendahara
Penerimaan Pembantu, Bendahara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
wajib memindahbukukan penerimaan pendapatan
dimaksud ke rekening RKUD paling lambat dalam
waktu 1 (satu) hari.

3. Dokumen Terkait

[lustrasi dokumen penerimaan dan penyetoran

pendapatan antara lain sebagai berikut:



No. 5T5
Tanggal
Bank
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STS

PEMERINTAH PROVINS|/KABUPATEN/KOTA .......

No. Rekening S

Penerimaan tanggal

Harap diterima uang sebesar R . s e | TET B NZ . e sess e e ssvessr s sessns s s

Dengan

Rincian Penerimaan sebagai berikut:

No.

Kode Rekening Uraian

Jumlah

JUMLAH

Menge tahui,
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna
Anggaran

o
A

ol

MNama
MP:.. ...

Disiapkan oleh,
Bendahara Penerimaan/ Bendahara
Penerimaan Pembantu

i

=2

&
=

|| H—
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Register STS

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...

SEPD e
TAHUN ANGGARAN.....c....
REGISTER 5T5
Periode: e
Mo. Mo. 515 Tanggal | Kode Rekening Uraian Jumlzh Saldo Ket
Disetujui cleh, Disiapkanoleh,
Pengzuna Angzaran/ Kuasa Bendahara Penerimaan/
Pengzuna Angzaran Bendahara Penerimaan
o ¥
A A E
o} g
Nama Nama
]| -— [ -

H. PEMBUKUAN BENDAHARA PENERIMAAN
1. Ketentuan Umum

Dalam penatausahaan pendapatan daerah, Bendahara

Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu harus

melakukan  pengendalian atas penerimaan dan

penyetoran pendapatan daerah  yang menjadi

kewenangannya.

Berdasarkan Pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah 12

tahun 2019, menyatakan bahwa Bendahara Penerimaan

pada SKPD wajib menyelenggarakan pembukuan
terhadap  seluruh penerimaan dan penyetoran

atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya.
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Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini

mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

a. Pengendalian atas penerimaan dan penyetoran
pendapatan daerah  menggunakan  buku-buku
sebagaiberikut:

1) Laporan Penerimaan danPenyetoran

2) Register STS

3) Buku Kas Umum

4) Buku Pembantu, antara lain buku kas tunai dan

buku bank
b. Dalam melakukan pembukuan tersebut, bendahara
penerimaan menggunakan dokumen-dokumen

tertentu sebagai dasar pencatatan, antara lain:

1) Tanda Bukti Penerimaan

2) Surat Tanda Setoran

3) Nota Kredit

4) Bank

5) Bukti transaksi yang sah yang dipersamakan
dengan dokumen di atas

c. Prosedur pembukuan dapat dikembangkan dalam 3
(tiga) prosedur, antara lain:

1) Pembukuan atas pendapatan yang diterima secara
tunai;

2) Pembukuan atas pendapatan yang diterima
melalui rekening bendahara penerimaan;

3) Pembukuan atas pendapatan yang diterima
melalui Kas Umum Daerah.

d. Pembukuan yang dilakukan oleh Bendahara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan
penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Pembukuan atas Penerimaan Tunai

1) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu mencatat penerimaan pendapatan
secara  tunai berdasarkan  Tanda = Bukti
Penerimaan pada Buku Kas Umum (BKU) di sisi
penerimaan sesuai dengan kode rekening
pendapatan.

2) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu mencatat penyetoran pendapatan
secara tunai ke RKUD pada Buku Kas Umum
(BKU) di sisi pengeluaran.

3) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu mencatat baik secara -elektronik
maupun manual pada buku register STS dan
disahkan oleh PA/KPA setiap bulan.

b. Pembukuan atas Penerimaan di Rekening Bendahara
secara Non Tunai
1) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan

Pembantu mencatat penerimaan

direkening Bendahara Penerimaan/Bendahara
Penerimaan Pembantu secara non tunai
berdasarkan bukti penerimaan (nota kredit atau



3)
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notifikasi perbankan lainnya) yang sudah
divalidasi pada Buku Kas Umum (BKU) di sisi
penerimaan sesuai dengan kode rekening
pendapatan.

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu mencatat penyetoran pendapatan
secara non tunai (pemindahbukuan) ke RKUD
pada Buku Kas Umum (BKU) di sisi pengeluaran
Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu mencatat baik secara elektronik
maupun manual pada buku register STS dan
disahkan oleh PA/KPA setiap bulan.

c. Pembukuan atas Penerimaan di RKUD

1)

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu mencatat penerimaan di RKUD
berdasarkan bukti penerimaan (nota kredit atau
notifikasi perbankan lainnya) yang sudah
divalidasi pada Buku Kas Umum (BKU) di sisi
penerimaan dan di sisi pengeluaran sesuai dengan
kode rekening pendapatan.

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu mencatat baik secara elektronik
maupun manual pada buku register STS dan
disahkan oleh PA/KPA setiap bulan.

3. Dokumen Terkait

[ustrasi dokumen pembukuan bendahara
penerimaan antara lain sebagai berikut:

Buku Kas Umum

PEMERINTAK PROVINSI/KABUPATEN /KOTA ...

Rekening

SKPD.we s e
TARUN ANGGARAN. s
BUKU KAS UNMUN
Perode: m wwm mm
, Kode
Mo. | Tanggal | No. Bukti Uralan Pemerimaan | Pengeluaran Salda
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Buku Pembantu Kas Tunai

BUKLU PEMBANTLU KAS TUNAI
2] o
Mo. | Tangeal | Mo. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

Disetujui oleh,

Disiapkan oleh,
Pengguna Anggaran/ Bendah ara Penerimaan /
Kuasa Pengzuna Bendahara Penerimaan
[ &
EI A
H E
Mama Mama
|| — MIP: e
Buku Pembantu Bank
PEMERIMTAH PROVIMNSGI /K ABUPATEMN /KOTA .......
SKPD s
TAHUMN AMNGGARAM. ..o
BUKLU PEMBAMNTU BAME
PERAOE: i isanrsrias
Mo. | Tanggal No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

Disetujuioleh,
Pengguna Angzaran,

Kuasa

Pengsuna

Disiapkan oleh,
Bendahara Penerimaan)
Bendahara Penerimaan
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I. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN
1. Ketentuan Umum

Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya,

Bendahara  Penerimaan/ Bendahara  Penerimaan

Pembantu harus menyampaikan Laporan

Pertanggungjawaban. Bendahara Penerimaan SKPD

bertanggung jawab secara administratif kepada PA dan

secara fungsional kepada BUD.

Penyusunan dan penyampaian Laporan

Pertanggungjawaban Bendahara memuat informasi,

aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen

yang dilakukan secara elektronik.

Berdasarkan Pasal 139 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan

Pemerintah 12 Tahun 2019, laporan

pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan/Bendahara

Penerimaan Pembantu diatur sebagaiberikut:

a. Bendahara Penerimaan wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban penerimaan kepada PA melalui
PPKSKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

b. Bendahara Penerimaan wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD paling
lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini

mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

a. Bendahara Penerimaan Pembantu Unit SKPD wajib
menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada
Bendahara Penerimaan paling lambat tanggal 5 bulan
berikutnya.

b. Bendahara Penerimaan SKPD wajib
mempertanggungjawabkan pengelolaan uang yang
menjadi tanggung jawabnya secara administratif
kepada Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD paling
lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.

c. Laporan pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara
Penerimaan merupakan penggabungan dengan LPJ
Bendahara Penerimaan Pembantu dan memuat
informasi tentang rekapitulasi penerimaan,
penyetoran dan saldo kas yang ada di Bendahara. LPJ
tersebut dilampiridengan:

1) BKU

2) Laporan Penerimaan danPenyetoran

3) RegisterSTS

4) Bukti penerimaan dan penyetoran yang lengkap
dan sah

5) Pertanggungjawaban  Bendahara  Penerimaan
Pembantu

d. Bendahara Penerimaan SKPD wajib menyampaikan
Laporan Pertanggungjawaban Fungsional yang
merupakan hasil konsolidasi dengan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan
Pembantu kepada PPKD selaku BUD setelah
mendapat persetujuan dari PA paling lambat tanggal
10 bulan berikutnya.
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e. Verifikasi LPJ Bendahara Penerimaan dilakukan oleh
PPK-SKPD sebagai bagian dari pengendalian atas
penerimaan dan penyetoran pendapatan daerah.
Verifikasi tersebutmeliputi:

1)

2)

3)

meneliti transaksi penerimaan beserta tanda bukti
penerimaannya yang terdokumentasikan dalam
buku atau laporan terkait

meneliti transaksi penyetoran beserta tanda bukti
penyetorannya yang terdokumentasikan dalam
buku atau laporanterkait

melakukan analisis kesesuaian dan kepatuhan
terhadap proses penerimaan pendapatan
danpenyetorannya.

f. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, PPK-SKPD
menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban
Bendahara Penerimaan kepada Pengguna Anggaran.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Tahap Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Bagian 1 — Bendahara Penerimaan Pembantu:

1)
2)

3)

4)

Setiap akhir bulan, Bendahara Penerimaan
Pembantu melakukan penutupan BKU.

Bendahara Penerimaan Pembantu menyusun
Laporan Penerimaan danPenyetoran.

Bendahara Penerimaan Pembantu menyiapkan
register STS dan bukti-bukti penerimaan yang sah
danlengkap.

Bendahara Penerimaan Pembantu menyampaikan
BKU, Laporan Penerimaan dan Penyetoran,
dilampiri dengan Register STS dan bukti
penerimaan yang sah dan lengkap kepada
Bendahara Penerimaan SKPD, paling lambat
tanggal 5 bulanberikutnya.

Bagian 2 — Bendahara Penerimaan

1)
2)

3)

4)

5)

6)

Setiap akhir bulan, Bendahara Penerimaan
melakukan penutupanBKU.

Bendahara Penerimaan menyusun Laporan
Penerimaan dan Penyetoran.

Bendahara Penerimaan menyiapkan register STS
dan bukti-bukti penerimaan dan penyetoran yang
lengkap dansah.

Bendahara Penerimaan menerima
pertanggungjawaban yang dibuat oleh Bendahara
Penerimaan Pembantu paling lambat tanggal 5

bulanberikutnya.
Bendahara Penerimaan melakukan verifikasi,
evaluasi dan analisis kebenaran

pertanggungjawaban yang disampaikan oleh
Bendahara PenerimaanPembantu.

Bendahara Penerimaan menggunakan data
pertanggungjawaban Bendahara  Penerimaan
Pembantu yang telah diverifikasi dalam proses
pembuatan Laporan Pertanggungjawaban
Bendahara Penerimaan yang merupakan
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gabungan dengan Laporan Pertanggungjawaban
BendaharaPembantu.

b. Tahap Penyampaian LPJAdministratif

1)

Bendahara Penerimaan menyampaikan

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara

Penerimaan kepada Pengguna Anggaran. LPJ

tersebut dilampiridengan:

a) BKU

b) Laporan Penerimaan danPenyetoran

c¢) Register STS

d) Bukti penerimaan dan penyetoran yang
lengkap dan sah

e) Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan
Pembantu

PPK-SKPD melakukan verifikasi atas LPJ

Bendahara Penerimaan dengan langkah-langkah

sebagaiberikut:

a) Meneliti transaksi penerimaan beserta tanda
bukti penerimaannya yang terdokumentasikan
dalam buku atau laporanterkait

b) Meneliti transaksi penyetoran beserta tanda
bukti penyetorannya yang terdokumentasikan
dalam buku atau laporanterkait

c¢) Melakukan analisis kesesuaian dan kepatuhan
terhadap proses penerimaan pendapatan
danpenyetorannya

3) Jika PPK-SKPD menemukan Kketidaksesuaian

4)

dan/atau ketidaklengkapan, maka PPK-SKPD
meminta perbaikan kepada Bendahara
Penerimaan.

Setelah LPJ Bendahara Penerimaan dinyatakan
sesuai dan lengkap dalam proses verifikasi, maka
PPK-SKPDakan
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menyatakan tanggung jawab verifikasi dan
menyampaikan LPJ Bendahara Penerimaan
kepada Pengguna Anggaran.

Pengguna Anggaran melakukan proses otorisasi
terhadap LPJ Bendahara Penerimaan yang
telahdiverifikasi.

c. Tahap Penyampaian LPJFungsional

1)

2)

Bendahara Penerimaan setelah menerima
notifikasi persetujuan (approval), menyampaikan
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
Penerimaan kepada PPKD selakuBUD

PPKD selaku BUD melakukan proses verifikasi dan
rekonsilisasi penerimaan.

3. DokumenTerkait

[ustrasi dokumen laporan pertanggungjawaban
bendahara penerimaan antara lain sebagai berikut:

LPJ Bendahara Penerimaan

LAPORAMN PERTANGGUNGJAWABAN

BENDAHARA PENERIMAAN/BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU

SKPD
PERIODE
A, Penerimaan 1o
1. Tunai melalui bendahara penerimaan. 1 s
2. Tunai melalui bendahara penerimaan pembantu 10 TR
3. Melalui ke rekening bendahara penerimaan 31 s T
4, Melalui ke rekening kas umum daerah RP. ceeeeeees
B. Jumlah penerimaan yang harus disetorkan (AL+A2+A3) 31—
C. Jumlah penyetoran 1o
D. Saldo Kas di Bendahara 10 TR
1. BendaharaPenerimaan RP. ceeeeeees
2. BendaharaPenerimaan Pembantu ..... RP ceeeneees
3. BendaharaPenerimaan Pembantu ..... RP ceeeeees
4. dst...... 1 s
Disetujui oleh, Disiapkan oleh,

Bendahara Penerimaan,/
Bendahara Penerimaan Pembantu

Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran

&l )
A A
0] o
Nama MNama

MIP: i MIP: e
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Laporan Penerimaan dan Penyetoran

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA .....

LAPORAN PEMERIMAAN DAN PENYETORAN

Periode: i i

PENDAPATAN

PENERIMAAN

PENYETORAN

Nao. Kode

; Mama Rekening | Tanggal
Rekening

Mo. Buki

Jumlah

Tanggal M. Bukti

Jumlah

P L | Bd |

Sl |

9

10

11

12

13

14

15

16

Jumlzh Penerimaan:

Tunai tRp
Man Tunai rek SKPD : Rp
REUD tRp
TOTAL iRp

lumlah Penyetoran:

Tunai tRp
Transfer tRp
TOTAL iRp

Saldo Kas di Bend Penermaan:
Tunai: Rp
Bank : Rp

Disetujui oleh,
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna
Anggaran

MNama
S i

Cisizpkan oleh,
Bendahara Penerimaan,/

Bendaharm Penerimaan

o
]
o
MNama
/= -
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J. REKONSILIASI PENERIMAAN
1. Ketentuan Umum

Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, PPKD
selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis
atas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
Penerimaan dalam rangka rekonsiliasi penerimaan.
Berdasarkan Pasal 139 ayat (4) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019, dinyatakan bahwa PPKD
melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan
pertanggungjawaban penerimaan dalam rangka
rekonsiliasi penerimaan.
Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini
mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:
a. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi dan

analisis atas laporan pertanggungjawaban
fungsionalmeliputi:
1) kesesuaian perhitungan atas laporan

pertanggungjawaban penerimaan

2) evaluasi kesesuaian realisasi dengan target
penerimaan

3) analisis capaian realisasipenerimaan

b. Dalam rangka verifikasi dan analisis laporan
pertanggungjawaban, PPKD selaku BUD melakukan
rekonsiliasi penerimaan secara periodik yang
dituangkan dalam berita acara hasilrekonsiliasi.

c. Verifikasi dan rekonsiliasi yang dilakukan oleh PPKD
selaku BUD memuat informasi, aliran data, serta
penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan
secaraelektronik.

2. KetentuanPelaksanaan
Setelah menerima LPJ Bendahara Penerimaan, PPKD

selaku BUD memverifikasi, mengevaluasi, dan
menganalisis dengan langkah-langkah sesuai ketentuan,
yaitu:

a. Meneliti LPJ, melihat kesesuaian perhitungan atas LPJ
dengan mutasi RKUD

b. Jika PPKD selaku BUD menemukan ketidaksesuaian
dan/atau ketidaklengkapan, maka PPKD selaku BUD

meminta perbaikan kepada Bendahara
PenerimaanSKPD.

c. Setelah melakukan verifikasi, PPKD selaku BUD
melakukan rekonsiliasi penerimaan dengan

mengidentifikasi transaksi-transaksi pendapatan yang
diterima oleh BUD tetapi tidak tercatat oleh buku
Bendahara Penerimaan/Bendahara
PenerimaanPembantu

d. PPKD selaku BUD menyiapkan laporan realisasi
pendapatan dengan menampilkan data setiapbulan.

e. PPKD selaku BUD membuat analisis deskriptif terkait
capaian realisasi penerimaan.

3. DokumenTerkait
[lustrasi dokumen rekonsiliasi penerimaan antara
lain sebagai berikut:
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Rekonsiliasi Penerimaan

LOGO PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .......
PEMDA REKONSILIASI PENERIMAAN
TAHUN ANGGARAN ..ooovresesneres
A Pendapatan Daerah berdasarkan LP] Bendahara Penerimaan Rp.

B. Transaksi-transaksi pendapatan yang diterima aleh BUD tetapi tidak
tercatat oleh buku Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan

Pembantu
Bt Rp.
(R Rp.
c. Dst Rp
Total Rp.
€. Error/Kesalahan Pencatatan Penerimaan
- RN RTeI Rp.
B Rp.
t. Dst Rp
Total Rp.

K. PENATAUSAHAAN PEMBAYARAN ATAS KELEBIHANPENDAPATAN

1. Ketentuan Umum

Dalam hal terdapat kelebihan penerimaan pajak daerah

dan atau restitusi daerah, Pemerintah Daerah

menetapkan Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKLB) sebagai
dasar pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan
daerah.

Berdasarkan Pasal 140 Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2019, ketentuan untuk pengembalian kelebihan

penerimaan adalah sebagai berikut:

a. Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang
sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama
maupun tahun sebelumnya dilakukan dengan
membebankan pada rekening penerimaan
yangbersangkutan.

b. Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang
sifatnya tidak berulang yang terjadi dalam tahun yang
sama dilakukan dengan membebankan pada rekening
penerimaan yangbersangkutan.
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Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang
sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun
sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada
rekening belanja tidak terduga.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini
mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

a.

Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang

sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama

maupun tahun  sebelumnya, dengan  kriteria

sebagaiberikut:

1) penerimaan daerah berkenaan dianggarkan rutin
setiap tahun;dan

2) objek penerimaan daerah yang sama.

Informasi kelebihan atas penerimaan daerah dapatberupa:
1) Surat permohonan pengembalian kelebihanpembayaran,;

2) rekomendasiAPIP;

3) rekomendasiBPK-RI;

4) putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan
sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan/atau

5) Informasi lainnya yang dipersamakan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan surat pengajuan dari pihak ketiga atas

kelebihan pembayaran, PA sesuai dengan

kewenangannya melakukan proses verifikasi dan

validasi, yang dimaksudkanuntuk:

1) memastikan keabsahan bukti yang dijadikan
dasarpengajuan.

2) memastikan unsur penyebab
pengajuanpengembalian.

Unsur penyebab pengajuan pengembalian dapat

dikarenakan:

1) kesalahan yang dikarenakan kesalahan penulisan;
atau

2) adanya keberatan yang oleh pihak ketiga atas surat
penetapan yang sudah disampaikan.

Berdasarkan informasi kelebihan atas penerimaan

daerah serta hasil verifikasi yang dilakukan SKPD

terkait, diterbitkan SKLB sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

Setiap pengembalian kelebihan penerimaan

pendapatan harus didasarkan pada Surat Ketetapan

Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), Surat Ketetapan

Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) atau dokumen

lainnya yang dipersamakan untuk pendapatan selain

pajak daerah dan retribusi daerah.

Pengguna Anggaran berdasarkan dokumen SKPDLB,

SKRDLB atau dokumen lainnya yang dipersamakan

untuk pendapatan selain pajak daerah dan retribusi

daerah menerbitkan surat permohonan pembayaran

pengembalian kelebihan penerimaan pajak

daerah/retribusi daerah kepada BUD.

. Berdasarkan surat permohonan pembayaran kelebihan

penerimaan pajak daerah/retribusi daerah dari PA,
BUD menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SP2)
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untuk pengembalian kelebihan penerimaan pajak

daerah/retribusi daerah.

i. Penatausahaan pembayaran atas kelebihan
penerimaan pendapatan memuat informasi, aliran
data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang
dilakukan secaraelektronik.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Tahap Penerbitan SKLB
1) Bendahara Penerimaan menerima  informasi

kelebihan atas penerimaan pendapatandaerah.

2) Bendahara Penerimaan melakukan  verifikasi
terhadap informasi atau permohonan pengembalian
kelebihan penerimaan pendapatan daerah.

3) Setelah  terverifikasi, @Bendahara Penerimaan
menyiapkan SKLB.

4) PPKD mengesahkan dan menerbitkan SKLB.

b. Tahap Pengajuan LS pengembalian atas kelebihan
penerimaan pendapatandaerah.

Bagian 1 - Penyesuaian Pendapatan
Berdasarkan pengajuan SKLB untuk pengembalian
atas kelebihan Penerimaan Daerah:
1) yang sifatnya berulang dan terjadi pada tahun
yang sama maupun tahunsebelumnya
2) yang sifatnya tidak berulang yang terjadi dalam
tahun yang sama Bendahara Penerimaan
SKPD /SKPKD melakukan koreksi pada
rekening penerimaan yangbersangkutan.

Bagian 2 - Belanja TidakTerduga

Berdasarkan pengajuan SKLB, Bendahara
Pengeluaran SKPD /SKPKD akan memproses
pengajuan LS  pengembalian atas  kelebihan
pendapatan daerah dan membebankannya pada
rekening belanja tidakterduga.

c. Tahap PenyesuaianPencatatan

1) Berdasarkan SP2 pengembalian atas kelebihan
penerimaan daerah yang sifatnya berulang dan
terjadi pada tahun yang sama, Bendahara
Penerimaan  SKPD  melakukan  penyesuaian
pencatatan terhadap pengembalian atas kelebihan
penerimaan daerah dimaksud melalui koreksi
kesalahan pencatatan penerimaan daerah.

2) Berdasarkan SP2 pengembalian atas kelebihan
penerimaan daerah yang sifatnya tidak berulang
dan terjadi pada  sebelumnya, Bendahara
Pengeluaran SKPKD melakukan penyesuaian
pencatatan terhadap pengembalian atas kelebihan
penerimaan daerah dimaksud yang dibebankan
pada BTT.
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L. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA
1. Ketentuan Umum

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang
diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam
periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah
meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum
Daerah, yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang
mana merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun
anggaran. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang
ditetapkan dengan ketentuanperundang-undangan.

Pelaksanaan belanja memuat informasi, aliran data,

serta penggunaan dan penyajian dokumen yang

dilakukan secara elektronik.

Berdasarkan Pasal 141, Pasal 150, dan Pasal 151

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun2019,

pelaksanaan belanja diatur sebagai berikut:

a. Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang
lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh
pihak yang menagih.

b. Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD
tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD ditetapkan dan diundangkan
dalam lembaran daerah.

c. Pengeluaran kas tersebut diatas tidak termasuk
pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan
mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

d. Bendahara  Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran pembantu melaksanakan pembayaran
setelah:

1) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang
diterbitkan oleh PA/KPA beserta
buktitransaksinya;

2) menguji kebenaran perhitungan tagihan yang
tercantum dalam dokumen pembayaran; dan

3) menguji ketersediaan dana yang bersangkutan

e. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu wajib menolak melakukan pembayaran
dari PA/KPA apabila persyaratan tidak dipenuhi.

f. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu bertanggung jawab secara pribadi atas
pembayaran yang dilaksanakannya.

g. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan
(PPh) dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh
penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke
Rekening Kas Umum Negara.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini

mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:
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a. Atas persetujuan PA, Bendahara Pengeluaran SKPD
dapat melimpahkan sebagian UP yang dikelolanya
kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk
pelaksanaan sub kegiatan pada Unit SKPD.

b. Dalam proses belanja menggunakan UP, Bendahara
Pengeluaran/Bendahara  Pengeluaran  Pembantu
dapat melakukan pembayaran secara sekaligus
langsung kepada penyedia barang/jasa atau melalui
pemberian uang panjar terlebih dahulu kepada PPTK.

c. Pembayaran Dbelanja secara sekaligus kepada
penyedia barang/jasa atau melalui pemberian uang
panjar, dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat
persetujuan PA/KPA yang dituangkan dalam Nota
Pencairan Dana (NPD) yang diajukan oleh PPTK.

d. Pemberian uang panjar berdasarkan NPD dilakukan
secara non tunai melalui pemindahbukuan dari
rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu ke rekening PPTK.

e. Dalam hal uang panjar lebih besar dari realisasi
pembayaran belanja, PPTK mengembalikan kelebihan
uang panjar dimaksud kepada  Bendahara
Pengeluaran/Bendahara  Pengeluaran  Pembantu
melalui transfer ke rekening Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu. Jika
uang panjar lebih kecil dari realisasi pembayaran
belanja, Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu membayar kekurangannya
kepada PPTK melalui transfer ke rekeningPPTK.

f. PPTK bertanggung jawab secara formal dan materil
atas penggunaan uang panjar yang diterima dari
Bendahara  Pengeluaran/Bendahara  Pengeluaran
Pembantu.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Pelaksanaan Belanja Menggunakan Uang Panjar
1) Pengajuan Uang Panjar

a) PPTK menghitung kebutuhan uang panjar yang
berdasarkan  rencana  pelaksanaan  sub
kegiatan dan DPASKPD.

b) PPTK menyiapkanNPD.

c) PPTK menyampaikan NPD kepada PA/KPA
untuk mendapatkanpersetujuan.

d) PA/KPA memberikan persetujuan terhadap
NPD dan menyampaikannya kepada
Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu.

e) Berdasarkan NPD yang telah mendapat
persetujuan PA/KPA, Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu mencairkan uang panjar sebesar
yang tercantum secara non tunai melalui
pemindahbukuan dari rekening Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu ke rekening PPTK.



2)

_263_

Pelaksanaan Belanja

a) Setelah menerima uang panjar tersebut, PPTK
melakukan belanja sebagai pelaksanaan sub
kegiatan yang  dikelolanya. Pada  saat
pelaksanaan belanja, PPTK diwajibkan untuk
mendapatkan bukti belanja yang sah sebagai
syarat keabsahan belanja secara materiil.

b) Dalam hal sampai dengan batas yang telah
ditentukan atau pelaksanaan sub kegiatan
telah selesai, PPTK menyusun rekapitulasi
belanja yang menggunakan uang
panjardilampiri dengan bukti-bukti yang sah,
untuk selanjutnya diserahkan kepada
Bendahara Pengeluaran untuk diverifikasi dan
sebagai bahan pertanggungjawaban belanja.

c¢) Berdasarkan hasil verifikasi atas rekapitulasi
belanja terdapat kekurangan pembayaran atas
uang panjar yang diberikan, Bendahara
Pengeluaran melakukan pembayaran
kekurangan pembayaran tersebut secara non
tunai melalui pemindahbukuan dari rekening
Bendahara Pengeluaran ke rekening PPTK.

d) Berdasarkan hasil verifikasi atas rekapitulasi
belanja terdapat kelebihan uang panjar, PPTK
melakukan pengembalian kelebihan uang
panjar secara non tunai melalui
pemindahbukuan dari rekening PPTK ke
rekening Bendahara Pengeluaran.

b. Pelaksanaan Belanja Tanpa UangPanjar

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

PPTK melakukan belanja sebagai pelaksanaan
sub kegiatan yang dikelolanya dan untuk itu
melakukan transaksi dengan pihak penyedia
barang/jasa.

Atas belanja yang dilakukan, PPTK diwajibkan
untuk mendapatkan bukti belanja yang sah
sebagai syarat keabsahan belanja secara materiil.
Berdasarkan bukti-bukti belanja yang sah, PPTK
menyiapkan NPD.

PPTK menyampaikan NPD kepada PA/KPA untuk
mendapatkan persetujuan.

PA/KPA memberikan persetujuan terhadap NPD
dan menyampaikan kepada Bendahara
Pengeluaran/Bendahara PengeluaranPembantu.
Pada saat bersamaan, PPTK menyerahkan
rekapitulasi belanja disertai dengan bukti-bukti
yang sah kepada Bendahara Pengeluaran/
Bendahara  Pengeluaran  Pembantu  untuk
diverifikasi.

Berdasarkan NPD, Rekapitulasi Belanja, dan
bukti-bukti yang sah, Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan
proses pembayaran langsung secara tunai/
nontunai
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8) Pembayaran secara non tunai dilakukan melalui
pemindahbukuan dari rekening Bendahara
Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu
ke rekening pihak penyedia barang/jasa.

c. Verifikasi Belanja oleh Bendahara Pengeluaran
1) Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran
pembantu melakukan verifikasi belanja dengan
langkah sebagai berikut:

a) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan
bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa
anggaran.

b) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan
dana untuk belanja terkait telah disediakan.

c) Meneliti keabsahan bukti belanja termasuk
bukti / pernyataan atas pencatatan/
pendaftaran BMD.

d) Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang
tercantum dalam bukti transaksi.

2) Apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam proses
verifikasi, Bendahara Pengeluaran akan meminta

PPTK untuk melakukan perbaikan atau

penyempurnaan.

3) Proses verifikasi ini menjadi dasar dalam proses
penyusunan LPJ Penggunaan UP.
3. DokumenTerkait
[lustrasi dokumen pelaksanaan dan penatausahaan
belanja antara lain sebagai berikut:
Nota Pencairan Dana

SKPD.....icoaeiuais
NOTA PENCAIRAN DANA (NPD)
" [+ SRR - | ) | - .- | |,
Jenis NPD : O Panjar O Tanpa Panjar
PPTK L
Program
Kegiatan
Sub Kegiatan
No. DPA
Tahun Anggaran
Rindan Belanja:
MNo | Kode Rekening Uraian Anggaran Sisa Anggaran Pencairan
Jumlah
Disetujui oleh, Disiapkan oleh,

Pengguna Anggaran/Kuasa

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Pengguna Anggaran

&
A o L
(o] |
MNama MNama

NIP: .......... NIP: ..........
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M. PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN
1. Ketentuan Umum
Besaran UP merupakan besaran belanja yang direncanakan
tidak menggunakan mekanisme LS.
2. Ketentuan Pelaksanaan

Perhitungan besaran UP dilakukan dengan cara membagi total

belanja UP dengan proyeksi frekuensi pengajuan LPJ UP dalam

setahun dengan cara sebagai berikut :

a. Menentukan besaran rencana belanja dengan LS, yang
merupakan penjumlahan antara besaran LS dari belanja
operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja
transfer.

b. Menentukan keseluruhan rencana belanja yang akan
menggunakan UP, dengan cara melakukan pengurangan total
belanja berdasarkan DPA SKPD dengan jumlah besaran
belanja LS yang sudah dihitung.

c. Melakukan proyeksi frekuensi berapa kali bendahara
melakukan LPJ UP dalam setahun berdasarkan justifikasi
dan/atau pengalaman tahun-tahun sebelumnya.

d. Menentukan besaran UP dengan rumus:

Besaran UP = Rencana pembayaran belanja menggunakan
uang persediaan
Proyeksi frekuensi pengajuan LPJ UP dalam setahun

N. PROSES PELIMPAHAN UANG PERSEDIAAN
1. Ketentuan Umum

Pelimpahan Uang Persediaan (untuk selanjutnya disingkat

Pelimpahan UP) adalah alokasi UP yang ada di Bendahara

Pengeluaran untuk Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Pelimpahan UP ini bertujuan untuk memperlancar proses

pelaksanaan kegiatan pada SKPD, khususnya yang dikelola oleh

Kuasa Pengguna Anggaran.

Pelimpahan UP digunakan untuk membiayai belanja-belanja

yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu di luar

LS maupun TU. Proses pelimpahan UP ini muncul karena

adanya ketentuan yang mengatur bahwa Bendahara

Pengeluaran Pembantu hanya berwenang untuk mengajukan

permintaan pembayaran menggunakan SPP-LS dan SPP-TU.

Beberapa ketentuan umum terkait proses Pelimpahan UP adalah

sebagai berikut:

a. Proses pelimpahan UP didasarkan pada perencanaan internal
SKPD dan harus mendapatkan persetujuan dari Pengguna
Anggaran(PA).

b. Atas persetujuan PA, Bendahara Pengeluaran SKPD dapat
melimpahkan sebagian UP yang dikelolanya kepada
Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk pelaksanaan sub
kegiatan pada unit SKPD, yang dilakukan secara non tunai
melalui  pemindahbukuan dari rekening Bendahara
Pengeluaran ke rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu.

c. Persetujuan PA dan besaran pelimpahan UP dituangkan
dalam surat keputusan PA tentang besaran pelimpahan UP
kepada  Bendahara  Pengeluaran Pembantu  dengan
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mempertimbangkan usul Bendahara Pengeluaran.

d. Besarnya jumlah uang yang dilimpahkan tersebut
memperhitungkan besarnya kegiatan yang dikelola oleh
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta waktu pelaksanaan
kegiatan.

e. Atas dasar pelimpahan UP tersebut, maka Bendahara
Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu
melakukan pencatatan pada buku- bukuterkait.

f. Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab atas
penggunaan UP yang dilimpahkan oleh Bendahara
Pengeluaran.

g. Pelimpahan UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu
berakhir ketika sub kegiatan unit SKPD yang bersangkutan
telah selesai dilaksanakan dan apabila terdapat sisa uang
persediaan, disetorkan secara non tunai melalui
pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran
Pembantu ke rekening Bendahara Pengeluaran.

2. Ketentuan Pelaksanaan

Ketentuan pelaksanaan Pelimpahan UP adalah sebagai berikut:

a. Pengguna Anggaran menetapkan besaran pelimpahan UP
berdasarkan usulan dari Bendahara Pengeluaran.

b. Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan permohonan
pelimpahan UP kepada Pengguna Anggaran melalui Kuasa
Pengguna Anggaran.

c. Berdasarkan besaran pelimpahan UP yang ditetapkan oleh
Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran melimpahkan
UP ke rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu.

d. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu melakukan pencatatan pelimpahan UP tersebut
pada buku-buku terkait.

Bendahara  Pengeluaran Pembantu dapat mengajukan

permintaan pelimpahan UP berikutnya kepada Bendahara

Pengeluaran sebesar pelimpahan UP yang terpakai disertai

bukti-bukti transaksi.

O. PERMINTAAN PEMBAYARAN
1. Ketentuan Umum

Permintaan Pembayaran dilakukan  oleh Bendahara
Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai proses
awal pembayaran oleh Pemerintah Daerah kepada Pihak Terkait
sekaligus sebagai proses pembebanan rekening Belanja. Proses
permintaan pembayaran memuat informasi, aliran data, serta
penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara
elektronik.

Berdasarkan Pasal 142 sampai dengan Pasal 146 Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, permintaan pembayaran

diatur sebagai berikut:

a. Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada PA melalui
PPK SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang
dipersamakan denganSPD.

b. Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan
besaran SKPD dan lokasi, disampaikan Bendahara
Pengeluaran Pembantu melalui PPK Unit SKPD berdasarkan
SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
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Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan

besaran anggaran Kegiatan SKPD, disampaikan Bendahara

Pengeluaran pembantu melalui PPK SKPD berdasarkan SPD

atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

SPP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran terdiri atas

SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS. Sedangkan SPP yang

dapat diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu

terdiri atas SPP TU dan SPP LS.

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP UP dilakukan oleh

Bendahara Pengeluaran dalam rangka pengisian UP.

Pengajuan SPP UP diajukan dengan melampirkan keputusan

Bupati tentang besaran UP.

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP GU dilakukan oleh

Bendahara Pengeluaran dalam rangka mengganti UP.

Pengajuan SPP GU dilampiri dengan dokumen asli

pertanggungjawaban penggunaan UP.

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran UP dan GU

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran

Pembantu mengajukan SPP TU untuk melaksanakan

kegiatan yang Dbersifat mendesak dan tidak dapat

menggunakan SPP LS dan/atau SPP UP/GU.

Batas jumlah pengajuan SPP TU harus mendapat

persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian

kebutuhan dan waktu penggunaannya ditetapkan dengan

Peraturan Bupati. Dalam hal sisa TU tidak habis digunakan

dalam1(satu) bulan, sisa TU disetor ke Rekening Kas Umum

Daerah. Pengajuan SPPTU dilampiri dengan daftar rincian

rencana penggunaan dana.

Ketentuan batas waktu penyetoran sisa TU dikecualikan

untuk:

1) Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan;
dan/atau

2) Kegiatan yang mengalami perubahan jadwal  dari
yang  telah ditetapkan sebelumnya akibat peristiwa di
luar kendali PA/KPA.

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP LS dilakukan oleh

Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran:

1) gaji dantunjangan;

2) kepada pihak ketiga atas pengadaan barang dan jasa; dan

3) kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan

barang dan jasa dapat juga dilakukan oleh Bendahara

Pengeluaran Pembantu dalam hal PA melimpahkan sebagian

kewenangannya kepada KPA.

m. Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan

barang dan jasa oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran pembantu, dilakukan paling lambat 3 (tiga)
hari sejak diterimanya tagihan dari pihak ketiga melalui
PPTK.

n. Pengajuan SPP LS dilampiri dengan kelengkapan

persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan.
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Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur
beberapa ketentuan sebagai berikut:

a.

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan sub kegiatan, SKPD
diberikan UP yang dikelola oleh Bendahara
PengeluaranSKPD.

Besaran UP untuk masing-masing SKPD ditetapkan dengan

Keputusan Bupati tentang besaran UP, yang ditetapkan

satu kali dalam satu tahun pada awal tahun anggaran,

berdasarkan pertimbangan:

1) ketersediaan kas diRKUD;

2) rencana pembayaran belanja dengan menggunakan
mekanisme LS;

3) besaran anggaranSKPD.

Pengajuan SPP UP mengacu pada Keputusan Bupati

tentang besaran UP dan disertai dengan pernyataan

pengguna anggaran bahwa wuang persediaan akan
digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Besaran GU dihitung berdasarkan belanja-belanja yang

telah diverifikasi oleh bendahara pengeluaran dan

tidakmelebihi besaranUP. Pengajuan SPP-GU terdiri atas:

1) RingkasanSPP-GU;

2) Rincian belanja yang diajukan penggantiannya sampai
dengan sub rincian objek; dan

3) Laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaanUP.

Besaran TU dihitung berdasarkan pengajuan PPTK atau

pihak terkait lainnya yang telah diverifikasi oleh

bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu.

Pengajuan permintaan pembayaran TU ini

didokumentasikan dalam SPP TU yang terdiriatas:

1) RingkasanSPP-TU;

2) Rincian belanja yang diajukan TU-nya sampai dengan
sub rincian objek.

Belanja LS adalah belanja yang dananya ditransfer

langsung dari RKUD ke rekening pihak ketiga.

SPP-LS kepada pihak ketiga lainnya digunakan untuk

pembayaran antaralain:

1) hibah berupauang;

2) bantuan sosial berupauang;

3) bantuankeuangan;

4) subsidi;

5) bagi hasil,

6) belanja tidak terduga untuk pengembalian kelebihan
penerimaan yang terjadi pada tahun anggaran
sebelumnya;

7) pembayaran kewajiban pemda atas putusan pengadilan,
dan rekomendasi APIP dan/atau rekomendasi BPK.

Pengajuan SPP-LS harus disertai dengan berbagai

kelengkapan sesuai dengan  jenis pengajuannya
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengajuan Permintaan Pembayaran LS ini

didokumentasikan dalam SPP-LS yang terdiriatas:
1) RingkasanSPP-LS;
2) Rincian belanja yang diajukan pembayarannya sampai



_269_

dengan sub rincian objek. Pihak ketiga berkewajiban
untuk menyampaikan kode e-billing untuk pembayaran
atau penyetoran pajak secara elektronik kepadaPPTK.

2. Ketentuan Pelaksanaan
a. Pengajuan Permintaan Pembayaran UP
1) Bendahara Pengeluaran menyiapkan SPP-UP sesuai

dengan besaran UP yang ditetapkan berdasarkan SK
Bupati;

2) Bendahara Pengeluaran mengajukan permintaan

pembayaran UP tersebut kepada Pengguna Anggaran
melaluiPPK-SKPD.

b. Pengajuan Permintaan Pembayaran GU

1)

2)

3)
4)

5)

6)

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan
oleh Bendahara Pengeluaran dalam rangka mengganti
UP.

Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-GU kepada PA

melalui PPK-SKPD dilampiri Surat Pengesahan Laporan

Pertanggungjawaban UP.

Besaran SPP-GU adalah sebesar UP  yang

dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran.

SPP-GU diajukan apabila UP telah dipergunakan paling

sedikit 75% (tujuh puluh lima persen).

Batas uang tunai yang dipegang bendahara pengeluaran

maksimal sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta

rupiah)

Berdasarkan bukti-bukti transaksi belanja penggunaan

UP yang disampaikan oleh PPTK, Bendahara

Pengeluaran menyiapkan:

a) LPJ Penggunaan UP disertai dengan bukti-bukti
transaksiyanglengkap dan sah, termasuk dokumen
perpajakan terkait.

b) Pengajuan Permintaan GU yang didokumentasikan
dalam SPP- GU.

c. Pengajuan Permintaan Pembayaran TU

1)

Pengajuan Permintaan BelanjaTU:

a) PPTK menyusun rencana kebutuhan belanja yang
akan didanai TU, berdasarkan rencana sub kegiatan
dan DPA-SKPD, untuk memastikan bahwa
kebutuhan dana tersebut memenuhi persyaratan
pengajuan permintaan belanja TU, yaitu:

(1) Kegiatan yang bersifat mendesak;
(2) Tidak dapat menggunakan SPP-LS dan/atau SPP-
UP/GU.

b) PPTK menyiapkan rincian rencana penggunaan dana
TU sebagai syarat pengajuan permintaan belanja TU
yang didokumentasikan dalam Daftar Rincian
Rencana Belanja TU. PPTK kemudian menyampaikan
Daftar Rincian Rencana Belanja TU tersebut kepada
PA untuk mendapatkan persetujuan.

c) Setelah memberikan persetujuan, PA memberikan
Daftar Rincian Rencana Belanja TU kepadaPPKD.

d) PPKD memberikan persetujuan Daftar Rencana
Rincian Belanja TU.



_270_

2) Pengajuan Permintaan Pembayaran TU

a) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu menerima Daftar Rincian Rencana
Penggunaan Belanja TU sebagai dasar pengajuan
permintaan pembayaran TU.

b) Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran
Pembantu meneliti rencana belanja TU dengan
langkah sebagai berikut:

(1) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan
bahwa belanja terkait tidak melebihi
sisaanggaran;

(2) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana
untuk belanja terkait telah disediakan;

(3) Meneliti perhitungan pengajuan TU dan/atau
dokumen yang mendasarinya,;

¢) Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran
Pembantu menyiapkan permintaan TU yang
didokumentasikan dalam SPP-TU;

d) Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran
Pembantu mengajukan persetujuan permintaan
pembayaran TU tersebut kepada PA/KPA melalui
PPK-SKPD.

e) Waktu penggunaan TU adalah 1 (satu) bulan sejak
SP2D TU diterbitkan.

f) Dalam hal sisa TU tidak habis digunakan dalam 1
(satu) bulan, sisa TU disetor ke Rekening Kas Umum
Daerah, kecuali :

a. Kegiatan/sub kegiatan yang pelaksanaannnya
melebih 1 (satu) bulan; dan/atau

b. Kegiatan/sub kegiatan yang mengalami
perubahan jadwal dari yang telah ditetapkan
sebelumnya akibat peristiwa di luar kendali
PA/KPA.

d. Pengajuan Permintaan Pembayaran LS
1) Pengajuan Permintaan Pembayaran LS Gaji dan

Tunjangan

a) PPTK menyiapkan rekapitulasi daftar gaji dan
tunjangan sebagai dokumen pengajuan permintaan
pembayaran LS Gaji danTunjangan.

b) Rekapitulasi daftar gaji dan tunjangan dilengkapi:

(1) Daftar perubahan data pegawai yang
ditandatangani oleh pejabat sesuai kewenangan,;

(2) Salinan dokumen pendukung perubahan data
pegawai yang telah dilegalisasi oleh pejabat
yangberwenangmeliputi:

(a) gajiinduk;

(b) gajisusulan;

(c) kekurangangaji;

(d) gajiterusan;

(e) SKCPNS;

(f) SKPNS;

(g) SK PPPK;

(h) SK kenaikanpangkat;
(i) SKjabatan;
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(j) kenaikan gajiberkala;

(k) surat pernyataanpelantikan;

(I) surat pernyataan melaksanakantugas;

(m) daftar keluarga (KP4);

(n) fotokopi suratnikah;

(o) fotokopi aktekelahiran;

(p) surat keterangan pemberhentian pembayaran
(SKPP) gaji;

(q) surat keterangan masihsekolah/kuliah,;

(r) surat pindah; dan

(s) suratkematian;

Kelengkapan dokumen di atas disesuaikan

dengan peruntukannya.

c¢) Berdasarkan rekapitulasi daftar gaji dan tunjangan
dan dokumen pendukung, Bendahara Pengeluaran
memverifikasi rencana belanja gaji dan tunjangan
dengan langkah antara lain:

(1) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa
belanja gaji dan tunjangan yang akan diajukan
tidak melebihi sisa anggaran;

(2) Meneliti dokumen SPD terkait untuk memastikan
dana untuk belanja gaji dan tunjangan yang akan
diajukan telah disediakan;

(3) Meneliti validitas perhitungan dokumen
daftargaji.

d) Berdasarkan hasil verifikasi, Bendahara Pengeluaran
menyiapkan pengajuan permintaan pembayaran LS
Gaji dan Tunjangan yang didokumentasikan dalam
SPP-LS Gaji dan Tunjangan. Pengajuan tersebut
disampaikan kepadaPAmelalui PPK-SKPD.

2) Pengajuan Permintaan Pembayaran LS Pengadaan

Barang dan Jasa.

a) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu menyiapkan LS Pengadaan Barang dan
Jasa dengan mengacu kepada berita acara dan
dokumen pengadaan. Dokumen pengadaan yang
dimaksud antaralain:

(1) dokumenkontrak;

(2) Dberita acarapemeriksaan;

(3) Dberita acara kemajuanpekerjaan,;

(4) Dberita acara penyelesaianpekerjaan;

(5) Dberita acara serah terima barang danjasa;

(6) berita acarapembayaran,;

(7) surat jaminanbank;

(8) surat referensi/keteranganbank;

(9) jaminan pembayaran dari bank yang sama
dengan bank RKUD;

(10) surat pernyataan kesanggupan dari pihak
lain/rekanan untuk menyelesaikan pekerjaan
seratus persen sampai dengan berakhir
masakontrak;

(11) dokumen lain yang dipersyaratkan untuk
kontrak- kontrak yang dananya sebagian atau
seluruhnya bersumber dari penerusan
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pinjaman/hibah luarnegeri.

Kelengkapan dokumen pengadaan di atas disesuaikan

dengan kebutuhan berdasarkan jenis atau sifat

pengadaan barang dan jasa yang dilakukan.

Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran

Pembantu memverifikasi rencana belanja pengadaan

barang dan jasa dengan langkah antaralain:

(1) Meneliti dokumen SPD terkait untuk
memastikan dana wuntuk belanja pengadaan
barang dan jasa yang akan diajukan
telahdisediakan;

(2) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan
bahwa belanja pengadaan barang dan jasa yang
akan diajukan tidak melebihi sisaanggaran;

(3) Meneliti kelengkapan dan validitas perhitungan
atas tagihan pihak ketiga, Berita Acara Serah
Terima (BAST), dan dokumen pengadaan barang
dan jasa.

Berdasarkan hasil verifikasi, Bendahara

Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu

menyiapkan pengajuan permintaan pembayaran LS

Pengadaan Barang dan Jasa yang didokumentasikan

dalam SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa.

Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran

Pembantu mengajukan persetujuan permintaan

pembayaran LS Pengadaan Barang dan Jasa tersebut

kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD /PPK-unitSKPD.

Pengajuan Permintaan Pembayaran LS Kepada Pihak
Ketiga Lainnya

a)

b)

Bendahara  Pengeluaran/Bendahara  Pengeluaran

Pembantu menyiapkan LS Kepada Pihak Ketiga

Lainnya dengan mengacu kepada Keputusan Bupati

dan dokumen pendukung lainnya.

Besaran Pengajuan LS kepada pihak ketiga lainnya

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, dihitung berdasarkan keputusan Bupati
dan/atau dokumen pendukung lainnya yang telah
diverifikasi oleh bendahara pengeluaran.

Bendahara  Pengeluaran/Bendahara  Pengeluaran

Pembantu memverifikasi rencana pembayaran kepada

pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang- undangan dengan langkah
antaralain:

(1) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa
pembayaran kepada Pihak Ketiga lainnya sesuai
dengan  ketentuan = peraturan = perundang-
undangan yang akan diajukan tidak melebihi
sisaanggaran,;

(2) Meneliti dokumen SPD terkait untuk memastikan
dana untuk pembayaran kepada Pihak Ketiga
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang akan  diajukan
telahdisediakan;

(3) Meneliti kelengkapan dan validitas perhitungan
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berdasarkan keputusan Bupati dan/atau
dokumen pendukunglainnya.
d) Berdasarkan hasil verifikasi, Bendahara

Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu
mengajukan Permintaan LS kepada Pihak Ketiga
lainnya yang didokumentasikan dalam SPP-LS
kepada Pihak Ketiga lainnya.

e) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu mengajukan persetujuan permintaan
pembayaran LS pihak ketiga lainnya tersebut kepada
PA/KPA melalui PPK- SKPD/PPK-Unit SKPD.

3. Dokumen Terkait
[lustrasi dokumen permintaan pembayaran antara lain
sebagai berikut:
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a. SPP
-UP
PEMERINTAH KABUPATEN......
SURAT PERMINTAAN
PEMBAYARAN(SPP)
Nomor :
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Un; Persediaan

SPP-UP

I. Nama SKPD

[

Nama Pengpna Anggaran

Namsa Bendahara Pengelnaran

Call B

NPWP Bendahara Pengeloaran

(4]

Nama Bank

™

Nomor Reke ning Bank

Unmk Kepe rinan

8 DasarPengelnaran SPD ___ Moswe: _______ tamgesl

Tevomenngy ]

1
=

Tamggal - .. Nomor ..o IF‘.‘p

Tamggal - . Komor .. |F.‘|:1

n |SP2D Sebelumnya

Tamggal - .. Nomor ..o IF‘.‘p

Tanggal - .. .. Nomor oo IF.‘[:t

Dst: st |rp

Pads SPPim dietaphss lampran- bhopion vang diperiokas sebasd savna terlera pads dalfliar belenglopan dolrisen SPP ind.

R tanggal ... ..
Bendahara Pengeluaran

(tanda tangan)

[nama lenglap)
NIP.

LembarAsk . ULk Pergouna Anooa = PPX- 590
Salnan 1 Unbuk sz B0

Salinan 2 - Untuk Berdahas Pangel anan

Salinan 3 : Unibuk Arsp Bendainens Pengaaran

[ B ] N
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PEMERINTAHKABUPATEN......
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP)

Nomor : .........

Tahun Anggaran : ............

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No Kode Uraia Nilai
Rekening n Rupiah

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 1

1 XXX XX XXXXXXX e

2. [XXXXXXXXXXXX e

3. |dst

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 2

xl Nl o 9 &

dst

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 3

9.

10

dst

Terbilang:##................ rupiah##
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Mengetahui (Tempat,
/Menyetuju Tanggal)
i Bendahara
Pengguna Pengeluaran

Anggaran
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.........

..........
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PEMERINTAHKABUPATEN......
SURAT PERMINTAAN
PEMBAYARAN(SPP)

Nomor :

..........................................
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Gantl Uang Persediaan

SFP-GU
1. Nama SHPD
2 Nama Pengguns Anggsran
3. Nama Bendahara Penge hiaran
4 NPFWP Bendahara Pengeluaran
5. Nama Bank
6. Nomor Rekening Bank
7. Umniuk Keperinan
8 Dasar Pengelusran ISPD .. Nomor: .. tanggal ...
15 besar: Rp
Ji Terbuiang i
1L
No Uraiam
I 1
| 1
1 |SPFD
Tangeal - Nomor: .. IRp_
Tanggal : a1 11 el |Rp.
[Dst - Dst- Irn.
o |SPID Sebelnmmya
Tanggal - Momor: IRp.
Tanggal - Momor: |Rp.
IDst - Dst: I=p.

Pada SPF i ditetaplan lampimn- lsnpican yang dipedokan sebagaimnana feriera pada dafiar kelengiapan dolonmen SFP ini_

Lembar Asl - Uniuk Penoouna Anoneran PR-SP0
Saliran 1 : Untuk e S0

Saliman 2 - Unbuk Sendehers Pengaleran
Salinan 3 - Untuk Arsp Sencehars Penpeiussmn

Bendahara Pengeluaran

[tanda tangan)

[mama lengkap)
NIP.
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PEMERINTAH KABUPATEN......
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN
(SPP-GU)
Nomor : ..coooeviiiiiiiiiie.
Tahun Anggaran : ............

RINCIAN RENCANAPENGGUNAAN

No Kode Uraia Nilai
Rekening n Rupiah

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 1

1. XXX XX XX XXXXX e

2. [XXXXXXXXXXXX e

3. |dst

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 2

XXX XX XX XX XXX L eeeretttiiiiiittttiiiaaeeeens

XXX XX XX XX XXX L ettt ttiiiiittttiiiaaeeaens

XXX XX XX XX XXX L ettt tiiiiittttiiiaaeeenns

XXX XX XX XX XXX L ettt ttiiiiittttiiiaaeeaens

ol 3 o) 9 &

dst

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 3

9. [X.XX.XX.XX.XX.XXX e
10|dst
TOTAL................
Terbilang:##............... rupiah##
Mengetahui/Menyetujui: (Tempat,Tanggal)
PenggunaAnggaran BendaharaPengeluaran
(Namal.engkap) (Namal.engkap)
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PEMERINTAH KABUPATEN......

SURAT PERMINTAAN
PEMBAYARAN(SPP)
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Tambahan ““I Persediaan

SPP-TU
1. Nama SKPD/Unit Kerja
2.  Kode dan Nama Sub Kegalan
3.  Nama Penguns AnggaranKusss Penghuna Anggamn
4. Nama PPTE
5 Nama Bendahara Pengeluamn /Bendahara Pengeluamn Pembaniu
6. NPFWP Bendaham Pengeluamn /Bendabara Pengeluaran Pembaniu
7. Nama Bank
B Nomor Hekenng Bank
9. Untuk Keperluan L e
10. Dasar Pengeluamn o g L | [FT—
benar: Rp
L U |
L Urad as
1 |SFD
LT — I!'-'ﬂmaal...........lltp.
Tanggal © ..o I!'-'nmm...........ll!p.
T Iost: oo, |Rp

Tangl @ . 1H¢M|...........Ikp.
Tanggal @ ..o l!'-'amn...........ll!p.
T I — T E e —— |=p.

Pada SPP nl diwlaphan hmpiran-lampimn vang dipedukan sebagaimans lenera pada daflar kelenghapan delumen SPP ini.

wenwenssHATGERAL. ... ...
Bendaharas Pengeluaran /Bendahara
Pajabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pengeluaran Pembantu
[tanda tangan) [landa tangan)
[nama lengkap [nam s le ngkapy
NIP. NIP.

Liesmibar As S : Uintul Penggung g sy TR 5600
Salinan 1 : Untuk s BUD

Salinan ] : Unbus Bendahurs Pengeluran P9 T
Salnan ] : Untus Arsg Bencds hars Pengeusan, FRTL
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PEMERINTAH KABUPATEN......
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARANTAMBAHANUANG
PERSEDIAAN (SPP-TU)
Nomor : ..coooeviiiiiiiiiiie.
Tahun Anggaran : ............

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No Kode Uraia
Rekening n

Nilai
Rupiah

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 1

1. XXX XX XX XX XXX e e

2. XXX XX XX.XX.XXX 0 e

3. |dst

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 2

XXXXX XX XX XXX e

XXXXX XX XX XXX e

XXXXX XX XX XXX e i

XXXXX XX XX XXX e i

Xl N o o #

dst

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 3

0. [X.XX.XX.XX.XX.XXX 0 e

10|dst

Terbilang:##................ rupiah##

Mengetahui/Menyetujui: (Tempat,Tanggal)
Pengguna Anggaran/KuasaPenggunaAnggaran Bendahara
Pengeluaran/BendaharaPengeluaran

Pembantu

>0




(NamalLengkap)
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(Nama Lengkap)
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d. SPP-LS Gaji danTunjangan

PEMERINTAH KABUPATEN
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN(SPP)

......

J\\[07 5 970 ) o

Langeungaji dan Tunjengan

SPP-LS
1. Nama SKPFD/Unit Kerja
2 Kode dan Namas Sub Kegatan
3 Nama Penggum Anggamn/Kuasa Pe ngnuna Anggaran
4. Nama PPTK
5 MNams Bendahara Pengelusran
6 NPFWFP BEendahara Pengeluamn
7. Namas Bank
8. Nomer Rekening Bank
9 Uniuk Kepeduan
10. Dasar Pengelusran 5D N amor tanggal
S berair Rp
It]’ﬂ'Hw I
L Ursian
1 i

1 |SFD

[T ngggal I!‘-' CERGE [l-ip

[T ngggal |P-' CERGE |Rp

Joat Jos: htp
0 |SPFID Sebelumnys

[Ta mgggal |!'-' CEBGE |]tp

[T gl |I!'-' CERE |](p

Joat [ost: [P.p

Pada SPP ini ditetapkan lampimn-lampimn yang dipe dukan sebagaimana tefera pada daftar kelengha pan dolomen SPP ini

Pejabat Pelaksans Teknis Kegistan

[tanda tangan)

inama lengk ap)
NIP.

Lemibar Asll: Uritul Pangguna Anggaran TS50

Salman 1 : Untuk G BUD

Saliman 2 : Untuk Bendahara Penge LaranPFTC
Salnan ] : Untuk Arap Band ahara Pangduaran PP T

~tanggal.......

Bendahars Pengeluaran

[tanda tangan)

imama lengkapl
NIP.
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PEMERINTAH KABUPATEN......
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP LS) GAJI DAN
TUNJANGAN

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No Kode Rekening Uraian Nilai Rupiah

Nama KegiatanfSub Kegiatan 1

][O NN KN

L R L LR R

1&[

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 2

4 R0 N XX

CRL R NN, O O O

F,.rl

[N NN NN NN

CRL R NN, O O O

b

8 Id'a[

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 3

g, |00 XX

10, Il:h[

Terbilang @ &§ ... ... ... ‘pigh &§F

Mengetahui [ Me nye tujui: [Tempat, Tanggal)
Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran

flama Le EE ap| [Hama Leghag
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e. SPP-LS Barang danJasa

PEMERINTAHPROVINSI/KABUPATEN/KOTA"......
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN(SPP)
NOmMOr @ oo
Langsung Barang dan Jasa
SFP-L8
. Mama SKPD/UnitBerfa el e
2 Kode dan Nama Sub Eegatan @ Ll e e e
3. Nama Pengruna Anggamn/Kossa PernggunaAnggamn =0 | i ] 00000 e e e
4. Nama PPTK
5. Nama Bendahara Pengeliamn /Bendabara Pengelnamn Pembaniu
6. NPWP Bendahara Pengeluaran (Bendabara Pengeloaran Pembantu | : | 00 e e
7. Nama Bank il e e e
B. NaomorRelenimgBank @00 il e e e
9 UmtukEeperluan sl e e
10. Dasar Pengelsmran L1 L 1 Moo e targgal ... ...
Sebesar Bp e
[TEr Bl . e oo e e e e e e |
Ho Uz am
| T
i 1

1 |sFD

Tamggal © ... [hu-nl.u-l:: .............................. I[-Ep

Tamggal @ .o lhunu.rl:' .............................. |E|'.|

[ S lost: oo I['Ep
I |SF2D Sebelu maya

Tamggal @ .o I.hu-nl.u-l:: .............................. IEp

Tarmggal @ .o e Ihtrnurl:: .............................. |H|'.|

[ S lose: I[-Ep

Pejabat Pelaksana Teknis Heglatan

[tanda tangan)

ama lenghkap)
NIP.

Lesnbar Asll : Uintuk Penoguna Angoe s nyPrs- S0
Salinan 1 : Untuk Kusss BUD

Salinan 2 ! Uniuk Bendsham PenogelaranPPTK
Saliman 3 ¢ Uniuk Arsip Bendsiha s Pengell aranPPTK

Beadabhara Pengeluaran/Bendabara Pengeluaran
Pembantu

[tands tangan)

[nama lengkap)
NIP.
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PEMERINTAH KABUPATEN......
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS) BARANG

DAN JASA
Nomor : ......cc.c.......
Tahun Anggaran : .

...........

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No Kode Rekening

Uraian Nilai Rupiah

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan |

1, oo

7, PRI X

3. st

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 2

R RS S Rk B )

5, [rooun e o

f, [RI00XXI00XE XX

7. oo oo

g, [dst

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 3

g, [RARX 000 XX

10, |dst

Terbilang : ## ...........c.ccocne... mUpiah #§

Mengetahui [ Menye tujui:

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

(Nama Lengkap
NIP......ooooiviranns

(Tempat, Tanggal)

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu

[Nama Lengkap|
NIP....oooosieirieans
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f. SPP-LS Pihak KetigalLainnya
PEMERINTAHKABUPATEN......
SURATPERMINTAANPEMBAYARAN(SPP)
NOmMOr & oo

Langsang Pihak Hetiga Lainnya
EFF-LS
1. Nama SKPD/Unil Kera
2. Eode dan Nama Sub Kegatan
3. Nama Pengnina Anggarman/Kuasa Fengnuna Angaran
4. Nama FPTE
3. Nama Bendaham Pengeluaman
b. NPWF Bendabarm Pengeharan
7. Nama Bank
B. Nomor Eekening Bank
9. Unmnk Keperduan
10. Dasar Pengeluacan : lEE'L'I U | USRS, | ——
Sebesar Ep ———
NHo Thradam
I I
I |

1 |SPFD

L . Moo oo KR

L . Moo oo KR
I |SPID Bebelumaya

L . Momwor: ... ... [Rp

L — L1 —— | - -

Pada SFP im ditetaplean bmpran- Bmpran vang diperlokan se mgnmana tefera pada daltar ke lengkapan dokumen SPP ma.

......... tanggal........
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Beadahara Pengelnaran
[tanda tangan) [tanda tangan)
mama lengkap) [nama lengkap)
NIP. NIP.

Lisnbar Al Lk Pengouna AngasranPP-SD
Salinan 1 : Unwbkiuess 810

Salinan 2 : UnikBend shara Pen gelicran PPTK
Salinand | UnLkArsp Bondsha = Pengeiuesan PPTK
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA¥)......
SURAT PERMINTAANPEMBAYARANLANGSUNG (SPP-LS) Pihak
Ketiga Lainnya
Nomor : ...oovvvviiiiiiii,

Tahun Anggaran : ............

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No Kode Uraia Nilai
Rekening n Rupiah

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 1

1. [X.XX.XX.XX.XX.XXX e

2. XXX XXXKXX.XXX 0 e

3. |dst

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 2

XXXXX XX XX XXX e e

XXX XX XX XX XXX e

XXXXX XX XX XXX f ettt iiiiiii i e

XXX XX XX XX XXX f it i iiiiiii i e

Xl N o 91 #

dst

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 3

0, IX.XX.XX.XX.XX.XXX e

10|dst
TOT
AL.
Terbilang:##.............. rupiah##
Mengetahui/Menyetujui: (Tempat,Tanggal)
PenggunaAnggaran BendaharaPengeluaran
(NamalLengkap) (Nama Lengkap)
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P. PERINTAHMEMBAYAR
1. KetentuanUmum

Perintah membayar adalah kewenangan yang dimiliki
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk
belanja yang telah dianggarkan dalam DPA SKPD.
Perintah membayar didahului dengan proses verifikasi
belanja oleh PPK SKPD yang sekaligus menandai
pengakuan belanja tersebut. Proses perintah membayar
memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan
penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
Berdasarkan Pasal 147 dan Pasal 148 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, perintah membayar
diatur sebagai berikut:

a.

Berdasarkan pengajuan SPP-UP, PA mengajukan

permintaan UP kepada Kuasa BUD dengan

menerbitkanSPM-UP.

Berdasarkan pengajuan SPP-GU, PA mengajukan

penggantian UP yang telah digunakan kepada Kuasa

BUD dengan menerbitkan SPM- GU.

Berdasarkan pengajuan SPP-TU, PA/KPA mengajukan

permintaan TU kepada Kuasa BUD dengan

menerbitkanSPM-TU.

Berdasarkan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara

Pengeluaran/BendaharaPengeluaranpembantu,PPK-

SKPD/PPKUnit SKPD melakukan verifikasiatas:

1) kebenaranmateriilsuratbuktimengenaihakpihakpenagih

2) kelengkapan dokumen yang menjadi
persyaratan/sehubungan dengan
ikatan/perjanjian pengadaanbarang/jasa

3) ketersediaan dana yangbersangkutan

Berdasarkan hasil verifikasi, PA/KPA memerintahkan

pembayaran atas Beban APBD melalui penerbitan

SPM-LS kepada KuasaBUD.

Dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat,

PA/KPA tidak menerbitkanSPM-LS.

PA/KPAmengembalikandokumenSPP-

LSdalamhalhasilverifikasi tidak memenuhi syarat,

paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak

diterimanyaSPP.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini
mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:
a. PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi

kelengkapan dan keabsahan pengajuan permintaan
pembayaran dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara
PengeluaranPembantu.

Perintah pembayaran diajukan oleh Pengguna
Anggaran kepada Kuasa BUD dan didokumentasikan
dalam SPM yang disiapkan oleh PPK-SKPD/PPK-Unit
SKPD setelah sebelumnya melakukan verifikasi
kelengkapan dan keabsahan pengajuanpembayaran
Jenis SPM terdiriatas:

1) SPM-UP



h.
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2) SPM-GU

3) SPM-TU

4) SPM-LS Gaji danTunjangan

5) SPM-LS Pengadaan Barang danJasa

6) SPM-LS Pihak ketigalainnya

PPK-Unit SKPD berwenang melakukan verifikasi
kelengkapan dan keabsahan hanya untuk pengajuan
permintaan pembayaran LS dan/atau TU dari
Bendahara PengeluaranPembantu.

PA/KPA dilarang menerbitkan SPM yang membebani
tahun anggaran berkenaan setelah tahun
anggaranberakhir.

Dalam hal PA/KPA berhalangan sementara, yang
bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi
wewenang untuk menandatanganiSPM berdasarkan
Surat TugasPA/KPA.

Dalam hal PA/KPA berhalangan tetap, penunjukkan
pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani
SPM ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
PPK-SKPD/PPK Unit SKPD dalam penerbitan setiap
SPM,melakukan pencatatan pada registerSPM.

2. KetentuanPelaksanaan
a. Perintah MembayarUP

1) Berdasarkan SPP-UP yang diajukan oleh
Bendahara Pengeluaran, PPK-SKPD melakukan
verifikasi dengan cara meneliti kesesuaian besaran
UP dengan SK Bupati.

2) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan sesuai, PPK-
SKPD menyiapkan rancangan Perintah Membayar
UP yang didokumentasikan dalam draft SPM-UP
untuk ditandatangani oleh PenggunaAnggaran.

3) PAmenandatanganidanmenerbitkanSPM-
UPpalinglama2(dua) hari sejak proses verifikasi
dinyatakan lengkap dan sah, untuk kemudian
disampaikan kepada Kuasa BUD,
dengandilengkapi:

a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA;dan
b) Surat Pernyataan VerifikasiPPK-SKPD.

b. Perintah MembayarGU

1) PPK-SKPDmelakukanverifikasiatasSPP-
GUdanLPJPenggunaan UP beserta bukti-bukti
transaksinya yang diterima dari Bendahara
Pengeluaran dengan langkahberikut:

a) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan
bahwa belanjaterkait tidak melebihi
sisaanggaran,;

b) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana
untuk belanja terkait telahdisediakan;

c) Meneliti kelengkapan dan keabsahan bukti-
bukti transaksi dan dokumen
perpajakanterkait.

d) Meneliti kesesuaian jumlah perhitungan
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pengajuan GU, LPJ Penggunaan UP, dan
bukti-buktitransaksinya.

2) Apabila didapatkan ketidaklengkapan
dan/atauketidakabsahan dan/atau
ketidaksesuaian, PPK-SKPD meminta perbaikan
dan/ataupenyempurnaankepadaBendaharaPengel
uaranpaling lambat 1 (satu) hari sejak
diterimanyaSPP-GU.

3) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan
sah, PPK SKPD menyiapkan pengajuan Perintah
Membayar GU yang didokumentasikan dalam draft
SPM-GU untuk ditandatangani oleh
PenggunaAnggaran.

4) Pengguna Anggaran menandatangani dan
menerbitkan SPM-GU paling lama 2 (dua) hari
sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah
untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa
BUD, dengandilengkapi:

a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA;dan

b) Surat Pernyataan  Verifikasi PPK-SKPD yang
dilampirichecklist
kelengkapan dokumen.

c. Perintah MembayarTU
1) Berdasarkan pengajuan SPP-TU oleh Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

yang disertai dengan Daftar Rincian Rencana

Belanja TU, PPK-SKPD /PPK-Unit SKPD melakukan

verifikasi dengan langkah sebagaiberikut:

a) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan
bahwa belanjaterkait tidak melebihi
sisaanggaran;

b) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana
untuk belanja terkait telahdisediakan,;

¢) Meneliti kelengkapan dan keabsahan

persyaratan pengajuan permintaan Perintah
MembayarTU.

2) Apabila didapatkan ketidaklengkapan

dan/atauketidakabsahan dan/atau

ketidaksesuaian, PPK-SKPD /PPK-Unit SKPD
meminta perbaikan dan/atau penyempurnaan
kepada Bendahara
Pengeluaran/BendaharaPengeluaranPembantupali
nglambatl (satu) hari sejak diterimanyaSPP-TU.

3) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan
sah, PPK- SKPD /PPK-
UnitSKPDmenyiapkanpengajuanPerintahMembaya
r TU yang didokumentasikan dalam draft SPM-TU
untuk ditandatangani oleh PenggunaAnggaran.

4) PA/KPA menandatangani dan menerbitkan SPM-
TU paling lama2 (dua) hari sejak proses verifikasi
dinyatakan lengkap dan sah untuk kemudian
disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan
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dilengkapi:

a) Surat Pernyataan Tanggung  Jawab Mutlak
PA/KPA;dan

b) Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-
Unit SKPD yang dilampiri checklist
kelengkapandokumen.

d. Perintah MembayarLS

1) Berdasarkan pengajuanSPP-LSolehBendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen
pendukungnya, PPK-SKPD /PPK-Unit SKPD
melakukan verifikasi dengan langkahberupa:

a) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan
bahwa belanjaterkait tidak melebihi
sisaanggaran;

b) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana
untuk belanja terkait telahdisediakan;

c) Meneliti kelengkapan dokumen sesuai dengan
jenis pengajuannya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang- undangan sebagaimana
yang tersimpan dalam dokumentasi di sistem.

d) Meneliti keabsahan dokumen-dokumenpendukung.

e) Meneliti kesesuaian jumlah  perhitungan
pengajuan LS dengan dokumenpendukungnya.

2) Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau
ketidakabsahan dan/atau ketidaksesuaian, PPK-
SKPD /PPK-Unit SKPD meminta perbaikan
dan/atau penyempurnaan
kepadaBendaharaPengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu paling lambat 1 (satu) hari
sejak diterimanya SPP-LS.

3) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan
sah, PPK- SKPD/PPK-Unit SKPD menyiapkan
pengajuan Perintah Membayar LS yang
didokumentasikan dalam draft SPM-LS wuntuk
ditandatangani olehPA /KPA

4) PA/KPA menandatangani dan menerbitkan SPM-LS
paling lama 2 (dua) hari sejak proses verifikasi
dinyatakan lengkap dan sah untuk kemudian

disampaikan kepada Kuasa BUD,

dengandilengkapi:

a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA;
dan

b) Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-
Unit SKPD yang dilampiri checklist
kelengkapandokumen.

5) Penerbitan SPM-LS dapat dilakukan dengan
menerapkan ETPyang dicetak dan dikirim secara
online dalam bentuk file kepada Kuasa BUD.

3. DokumenTerkait
[lustrasi dokumen perintah membayar antara lain sebagai
berikut:
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SPM
-UP
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA")
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Uang Persediaan (UP)

Tahun Anggaran:

No. SFM:

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA

Sumya menerbitkan SP2D Ke pada:

Potongan - potongan :

Uraian
(No. Rekening)

No.

Jumlah

Keterangan

Jumlah

Rp.

Informasi : (Tidak mengurangi umlah pembayaran SPM)

SKPD
Bendahara/ pihak lain . Uraian Jumleh Eote
o rangan
No. Rekening Bank [No. Rekening) "
Nama Bank
NPWP Jumlah|Rp
Dasar Pembayaran
Untuk Keperluan
Pembebanan Pada Kegiatan SPM Yang Dibayarkan
KODE KEGIATAN URAIAN  |NILAI Uumlah Yang Diminta [Rp
pumlah Potongan |Ep.
Jumah [Rp. Uumlah Yang Ditayarkan  [Rp
|Uang Sejumlah: [.......ccoovviininnnninns
Jumlah S$PP Yang Diminta: Rp. ..
|terbdang) Pengguna Anggaran
|tanda tangan)
[nasw lengkap|
Nomor dan Tanggal SPP KIP.

P mi 5ok gpabils telok ditorndot engon don ditempel olek Kepala SKPD




_299_

SPM
-GU
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/ KOTA*)

SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Ganti Uang (GU)
Tahun Anggaran: No. 8PM:
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH Potongan - potongan |
Uraian
PEMERINTAH PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA Yo, Jumiss K
|No. Rekening)
[Supya menerbithan SP20 Ke pda;
Jumlah] Rp ...
SKPD Iaformasl ; (Tidak mengurang umiah pembagaran SPA)
Bendahara/pikak lain 0 Uralan
L Jumlah Heterangan
No.RekeningBank ! oimmmssmimmn ° (No. Rekening) i
Kama Bank s
NEWP s JumlahRp. ...
Dasar Pembayaran
Untuk Keperluan
Pembebanan Pada Keglatan |sPM Yang Dibayarkan
HODE KEGIATAN URAIAN NILAI Jumlah Yang Di minta IRp ........
Jumlah Potangan IRP ........
Jumah IRp. ..o Jumlah Yang D ayarkan IRp ........
Lang Sejumlah: [ i
Jumlah 8PP Yang Diminta: Rp oo
------ , tangm) ... ... ..
| terhifang) Pengguna Anggaran
{tandas tangan)
ke nighag)
Nomor dan Tanggal SPF NI,

=P i sah |.|||mh|I|.|||'I|.|h mrangdaangan | gan |.|'p:||'|||||'I dith ﬁ;l;lulu o] ]
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PEMERINTAH PROVINSI/ KABUPATEN /KOTA")

SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Tambah Uang (TU)
Tahun Anggamun: No.SFM:
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH Potongan - potongan :
PEMERINTAH PROVINSI/EABUPATEN/KOTA No. Uralan R angan
{No. Rekening)
Supaya menerbitkan SP2D Kepada:
Jumlah| Rp. ..o
SKPD . Informasl : Tidak mengurang umioh pembayaran SPM)
Bendahara/pihak lain | o, Uralan
No. Jumlah Keter
No. Rekening Bank ¢ woooor oo [No. Rekening] g
Mama Bank | arerrens st s ———
NFWP D s st —— Jumlah{Rp. ...,
DusarPembayaran ¢
Untuk Keperluan
Pembebanan Pada Keglatan |8PM Yang Dibayarkan
KODE KEGIATAN URAIAN NILAI Jumlah Yang Diminta [T
Lumlah Patangn [
Wumah . — Jumlah Yang Dibayarkan . Y

LT AT T ———

Jumlah SPP Yang Diminta:  Rp. .

....... {fanggal ... ... ..
[ et fian g) Pengguna Anggaran/ Kunsa Pengguna Anggaran
|tanea tangan)
{nama lenghap)
Nomor dan Tanggal SFF NI,

=P i sah |||||||h|I|| Iebah o lndakan gan i dan ||'|xu'|||||ull alih ﬁ;l'llﬂlhl =D
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA")

SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Langsung (LS)
Tahun Anggaran: Nao. SPM:
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH Potongan - potongan :
PEMERINTAH PROVINSI/ KABUPATEN (KOTA o, Uraian Jumlsh  |Keterangan
|No. Rekening)
Bupava menerbitkan SPA0 Kepada:
Jumlah| Rpons
SKPD Informasi ; Tidek mengurang jumiah pembayaran SPH)
Bendahara/ phak lain Urnlan
No, Jumlah Kot
Na, Rekening Bank ’ [{No. Rekening) PR
Nama Bank
NFWP Jumlah R
Dasar Pembayaran
Untuk Keperhian:
Pembebanan Pada Keglatan |SPM Yang Dibayarkan
KODE KEGIATAN URAIAN NILAI Jumlah Yarg Diminta Rp. ...
LJumilah Pulungnn Rp ...
Jumah | — Jumlah Yang Dibavarkan  [Rp ...
[Uang Sjumlah: |
Jumlah SFF Yang Diminta: Rpooonr
N 1" 1 .
| terbilang) Pengguna Anggaran/Kussa Pengruna Anggaran
ftancls 1angan)
[mama lengh
Nomar dan Tanggal EFP NIF

5P i sah u||ul.||h lekah  Eandarangan) dan ul'd|'|l|||u'l-_-I|1| F.'|'l|mlu SR
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Q. PERINTAH PENCAIRANDANA
1. KetentuanUmum

Perintah pencairan dana dibuat oleh Kuasa BUD untuk
mengeluarkan sejumlah uang dari RKUD berdasarkan
SPM yang diterima dari PA/KPA. Perintah pencairan
dana tersebut ditujukan kepada bank operasional mitra
kerjanya untuk mencairkan dana di RKUD dengan
tujuan pembayaran kepada pihak-pihak terkait sesuai
jenis SPM dan SPP yang diajukan. Proses perintah
pencairan dana memuat informasi, aliran data, serta
penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan
secara elektronik.

Berdasarkan Pasal 149 Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2019, pengaturan perintah pencairan dana

adalah sebagai berikut:

a. Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM
yang diterima dari PA/KPA yang ditujukan kepada
bank operasional mitrakerjanya.

b. Penerbitan SP2D paling lama 2 (dua) hari sejak
SPMditerima.

c. Dalam rangka penerbitan SP2D, Kuasa
BUDberkewajiban untuk:

1) meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh
PA/KPA berupa Surat Pernyataan Tanggung
JawabPA/KPA;

2) menguji kebenaran perhitungan tagihan atas
beban APBD yang tercantum dalam
perintahpembayaran,;

3) menguji ketersediaan dana Kegiatan yang
bersangkutan;dan

4) memerintahkanpencairandanasebagaidasar
PengeluaranDaerah.

d. Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan
PA /KPAapabila:

1) tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung
Jawab PA/KPA; dan/atau

2) pengeluaran tersebut melampauipagu.

e. Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM dalam hal
SP2D tidak diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari
terhitung sejak diterimanya SPM.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini

mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

a. Perintah Pencairan Dana disampaikan kepada Bank
dengan memuat informasitentang;:

1) Baki Rekening yang akandicairkan

2) Jumlah total dana RKUD yangdicairkan

3) Tujuan pembayaran dari jumlah total tersebut

yang terinci

menjadi:

(a) pihak penerima non-pihak ketiga atau pihak
ketiga penyedia barang/jasa

(b) potonganyangbersifattransitoris,diperlakukan
sesuai ketentuan pada BABV.C

b. Dalam hal telah dilakukan integrasi sistem antara
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Kuasa BUD dengan Bank, harus dipastikan informasi
yang dipersyaratkan dalam Perintah Pencairan Dana
tersampaikan antara kedua belah pihak dengan tetap
memperhatikan keamanan digital pada sistemmasing-
masing.

2. KetentuanPelaksanaan

a. Berdasarkan pengajuan SPM oleh PA/KPA yang
disertai Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD /PPK-
Unit SKPD dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab
Mutlak PA/KPA, Kuasa BUD melakukan verifikasi
dengan langkah-langkah sebagaiberikut:

1) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa
belanja terkait tidak melebihi sisaanggaran;

2) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana
untuk belanja terkait telahdisediakan;

3) Meneliti dan memastikan kelengkapan dokumen
yang menjadi persyaratan pengajuanSPM;

4) Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas
Beban APBD yang tercantum dalam
perintahpembayaran.

b. Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan
PA dan/ atauKPA apabila:

1) tidakdilengkapiSuratPernyataan
TanggungJawab Mutlak PA/KPA;

2) tidak dilengkapi Surat Pernyataan Verifikasi PPK-
SKPD/PPK Unit SKPD yang dilampiri checklist
kelengkapan dokumen;dan

3) belanja tersebut melebihi sisa anggaran dan/atau
dana tidak tersedia.

c. Dalamhalterjadiketidaksesuaiandan/atauketidakleng
kapandalam proses verifikasi tersebut, Kuasa BUD
mengembalikan dokumen SPM paling lambat 1 (satu)
hari terhitung sejak diterimanyaSPM.

d. Dalam hal proses verifikasi dinyatakan lengkap,
Kuasa BUD menerbitkan Perintah Pencairan Dana
yang didokumentasikan dalam SP2D.

3. DokumenTerkait
[lustrasi dokumen perintah pencairan dana antara
lain sebagai berikut:
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SP2D-UP
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FORM AT SFZD - UF

PROVINSI; KABUPATEN/ KOTA™

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)

Mo or 5P

Tanggal
Nama 5EPD

Dhari BU D Kusasa BLIT
M PWEF

[T A g P

temrivi

Uang s=besar B

He pacia

NPFWF

No. Rekening Bank
Bank Penerima
Eeperhmmn Unnk

Pagmis MArg e e

Bank Pengirimm @ oo
Hendaklah menoairkan / memindahbululan dard baki Rekening Nomor ... ... ... .

|- |

Ny

HODE HKEGIATAN /SUB HKEGILATAN

JUMLAH

URAILAN
g

2

3

o rml bl

hh-l--r-t_r-:

Ha. Uraian (No. Rekening)

o o e B
(L]

o ol b

Informasd: Falok mengeerong i peraloh perrdrogeeoen. SP20H

Uraian (No. Bekening)

o ol b
TRp)

BlElEl=

o e il b

SP2 Fumg ¥ bayar kan

Jurmlakh wang Dissinta

Jumlah Potonggn

Jumlah yung v bayar kan

Un ng Sejomlsbh:

L rmbuur
L rmbuur
L rmbuur
L smbuur

: Banlk Yang Ditoan juk
chruip Hoasse BUD
: Pihak Pooorimes

W=

Fen ggun e Ang garan Kussas Brodahsrs Umum Deerab

Jim redls Ea rgpamn

Lensrrms be o ko
M.




SP
2D-
GU
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FORMAT SF2D - GU

PROVINSI/KABUPATEN /KOTA" .

SBURAT PFERINTAH PENCAIRAN DANA (SPZIDY

Mormar S
Tanggal

Mam o SKPD

il P BUDY Kussa BULD
MW
Tahun Anggaran

Bank Pengirim :© .........

Hendaklah mencairkan / memindahbulkukan dori baki Bekening Momor ... . .

Uang sebesar Rp ... ... ... flerbilang ! ..............]
P Firlll:hl b bas R IR R LR EEER R LR EE LR
MW b s R R R R R R
Mo, Belendng Banle 1 s
Hanle Penerlma I s i i s s
Ke perluan Lintuwlk I s s s s s
P gLl AN ra I BP s s s s s
RO HODE HEQIATAN/BUBR HEQIATAN URAIAN '“:::TH
]
&
el
o i h Ll
FPoton gan-pol on gan !
umlah
Mo, Uralan (Mo, Felenlng Helerangan
{Rp]
i.
.
3
Jui il s
Ialor masl ! Ticlok mergurorugl fueiloh perdusiorne P20
oF i Ea Lk
N, Uralan (Mo, Relenl bg) Helernngnm
{Rp]
i
2.
=h
4.
T |
BFID yang I iy
Junimidah vaing Dhimidinta R |
JJumlah Potongan BB 1aa iaaiaa iaanaa s sy
Jumilak yamg Dileyar leam Rp .. I
Wi g Bajumilak
Lembar 1 Banl Veng Ditesjul 1a o bmrggal oo
Lemilaag & | Pen ggune A garan Ko asa Pen o ne A g s Huasa Ben dahara U D aerak
Latimibar 2 Arelp Kuasa BUD
Latimibai 4 | Pihak Penerl i

jrareka Tangan)

Lissnraian lsiuehagd
M1,




SP
2D-
TU
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FORMAT 8PF2D - TU

PROVINSI/ KABUPATEN /KOTA™ ...

BURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (BF2ID)

Kamar SI'M (RETY
NiPwe
Talvun Avgganan

LTI

Mama MK "D

IR R TR | R

ek Peaggiim

Hemdaklal e moairban J oowe ool ke Tt koukan dan Tsabkd Bekeming N omea

Llanng wa beeman Wy FertaTimug ]

W puai il

N Wi

Mo, Rekening Mank
Tk Pene s

W e il namnn Lo vk

1" Mg s iy

LLe HAKHE BEGIATAN/SUR HEOIATAN

LML A
L

I o s - g |

et
"y —

L lmrrmasil | il e rmrieAeian ekl peeirdoaaraen 50000

E ]

L yw g TR ey ai ai

Linsrmd sy 3 omngg L3 dnrwin i fews

Ll shy 17 ertsens e | T

e L L g

Lapilini 1 Wi e W i g T b e e

ledislmi 4 Pt gei ive A gEsi s /B e es Peiuge e A g sisi
Lapivlmi 1 Admip Wiesss WL

Lagivlomi 4 iy sl 1 i ol s

. Tanggal
B msa Moo daliars U m Daosrals

(Harwka tampan)

L oo gha
wie
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FORMAT SP2D - L8

r.u'ﬂ--umurﬁ-r.-;:u-rﬁ“ R SURAT FERINTAH PENCAIRAN DANA (EF2D)
i -
Kamar HI*M Fari IR Kuasa 18D
=ane
Tangaal

alian Anggaran
s ma H KITD

T o £ I .
Hemlaklah mencairkan [/ memindahbulouloan dari aki RBelkening Nomor ... .00 00 0.

Uang sebesar Bp ... ... ... ferblong: 0000
K jua s
Ll b

Na, e ke ning Mank

Bank Penerima
Ko por rhaaE i Lotk

Pagu Anggaran (141

LLLE) HAFME BEGIATAN#UR BEGIATAN URALAN an

Polongen petongen:

Ha. Ursilsn e . Belewing) ﬂ‘] L e s

L]

2

Ao la ]

Do o w1 1 iilidh rrmvai il imeis Al Jeaedsimgimaes 5000

Ha. Urmian Mo . B b i gl oy e

| =

Jumlah]

Jamlaly yaogg 1o nis hp

Mygardaly 1o cars g iy hp

Jumilah o Than |

Uiy S s oml wly

lopabear 1 Wank Vang Ditu ajulk . 1 e gl
lomilsas J PFongguns Anggsran /Kusss Posgpens Anggsrsn s sl s s 1L s o Do
lovpibsar 1 Arwip Kusss BUD
lemdsar 4 Pikak Pensrims
[LETE PR

e e by
KI®
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R. PEMBUKUAN BENDAHARAPENGELUARAN
1. KetentuanUmum

Dalam penatausahaan belanja daerah, Bendahara
Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu harus
melakukan pengendalian atas pelaksanaan belanja yang
menjadikewenangannya.
Pembukuan yang dilakukan oleh Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu memuat
informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian
dokumen yang dilakukan secara elektronik.
Dalam rangka pengendalian atas pelaksanaan belanja
daerah, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu menggunakan buku- buku sebagai berikut:

Buku KasUmum

Buku PembantuBank

Buku Pembantu KasTunai

. Buku PembantuPajak

Buku PembantuPanjar

Buku Pembantu per Sub Rincian ObjekBelanja

Pencatatan buku-buku di atas bersumber pada data, antara

lain:

a. Bukti transaksi yang sah danlengkap

b. SPPUP/GU/TU/LS

c. SPMUP/GU/TU/LS

d

e

mO e T

. SP2D
. Dokumen pendukung lainnya sesuai peraturanperundang-
undangan
2. KetentuanPelaksanaan
a. Pembukuan atas berbagai transaksi dilakukan dengan

ketentuan sebagaiberikut:

1) Penerimaan UangPersediaan
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu membukukan penerimaan UP/GU/TU
berdasarkan SP2D- UP/SP2D-GU/SP2D-TU,
dengan melakukan pencatatan pada Buku Kas
Umum di sisi penerimaan dan pada Buku Kas
Pembantu Bank di sisi penerimaan sesuai dengan
jumlah yang tertera pada SP2D-UP/SP2D-
GU/SP2D-TU.

2) Pelimpahan UangPersediaan
Pelimpahan sebagian UP kepada Bendahara
Pengeluaran
PembantudicatatpadaBKUdisisipengeluaran,sertapa
daBukuPembantu Bank di sisi pengeluaran sesuai
dengan jumlah UP yang dilimpahkan.

3) Pergeseran UangPersediaan
Dalam hal Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu melakukan pergeseran
UP/GU/TU yang terdapat di bank ke kas tunai,
dilakukan pencatatan pada BKU sisi pengeluaran
dan penerimaan, pada Buku Pembantu Bank di sisi
pengeluaran, dan pada Buku Pembantu Kas Tunai
di sisi penerimaan sesuai dengan jumlah



4)

5)

6)

7)

8)
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UP/GU/TU yangdigeser.

Pembayaran belanja olehBendahara
AtaspembayaranyangdilakukanBendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
berdasarkan bukti-bukti belanja yang disampaikan

PPTK  secara tunai/non  tunai, dilakukan
pembukuan dengan mencatat pada BKU di sisi
pengeluaran, pada  Buku Pembantu Kas

Tunai/Buku Pembantu Bank di sisi pengeluaran,
dan pada Pembantu Sub Rincian Objek Belanja
pada kolom UP/GU/TU sejumlah nilai
belanjabruto.

Pemberian UangPanjar

Berdasarkan Nota Pencairan Dana PA/KPA, serta
bukti pengeluaran uang/bukti lainnya yang sah,
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu mencatat pemberian uang panjar sebesar
uang yang diberikan kepada PPTK di BKU pada sisi
pengeluaran, pada Buku Pembantu Bank
padasisipengeluarandanBukuPembantuPanjardisisi
pengeluaran.

Pertanggungjawaban UangPanjar

Berdasarkan pertanggungjawaban yang diberikan
PPTK atas penggunaan uang panjar, Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
mencatat di BKU pada sisi pengeluaran dan di
buku pembantu Sub Rincian Objek Belanja pada
sisi pengeluaran.

a) Dalam hal terdapat pengembalian kelebihan
uang panjar dari PPTK, Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
mencatat di Buku Pembantu Bank atau Buku
Pembantu Kas Tunai pada sisi penerimaan
sebesar yang dikembalikan.

b) Dalam hal terdapat kekurangan uang panjar,

Bendahara Pengeluaran/ Bendahara
Pengeluaran
Pembantumembayarkekurangannya kepada

PPTK, dan selanjutnya mencatat di Buku
Pembantu Bank atau Buku Pembantu Kas Tunai
pada sisi pengeluaran sebesar yangdibayarkan.
Belanja melaluil.S
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu melaksanakan pembukuan pembayaran
belanja melalui LS dengan melakukan pencatatan
pada BKU di sisi penerimaan dan sisi pengeluaran
pada tanggal yang sama, dan mencatat pada Buku
Pembantu Sub Rincian Objek Belanja pada kolom
belanja LS sebesar jumlah belanja bruto.
Pemungutan dan PenyetoranPajak
a) Pada saat pemugutan/pemotongan pajak,
Bendahara Pengeluaran/ Bendahara
Pengeluaran Pembantu mencatat pada BKU di
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sisi penerimaan, dan pada Buku Pembantu
Pajak di sisipenerimaan.
b) Pada saat penyetoran ke Rekening Kas Negara,

Bendahara

sisi pengeluaran.

Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu mencatat pada BKU di
sisi pengeluaran, dan Buku Pembantu Pajak di

b. Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu wajib ditutup pada setiap akhir
dengan
Pengeluaran/Bendahara
dengan PA/KPA. Penutupan BKU dilampiri
Acara PemeriksaanKas.
3. DokumenTerkait
[ustrasi

bulan

ditandatangani

dokumen
pengeluaran antara lain sebagai berikut:

RegisterSPP-SPM-SP2D

Pengeluaran

pembukuan

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....
EHF DI-I Addaida

TAHUN ANGGARAN. ..

REGITER SPP/SPM/SP2D

o 11—

oleh Bendahara

Pembantu

Berita

bendahara

No.

Jenis
[Up/GU/TU/5)

SPP

SPM

S0

Tel

Nomor

Tgl

Nomor | Tl

Nomor

Uraian

lumlzh | Keterangan

Bendahara Penerimaan/
Bendahara Penerimaan

4
A

o

Namg
NP-.......
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BKU

SHPD..........c
TAHUN ANGGARAN............
BUKU KAS UMUM
Periode: ..o,
Mo. | Tanggal Mo. Bukti Uraian Penerimaan | Pengeluaran Saldo

5aldo Kas di Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

(Not={ g 211 ] ¢ [ U
terdiri dari:

a. Tunai i |- T

b. Bank SR oo e e

Disetujui aleh,

Disiapkan oleh,
Pengguna Anggaran/ Kuasa

BendaharaPengeluaran/

Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran
L !
-'-l i =)
=] o]
Nama Nama
MNIP: s v s
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Buku PembantuBank

BUKU PEMBANTU BANK

Periode: e mane
Tanggal | No. Bukti Uraian Penerimaan | Pengeluaran Saldo
Disetujui ol eh, Disiapkan oleh,
Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/
Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran
! &l

Al .

o] 0]

MNama MNama

NIP: MNP

Buku PembantuKas
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .......

SKPD............
TAHUN ANGGARAN

BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
Periode: .. o cew e

Tanggal |[MNo.Bukti Uraian Penerimaan

Pengeluaran Saldo

Disetujui oleh,
Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna

2
A
o]

MNama
NIP: .

Disiapkan oleh,
Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Pengeluaran

Ei-!g
Bl

=] !
MNama
NP .
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Buku PembantuPajak

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ......
SKPD............

TAHUN ANGGARAN............

BUKLU PEMBANTU PAJAK

Perlode: .....ccccc.ecce.
Tanggal |MNo.Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
Disetujui aleh, Disiapkan oleh,
Pengguna Anggaran/ Bendahara Pengeluaran/
Kuasa Pengguna Bendahara Pengeluaran
L ! 2
H
(o] ]
Marna Marma
NIP:.......... NIP: s
Buku PembantuPanjar
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .......
SKPD............
TAHUN ANGGARAN............
BUKU PEMBANTU PAMNIAR
PErode: . e e e
Tanggal |No.Bukti Uraian Penerimaan | Pengeluaran Saldo

Dizetujuioleh, Diziapkan oleh,
Pengguna Anggaran, Kuasa

Bendahara Pengeluaran/ Bendahara
Pengzuna Anggaran

Pengeluaran Pembantu

2k !

G

& (o]

Hama Hama
MIP: eiiena

[ | o R—
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Buku Pembantu per Sub RincianObjek

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATENS/KOTA .......

Kode Rekening

Mama Rekening

Jumlah Anggaran (DPA)
Jumlah Anggaran [DPPA)

BUKU PEMBANTU SUB RINCIAN OBYEK BELANJA

Periode ! v e e
Mo. | Tanggal No. BKU Uraian Belanja LS | Belanja TU it Saldo
UP/fGU
Disetujui oleh, Disiapkan oleh,
Pengeuna Anggaran Bendahara Pengeluaran)
Kuasa Pengguna Bendahara Pengeluaran
1] !
H E]
o] (o]
MNama MNama
MIP: e PIP: v v e

S. PENYAMPAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENG
1. KetentuanUmum

Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya,

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran

Pembantu harus menyampaikan Laporan

Pertanggungjawaban (LPJ). Penyusunan dan penyampaian

LPJ Bendahara memuat informasi, aliran data, serta

penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan

secara elektronik.

Berdasarkan Pasal 153 Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2019, laporan pertanggungjawaban Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu diatur

sebagai berikut:

a. BendaharaPengeluaransecaraadministratifwajib
mempertanggungjawabkan penggunaan
UP/GU/TU/LS kepada PA melalui PPK-SKPD paling
lambat tanggal 10 bulanberikutnya.

b. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu pada
SKPDwajibmempertanggungjawabkansecarafungsional
ataspengelolaan uang yang menjadi tanggung
jawabnya dengan menyampaikan LPJ pengeluaran
kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan
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berikutnya.

c. Batas waktu penerbitan surat pengesahan LPJ
pengeluaran adalah paling lambat tanggal 10 bulan
berikutnya.

d. PenyampaianpertanggungjawabanBendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu secara
fungsional
dilaksanakansetelahditerbitkansuratpengesahan
pertanggungjawaban pengeluaran olehPA/KPA.

e. Untuk tertib LPJ pada akhir tahun anggaran,
pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan
Desember disampaikan paling lambat tanggal
31Desember.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini

mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

a. Bendahara Pengeluaran wayjib menyampaikan
pertanggungjawaban atas pengelolaan yang terdapat
dalamkewenangannya.

b. Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran,meliputi:
1) LPJ PenggunaanUP

a) LPJ penggunaan UP dilakukan Bendahara
Pengeluaran pada setiap pengajuanGU.

b) LPJ penggunaan UP disampaikan kepada PA
melalui PPK-SKPD dilampiri bukti-bukti belanja
yang lengkap dansah.

¢) LPJ Penggunaan UP dijadikan sebagai lampiran
pengajuan SPP- GU.

d) Pada akhir tahun LPJ Penggunaan UP
disampaikan secara khusus (tidak menjadi
lampiran pengajuan GU), sekaligus sebagai
laporan sisa dana UP yang tidak diperlukan lagi.
Penyampaian LPJ ini diikuti dengan penyetoran
sisa dana UP ke RKUD.

2) Pertanggungjawaban penggunaanTU

a) Pertanggungjawaban penggunaan TU dilakukan
oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu setelah TU yang
dikelolanya telah habis/selesai digunakan untuk
mendanai suatu sub kegiatan atau telah sampai
pada waktu yang ditentukan sejak TUditerima.

b) Pertanggungjawaban penggunaan TU
disampaikan kepada PA /KPAmelaluiPPK-
SKPD /PPK-UnitSKPDberupaLPJTUyang
dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap
dansah.

¢) PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi
terhadap LPJ
penggunaanTUsebelumditandatanganiolehPA /KP
A.

3) PertanggungjawabanAdministratif

a) Pertanggungjawaban administratif disampaikan
oleh Bendahara
PengeluarankepadaPAmelaluiPPK-
SKPDpalinglambattanggal 10 bulanberikutnya;
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b) Pertanggungjawaban administratif berupa LPJ
yang menggambarkan jumlah anggaran, realisasi
dan sisa pagu anggaran secara kumulatif
dan/atau per kegiatan yang dilampiri:

(1) BKU;
(2) Laporan penutupan kas (BKU);dan
(3) LPJ Bendahara PengeluaranPembantu

c¢) Pada bulan terakhir tahun anggaran, LPJ
administratif disampaikan paling lambat tanggal
10 bulan Januari dan wajib melampirkan bukti
setoran sisaUP.

4) PertanggungjawabanFungsional
a) Pertanggungjawaban fungsional disampaikan

oleh Bendahara Pengeluaran kepada PPKD
selaku BUD paling lambat tanggal 10
bulanberikutnya.

b) Pertanggungjawaban fungsional berupa LPJ yang
merupakan konsolidasi dengan LPJ Bendahara
Pengeluaran Pembantu, dilampiri:

(1) Laporan penutupan kas;dan
(2) LPJ Bendahara PengeluaranPembantu.

¢) Pertanggungjawaban fungsional disampaikan
oleh Bendahara Pengeluaran kepada PPKD
selaku BUD setelah mendapat persetujuanPA.

d) Pada bulan  terakhir tahun  anggaran,
pertanggungjawaban fungsional disampaikan
paling lambat tanggal 10 bulan Januari dan
wajib melampirkan bukti setoran sisaUP

2. KetentuanPelaksanaan
a. Pertanggungjawaban PenggunaanUP

1) Pada setiap pengajuan GU, Bendahara
Pengeluaranmenyiapkan
LPJ penggunaan UP.

2) Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan UP
disampaikan kepada PenggunaAnggaranmelaluiPPK-
SKPDsebagailampiranpengajuan
SPPGUdengandilampiribukti-
buktiyanglengkapdansah.

b. Pertanggungjawaban PenggunaanTU

1) Bendahara Pengeluaran menyusun LPJ Penggunaan
TU setelah TU yang dikelolanya telah habis
digunakan untuk mendanai suatu sub kegiatan
dan/atau telah sampai pada waktu yang ditentukan
sejak TUditerima.

2) Bendahara Pengeluaran menyampaikan LPJ
Penggunaan TU kepada PA melalui PPK-SKPD
dengan dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap
dansah.

3) PPK-SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ
penggunaan TU sebelum ditandatangani oleh PA
dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana
untuk belanja terkait telahdisediakan.

b. MenelitidokumenDPAuntukmemastikanbahwabe
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lanjaterkait tidak melebihi sisaanggaran.
c. Meneliti keabsahan buktibelanja.

c. PertanggungjawabanAdminis

1)

tratif

PenyusunanLPJ

a. Setiap akhir bulan, Bendahara Pengeluaran
Pembantu menyiapkan LPJ Bendahara
Pengeluaran Pembantu untuk disampaikan
kepada BendaharaPengeluaran.

b. Bendahara Pengeluaran akan menyiapkan LPJ
Bendahara serta melakukan konsolidasi dengan
LPJ Bendahara Pembantu. LPJ Bendahara
memberikan gambaran jumlah anggaran,
realisasi, dan sisa pagu anggaran secara
kumulatif dan/atau per kegiatan yangdilampiri:
(1) BKU;

(2) Laporan PenutupanKas;
(3) LPJ Bendahara PengeluaranPembantu.

2) Penyampaian LPJAdministratif

2)

3)

4)

a. Bendahara Pengeluaran menyampaikan LPJ
Bendahara kepada PA melalui PPK-SKPD paling
lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

b. PPK-SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ
administratif dengan langkah-langkah
sebagaiberikut:

(1) Meneliti transaksi belanja beserta tanda bukti
belanja yang terdokumentasikan dalam buku
atau laporanterkait

(2) Meneliti penerimaan SP2D yang
terdokumentasikan dalam buku atau
laporanterkait

(3) Melakukan analisis kesesuaian dan
kepatuhan terhadap proses belanja dan
pengeluarankas

Apabila dalam proses verifikasi, PPK SKPD
menemukan ketidaksesuaian dan/atau

ketidaklengkapan, maka PPK SKPD meminta
perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada
Bendahara Pengeluaran.

Dalam hal proses verifikasi dinyatakan sah dan
lengkap, maka PPK SKPD akan pengajuan
penandatanganan dan persetujuan LPJ Bendahara
secara administratif kepada Pengguna Anggaran.
Pengguna Anggaran menandatangani LPJ
Bendahara yang sudah diverifikasi sebagai
bentukpersetujuan.

d. PertanggungjawabanFungsional

1)

Setelah LPJ Bendahara Pengeluaran ditandatangani
oleh Pengguna
Anggaran,BendaharaPengeluaranmenyampaikan
pertanggungjawaban fungsional kepada PPKD
selaku BUD
untukditandatangani,palinglambattanggal10bulanb
erikutnya.
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2) PPKD selaku BUD melakukan proses verifikasi dan
menandatangani LPJ Bendahara Pengeluaran
sebagai bentuk persetujuan.

e. Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran
Pembantu,meliputi:
1) Pertanggungjawaban penggunaan limpahanUP

a. Pertanggungjawaban penggunaan UP dilakukan
Bendahara Pengeluaran pada setiap pengajuan
penggantian limpahanUP.

b. Pertanggungjawaban penggunaan limpahan UP
disampaikan kepada KPA melalui PPK-Unit
SKPD berupa LPJ limpahan UP
yangdilampiribukti-
buktibelanjayanglengkapdansah.

c. LPJ-limpahan UP disampaikan kepada
Bendahara Pengeluaran sebagai dasar
penyusunan LPJ BendaharaPengeluaran.

2) Pertanggungjawaban penggunaanTU

a. Pertanggungjawaban penggunaan TU dilakukan
oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu setelah
TU yangdikelolanya
elah habis/selesai digunakan untuk mendanai
suatu sub kegiatan atau telah sampai pada
waktu yang ditentukansejak TUditerima.

b. Pertanggungjawaban penggunaan TU
disampaikan kepada KPA melalui PPK-
SKPD/PPK-Unit SKPD berupa LPJ-TU yang
dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap

dansah.

c. PK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi
terhadap LPJ
penggunaanTUsebelumditandatanganiolehKPA.

3) LPJ
a. Bendahara Pengeluaran Pembantu

menyampaikan LPJ kepada Bendahara
Pengeluaran paling lambat tanggal S5 bulan
berikutnya,dilampiri:
(1) BKU;dan
(2) Laporan penutupankas.

b. PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan
verifikasi terhadap LPJ sebelum ditandatangani
KPA untuk mendapatkanpersetujuan.

3. DokumenTerkait
[lustrasidokumenpenyampaianlaporanpertanggungjawab
an bendahara pengeluaran antara lain sebagaiberikut:
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LPJ UP
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .......
SKPD..uveu
Tahun Angearan......

LAPORAN PERTANGGUNGIAWABAN UANG PERSEDIAAN

Besaran UP berdasarkan 5K KDH:

Uang Persediaan (UP) Awal Periode & ..ocvevrereens
Penggunan Uang Persediaan (UP) @ .oeovsneress
Uang Persediaan (UP) Akhir PEMIODE : vuvessseiesns

Urusan ez
Bidang Urusan R
Program e
Kegiatan oAb e Tt
Sub Kegiatan E
Node Rekenine i Jumlah E-Eﬁanpa | Akumuilasu Sisa
Anggaran Periode il Belanja Anggaran
Urusan . AN
Bidang Urusan B
Program e
Kegiatan - I

Sub Kegiatan N s

Jumlah Belanja Akumulasi Sisa

Kode Rekeni Uraian e :
i Anggaran Periode ini Belanja Anggaran

Bendahara Pengeluaran
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LPJ-TU

Periode...........
Program -
Sub Kegiatan AT
Tanggal SP2DTU oo
Kode Rekening Uraian Jumlah

TOTAL

Tambahan Uang Persediaan (TU)

Sisa Tambahan Uang Persediaan (TU)

Menyetujui, Disiapkan oleh,
Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran
i i

" A
— o
Nama Nama



- 321 -

Laporan PenutupanKas



- 322 -

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .......
SKEPD.ovrees
Tahun Anggaran.........

LAPORAN PENUTUPAN KAS
Bulan:....u. .

Kepada Yth,

Di Tempat

Dengan memperhatikan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota.............

MO, Tahun........mengenai Sistem dan  Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah, bersama ini kami sampaikan Laporan Penutupan Kas
Bulanan yang terdapat di Bendahara Pengeluaran SKPD................ &adalah
sejumlah Bp o dengan perincian sebagai berikut:

A. Kas di Bendahara Pengeluaran

A1 Saldo awal bulan tanggal Rp.

A.2 Jumlah Penerimaan Rp.

A3 Jumalah Pengeluaran Rp.

A.4 Saldo akhir bulan tanggal Rp.

Saldo Akhir bulan tanggal......... terdiri dari saldo di kas tunai sebesar
P dan saldo di bank sebesar Rpoeeeeee.

B. Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu

A1 5aldo awal bulan tangegal Rp.

A2 Jumlah Penerimaan Rp.

A3 Jumalah Pengeluaran Rp.

A.4 Saldo akhir bulan tanggal Rp.

saldo Akhir bulan tanggal.......... terdiri dari saldo di kas tunai sebesar
RPeeeeeeeeoeeeeee. dan saldo di bank sebesar Bp e

C. Rekapitulasi Posisi Kas di Bendahara Pengeluaran

C.1 5aldo Kas Tunai Rp.
C.2 Saldo Bank Rp.
C.3 Saldo Total Rp.

Bendahara Pengeluaran
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SPJAdministratif

KD,
Tahun Anggaran.......
LAPORAN PERTANGGUNGIAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
[SPJ ADMINISTRATIF)
Bulam: ..,
5PI LS Gaji SPJ LS Barang dan Jasa SPJ UR/GUJTU Jumiah 5P}
Kode ; Jumlah LS+UP/GU/T | Sisa Pagu
Rekening i Anggaran = Bulan el e Bulan i Bulan = tL1] s.ﬁ‘;ufaf Angg:rﬁn
Bulan | .. |Bulan | Bulan | .. |Bulan |Bulan | .. |Bulan 0
ini o ini i ini L ini
Lalu il | Lalu ini | Lalu ini
JUMLAH

Penerimaan
-3P20
- Potongan Pajak
a. PPN
b.PPh 21
C.PPh 22
d.PPh 23
- Lain-lain

Jumlah Penerimaan
Penzeluaran
-5P) {L&+UP/GU/TU)

- Penyetoran Pajak
a. PPN
b.PPh 21
C.PPh 22
d.PPh 23
- Lain-lain
lumizh Pengeluaran
Saldo kas
Menyetujui, Disiapkan aleh,
Pengzuna Anggaran Bendahara Pengeluaran
G g
A
: .
Hama ama
||
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ......

SKPD..counne
Tahun Anggaran.........
LAPORAN PERTANGGUNGIAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
(SPJ FUNGSIOMAL)
Buam: e
5P LS Gaji 5P LS Barang dan Jasa SPJ UR/GU/TU lumlah 5PJ
Rel::-i‘:ng i Ai;z;a;:n ) o A Bulan 1 =8 Bulan i ILUS}\L:j.:;TaT
Bulan Bulan | Bulan ini Bulan | Bulan i Bulan o
Lalu ini Lalu ini Lalu ini
JUMLAH
Penerimaan
-5P20
- Potongan Pajak
a. PPN
b. PPh 21
. PPh 22
d. PPh 23
- Lain-fain

lumiah Penerimaan

Pengeluaran

-5P) {LS+UP/GU/TU)

- Penyetoran Pajak

a. PPN

b. PPh 21

C. PPh 22

d. PPh 23

- Lain-lain

lumiah Pengeluaran

Saldo kas

Menyetujui,
Pengguna Anggaran

Disiapkan oleh,
Bendahara Pengeluaran
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T. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA YANG MELAMPAUI TAHU
1. KetentuanUmum

a. Pelaksanaanpekerjaan/pembayaranatasikatan
perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan pada
tahun anggaran berkenaan yang melampaui tahun
anggaran dapat terjadiakibat:

1) keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan
yang telah diselesaikan 100% pada
tahunberkenaan;

2) perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
yang mengatur mengenai pengadaan barang
danjasa;

3) keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah
dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk
keadaan kahar (force majeure) sesuai
peraturanperundang-undangan

4) kewajiban lainnya pemerintah daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan antara lain hasil putusan pengadilan
yang bersifattetap.

5) Keadaan kemampuan keuangan daerah sehingga
mengakibatkan terjadi penundaan pembayaran
terhadap pekerjaan yang telah selesai 100% pada
tahun berkenaan.

b. Pelaksanaan pembayaran atas  keterlambatan
pembayaran atau penundaan pembayaran terhadap
pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada tahun
berkenaan, pemerintah daerah melakukan tahapan
sebagaiberikut:

1) melakukan perubahan perkada tentang
penjabaran APBD dan diberitahukan kepada
pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung
dalam perda perubahanAPBD;

2) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga
dianggarkan dalam program, kegiatan, dan sub
kegiatan serta kode rekening berkenaan.

3) mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA
SKPD dan SPD sebagai dasar
pelaksanaanpembayaran.

c. Pelaksanaan pembayaran atas perpanjangan waktu
pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai
pengadaan barang dan jasa, pemerintah daerah
melakukan tahapan sebagaiberikut:

1) melakukan perubahan perkada tentang
penjabaran APBD dan diberitahukan kepada
pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung
dalam perda perubahanAPBD;

2) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga
dianggarkan dalam program, kegiatan, dan sub
kegiatan serta kode rekening berkenaan.

3) mengesahkan perubahan DPA-SKPD dan SPD
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sebagai dasar pelaksanaanpembayaran.
d. Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas keadaan di
luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia
barang dan jasa termasuk keadaan kahar (force

majeure) sesuai peraturan perundang-
undangan,pemerintahdaerahmelakukantahapansebag
aiberikut:

1) kepala SKPD meneliti sebab-sebab terjadinya
keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada tahun
anggaran yang berkenaan untuk memastikan
bahwa keterlambatan penyelesaian terjadi bukan
karena kelalaian penyedia barang/jasa dan/atau
pengguna barang danjasa;

2) Bupati menetapkan keadaan kahar (force
majeure) sesuai peraturanperundang-undangan;

3) melakukan perubahan perkada tentang
penjabaran APBD dan diberitahukan kepada
pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung
dalam perda perubahanAPBD;

4) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga
dianggarkan dalam program, kegiatan, dan sub
kegiatan serta kode rekening berkenaan.

5) mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA
SKPD dan SPD sebagai dasar
pelaksanaanpembayaran.

e. Pelaksanaan pembayaran atas kewajiban lainnya
pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan antara lain hasil
putusan pengadilan yang bersifat tetap, pemerintah
daerah melakukan tahapan sebagaiberikut:

1) Kepala SKPD meneliti dasar pengakuan kewajiban
pemerintah daerah sebagai dasar penganggaran
dalamAPBD;

2) melakukan perubahan perkada tentang
penjabaran APBD dan diberitahukan kepada
pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung
dalam perda perubahanAPBD;

3) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga
dianggarkan dalam program, kegiatan, dan sub
kegiatan serta kode rekening berkenaan.

4) mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA
SKPD dan SPD sebagai dasar
pelaksanaanpembayaran.

f. Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan/pembayaran
atas ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan pada tahun anggaran berkenaan yang
melampaui tahun anggaran, harus dilakukan reviu
terlebih dahulu oleh APIP sesuai dengan
peraturanperundang-undangan.

g. Hasil reviu APIP menjadi salah satu dasar pemerintah
daerah untuk menganggarkan dalam perubahan
perkada tentang penjabaran APBD;
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U. BELANJA WAJIB DANMENGIKAT
1. KetentuanUmum
Belanja yang bersifat wajib adalah belanja yang harus
dikeluarkan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar
masyarakat. Belanja yang bersifat mengikat merupakan
belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus
dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang
cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun
anggaran yang berkenaan.

Berdasarkan Pasal 107 Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 beberapa ketentuan umum terkait
pelaksanaan anggaran untuk belanja yang bersifat wajib
dan mengikatadalah:

a. Dalam hal Bupati dan DPRD tidak mengambil
persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh)
hari sejak disampaikan rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD oleh Bupati kepada DPRD, Bupati
menyusun rancangan Peraturan
BupatitentangAPBDpalingtinggisebesarangkaAPBDta
hun anggaransebelumnya.

b. Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD
sebagaimana dimaksud di atas diprioritaskan untuk
belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang
bersifatwajib.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini

mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

a. Dalamhalterdapatbelanjayangsifatnyawajibdanmengik
atsebelum DPA-SKPD disahkan, maka BUD dapat
membuat SPD-nya tanpa menunggu DPA disahkan
setelah diterbitkan peraturan Bupati tentang belanja
wajib danmengikat.

b. Tidak tertutup kemungkinan jika periode SPD untuk
masing-masing SKPD dalam satu daerah berbeda-
beda. Misalnya Dinas Pendidikan Kabupaten A, SPD
diberikan tiap bulan karena kebutuhan dana yang
sangat besar sedangkan Kantor Catatan Sipil
Kabupaten A penerbitan SPD diberikan pertriwulan.

c. Pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan
berdasarkan SPD, atau DPA-SKPD, atau dokumen
lain yang dipersamakan denganSPD.

2. KetentuanPelaksanaan

Ketentuan pelaksanaan anggaran untuk belanja yang

sifatnya wajib dan mengikat dapat dibagi menjadi 2 (dua)

yaitu:

a. Dalam hal keterlambatan penetapan APBD;dan

b. Dalam hal dokumen belumsiap.

V. SUB KEGIATAN YANG BERSIFAT TAHUNJAMAK
Sub Kegiatan Tahun Jamak adalah sub kegiatan yang
dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1
(satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui
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kontrak tahun jamak.

Mengacu pada Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2019, Peraturan Bupati ini mengatur ketentuan

terkait sub kegiatan yang bersifat tahun jamak sebagai

berikut:

a. Dalam melaksanakan sub kegiatan  yang bersifat

tahunjamak (multiyears), harus ditetapkan terlebih
dahulu dengan PeraturanDaerah

b. Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak berdasarkan atas
persetujuan bersama antara Bupati danDPRD.

c. Persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD
ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan
KUA danPPAS.

d. Peraturan Daerah (Persetujuan bersama antara Bupati
dan DPRD) tahun jamak sekurang-kurangnyamemuat:

1) nama subkegiatan;

2) jangka waktu pelaksanaan subkegiatan;

3) jumlah anggaran;dan

4) alokasi anggaran pertahun.

e. Sub Kegiatan tahun jamak dengan kriteriameliputi:

1) Pekerjaan Konstruksi atas pelaksanaan Sub Kegiatan
yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk
menghasilkan satu output yang memerlukan waktu
penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau

2) Pekerjaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang
menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada
pergantian tahun anggaran seperti penanaman
benih /bibit, penghijauan, pelayanan  perintis
laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit,
layanan pembangunan sampah dan pengadaan jasa
cleaningservice.

3) Jangka waktu pelaksanaan tahun jamak tidak
melampaui masa jabatan Bupati.

4) Dalam hal pelaksanaan tahun jamak, masa jabatan
Bupati berakhir sebelum akhir tahun anggaran, sub

kegiatan tahun jamak
dimaksuddapatdiselesaikansampaiberakhirnyatahun
anggaran.

W. PENATAUSAHAAN PENERIMAANPEMBIAYAAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,

Pasal 154 sampai dengan Pasal 156 pengaturan pelaksanaan

dan penatausahaan penerimaan pembiayaan daerah adalah

sebagai berikut:

a. Pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan dan
pengeluaraan Pembiayaan Daerah dilakukan oleh
kepalaSKPKD.

b. Penerimaan dan pengeluaraan Pembiayaan Daerah
dilakukan melalui Rekening Kas UmumDaerah.

c. Dalam hal penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan
Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum
Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan
penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan
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Daerahtersebut.

d. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya
digunakan dalam tahun anggaran berjalanuntuk:

1) menutupi defisitanggaran;

2) mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum
tersedia anggarannya;

3) membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi
daerah yang melampaui anggaran yang tersedia
mendahului perubahanAPBD;

4) melunasi kewajiban bunga dan pokokUtang;

5) mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN
akibat adanya kebijakanPemerintah;

6) mendanai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang
belum tersedia anggarannya;dan/atau

7) mendanai sub kegiatan yang capaian Sasaran
Kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan
dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan, yang
dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir
penyelesaian pembayaran dalam tahun
anggaranberjalan.

e. Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke
Rekening Kas Umum Daerah dilakukan berdasarkan
rencana penggunaan Dana Cadangan
sesuaiperuntukannya.

f. Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke
Rekening Kas Umum Daerah dilakukan setelah jumlah
Dana Cadangan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan
Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan yang
bersangkutanmencukupi.

g. Pemindahbukuan paling tinggi sejumlah pagu Dana
Cadangan yang akan digunakan sesuai peruntukannya
pada tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang
pembentukan DanaCadangan.

h. Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke
Rekening Kas Umum Daerah dilakukan dengan surat
perintah pemindahbukuan oleh Kuasa BUD atas
persetujuanPPKD.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur

beberapa ketentuan sebagai berikut:

a. Terhadap penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan,
Kuasa BUD akan melakukan pencatatan atas penerimaan
pembiayaan pada Buku Kas
PenerimaandanPengeluaran(BKPP)padasisipenerimaansed
angkanpengeluaran pembiayaan dicatat di Buku Kas
Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi
pengeluaran.

b. Terhadap penerimaan dan pengeluaran yang telah
mendapat pengesahan BUD, Kuasa BUD mencatat
penerimaan pembiayaan di Buku Kas Penerimaan dan
Pengeluaran (BKPP) pada sisi penerimaaan, sedangkan
pengeluaran pembiayaan dicatat di Buku Kas Penerimaan
dan Pengeluaran (BKPP) pada sisipengeluaran

c. Bendahara Pengeluaran melakukan pencatatan atas
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pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke RKUD
menggunakan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran
Pembiayaan(BKPP).

. Penerimaan kas atas Penerimaan Kembali Pemberian

Pinjaman Daerah melaluiRKUD.

Pembukuan pemberian pinjaman dan penerimaan kas
atas Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
menggunakan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran
Pembiayaan dan dicatat oleh Kuasa BUD untuk
pemberian pinjaman pada sisi pengeluaran dan
penerimaan kas atas Penerimaan Kembali Pemberian
Pinjaman Daerah pada sisi penerimaan.

Pinjaman Daerah merupakan semua transaksi yang
mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau
menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain
sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk
membayar kembali, yang bersumberdari:

1) pemerintahpusat;

2) pemerintah daerahlain;

3) lembaga keuanganbank;

4) lembaga keuangan bukan bank;dan

5) masyarakat.

. Pelaksanaan dan penatausahaan atas Pinjaman Daerah

dari pemerintah pusat dilaksanakanmelalui:
1) pembayaranlangsung;

2) rekeningkhusus;

3) pemindahbukuan keRKUD;

4) letter of credit;dan

5) pembiayaanpendahuluan.

. Pembukuan penerimaan kas atas Pinjaman Daerah

menggunakan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran
Pembiayaan dan dicatat oleh Kuasa BUD pada
sisipenerimaan.

Penatausahaan  Penerimaan Pembiayaan memuat
informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian
dokumen yang dilakukan secara elektronik.

X. PENATAUSAHAAN PENGELUARANPEMBIAYAAN
Berdasarkan Pasal 154, Pasal 157, dan Pasal 158 Peraturan
PemerintahNomor 12 Tahun 2019, pengaturan Pelaksanaan
dan Penatausahaan Pengeluaran Pembiayaan Daerah adalah
sebagai berikut:

a.

Pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan dan
pengeluaraan Pembiayaan Daerah dilakukan oleh
kepalaSKPKD.

. Penerimaan dan pengeluaraan Pembiayaan Daerah

dilakukan melalui Rekening Kas UmumDaerah.

Dalam hal penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan
Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum
Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan
penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan
Daerahtersebut.

Pengalokasian anggaran untuk pembentukan Dana
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Cadangan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai

dengan jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah

tentang pembentukan DanaCadangan.

Alokasi anggaran dipindahbukukan dari Rekening Kas

Umum Daerah ke rekening DanaCadangan.

Pemindahbukuan dilakukan dengan surat perintah

Kuasa BUD atas persetujuanPPKD.

Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Pembiayaan,

Kuasa BUD berkewajibanuntuk:

1) meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang
diterbitkan oleh kepalaSKPKD;

2) menguji kebenaran perhitungan pengeluaran

Pembiayaan yang tercantum dalam
perintahpembayaran;

3) menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; dan

4) menolak pencairan dana, apabila perintah

pembayaran atas pengeluaran Pembiayaan tidak
memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur
beberapa ketentuan sebagai berikut:

a.

Terhadap penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan,
Kuasa BUD akan melakukan pencatatan atas
penerimaan pembiayaan pada Buku Kas Penerimaan dan
Pengeluaran (BKPP) pada sisi penerimaan sedangkan
pengeluaran pembiayaan dicatat di Buku Kas
Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada
sisipengeluaran.

. Terhadap penerimaan dan pengeluaran yang telah

mendapat pengesahan BUD, Kuasa BUD mencatat
penerimaan pembiayaan di Buku Kas Penerimaan dan
Pengeluaran (BKPP) pada sisi penerimaaan, sedangkan
pengeluaran pembiayaan dicatat di Buku Kas
Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada
sisipengeluaran.

Melunasi kewajiban bunga dan pokok utang untuk
penyediaan anggaran pembayaran bunga dan pokok
utang serta menghindari denda dan/atau sanksi sesuai
dengan perjanjianpinjaman.

Dana cadangan untuk setiap tahun ditempatkan pada
rekening tersendiri untuk Dana Cadangan pada Bank
Umum yang ditetapkan Bupati dalam bentuk deposito
dan/atau investasi jangka pendek lainnya yang
berisikorendah.

Dalam hal terdapat bunga Dana Cadangan atas
pemanfaaatan Dana Cadangan Pemerintah Daerah
mengakui dan mencatat Bunga Dana Cadangan sebagai
Lain-lain PAD YangSah.

Bunga Dana Cadangan dapat digunakan untuk
mendanai kebutuhan Pemerintah Daerah melaksanakan
Sub Kegiatan dalam mencapai indikator capaian sasaran
yang telahditetapkan.

Penggunaan Dana Cadangan hanya untuk melaksanakan
satu sub kegiatan berdasarkan indikator dan target
capaian sasaran yang telah ditetapkan.
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. Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan
usahamiliknegara/daerah  dan/atau badan usaha
lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang
penyertaan modal.

Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang merupakan
bentuk investasi pemerintah daerah pada Badan Usaha
dengan mendapat hak kepemilikan.

Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik
daerah merupakan pengalihan kepemilikan barang milik
daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak
dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk
diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada
badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah,
atau badan hukum lainnya yang dimilikinegara.

. Pemindahbukuan atas penyertaan modal daerah dalam
bentuk uang
dilakukanolehKuasaBUDdenganberdasarkandokumenant
aralain:

1) Peraturan Daerah tentang penyertaan modal;dan

2) Bukti transfer atas penyertaan modal dariRKUD.

Pembukuan atas pemindahbukuan dan
pemindahtanganan atas penyertaan modal daerah
menggunakan Buku Penerimaan dan

PengeluaranPembiayaan.

.Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

merupakan hasil bersih setelah dikurangi biaya

pelaksanaan penjualan kekayaan daerah

yangdipisahkan.

. Hasil penjualan kekayaan daerah yangdipisahkan.

. Dokumen yang digunakan dalam hasil penjualan

kekayaan daerah yang dipisahkan antaralain:

1) Peraturan Daerah tentang hasil penjualan kekayaan
daerah yang dipisahkan;

2) Bukti hasil penjualan kekayaan daerah yangdipisahkan;

3) Nota kredit atas pemindahbukuan keRKUD.

. Pembukuan atas Pemindahbukuan hasil penjualan

kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan oleh Kuasa

BUD menggunakan Buku Penerimaan dan

PengeluaranPembiayaan.

. PemberianPinjamanDaerahdapatdilakukanapabilaAPBDdi

perkirakan surplus.

. Pengalokasian anggaran untuk Pemberian Pinjaman

Daerah dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan

jumlah yang ditetapkan dalam
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Peraturan Daerah tentang APBD dengan mengacu pada
perjanjian pemberian pinjaman/pemberian utang.

s. Tata cara Pemberian Pinjaman Daerah dan Penerimaan
Kembali Pemberian Pinjaman Daerah diatur dalam
Peraturan Bupati.

t. Pengalokasian anggaran untuk pembayaran pokok utang
yang jatuh tempo dalam tahun anggaran berkenaan
sesuai dengan jumlah yang
ditetapkandalamPeraturanDaerahtentangAPBDdenganme
ngacupada perjanjian utang/obligasidaerah.

u. Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo dilakukan
pembebanan melaluiRKUD.

v. Pembukuan pengeluaran kas atas pembayaran pokok
utang yang jatuh tempo menggunakan Buku Kas
Penerimaan dan Pengeluaran
PembiayaandandicatatolehKuasaBUDpadasisipengeluara
n.

w. Tata cara pembayaran pokok utang yang jatuh tempo
diatur dalam Peraturan Bupati dengan mengacu pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

x. Sistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan dan
Pengeluaran Pembiayaan Daerah ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.

y. Penatausahaan Pengeluaran Pembiayaan memuat
informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian
dokumen yang dilakukan secara elektronik.

BAB VI
LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH
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A. LAPORAN REALISASI SEMESTER ANGGARAN PENDAPATAN
DANBELANJA DAERAH PERTAMAAPBD

1.

KetentuanUmum
Laporan Realisasi Semester Pertama APBD
mengungkapkan laporan kegiatan keuangan pemerintah
daerah yang menunjukkan ikhtisar sumber, alokasi, dan
pemakaian sumber daya ekonomi serta ketaatannya
terhadap APBD selama periode Januari-Juni tahun
anggaranberkenaan.

Laporan Realisasi Semester Pertama APBD

menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan

realisasinya dalam periode

Januari-Juni pada tahun anggaran berkenaan serta

menyajikan unsur- unsur sebagai berikut:

Pendapatan-LRA;

Belanja;

Transfer;

Surplus/Defisit-LRA;

Pembiayaan;dan

Sisa lebih/kurang pembiayaananggaran.

Berdasarkan Pasal 160 Pemerintah Nomor 12 Tahun

2019, ketentuan umum dalam laporan realisasi semester

pertama APBD adalah sebagai berikut:

a. Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi
semester pertama APBD dan prognosis untuk 6
(enam) bulanberikutnya.

b. Laporan disampaikan kepada DPRD paling lambat
pada akhir bulan Juli tahun anggaranberkenaan.

KetentuanPelaksanaan

Bagian 1: Laporan Realisasi Semester Pertama APBD

SKPD

a. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban
penerimaan bulanan dari bendahara penerimaan
dan laporan pertanggungjawaban pengeluaran dari
bendahara pengeluaran, PPK SKPD menyiapkan
laporan realisasi semester pertama APBD dan
prognosis SKPD dengancara:

1) Menggabungkan nilai realisasi penerimaan dan
pengeluaran dalam laporan
pertanggungjawaban penerimaan bulanan dan
laporan  pertanggungjawaban  pengeluaran
bulanan per rekening dan jenis penerimaan
belanja dari bulan Januari s.d. Juni.

2) Jumlah realisasi penerimaan dan pengeluaran
per jenis belanja hasil penggabungan tersebut
dimasukkan ke dalam
formatlaporanrealisasisemesterpertamaAPBDd
anprognosis SKPD pada kolom realisasi
semesterpertama.

3) Mengisi kolom sisa anggaran dengan selisih
antara anggaran danpenerimaan.

4) Mengisi kolom prognosis dengan sisa anggaran
ditambah dengan nilai rencana

oo T

pada
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perubahananggaran.

b. PPK SKPD menyerahkan laporan realisasi semester
pertama APBD dan prognosis SKPD kepada Kepala
SKPD selaku PA untuk ditandatangani.

c. Kepala SKPD selaku PA melakukan verifikasi untuk
meneliti ketepatan, kelengkapan dan kevalidan
perhitungan dalam penyajian data dan informasi
yang tercantum pada laporanrealisasi semester
pertama APBD dan prognosi SKPD yang diserahkan
oleh PPKSKPD.

d. Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan sesuai, Kepala
SKPD selaku PA menandatangani laporan realisasi
semester pertama APBD dan prognosisSKPD.

e. Kepala SKPD selaku PA menyampaikan laporan
realisasi semester pertama APBD dan prognosis
SKPD yang telah ditandatangani kepada PPKD
selaku BUD paling lambat 10 hari setelah semester
pertamaberakhir.

Bagian 2: Laporan Realisasi Semester Pertama APBD

Pemerintah Daerah

a. Berdasarkan laporan realisasi semester pertama
APBD dan prognosis yang diajukan oleh Kepala
SKPD selaku PA, BUD melakukan verifikasi dengan
langkah-langkah meneliti kesesuaian laporan
realisasi semester pertama APBD dan prognosis
SKPD dengan:

1) pencatatan dan penyetoran penerimaan;dan
2) pencatatan serta pencairan dana untuk
belanja SKPD yang ada diBUD.

b. Dalam hal verifikasi dinyatakan telah sesuai, BUD
menggabungkan laporan realisasi semester pertama
APBD dan prognosis SKPD menjadi laporan
realisasi semester pertama APBD dan prognosis
Pemerintah Daerah paling lambat minggu kedua
bulandJuli.

c. Draf laporan realisasi semester pertama APBD dan
prognosis Pemerintah Daerah hasil penggabungan
tersebut disampaikan kepada Sekretaris Daerah
selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah
untuk mendapatkanpersetujuan.

d. Setelah disetujui, draf tersebut difinalkan kemudian
disampaikan kepada Bupati untuk ditandatangani
paling lambat minggu ketiga bulanJuli.

e. Bupati menyampaikan laporan realisasi semester
pertama APBD dan prognosis Pemerintah Daerah
kepada DPRD paling lambat akhir bulanJuli.

B. PRASYARAT PERUBAHANAPBD
Mengacu pada Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019, Peraturan Bupati Dalam Negeri ini membuat
ketentuan terkait perubahan APBD sebagaiberikut:
1. Laporan realisasi semester pertama APBD menjadi dasar
perubahan APBD.
2. Perubahan APBD dapat dilakukan apabilaterjadi:
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perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsiKUA;

keadaan yang menyebabkan harus dilakukan

pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit
organisasi, antar program, antar
kegiatan,antarsubkegiatandanantarjenisbelanja;

c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan dalam tahun
anggaranberjalan;

d. keadaan darurat;dan/atau

e. keadaan luarbiasa.

o

C. PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHANPPAS
1. KetentuanUmum

Mengacu pada Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor

12 Tahun 2019, Peraturan Bupati Dalam Negeri ini

membuat ketentuan terkait perubahan KUA dan

perubahan PPAS sebagai berikut:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi
KUA dapat berupa terjadinya:

1) pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi
pendapatan daerah;

2) pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi
belanja daerah; dan/atau

3) perubahan sumber dan penggunaan
pembiayaandaerah.

b. Bupati memformulasikan perkembangan yang tidak
sesuai dengan asumsi KUA ke dalam rancangan
perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan
perubahanRKPD.

c. Dalam rancangan perubahan KUA disertai
penjelasan mengenai perbedaan asumsi dengan
KUA yang ditetapkansebelumnya.

d. Dalam rancangan perubahan PPAS disertaipenjelasan:
1) program, kegiatan dan sub kegiatan yang

dapat diusulkan untuk ditampung dalam
perubahan APBD dengan mempertimbangkan
sisa waktu pelaksanaan APBD tahun
anggaranberjalan,;

2) capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan
sub kegiatan yang harus dikurangi dalam
perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak
tercapai;dan

3) capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan
sub kegiatan yang harus ditingkatkan dalam
perubahan APBD apabila melampaui
asumsiKUA.

2. KetentuanPelaksanaan

a. Bupati menyusun rancangan perubahan KUA dan
rancangan perubahan PPAS berdasarkan
perubahan RKPD dengan tetap mengacu pada
pedoman penyusunanAPBD.

1) TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan
perubahan KUA menggunakan data dan
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informasi terkait kebijakan anggaran yang
terdapat dalam perubahanRKPD.

2) TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan
perubahan PPAS menggunakan data dan
informasi terkait program prioritas beserta
indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang
bersumber dari perubahanRKPD.

b. Bupati menyampaikan rancangan perubahan KUA
dan rancangan perubahan PPAS kepadaDPRD.

c. Bupati dan DPRD melakukan pembahasan
rancangan perubahan KUA dan rancangan
perubahanPPAS.

d. Bupati dan DPRD melakukan penyepakatan
bersama berdasarkan hasil pembahasan rancangan
perubahan KUA dan rancangan perubahanPPAS.

e. Kesepakatan terhadap rancangan rancangan
perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS
dituangkan dalam nota kesepakatan perubahan
KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS yang
ditandatangani bersama antara Bupati dengan
pimpinan DPRD.

D. PERGESERANANGGARAN
1. KetentuanUmum

Mengacu pada Pasal 163 dan Pasal 164 Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Bupati

Dalam Negeri ini membuat ketentuan terkait pergeseran

anggaran sebagai berikut:

a. Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar
organisasi, antar unit organisasi, antar program,
antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar
kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian
objek dan/atau sub rincianobjek.

b. Pergeseran anggaran terdiriatas:

1) pergeseran anggaran yang menyebabkan
perubahan APBD; dan

2) pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan
perubahan APBD.

c. Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan
APBDyaitu:

1) pergeseran antarorganisasi;

2) pergeseran antar unitorganisasi,

3) pergeseran antarprogram,;

4) pergeseran antarkegiatan,

5) pergeseran antar subkegiatan;

6) pergeseran antarkelompok;

7) pergeseran antarjenis.

d. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan
perubahan APBD yaitu:

1) Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama.
Pergeseran ini dapat dilakukan  atas
persetujuan sekretarisdaerah.

2) Pergeseran antar rincian objek dalam objek
yang sama. Pergeseran ini dapat dilakukan
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atas persetujuanPPKD.
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3) Pergeseran antar sub rincian objek dalam

rincian objek yang
sama.Pergeseraninidapatdilakukanataspersetuj
uanPPKD.

4) Perubahan atau pergeseran atas uraian dari
sub rincian objek dapat dilakukan atas
persetujuan PenggunaAnggaran.

e. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan
perubahan APBD yang dilakukan sebelum
perubahan  APBD, dapat dilakukan tanpa
melakukan perubahan Perkada penjabaran APBD
terlebih dahulu. Ketika perubahan APBD dilakukan,
pergeseran anggaran tersebut ditetapkan dalam
Perkada perubahan penjabaranAPBD.

f. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan
perubahan APBD yang  dilakukan  setelah
perubahan APBD ditampung dalam laporan
realisasianggaran.

g. Semua pergeseran dapat dilaksanakan berdasarkan
perubahan DPA-SKPD

h. Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang
menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan
sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Bupati
dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD.
Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi
mendesak atau perubahan prioritas pembangunan
baik di tingkat nasional ataudaerah.

i. Jika pergeseran tersebut dilakukan sebelum
perubahan APBD, pergeseran/perubahan anggaran
ditampung dalam Perda perubahan APBD. Jika
pergeseran tersebut dilakukan setelah perubahan

APBD, dilaporkan dalam Laporan
RealisasiAnggaran.
j- Pergeseran anggaran dilakukan dengan menyusun

perubahan DPA-SKPD.
k. Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan

APBD mengikuti ketentuan mekanisme
perubahanAPBD.

1.  Pergeseran anggaran  diikuti dengan = pergeseran
anggarankas.

KetentuanPelaksanaan

a. Pihak terkait SKPD mengusulkan pergeseran
anggaran berdasarkan situasi dan  kondisi
pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan

b. Atas usulantersebut:

1) TAPD mengidentifikasi perubahan perda APBD
yang diperlukan jika pergeseran anggaran
merubah perdaAPBD;

2) Sekda/PPKD/Pengguna Anggaran memberikan
persetujuan jika pergeseran anggaran tidak
merubah perdaAPBD.

c. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
menyiapkan perubahan DPA SKPD sebagai dasar
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pelaksanaan pergeseran anggaran. Perubahan DPA
SKPD tersebut disetujui oleh Sekda dan disahkan
olehPPKD.

E. PENGGUNAAN SILPA TAHUNSEBELUMNYA

Mengacu pada Pasal 165 Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2019, Peraturan Bupati Dalam Negeri ini membuat

ketentuan terkait penggunaan SILPA tahun sebelumnya

dalam perubahan APBD sebagai berikut:

a. Keadaan yang menyebabkan SILPA tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran
berjalan dapatberupa:

1) menutupi defisitanggaran;

2) mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang
belum tersedia anggarannya,;

3) membayar bunga dan pokok Utang dan/atau
obligasi daerah yang melampaui anggaran yang
tersedia mendahului perubahanAPBD;

4) melunasi kewajiban bunga dan pokokUtang;

5) mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai
ASN akibat adanya kebijakanPemerintah;

6) mendanai program, kegiatan, dan sub kegiatan
yang belum tersedia anggarannya;dan/atau

7) mendanai sub kegiatan yang capaian Sasaran
Kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan
dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan, yang
dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir
penyelesaian pembayaran dalam tahun
anggaranberjalan.

b. Penggunaan SILPA tahun anggaran sebelumnya untuk
pendanaan pengeluaran tersebut di atas diformulasikan
terlebih  dahulu dalam  Perubahan  DPA-SKPD
dan/atauRKA-SKPD.

c. Mendanai kewajiban pemerintah daerah merupakan
kewajiban kepada pihak lain yang terkaitdengan:

1) pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran
sebelumnya;atau

2) akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum
tetap(inkracht)dansudahtidakadaupayahukumlainn
ya.

d. Pekerjaan yang telah selesai merupakan pekerjaan yang
telah ada berita acara serah terima pekerjaan dan telah
terbit SPM namun belum dilakukanpembayaran.

e. Penganggaran atas pekerjaan yang telah selesai pada
tahun anggaran sebelumnya harus dianggarkan
kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun
Anggaran berikutnya sesuai kode rekening berkenaan
dan dianggarkan pada SKPDberkenaan.

f. Penganggaran atas akibat putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) dan
sudah tidak ada wupaya hukum lainnya harus
dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD
tahun anggaran berikutnya sesuai kode rekening
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belanja berkenaan dan  dianggarkan = pada
SKPDberkenaan.

Tata cara penganggaran penggunaan SILPA tahun
anggaran sebelumnya terlebih dahulu melakukan
perubahan atas Perkada tentang penjabaran APBD
tahun anggaran Dberikutnya untuk selanjutnya
dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD
tahun anggaran berikutnya atau ditampung dalam
laporan realisasi anggaran bagi pemerintah daerah yang
tidak melakukan perubahan APBD tahun
anggaranberikutnya.

F. PENDANAAN KEADAANDARURAT
Mengacu pada Pasal 166 Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019, Peraturan Bupati Dalam Negeri ini membuat
ketentuan terkait pendanaan keadaan darurat sebagai
berikut:

1.

3.

KetentuanUmum

a. Pemerintah daerah mengusulkan pengeluaran
untuk mendanai keadaan darurat termasuk
keperluan mendesak yang belum tersedia
anggarannya dalam rancangan perubahanAPBD.

b. Dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan
darurat termasuk keperluan mendesak dilakukan
setelah perubahan APBD atau dalam hal
pemerintah daerah tidak melakukan perubahan
APBD maka pengeluaran tersebut disampaikan
dalam laporan realisasi anggaran dengan terlebih
dahulu melakukan Perkada perubahan
penjabaranAPBD.

KetentuanPelaksanaan

Tata cara pelaksanaan penggunaan belanja tidak
terduga untuk mendanai keadaan darurat, keperluan
mendesak dan memenuhi kebutuhan lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
diluar keadaan darurat dan keperluan mendesak
memedomani pengaturan dalam belanja tidak terduga

sebagaimana tercantum dalam BAB III.D.4.

DokumenTerkait
[lustrasi dokumen pendanaan keadaan darurat
antara lain sebagaiberikut:

RENCANA
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KEBUTUHAN
BELANJA
KEADAAN
DARURAT
KABUPATEN .......c.coiiinen,

No Jenis Kebutuhan Satuan Perkiraan kebutuhan
Dana (Rp)

SIESESINIE

Total

Tempat, tanggal

KEPALA SKPD

>z >

U =2

LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK
TERDUGA KABUPATEN.........

SKPD



-343 -

No Uraian Anggaran Realisa | Penyerap | Capaian
(Rp) si an Output
(Rp) (%) Volum | Satua
e n
Dengan ini menyatakan bahwa saya
bertanggungjawab penuh atas kebenaran

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

KEPALA SKPD

vz mE»
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G. PENDANAAN KEADAAN LUARBIASA

KetentuanUmum

Mengacu pada Pasal 167 dan Pasal 168 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Bupati
Dalam Negeri ini membuat ketentuan terkait pendanaan
keadaan luar biasa sebagai berikut:

1.

a.

PerubahanAPBDhanyadapatdilakukan1(satu)kalidal
aml(satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan
luarbiasa.

Keadaan luar biasa merupakan keadaan yang
menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau
pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau
penurunan lebih  besar dari 50%  (lima
puluhpersen).

Ketentuan mengenai perubahan APBD akibat
keadaan luar biasa diatur dalam Perkada sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan
estimasi penerimaan dalam APBD mengalami
kenaikan lebih dari 50% (lima puluh persen) dapat
dilakukan penambahan sub kegiatan baru
dan/atau peningkatan capaian sasaran kinerja
program, kegiatan dan sub kegiatan dalam tahun
anggaranberkenaan.

KetentuanPelaksanaan

a.

b.

Penambahan sub kegiatan baru diformulasikan
terlebih dahulu dalamRKA-SKPD.

Penjadwalan ulang dan/atau peningkatan capaian
target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan
diformulasikan terlebih dahulu dalam
perubahanDPA-SKPD.

RKA-SKPD dan perubahan DPA-SKPD digunakan
sebagai dasar
penyusunanrancanganPerdatentangperubahankedu
aAPBD.

Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan
estimasi penerimaan dalam APBD mengalami
penurunan lebih dari 50% (lima puluh persen)
dapat dilakukan penjadwalan ulang dan/atau
pengurangan capaian sasaran kinerja program,
kegiatan dan sub kegiatan lainnya dalam tahun
anggaranberkenaan.

Penjadwalan ulang dan/atau pengurangan capaian
sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan
diformulasikan terlebih dahulu dalam
perubahanDPA-SKPD.

Perubahan DPA-SKPD digunakan sebagai dasar
penyusunan rancangan Perda tentang perubahan
keduaAPBD.

H. PENYUSUNAN PERUBAHANAPBD
KetentuanUmum

1.
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Mengacu pada Pasal 169 sampai dengan Pasal 176
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, peraturan

Bupati

ini membuat ketentuan terkait penyusunan

perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagai berikut:
a. Penyusunan perubahan KUA dan PerubahanPPAS;

1)

3)

4)

5)

6)

7)

Rancangan perubahan KUA dan rancangan
perubahan PPAS disampaikan kepada DPRD
paling lambat minggu pertama bulan Agustus
dalam tahun anggaran berkenaan untuk
dibahas dan disepakati bersama antara Bupati
dan DPRD.

Kesepakatan terhadap rancangan perubahan
KUA dan rancangan perubahan PPAS
dituangkan ke dalam nota kesepakatan
perubahan KUA dan nota kesepakatan
perubahanPPASyangditandatanganibersamaan
tarakepaladaerah dengan pimpinan DPRD
dalam waktu bersamaan paling lambat minggu
kedua bulan Agustus dalam tahun anggaran
berkenaan.

Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang
telah disepakati Bupati bersama DPRD
menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam
menyusun perubahanRKA-SKPD.

Tata cara pembahasan rancangan perubahan
KUA dan rancangan perubahan PPAS
dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturanperundang-undangan.

Dalam hal Bupati berhalangan tetap, wakil
Bupati menyampaikan rancangan perubahan
KUA dan rancangan perubahan PPAS kepada
DPRD, menandatangani kesepakatan terhadap
rancangan perubahan KUA dan rancangan
perubahan PPAS serta menandatangani nota
kesepakatan perubahan KUA dan nota
kesepakatan perubahanPPAS.

Dalam hal Bupati berhalangan sementara,
Bupati mendelegasikan kepada wakil Bupati
untuk menyampaikan rancangan perubahan
KUA dan rancangan perubahan PPAS kepada
DPRD, menandatangani kesepakatan terhadap
rancangan perubahan KUA dan rancangan
perubahan PPAS serta menandatangani nota
kesepakatan perubahan KUA dan nota
kesepakatan perubahanPPAS.

Dalam hal Bupati dan wakil Bupati
berhalangan tetap atau sementara, pejabat
pengganti Bupati menyampaikan rancangan
perubahan KUA dan rancangan perubahan
PPAS kepada DPRD, sedangkan
penandatanganan kesepakatan terhadap
rancangan perubahan KUA dan rancangan
perubahan PPAS serta penandatanganan nota
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kesepakatan perubahan KUA dan nota
kesepakatan perubahan PPAS dilakukan oleh
pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh
pejabat yang berwenang, selaku pelaksana
tugas/penjabat/penjabat sementara Bupati.

Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap
atau sementara dalam waktu yang bersamaan,

pelaksana tugas pimpinan DPRD
menandatangani kesepakatan
terhadaprancanganperubahan KUA dan
rancangan perubahan PPAS serta

menandatangani nota kesepakatan perubahan
KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS.

penyusunan perubahan RKASKPD;

1)

2)

3)

4)

5)

Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang

telah disepakati Bupati Bersama DPRD

menjadi pedoman perangkat daerah dalam
menyusunan RKASKPD.

Berdasarkan perubahan KUA dan perubahan

PPAS, Bupati menerbitkan surat edaran

tentang pedoman penyusunan perubahan

RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam

menyusun perubahanRKA-SKPD.

Surat edaran Bupati paling sedikitmemuat:

a) prioritas pembangunan daerah dan
program, kegiatan dan sub kegiatan
yangterkait;

b) Alokasi plafon anggaran sementara untuk
setiap program, kegiatan dan sub
kegiatanSKPD;

c) batas waktu penyampaian perubahan
RKA-SKPD dan Perubahan DPA-SKPD
kepada PPKD;dan

d) dokumen sebagai lampiran meliputi
perubahan KUA, perubahan PPAS, kode
rekening APBD, format RKA- SKPD,
format Perubahan DPA-SKPD, analisis
standar belanja, standar satuan harga,
RKBMD dan pedoman penyusunanAPBD.

Surat edaran Bupati perihal pedoman

penyusunan RKA-SKPD dan Perubahan DPA-

SKPD diterbitkan paling lambat minggu ketiga

bulan Agustus tahun anggaranberjalan.

Perubahan KUA dan perubahan PPAS

disampaikan  kepada = perangkat daerah

disertaidengan:

a) program, kegiatan dan sub kegiatanbaru;

b) kriteria DPA-SKPD yang dapatdiubah;

c¢) batas waktu penyampaian RKA-SKPD dan
Perubahan DPA-SKPD kepada
PPKD;dan/atau

d) dokumen sebagai lampiran meliputi kode
rekening perubahan APBD, format RKA-
SKPD, format Perubahan DPA-SKPD,
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analisis standar belanja, standar harga
satuan dan RKBMD serta dokumen lain
yangdibutuhkan.
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6) Penyampaian dilakukan paling lambat minggu
ketiga bulan Agustus tahun
anggaranberkenaan.

7)  Kepala SKPD menyusun perubahan RKA-SKPD
berdasarkan perubahan KUA dan perubahan
PPAS serta pedoman penyusunan
perubahanRKA-SKPD

8) Perubahan RKA-SKPD disampaikan kepada
PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan
Perda tentang perubahan APBD sesuai dengan
jadwal dan tahapan yang diatur dalam

Peraturan Bupati tentang pedoman
penyusunan APBD yang ditetapkan
setiaptahun.

9) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan
RKA-SKPD berlaku secara mutatis mutandis
terhadap penyusunan RKA-SKPD pada
perubahanAPBD.

RKA-SKPD yang memuat program, kegiatan dan

sub kegiatan baru yang akan dianggarkan dalam

perubahan APBD yang telah disusun oleh SKPD
disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk
diverifikasi.

Verifikasi dilakukan oleh TAPD untuk menelaah

kesesuaian antara perubahan RKA-SKPDdengan:

1) perubahan KUA dan perubahanPPAS;

2) prakiraan maju yang telahdisetujui;

3) dokumen perencanaanlainnya;

4) capaianKinerja;

5) indikatorKinerja;

6) analisis standarbelanja;

7) standar hargasatuan;

8) standar kebutuhanBMD;

9) RKBMD;

10) Standar Pelayanan Minimal;dan

11) program, kegiatan dan sub kegiatan antarRKA-SKPD.

Dalam hal Thasil verifikasi TAPD terdapat

ketidaksesuaian, kepala SKPD

melakukanpenyempurnaan.

Selain diverifikasi TAPD, RKA-SKPD juga direviu

oleh aparat pengawas internal pemerintah daerah

sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-
undangan.
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PPKD menyusun rancangan Perda tentang
perubahan APBD dan dokumen pendukung
berdasarkan perubahan RKA-SKPD yang telah
disempurnakan oleh kepalaSKPD.

Rancangan Perda tentang Perubahan APBD

memuat lampiran sebagaiberikut:

1) ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi
menurut kelompok dan jenis pendapatan,
belanja, danpembiayaan;

2) ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi
menurut urusan pemerintahan daerah
danorganisasi,

3) rincian Perubahan APBD menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, program,
kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis
pendapatan, belanja, danpembiayaan.

4) rekapitulasi dan sinkronisasi Perda Perubahan
APBD yang disajikan berdasarkan kebutuhan
informasi antaralain:

a) rekapitulasi perubahan belanja dan

kesesuaian menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi,
program,
kegiatan,dansubkegiatanbesertatargetdani
ndikator;

b) rekapitulasi perubahan belanja daerah
untuk keselarasan dan keterpaduan
urusan pemerintahan daerah dan fungsi

dalam kerangka pengelolaan
keuangannegara,;

c¢) rekapitulasi perubahan Belanja Untuk
PemenuhanSPM;

d) sinkronisasi Program pada RPJMD dengan
Rancangan PerubahanAPBD;

e) sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub
Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan
Rancangan PerubahanAPBD;

f)  sinkronisasi Program Prioritas Nasional
dengan Program PrioritasDaerah.

5) Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan
informasi pada Perda Perubahan APBD

antaralain:
a) daftar jumlah pegawai per golongan dan
perjabatan;

b) daftar piutangdaerah;

c¢) daftar penyertaan modal daerah dan
investasi daerah lainnya;

d) daftar perkiraan penambahan dan
pengurangan aset tetap daerah dan
asetlain-lain;

e) daftarsubkegiatantahunjamak(multiYears);

f)  daftar danacadangan;

g) daftar pinjamandaerah.

Dokumen pendukung terdiri atas nota keuangan
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dan rancangan Perkada tentang penjabaran

perubahanAPBD.
Rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan
APBD memuat lampiran sebagaiberikut:
1) ringkasan perubahan penjabaran APBD yang
diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek,
dan rincian objek, dan sub rincian objek,
pendapatan, belanja, danpembiayaan,;
2) perubahan penjabaran APBD menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, program,
kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek,
dan rincian objek, dan sub rincian objek
pendapatan, belanja, danpembiayaan;
3) rekapitulasi dan sinkronisasi perkada
perubahan penjabaran APBD yang disajikan
berdasarkan kebutuhan informasi antara lain:
a) daftar nama penerima, alamat penerima,
dan besaran hibah;

b) daftar nama penerima, alamat penerima,
dan besaran bantuansosial;

¢) daftar nama penerima, alamat penerima,

dan besaran
bantuankeuanganbersifatumumdanbersif
atkhusus;

d) daftar nama penerima, alamat penerima,
dan besaran belanja bagihasil,

e) rincian dana otonomi khusus menurut
urusan pemerintahan daerah, organisasi,
program, kegiatan, sub kegiatan,
kelompok, jenis, objek, dan rincian objek
dan sub rincian objek pendapatan,
belanja danpembiayaan;

f) rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak
Bumi dan Pertambangan Gas
Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas
Bumi menurut urusan pemerintahan
daerah, organisasi, program, kegiatan, sub
kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan
rincian objek, dan sub rincian objek
pendapatan, belanja danpembiayaan,;

g) sinkronisasi kebijakan pemerintah
provinsi/ kabupaten/kota pada daerah
perbatasan dalam rancangan Perda
tentang perubahan APBDdanrancangan
Perkada tentang perubahan penjabaran
APBD dengan program prioritas
perbatasan Negara.

4) Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan

informasi pada Perkada perubahan
penjabaranAPBD.
Penganggaran pendapatan, belanja, dan

pembiayaan dalam rancangan Perkada tentang
perubahan penjabaran APBD disertai penjelasan.
Penganggaran pendapatan disertai penjelasan
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mengenai dasar hukumpendapatan.

m. Penganggaran belanja disertai penjelasan mengenai
dasar hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang
bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan
penggunaannya, dan sumber pendanaan sub
kegiatan.

n. Penganggaran pembiayaan disertai penjelasan
mengenai dasar hukum, sumber penerimaan
pembiayaan untuk kelompok penerimaan
pembiayaan, dan tujuan pengeluaran pembiayaan
untuk kelompok pengeluaranpembiayaan.

o. Rancangan Perda tentang perubahan APBD yang
telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada
Bupati.

p- penyusunan perubahan DPA SKPD,meliputi:

1) DPA-SKPD yang dapat diubah berupa
peningkatan atau pengurangan capaian
sasaran kinerja program, kegiatan dan sub
kegiatan dari yang telah ditetapkansemula.

2) Peningkatan atau pengurangan capaian
sasaran kinerja program, kegiatan dan sub
kegiatan diformulasikan dalam
perubahanDPA-SKPD.

3) Perubahan DPA-SKPD memuat capaian
sasaran kinerja, kelompok, jenis, objek, rincian
objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan
baik sebelum dilakukan perubahan maupun
setelahperubahan.

2. KetentuanPelaksanaan

Bagian I: Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

a. Bupati menyusun rancangan perubahan KUA dan
rancangan perubahan PPAS berdasarkan
perubahan RKPD dengan langkah sebagaiberikut:
1) TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan

perubahan KUA menggunakan data dan
informasi terkait kebijakan anggaran yang
terdapat dalam perubahanRKPD;

2) TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan
perubahan PPAS menggunakan data dan
informasi terkait program prioritas beserta
indikator kinerja dan indikasi pendanaan
yang bersumber dari perubahanRKPD.

b. Bupati menyampaikan rancangan perubahan KUA
dan rancangan perubahan PPAS kepadaDPRD.

C. Bupati dan DPRD melakukan pembahasan
rancangan perubahan KUA dan rancangan
perubahan PPAS. Pembahasan tersebut mengacu
pada muatan rancangan perubahan KUA dan
rancangan perubahanPPAS.

d. Bupati dan DPRD melakukan kesepakatan

bersama berdasarkan hasil pembahasan
rancangan perubahan KUA dan rancangan
perubahanPPAS.

e. Kesepakatan terhadap rancangan rancangan
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perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS
dituangkan dalam nota kesepakatan perubahan
KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS yang
ditandatangani bersama antara Bupati dengan
pimpinan DPRD.

Bagian II: penyusunan perubahan RKA SKPD;

a.

Berdasarkan perubahan KUA dan perubahan
PPAS yang telah disepakati bersama Bupati dan
pimpinan DPRD, TAPD menyusun rancangan
Surat Edaran tentang Pedoman  Penyusunan
PerubahanRKA-SKPD.

TAPD menyerahkan rancangan Surat Edaran
tentang Pedoman Penyusunan Perubahan RKA-
SKPD ke Bupati untuk diotorisasi.

Bupati menerbitkan Surat Edaran tentang
Pedoman Penyusunan Perubahan RKA-SKPD
sebagai acuan Kepala SKPD dalam menyusun
perubahanRKA-SKPD.

Kepala SKPD menyusun perubahan RKA-SKPD
berdasarkan perubahan KUA dan perubahan PPAS
serta SE KDH tentang Pedoman Penyusunan
PerubahanRKA-SKPD.
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e. KepalaSKPDmenyampaikanperubahanRKA-
SKPDkepadaPPKD sebagai bahan penyusunan
rancangan Perda tentang perubahan APBD.

Bagian III: penyusunan perubahan APBD

a. Kepala SKPD menyampaikan perubahan RKA-
SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan
APBD yang telah disusun oleh SKPD kepada TAPD
melalui PPKD untukdiverifikasi.

b. PPKD melakukan verifikasi atas perubahan RKA-
SKPD yang telah disusun oleh KepalaSKPD.

C. Jika terdapat ketidaksesuaian, TAPD meminta
Kepala SKPD untuk melakukanpenyempurnaan.
d. PPKD menyusun rancangan Perda tentang

perubahan APBD dan dokumen pendukung
berdasarkan perubahan RKA SKPD yang telah
disempurnakan oleh kepalaSKPD.
e. PPKD menyampaikan rancangan Perda tentang
perubahan APBD kepada Bupati.
Bagian IV: penyusunan perubahan DPASKPD;
Kepala SKPD melakukan perubahan DPA SKPD
mencakup perubahan berupa peningkatan atau
pengurangan capaian sasaran kinerja
program,kegiatandansubkegiatandariyangtelahditetapka
nsemula.
DokumenTerkait
[lustrasi dokumen perubahan APBD menyajikan
informasi yang Dbersifat dinamis sesuai dengan
kebutuhan yang disajikan setiap tahun dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
pedoman penyusunan APBD.
[lustrasi dokumen perubahan APBD disajikan sebagai
berikut:
PerubahanKUA
PerubahanPPAS
Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan PerubahanPPAS
Susunan Nota Keuangan PerubahanAPBD
PerubahanDPA-SKPD
Rancangan peraturan daerah tentang perubahan
APBD beserta lampiran
Rancangan Perda tentang perubahanAPBD
Rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan
APBD beserta lampiran
i.  Rancangan Perkada tentang perubahan penjabaranAPBD

oo T

=0
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a. PerubahanKUA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.......
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH (PERUBAHAN KUA)
TAHUN ANGGARAN ....

I. PENDAHULUAN
Latar belakang penyusunan Perubahan Kebijakan Umum
APBD(KUA)
Tujuan penyusunan PerubahanKUA
Dasar (hukum) penyusunan PerubahanKUA
II. KERANGKA EKONOMI MAKRODAERAH
Arah kebijakan ekonomidaerah
Arah kebijakan keuangandaerah
[II. ASUMSIDASARDALAMPENYUSUNANANGGARANPENDAPATANDAN
BELANJA
AsumsidasaryangdigunakandalamPerubahanAPBN
AsumsidasaryangdigunakandalamPerubahanAPBD
IV. KEBIUAKAN PENDAPATANDAERAH
Kebijakan Perubahan perencanaan pendapatan daerah
yangdiproyeksikan
PerubahanTargetpendapatandaerahmeliputiPendapatanAsl
iDaerah(PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain
Pendapatan Daerah yangSah
V. KEBIJAKAN BELANJADAERAH
Kebijakan terkait dengan perubahan perencanaanbelanja
Rencana perubahan belanja operasi, belanja modal, belanja
transferdan
VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAANDAERAH
Kebijakan perubahan penerimaanpembiayaan
Kebijakan perubahan pengeluaranpembiayaan
VII. STRATEGIPENCAPAIAN
Pada bab ini memuat langkah konkret dalam mencapai target.
VIII PENUTUP
Pada bab ini juga dapat berisi tentang hal-hal lain yang
disepakati DPRD dan Bupatidan perlu dimasukkan dalam
Perubahan Kebijakan Umum APBD Demikianlah Perubahan
Kebijakan Umum APBD ini dibuat
untuk menjadi
pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS dan Rancangan
PerubahanAPBD
Tahun Anggaran berkenaan.

...... Tanggal,.........
PimpinanDPRD Bupati.....
2 2
A A
o o

Nama Nama
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b. PerubahanPPAS
TABEL 2.1
TARGET PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN
ANGGARAN ...
SEBELLUM BERTAMBAH
RODE | JENIS FENDAPATAN DAERAH | FERUBAHA F;Eﬁiﬂ { [_?Sf[;ﬁ!
M BEREURANG

4, PENDAPATAN DAERAH
4,1, PEMNDAPATAN ASLI DAERAH
4.1.01. [Pajak Daerah
4.1.02, [Retribusi Daerah

Hasil Pengelolaan Kekayaan
4,1.03, L

Daerah Yang Dipisahkan
4,1.04. |Lain-Lain PAD Yang Sah
4.2, FENDAPATAN TRANSFEE
4,201, |Pendapatan Transfer
4.2.02, [Pendapatan Transfer Antar

LAIN-LAIN PENDAPATAN
*3, DAERAH YANG SAH
4,3,01. [Pendapatan Hibah
4,302, [Dana Darurat

Lain-Lain Pendapatan Sesuai
4.3.03. [dengan Ketentuan Peraturan

Perundang-Undangan

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
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TABEL 3.1
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PER SKPD
Plafon
No| Urusan/SK Anggaran Ke
PD Sebelum Setelah Bertambah/ t
Perubaha | Perubaha Berkurang
n n
1 2 3 4 S 6 7
Urusan/
1.|Dinas/Bada
n/K antor
ya
ng
mengalami
perubahan
2.|Dst ...
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TABEL 3.2

Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Ke giatan dan Sub

Urusan

XXX

Kegiatan Tahun Angearan 2021

Organisasi: x-300M0-300 X0 XX ...

PLAFON A NGGA RAN
PROGRANM / SEREL LI SETELAH BERTAMBEATY
KODE KEGIATAN SUE | SASBARAN TARGED
I AT AN PERUAANAN | PERUEAIAN BERELURANG
[Ep [Ep [ g o
L 2 1 4 5 [} T B
2.3, 20 Program ...
XN 00N 0K Kepiatan ...
oo X |Sub Kepiatan ...
XA R N |Sub Kepiatan ..
xxaam sy |Dst .
b o A 4 Dist ...
o v 4 Dist ...
TABEL 3.3

Perubahan Plafon Angparan Sementara Untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan
Jasa, Bunga, Subsidi, Hilah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan,

Belanja Tidalk Terduga

Talun Anggaran ...,

PEREUBAHAN
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
MO, URALAN
SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/
PERUBAHAN PERUBAHAN BERKURANG
(Rp] (Rp] (Rp] o

1 |Belanja Pegawai
2 |Belanja Barang dan Jasa
4 |Belanja Bunga
4 |Belanja Subsidi
5 |Belanja Hibah
i |Belanja Bantuan Sosial
7 |Belanja Modal

a. Belanja Modal Tanah

b. Belanja Modal Peralatan
dan Mesin

c. Belanja Modal Gedung
dan Bangunan

d. Belanja Modal Jalan,
Jaringan, dan lrigas;

e. Belanja Modal Aset Tetap
Lainnya;

{. Belanja Modal Aset Tidak
Herwujud;

Belanja Tidak Terduga

Belanja Bagi Hasil

-
EFF

Belanjs Bantuan Keuangan

TOTAL
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NOTA

KESEP

AKATA
N

ANTAR
A

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.......
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NG PERUBAHAN
KEBIJAKAN
UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN ....

Yang bertanda tangan di bawahini:
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1. Nama
Jabata
n
Alamat
Kantor
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bertindak selaku dan atas nama pemerintah Provinsi/
Kabupaten/Kota "-..........

2a.Nama T ettt et eeeeeeieeeneeneeieeieeeneeeeieanaans
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota...............
Alamat Kantor ..o.oooiiiiiiii s
b.Nama e
Jabatan : Wakil Ketua DPRD

Provinsi/Kabupaten/Kota...............

Alamat Kantor ..o.oooiiiiiiiii s
c.Nama et ee et ee e

Jabatan : Wakil Ketua DPRD

Provinsi/Kabupaten/Kota...............

Alamat Kantor @ ..o

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Provinsi/Kabupaten/Kota*)......
Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati
Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk
selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan
prioritas dan plafon anggaran sementara APBD TA ....

Berdasarkanhaltersebutdiatas,
parapihaksepakatterhadapPerubahankebijakan umum APBD yang
meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan
RancanganPerubahanAnggaranPendapatandanBelanjaDaerah(RPA
PBD)Tahun Anggaran ..., perubahan terhadap Kebijakan
pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar
dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara dan Perubahan APBD TA....



_361_

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD TA ....
disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang
tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar
dalam penyusunan

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun
Anggaran ....

Gubernur/Bupati/Walikota.....
PimpinanDP
RD
Provinsi/kabupaten

Selaku, Selaku,
PIHAKPERTAMA PIHAKKEDUA

7 i
A A
o o]

Nama Nama
KETUA

P g e

POHERC T R> g

o

P g e
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BaM, AMMBOED<



_363_

NOTA

KESEP

AKATA
N

ANTAR
A

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.......
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

TANGGAL........
TENTANG
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN ....
Yang bertanda tangan di bawah ini:
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1. Nama

Jabata : Gubernur/Bupati/Wali Kota
n .

Alamat
Kantor
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bertindak selaku dan atas nama pemerintah Provinsi/
Kabupaten/Kota"-..........
2a.Nama PPN

Jabatan : Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota...............

Alamat Kantor :.......occoviiiiiiiiiiiiiiiiiii
b.Nama PP TP PPPRPPRN

Jabatan : Wakil Ketua DPRD

Provinsi/Kabupaten/Kota...............

Alamat Kantor :.......coccoviiiiiiiiiiiiiiii
c. Nama L e

Jabatan : Wakil Ketua DPRD

Provinsi/Kabupaten/Kota...............

Alamat Kantor @ .....c.cooiiiiiiiiiii
sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Provinsi/Kabupaten/Kota*)......

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD)
perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan
Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar
penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (RPAPBD) TA ...

Berdasarkanhaltersebutdiatas,danmengacupadakesepakatananta
raDPRDdan Pemerintah Daerah tentang Perubahan Kebijakan
Umum APBD TA ..., para pihak sepakat terhadap Perubahan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana
Perubahan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah TA
...,Perubahan Prioritas belanja daerah, Perubahan Plafon

Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan
PemerintahanDanProgram/Kegiatan,danrencanaperubahanpembi
ayaandaerahTA

Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara Tahun Anggaran

... disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak
terpisahkan



_366_

KABUPATEN .......

RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN
MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN ....

Jumlah Bertambah /Berkurang
Kode Llraian (Rp
Sebelum Setelah Sebelum Setelah
Perubahan | Perubahan | Perubahan Peruba ban
1 2 3 4 ) &
4 Pendapatan

4.1 |Pendapatan Asli Daerah

4.1.1|Pajak Daerah

4.1 MBetribusi Daerah

4.1.3 Hasll Pengelolaan Kekayaan
" |Daerah vang dipisahkan

4.1 4)Lain-lain PAD yvang sah

4.2 [Pendapatan Transfer

42.1 Pendapatan Transfer
—IPemerintab Pusal

Pendapatan Transfer Antar

422
Daerab

4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah
__Vang Sah

4.3.1)|Pendapatan Hibah

4.3 . MDana Darucal

Lain-lain Pendapatan Sesuai
4.3 3|dengan Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan

Jumlah Pendapatan

5 Belania

2.1 |Belanja Operasi

2.1, 1|Belan)a pegawai

2.1 . 2|Belanja barang dan jasa
5.1.3|Belanja bunegs
5.1.4)|Belanja subsidi

2. 1.5 Belania hibah

3. 1.6/Belan)a bantuan sosial

3.2 |Belanja Modal

5.2 11Belanja modal tanah

599 Belanja modal peralatan dan
~ " |mesin

Belanja modal gedung dan

52.3
batiguitiat

Belanja modal jalan,

o aringan, dan irigasi

Belanja modal aset tetap

i Lad iy ya

Belanja modal aset tidak

2.2.6
berwujud
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5.3

Belanja Tidalk Terduga

5.3.1

Belanja tidalk terduga

5.4

Belanja Tranafer

5.4, 1

Belanja bapi hasil

5.4 2

Belanjs bantuan keuangan

Jumlah Belanja

Surplus/ [Defisit]

Pembiavaan Daeral

f. 1

Peperimaan Pembiayasan

1.1

SilPA

f.1,2

Pencairan dana cadangan

61,3

Hasil penjualan kekayaan
daeral vang dipisahilkan

61,4

Pererimaan pinjaman dacrah

6.1.5

Penerimaan kembali
pemberian pnjaman dacrah

B 1.6

Penerimaan pembiayaan
lainnya seauai dengan
ketentuan perumsdang-
imdangan

Jumlal Penerimaan
Pembiayaan

&2

Pengeluaran Pembiayaan

6.2, 1

Pembentulean dana cadangan

6.2 2

Penyvertaan modal daevah

6.2.3

Pembayaran cicilan polok
utange vang jatub tempo

6.2, 4

FPemberian pinjaman daerah

6.2, 5

Pengeluaran pembiayaan
lainnya seauai dengan
ketentuan perumdang-

Lnvdangan

Jumlah Pengeluaran
Pembiayaan

Pembiayaan Neto

Siga lebih pemblayaan
anggaran talnwin berkenaan
[SILPA)

...........
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KABUPATEN ...
RINGKASANPERUBAHANAPBDYANGDIKLASIFIKASIMENURUTURUSANPE
MERINTAHANDAERAHDANORGANISASI TAHUNANGGARAN

Pendapatan Belanja
Se belum Perubahan Se belum Perubahan
L | el Bt i ba b Hel B | Bertambah
Kode Urusan Pemerintah Daerah b aeleiah rmmbaby Belanja | Belanja alane Belanja [Jumlah | Belanja | Be lanja anja Belanja | Jumlah /
pe ruha han | pe e bakan |Berk wrang) Tidak Tidak [Berkurang)
Operast | Modal Transaler | Belanja |Operasi | Modal Transaler | Belanja
Te rduga Terduga
Hp Rp Rp ¥ Hp Rp Rp Ep Rp Hp Ep Rp Ep Rp Rp ¥
1 2 3 4 5 ] T B o 10 11 12 13 14 15 16 17 18

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
YANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR

1 PENDIDIKAN

1| Y% pinas/Badan/Kantor ...
X. X%

| R par
X. XX

2 KESEHATAN

9 ¥-xx-%% |Dinas/Badan/Kantor/ Rumah Sakit
X. XX

n Lt P
X, XX

X Dst

. Lt P
X. X%

. Lt P
X. X%

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR

7 TENAGA KERJA
X-X.X-X. X
7 Dinas/Badan/Kantor ...
X X%
? L P

X, XK
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PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

B
- PERLINDUNGAN AMAK
2 B HXXXX NDinas, Badan /Kantor ...
X, XM
2 & FREEE Npat
X, XX
2 X Dat ...
2 x FREEE Npat .
K XX
2 x FREEE Npat .
X, XX
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3 25 KELAUTAN DAN PERIKANAN
X-XN.X-M X~
3 25 Dinas/Badan /Kantor ...
X
X-XN.X-M X~
3 25 |t
3 26 PARIWISATA
3 26 HREXE NDinas, Badan /Kantor ...
X, XM
3 26 e | TT
X, XX
a 27 Dat ..
3 27 | ¥ o
X, XX
3 27 | ¥ o
X, XX
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN
PEMERINTAHAN
4 1 SEKRETARIAT DAERAH
4 1 XXH-EX" |gekretariat Dacrah
X XX
4 2 SEKRETARIAT DFRD
4 2 HRAXX Ner kretariat DPRD

X R
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UNSUR PENUNJANG URUSAN
EMERINTAHAN

PERENCANAAN

1 MRHEX N Dinas / Badan/ Kantor ...
KK
KM NN X
1 s Dat ...
2 KEUANGAN
a MHNXX N Dinas / Badan/ Kantor ...
NN
9 KM NN X Dst ...
XXX
x Dat
KM NN X Dast
XXX
KM NN X
3 x0x Dat
Dat ...
dat..
NN MMM dat
KK
Jumlah

SURPLUS/ (DEFISIT]
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KABUPATEN ........

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB
KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN ...

PENDAPATAN DAERAH
JUMLAH Berkuran|  DASAR
KODE REKENING URAIAN Sebelum Setelah (Rp) % HUKUM
Perubahan | Perubahan
4 xX.Xx Pendapatan
4 xX.Xx Pendapatan Asli Daerah
4.x.xx Pajak Daerah
4 xX.Xx Retribusi Daerah
4 x XX Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan
4 .x.xXx Lain-lain PAD Yang Sah
dox.xx Pendapatan Transfer
4 X Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
4 X.Xx Pendapatan Transfer Antar Daerah
4 .x.xx Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
4 .x.xx Pendapatan Hibah
4. x.Xx Dana Darurat
4 XXX Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
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BELANJA DAERAH

Urusan Pemerintahai: x
Bidang Urusan XX
Organisasi DMLY
Unit Organisasi P e e
Prnﬂram XXX XX
Indikator Hasil — |[:.........
Kegiatan...1) KK NX
Indikator Keluaran |[:.........
Sub Kegiatan ...1) KN XK
Indikator Keluaran |[:.........
Berraimioaln
JUMLAH /Berkuran
KODE REKENING URAIAN DASAR
Sebelum Setelah (Rp) o% HUKUM
Perubahan | Perubahan
S.x.xx Belanja
S.x.xx Belanja Operasi
S.x.xx Belanja Pegawai
Soxoxx Belanja Barang dan Jasa
S.oxxx Belanja Bunga
5.xxx Belanja Subsidi
S5.x.xx Belanja Hibah
S5.x.xx Belanja Bantuan Sosial
S.x.xx Belanja Modal
S.x.xx Belanja Modal Tanah
S5.x.xx Belanja Modal Peralatan dan Mesin
S.oxxx Belanja Modal Bangunan dan Gedung
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5.3.30¢ Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi
5.x.xx Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

5.x.xx Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
5.x.xx Belanja Tidak Terduga

S5.x.xx Belanja Tidak Terduga

5.3.X% Belanja Transfer

5.x.xx Belanja Bagi Hasil

5.X. X% Belanja Bantuan Keuangan

Sub Ke giatan ...2) HHH KK
Indikator Keluaran |:.........
BETTAIETT
JUMLAH /Berkuran
KODE REKENING URAIAN e DASAR
Sebelum Setelah (Rp) o HUKUM
Perubahan | Perubahan
5.3 Belanja
5.3, Belanja Operasi
5.x.xx Belanja Pegawai
5.x.xx Belanja Barang dan Jasa
5.x.xx Belanja Bunga
5.x.xx Belanja Subsidi
5.x.xx Belanja Hibah
5.3 Belanja Bantuan Sosial
5.%.xx¢ Belanja Modal
5.3 Belanja Modal Tanah
5.x.xx Belanja Modal Peralatan dan Mesin
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5.X. XX Belanja Modal Bangunan dan Gedung

5.3 3% Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi
5.%.%x% Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

5.%.%X% Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
5.3.%x% Belanja Tidak Terduga

5.:.%x% Belanja Tidak Terduga

5.%.%% Belanja Transfer

5.3, XX Belanja Bagi Hasil

5%, XX Belanja Bantuan Keuangan

Kegiatan....2) HKHLXX
Indikator Keluaran |:.........
Sub Kegiatan...1) XXX XX
Indikator Keluaran |:.........
BETTAMIDATT
JUMLAH /Berkuran
KODE REKENING URAIAN DASAR
Sebelum Setelah | o | o HUKUM
Perubahan | Perubahan
5.%.xx Belanja
5.%.xx Belanja Operasi
5.X.%x% Belanja Pegawai
5.%.xx% Belanja Barang dan Jasa
5.8, XX Belanja Bunga
5.:.%x% Belanja Subsidi
5.%. XX Belanja Hibah
5.%.%x Belanja Bantuan Sosial
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5.%. xx Belanja Modal
5.%. xx Belanja Modal Tanah
5.%. xx Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.%.xx Belanja Modal Bangunan dan Gedung
5.%.%Xx Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi
5.%.xx Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
5.x.xx Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
5.%. xx Belanja Tidak Terduga
5.%. xx Belanja Tidak Terduga
5.%. xx Belanja Transfer
5.%.xx Belanja Bagi Hasil
5. XX Belanja Bantuan Keuangan
Sub Kegiatan...2) K. XK. HX
Indikator Keluaran |:.........
BeTTaIminar
JUMLAH /Berkuran
KODE REKENING URAIAN DASAR
Sebelum Setelah (Rp) % HUKUM
Perubahan | Perubahan
5.%. XX Belanja
5.%.Xx Belanja Operasi
5.%.Xx% Belanja Pegawai
5.%.Xx% Belanja Barang dan Jasa
5.%.%x% Belanja Bunga
5.%.%Xx% Belanja Subsidi
5., xx Belanja Hibah
5.%. xx Belanja Bantuan Sosial
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5.%.xx Belanja Modal

5.%. xx Belanja Modal Tanah

5.%. Xx Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.%.XX Belanja Modal Bangunan dan Gedung
5.%.XX Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi
5.%.Xx Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
5.%.xx Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
5.%.xx Belanja Tidak Terduga

5.%.%x% Belanja Tidak Terduga

5.%. xx Belanja Transfer

5.%. Xx Belanja Bagi Hasil

5.%.Xx Belanja Bantuan Keuangan

.........

.........
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Nama
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I. PENETAPAN PERUBAHANAPBD
1. KetentuanUmum
BerdasarkanPasall77danPasall78PeraturanPemerintahNomor
12 Tahun 2019, ketentuan umum terkait penetapan
perubahan APBD adalah sebagaiberikut:

a.

g.

Bupati wajib mengajukan rancangan Perda tentang
perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan
dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka
memperoleh persetujuan bersama paling lambat minggu
kedua bulan September tahun anggaranberkenaan.
Proses pengajuan rancangan Perda tentang perubahan
APBD dapat mengandung informasi, aliran data, serta
penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan
secaraelektronik.

Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD
dilaksanakan oleh Bupati dan DPRD setelah Bupati
menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan
APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung
sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-
undangan.

Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD
berpedoman pada perubahan RKPD, perubahan KUA,
dan perubahanPPAS.

Dalam pembahasan rancangan Perda tentang perubahan
APBD, DPRD dapat meminta RKA-SKPD sesuai
kebutuhan dalam pembahasan yang disajikan secara
elektronik melalui Sistem Informasi
PemerintahanDaerah.

Hasil pembahasan rancangan Perda tentang perubahan
APBD dituangkan dalam persetujuan bersama antara
Bupati dan DPRD.

Persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD
ditandatangani oleh Bupati dan pimpinanDPRD.

2. KetentuanPelaksanaan

a.

Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang
perubahan APBD beserta penjelasan dan dokumen
pendukung kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka
memperoleh persetujuanbersama.
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b. Bupati dan DPRD melakukan pembahasan rancangan
Perda tentang perubahan APBD dengan berpedoman
kepada perubahan RKPD, perubahan KUA, dan
perubahanPPAS.

c. Hasil pembahasan rancangan Perda tentang perubahan
APBD dituangkan dalam persetujuan bersama yang
ditandatangani oleh Bupati dan pimpinanDPRD.

J. PERSETUJUAN RANCANGAN PERDA PERUBAHANAPBD

1.

KetentuanUmum

Berdasarkan Pasal 179 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun

2019, ketentuan umum terkait persetujuan rancangan

Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD adalah

sebagaiberikut:

a. Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda
tentang perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama
Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun
anggaran berkenaan berakhir.

b. Dalam hal DPRD sampai batas waktu tidak mengambil

keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan
Perda tentang perubahan APBD, Bupati melaksanakan
pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD tahun
anggaranberkenaan.

c. Penetapan rancangan Perda tentang perubahan APBD
dilakukan  setelah  ditetapkannya  Perda  tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
tahunsebelumnya.

KetentuanPelaksanaan

a. Bupati dan DPRD melakukan persetujuan Bersama
berdasarkan hasil pembahasan rancangan Perda tentang

perubahanAPBD.

b. Bupati menetapkan Perda tentang perubahan
APBDsetelah ditetapkannya Perda tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
tahunsebelumnya.

c. Jika persetujuan bersama dalam pembahasan rancangan
Perda tentang perubahan APBD tidak tercapai sampai
batas waktu yang ditentukan, Bupati melaksanakan
pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD tahun
anggaranberkenaan.
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K. EVALUASI RANCANGAN PERDA PERUBAHAN APBD DAN
RANCANGAN PERKADA PENJABARAN PERUBAHANAPBD
1. Evaluasi Rancangan Perda Perubahan APBD Dan Rancangan
Perkada Penjabaran Perubahan APBDProvinsi
a. KetentuanUmum

Mengacu pada Pasal 180, Pasal 183, dan Pasal 184

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, peraturan

Bupati ini membuat evaluasi Raperda provinsi tentang

perubahan APBD dan Raperkada tentang penjabaran

perubahan APBD sebagaiberikut:

1) Rancangan Perda provinsi tentang perubahan APBD
yang telah disetujui bersama antara Bupati dan DPRD
dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan
APBD disampaikan kepada Bupati paling lambat 3 (tiga)
hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan
Perda provinsi tentang perubahan APBD untuk
dievaluasi sebelum ditetapkan oleh gubernur.

2) Rancangan Perda provinsi tentang perubahan APBD dan
rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan
APBD disertai dengan perubahan RKPD, perubahan
KUA, dan perubahan PPAS yang disepakati antara
Bupati danDPRD.

3) Dalam melakukan evaluasi Bupati berkoordinasi
denganBupati yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan.

4) Evaluasi dilakukan untuk menguji kesesuaian
rancangan Perda provinsi tentang perubahan APBD dan
rancangan Perkada provinsi tentang penjabaran
perubahan APBDdengan:

a) ketentuan peraturan perundang-undangan yang
lebihtinggi;

b) kepentinganumum;

¢) perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan
PPAS;dan

d) RPJMD.

5) Menguji kesesuaian adalah untuk menilai kesesuaian
program dalam rancangan Perda tentang APBD dengan
Perda tentang RPJMD dan menilai pertimbangan yang
digunakan dalam menentukan sub kegiatan-sub
kegiatan yang ada dalam RKPD, KUA dan PPAS, serta
menilai konsistensi antara rancangan Perda tentang
APBD dengan KUA danPPAS.

6) Pengujian kesesuaian rancangan Perda provinsi tentang
APBD dan rancangan Perkada provinsi tentang
penjabaran APBD dengan kepentingan umum dilakukan
untuk menghindari hal-hal yang bertentangan dengan
kepentingan umummeliputi:

a) terganggunya kerukunan antarwargamasyarakat;
b) terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
¢) terganggunya ketenteraman dan ketertibanumum;

d) terganggunya kegiatan ekonomi untuk
meningkatkan kesejahteraanmasyarakat;
e) diskriminasi terhadap suku, agama dan

kepercayaan, ras, antar-golongan, dangender;



g)

h)

1)

j)

k)

)

p)
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Hasil evaluasi ditetapkan dengan keputusanBupati;
Keputusan Bupati disampaikan kepada gubernur
paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak
rancangan Perda provinsi tentang perubahan APBD
dan rancangan Perkada tentang penjabaran
perubahan APBDditerima;

Dalam hal Bupati, setelah berkoordinasi dengan
Bupati yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan, menyatakan
hasil evaluasi rancangan Perda provinsi tentang
perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang
penjabaran perubahan APBD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi, kepentingan umum, perubahan RKPD,
perubahan KUA dan Perubahan PPAS, dan RPJMD,
gubernur menetapkan rancangan tersebut menjadi
Perda dan Perkada sesuai dengan ketentuan
peraturanperundang-undangan;

Dalam hal Bupati, setelah berkoordinasi dengan
Bupati yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan, menyatakan
hasil evaluasi rancangan Perda provinsi tentang
perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang
penjabaran perubahan APBD tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi, kepentingan umum, perubahan RKPD,
perubahan KUA dan Perubahan PPAS, dan RPJMD,
gubernur bersama DPRD melakukan
penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung
sejak hasil evaluasiditerima;

Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh
gubernur dan DPRD dan gubernur menetapkan
rancangan Perda provinsi tentang perubahan APBD
menjadi Perda dan rancangan Perkada tentang
penjabaran perubahan APBD
menjadiPerkada,BupatimengusulkankepadaBupatiy
ang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau
pemotongan Dana Transfer Umum sesuai ketentuan
peraturan perundang- undangan;

Penyempurnaan hasil evaluasi dilakukan Bupati
melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan
anggaran;

Hasil penyempurnaan ditetapkan dengan
keputusan pimpinanDPRD;
KeputusanpimpinanDPRDdijadikandasarpenetapan
Perda tentang perubahanAPBD;

Keputusan pimpinan DPRD dilaporkan pada sidang
paripurnaberikutnya;

Keputusan pimpinan DPRD disampaikan kepada
Bupati untuk perubahan APBD provinsi paling
lambat 3  (tiga)  hari setelah  keputusan
tersebutditetapkan;

Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap atau
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sementara dalam waktu yang bersamaan, yang
melaksanakan tugas sebagai pimpinan sementara
DPRD menandatangani keputusan pimpinanDPRD;

q) Dalam hal keputusan pimpinan DPRD tidak
diterbitkan sampai dengan 7 (tujuh) hari sejak
diterima hasil evaluasi dari Bupati, Bupati
menetapkan Perda Perubahan APBD berdasarkan
hasil penyempurnaanevaluasi,

r) Perda Perubahan APBD harus terlebih dahulu
mendapat nomor registrasi dari KeBupatian Dalam
Negeri;dan/atau

s) Proses evaluasi terhadap rancangan Perda provinsi
tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan
gubernur tentang penjabaran perubahan APBD
dapat memuat informasi, aliran data, penggunaan
dan penyajian dokumen  yang dilakukan
secaraelektronik.

b. KetentuanPelaksanaan

1)

3)

4)

5)

Paling lambat 3 (hari) setelah persetujuan bersama,

Bupati mengirimkan rancangan Perda provinsi tentang

perubahan APBD yang telah disetujui bersama antara

Bupati dan DPRD beserta rancangan Perkada tentang

Penjabaran perubahan APBD, RKPD, KUA, dan PPAS

kepada Bupati.

Bupati melakukan evaluasi dengan berkoordinasi

dengan Bupati yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang keuangan.

Bupati mengeluarkan surat keputusan mengenai hasil

evaluasi untuk disampaikan kepada gubernur paling

lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan

Perda provinsi tentang perubahan APBD dan rancangan

Perkada tentang Penjabaran perubahan APBDditerima.

Dalam hal keputusan Bupati menyatakan hasil evaluasi

sesuai, maka gubernur menetapkan rancangan Perda

provinsi tentang perubahan APBD menjadi Perda dan
rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan

APBD menjadi Perkada sesuai dengan ketentuan

peraturanperundang-undangan.

Dalam hal keputusan Bupati menyatakan hasil evaluasi

tidak sesuai, gubernur bersama DPRD melakukan

penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung
sejak hasil evaluasi diterima dengan langkah-langkah
sebagaiberikut:

a) Bupati melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui
badan  anggaran melakukan  penyempurnaan
hasilevaluasi.

b) Pimpinan DPRD menetapkan surat Kkeputusan
mengenai hasil penyempurnaan untuk kemudian
dilaporkan pada sidang paripurnaberikutnya.

¢) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan mengenai
hasil
penyempurnaankepadaBupatipalinglambat3(hari)sete
lah ditetapkan.

d) Berdasarkan keputusan pimpinan DPRD mengenai
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hasil penyempurnaan, Bupati melakukan penetapan
Perda tentang perubahanAPBD.

e) Dalam hal keputusan pimpinan DPRD mengenai
hasil penyempurnaan tidak diterbitkan sampai
dengan 7(tujuh)hari sejak diterima hasil evaluasi dari
Bupati, Bupati menetapkan Perda perubahan APBD
berdasarkan hasil penyempurnaan.

6) Perda perubahan APBD harus terlebih dahulu mendapat

nomor registrasi dari KeBupatian DalamNegeri.

7) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh

gubernur dan DPRD, dan gubernur menetapkan
rancangan Perda provinsi tentang perubahan APBD
menjadi Perda dan rancangan Perkada tentang
penjabaran APBD menjadi Perkada, Bupati mengusulkan
kepada Bupati yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan
penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum
sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-
undangan.

2. Evaluasi Rancangan Perda Perubahan APBD Dan Rancangan
Perkada Penjabaran Perubahan APBDKabupaten/Kota

a.

KetentuanUmum

Mengacu pada Pasal 181 sampai dengan Pasal 184

Peraturan

PemerintahNomor12Tahun2019,PeraturanBupatiinimembu

at evaluasi Raperda kabupaten/kota tentang perubahan

APBD dan

RaperkadatentangpenjabaranperubahanAPBDsebagaiberik

ut:

1) Rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan
APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan
Perkada tentang penjabaran perubahan APBD

disampaikan kepada gubernur
sebagaiwakilpemerintahpusatpalinglambat3(tiga)harise
jak tanggal persetujuan rancangan Perda

kabupaten/kota tentang perubahan APBD untuk
dievaluasi sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota.

2) Rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan
APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran
perubahan APBD disertai dengan perubahan RKPD,
perubahan KUA, dan perubahan PPAS yang disepakati
antara Bupati dan DPRD.

3) Surat pengantar untuk menyampaikan rancangan
Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD dan
rancangan Perkada tentang Penjabaran perubahan
APBD ditembuskan ke Bupati tanpa disertailampiran.

4) Dalam melakukan evaluasi rancangan Perda
kabupaten/kota tentang perubahan APBD, gubernur
sebagai wakil pemerintah pusat berkonsultasi dengan
Bupati dan selanjutnya Bupati berkoordinasi dengan
Bupati yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidangkeuangan.

5) Dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat



6)

7)

8)

9)

10)
11)

12)

13)
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tidak melaksanakan evaluasi Bupati mengambil alih
pelaksanaan evaluasi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan.
Dalam rangka melaksanakan evaluasi, Bupati
berkoordinasi dengan Bupati yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidangkeuangan.
Evaluasi dilakukan untuk menguji kesesuaian
rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan
APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran
perubahan APBD dengan:
a) ketentuan peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi;
b) kepentinganumum,;
c) perubahan RKPD, perubahan KUA, dan
Perubahan PPAS; dan
d) RPJMD.
Menguji kesesuaian adalah untuk menilai kesesuaian
program dalam rancangan Perda tentang perubahan
APBD dengan Perda tentang RPJMD dan menilai
pertimbangan yang digunakan dalam menentukan sub
kegiatan-sub kegiatan yang ada dalam RKPD, KUA
dan PPAS, serta menilai konsistensi antara rancangan
Perda tentang APBD dengan KUA danPPAS.
Pengujian kesesuaian rancangan Perda
kabupaten/kota tentang perubahan APBD dan
rancangan Perkada provinsi tentang penjabaran
perubahan APBD dengan kepentingan umum
dilakukan  untuk  menghindari hal-hal yang
bertentangan dengan kepentingan umummeliputi:
a) terganggunya kerukunan antarwargamasyarakat
b) terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
c) terganggunya ketenteraman dan ketertibanumum;
d) terganggunya kegiatan ekonomi untuk
meningkatkan kesejahteraan
masyarakat;dan/atau
e) diskriminasi terhadap suku, agama dan
kepercayaan, ras, antar-golongan, dangender.
Hasil evaluasi ditetapkan dengan keputusangubernur.
Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
menyampaikan hasil evaluasi rancangan Perda
kabupaten/kota tentang perubahan APBD dan
rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan
APBD kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) hari sejak
ditetapkannya keputusan gubernur tentang hasil
evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang
perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang
penjabaran perubahanAPBD.
Keputusan gubernur disampaikan oleh gubernur
sebagai wakil pemerintah pusat kepada
bupati/walikota paling lambat 15 (lima belas) hari
terhitung sejak rancangan Perda kabupaten/kota
tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada
tentang penjabaran perubahan APBDditerima.
Dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat

)
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menyatakan  hasil evaluasi rancangan  Perda
kabupaten/kota tentang perubahan APBD dan
rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan
APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum,
perubahan RKPD, perubahan KUA, perubahan PPAS,
dan RPJMD, bupati/walikota menetapkan rancangan
tersebut menjadi Perda dan Perkada sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
menyatakan  hasil evaluasi rancangan Perda
kabupaten/kota tentang perubahan APBD dan
rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan
APBD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan
umum, perubahan RKPD, perubahan KUA, perubahan
PPAS, dan RPJMD, bupati/walikota bersama DPRD
melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari
sejak hasil evaluasi diterima.

Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh
bupati/walilkotadanDPRDdanbupati/walilkotameneta
pkanrancangan Perda  kabupaten/kota tentang
Perubahan APBD menjadi Perda dan rancangan
Perkada tentang penjabaran Perubahan APBD menjadi
Perkada, gubernur mengusulkan kepada Bupati,
selanjutnya Bupati mengusulkan kepada Bupati yang
melaksanakan wurusan pemerintahan di bidang
keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau
pemotongan Dana Transfer Umum sesuai ketentuan
peraturan perundang- undangan.

Penyempurnaan hasil evaluasi dilakukan Bupati
melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui
badananggaran.

Hasil penyempurnaan ditetapkan dengan keputusan
pimpinan DPRD.

Keputusan pimpinan DPRD dijadikan dasar penetapan
Perda tentang perubahanAPBD.

Keputusan pimpinan DPRD dilaporkan pada sidang
paripurna berikutnya.

Keputusan pimpinan DPRD kepada gubernur untuk
perubahan APBD kabupaten/kota paling lambat 3
(tiga) hari setelah keputusan tersebutditetapkan.
Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap atau
sementara dalam waktu yang bersamaan, yang
melaksanakan tugas sebagai pimpinan sementara
DPRD menandatangani keputusan pimpinanDPRD.
Dalam hal keputusan pimpinan DPRD tidak
diterbitkan sampai dengan 7 (tujuh) hari sejak
diterima hasil evaluasi dari gubernur, Bupati
menetapkan Perda Perubahan APBD berdasarkan
hasil penyempurnaanevaluasi.
PerdaPerubahanAPBDharusterlebihdahulumendapatn
omor registrasi dariGubernur.

Proses evaluasi terhadap rancangan Perda
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kabupaten/kota tentang perubahan APBD dan
rancangan  peraturan  bupati/walikota  tentang
penjabaran perubahan APBD dapat memuat
informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian
dokumen yang dilakukan secaraelektronik.

KetentuanPelaksanaan

1)

Paling lambat 3 (hari) seteleh persetujuan bersama,
Bupati mengirimkan rancangan Perdakabupaten/kota
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_376_

tentang APBD yang telah disetujui bersama antara
Bupati dan DPRD beserta rancangan Perkada tentang
Penjabaran APBD, RKPD, KUA, dan PPAS kepada
gubernur sebagai wakil pemerintah pusat

Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan
evaluasi, berkonsultasi dengan Bupati dan selanjutnya
Bupati berkoordinasi dengan Bupati yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidangkeuangan.

Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
mengeluarkan surat keputusan mengenai hasil
rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan
rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD.
Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
menyampaikan hasil evaluasi rancangan Perda
kabupaten/kota tentang APBD dan
PerkadatentangpenjabaranAPBDkepadaBupatidanBup
ati yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang keuangan paling lambat 3 (tiga) hari sejak
ditetapkannya keputusan gubernur tentang hasil
evaluasirancangan.

Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
menyampaikan keputusan mengenai hasil evaluasi
kepada bupati/walikota paling lambat 15 (lima belas)
hari terhitung sejak rancangan Perda kabupaten/kota
tentang APBD dan rancangan Perkada tentang
Penjabaran APBDditerima.

Dalam hal keputusan gubernur sebagai wakil
pemerintah pusat menyatakan hasil evaluasi sesuai,
maka bupati/walikota menetapkan rancangan Perda
kabupaten/kota tentang APBD menjadi Perda dan
rancangan Perkada tentang penjabaran APBD menjadi
Perkada sesuai dengan ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

Dalam hal surat keputusan gubernur sebagai wakil
pemerintah pusat menyatakan hasil evaluasi tidak
sesuai, bupati/walikota bersama DPRD melakukan
penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung
sejak hasil evaluasi diterima dengan langkah-langkah

sebagaiberikut:
a) Bupati melalui TAPD bersama dengan DPRD
melalui badan anggaran melakukan

penyempurnaan hasil evaluasi.

b) Pimpinan DPRD menetapkan surat keputusan
mengenai hasil penyempurnaan untuk kemudian
dilaporkan pada sidang paripurnaberikutnya.

c) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan
mengenai hasil penyempurnaan kepada
Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling
lambat 3 (hari) setelah ditetapkan.

d) Berdasarkan  keputusan = pimpinan DPRD
mengenai hasil penyempurnaan, Bupati
melakukan penetapan Perda tentangAPBD.

e) Dalam hal keputusan pimpinan DPRD mengenai
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hasil penyempurnaan tidak diterbitkan sampai
dengan 7 (tujuh) hari sejak diterima hasil evaluasi
dari Gubernur, Bupati menetapkan Perda APBD
berdasarkan hasil penyempurnaan.
f) Perda APBD harus terlebih dahulu mendapat
nomor registrasi dariGubernur.
Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh
bupati/walikota dan DPRD, dan bupati/walikota
menetapkan rancangan Perda provinsi tentang APBD
menjadi Perda dan rancangan Perkada tentang
penjabaran APBD menjadi Perkada, Gubernur
mengusulkan kepada Bupati, selanjutnya Bupati
mengusulkan kepada Bupati yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk
melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana
Transfer Umum sesuai dengan ketentuan
peraturanperundang-undangan.

BUPATI KEPULAUAN
MERANTI,

ASMAR



